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BUPATI ROTE NDAO 
  

KATA PENGANTAR 

 
Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 ini dimaksudkan sebagai 

sebuah wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sebagai sub sistem Pemerintahan Negara yang 

bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, 

sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten 

Rote Ndao mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada 

Pemerintah Pusat. 

Dukungan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam 

menyajikan/memberikan data, maka pembuatan laporan ini dapat 

diselesaikan. Untuk itu, kepada berbagai pihak yang telah mendukung 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao, kami 

ucapkan terima kasih dengan harapan kiranya dukungan yang sangat 

berharga ini akan menjadi motivasi yang bermakna bagi kiprah 

penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja kepemerintahan 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao                         

di masa depan.  
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Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

ini sekaligus Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membuka diri dan 

mengharapkan adanya berbagai masukan sebagai bahan evaluasi untuk 

keperluan pembinaan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih baik kedepan 

sesuai tuntutan dan perubahan regulasi yang ada. Semoga Tuhan Yang 

Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam 

melaksanakan amanat rakyat dan terus membangun serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao tercinta ini. 

 “Tuhan Memberkati”. 
 

Ba’a, 26 Maret 2021 

BUPATI ROTE NDAO, 

 

 

 

PAULINA HANING-BULLU,SE 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1)                 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan ayat (2) mengamanatkan bahwa Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mencakup laporan kinerja instansi pemerintah. Adapun dasar hukum 

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019  Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Rote Ndao 2019-2024; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao. 

 

1.1.1 Penjelasan Umum 

a. Undang-undang Pembentukan Daerah 

Pembentukan Kabupaten Rote Ndao sebagai daerah otonom 

berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002                        

tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur; 

b. Data Geografis Wilayah 

Kondisi Geografis 

1. Batas Wilayah Administrasi, Luas Wilayah, Topografis serta Iklim. 

- Kondisi Geografis, Batas Wilayah Administrasi dan Luas 

Wilayah 

Kabupaten Rote Ndao merupakan wilayah yang terdiri dari 

gugusan pulau-pulau kecil di bagian paling selatan kepulauan 

Nusantara. secara astronomis daerah ini terletak antara 10°25’ 

LS - 11°00’ Lintang Selatan dan 121°49’ - 123°26’ Bujur Timur. 

Secara geografis Kepulauan Rote Ndao berada diantara Benua 
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Asia dan Benua Australia, serta diantara Laut Sawu dan 

Samudera Hindia yang terdiri dari 107 buah pulau dengan 8 

pulau berpenghuni (Pulau Rote, Pulau Usu I, Pulau Usu II, 

Pulau Nuse, Pulau Ndao, Pulau Landu, Pulau Ndana dan 

Pulau Nusa Manuk) dan 99 pulau lainnya belum berpenghuni 

yang secara keseluruhan mempunyai luas 1.280,10 km2dan 

luas lautan 2.376 km2. Wilayah Utama Kabupaten ini terdapat 

di pulau Rote, sebagai pulau terbesar diantara 107 pulau yang 

termasuk wilayah administratif Kabupaten Rote Ndao. 

Kabupaten Rote Ndao memiliki batas-batas wilayah sebagai 

berikut : 

- Sebelah Utara   : Laut Sawu 

- Sebelah Selatan : Samudera Hindia 

- Sebelah Timur  : Selat Pukuafu 

- Sebelah Barat  : Laut Sawu 

Berdasarkan posisi geografis dan kondisi wilayah yang 

digambarkan diatas, Kabupaten Rote Ndao selain memiliki 

potensi daratan juga memiliki potensi bahari yang besar. 

Kabupaten Rote Ndao memiliki luas wilayah perairan laut 

cukup luas, dengan total panjang garis pantai kurang lebih 

330 km. Selain itu, Kabupaten Rote Ndao juga memiliki 

sejumlah pantai yang eksotik, beberapa diantaranya 

merupakan kawasan surfing terbaik dunia, yakni Pantai 

Nemberala dan Pantai Boa.  

- Topografis 

Wilayah Rote Ndao memiliki topografi yang relatif datar, 

berombak sampai bergelombang, ketinggian tempat berkisar 

dibawah 500 meter dari permukaan laut. Topografi Rote Ndao 

memiliki variasi ketinggian dari 0–500 meter di atas 

Permukaan Laut (DPL) dengan rincian dataran 2-15% 

(92.497,5 Ha), berbukit 15-25%       (13.229,7 Ha) dan gunung 

25% (697,5 Ha) dan lainnya 40% (557,5 Ha) dengan 

kemiringan rata-rata 45°.  
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- Hidrologis 

Secara hidrologis Kabupaten Rote Ndao memiliki air yang 

tersedia cukup besar, namun karena geologis Kabupaten Rote 

Ndao sebagian besar merupakan daerah Karst maka air 

permukaan sangat kurang dan tak tersedia sepanjang tahun. 

Air yang tersedia sebagian besar air bawah tanah dan mata air 

yang muncul ke permukaan kebanyakan berada di daerah 

rendah sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan 

air bersih. 

- Klimatologi 

Suhu udara di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 berkisar 

antara 20,2°C sampai dengan 34,8°C, dengan titik tertinggi 

terjadi pada bulan November dan titik terendah pada bulan 

Juli. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 70% 

sampai dengan 95%. Iklim di Wilayah Rote Ndao sama halnya 

dengan iklim kering karena musim hujan yang lebih pendek 

dari musim kemarau. Curah hujan mulai meningkat bulan 

November hingga Januari dengan jumlah curah hujan tertinggi 

pada bulan  Januari tercatat 22,2 mm dengan jumlah hari 

hujan 24 Hari. 

c. Jumlah Penduduk 

Pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao telah 

mencapai 148.763 jiwa yang tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan. 

Sebagai kecamatan baru yang diresmikan pada tahun 2020 maka 

Kecamatan Loaholu belum memiliki database penduduk sendiri 

karena masih dilakukan proses verifikasi data kependudukan.  

Struktur penduduk, persebaran penduduk menurut kecamatan 

dan jumlah kepala kepala keluarga di Kabupaten Rote Ndao dapat 

dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini : 
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Tabel 1.1 
Struktur Penduduk Kabupaten Rote Ndao 

Tahun 2020 

STRUKTUR USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 2 3 4 

>75 2585 2224 4809 

70-74 1511 1540 3051 

65-69 2010 2021 4031 

60-64 2450 2266 4716 

55-59 2926 2869 5795 

50-54 3550 2883 6433 

45-49 3933 3944 7877 

40-44 4941 4985 9926 

35-39 5572 6015 11587 

30-34 5497 5813 11310 

25-29 5683 5940 11623 

20-24 6713 6524 13237 

15-19 8675 8379 17054 

10-14 8006 8371 16377 

5-9 7608 6949 14557 

0-4 3227 3153 6380 

TOTAL 25.85 73.876 148.763 

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 
                

 

Tabel 1.2 
Jumlah Penduduk Kabupaten Rote Ndao Menurut Kecamatan  

Tahun 2020 

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 

1. Rote Barat  
2. Rote Barat Daya 
3. Rote Barat Laut 
4. Lobalain 
5. Rote Tengah 
6. Rote Selatan 
7. Pantai Baru 
8. Rote Timur 
9. Ndao Nuse 
10. Landu Leko 

12.644 
14.036 
15.709 
4.697 
7.541 
7.559 
4.810 

3. 203 
1.881 
2.805 

12.692 
13.927 
15.354 
46.04 

7. 296 
7.480 
4.707 
3.127 
1.963 
2.728 

25.336 
27.963 
31.063 
9.301 

14.837 
15.039 
9.517 
6.330 
3.844 
5.533 

Kabupaten Rote Ndao 74.885 73.878 148.763 

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
               Rote Ndao tahun 2020 
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Tabel 1.3 
Jumlah Penduduk Kabupaten Rote Ndao Menurut Kecamatan  

Tahun 2020 

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao 

             

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 

Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Rote Ndao 

dapat dilihat pada rincian sebagaimana pada tabel 1.4 dibawah    

ini : 

Tabel 1.4 
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan  

di Kabupaten Rote Ndao 
Tahun 2020 

No Kecamatan Desa Kelurahan 

1 2 3 4 

1 Landu Leko 7 - 

2 Pantai Baru 14 1 

3 Rote Timur 10 1 

4 Rote Tengah 7 1 

5 Rote Selatan 7 - 

6 Lobalain  15 3 

7 Rote Barat Laut 12 1 

8 Rote Barat Daya 19 - 

9 Rote Barat 7 - 

10 Ndao Nuse 5 - 

11 Loaholu  10 - 

Jumlah 112 7 

      Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  Rote Ndao   

                      Tahun 2020 

 

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Pertangkat Daerah dan 

Pegawai Pemerintahan 

Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan 

Pegawai Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 dapat 

dilihat pada Tabel 1.5 sebagai berikut :  

 

No KABUPATEN 
JUMLAH KEPALA 

KELUARGA 
KET 

1 ROTE NDAO 39. 207 KK 
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                                Tabel 1.5 
Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah  

dan Pegawai Pemerintahan 
Tahun 2020 

 
No 

 
Nama 

Pegawai Negeri Sipil 

Pejabat 
Struktural 

(Orang) 

Pejabat 
Fungsional 

(orang) 

Fungsional 
Umum 
(orang) 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 

1.  Inspektorat 9 13 13 30 

2.  Sekretariat DPRD 9 - 18 27 

3.  Sekretariat Korpri 4 - 6 10 

4.  Satuan Polisi Pamong Praja 8 - 15 23 

5.  Dinas Kesehatan 12 465 135 612 

6.  Dinas Pendidikan 
Kepemudaan dan Olahraga 

22 1,137 347 1,506 

7.  Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

13 - 11 24 

8.  Dinas Sosial 12 - 9 21 

9.  Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

18 - 6 24 

10. Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil 

6 - 11 17 

11. Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

16 - 15 31 

12. Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

18 - 8 26 

13. Dinas Koperasi, UKM , 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

16 - 20 36 

14. Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja 
14 - 7 21 

15. Dinas Komunikasi, 
Informatika, Statistik dan 
Persandian 

12 - 8 20 

16. Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Lingkungan 
Hidup 

19 - 17 36 

17. Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

12 - 37 49 

18. Dinas Perhubungan 9 - 13 22 

19. Dinas Pangan 14 - 10 24 

20. Dinas Pertanian 19 39 29 87 

21. Dinas Kelautan dan Perikanan 13 - 10 23 
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22. Dinas Peternakan 15 - 37 52 

23. Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

6 2 3 11 

24. Badan Perencanaan, Penelitian 
dan Pengembangan 

13 - 13 26 

25. Badan Keuangan dan Aset 14 - 18 32 

26. Badan Pendapatan 19 - 22 41 

27. Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan 

12 - 9 21 

28. Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

5 - 6 11 

29. Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

3 - 6 9 

30. Kecamatan Rote Barat Daya 6 - 13 19 

31. Kecamatan Rote Barat Laut 10 - 14 24 

32. Kecamatan Lobalain 15 - 25 40 

33. Kecamatan Rote Tengah 13 - 15 28 

34. Kecamatan Rote Selatan 7 - 12 19 

35. Kecamatan Pantai Baru 8 - 17 25 

36. Kecamatan Rote Timur 8 - 11 19 

37. Kecamatan Landu Leko 6 - 5 11 

38. Kecamatan Rote Barat 8 - 9 17 

39. Kecamatan Ndao Nuse 6 - 7 13 

40. Kecamatan Loaholu 7 - 4 11 

41. Bagian Organisasi  4 - 6 10 

42. Bagian Umum 11 - 41 52 

43. Bagian Hukum  4 - 4 8 

44. Bagian Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

4 - 5 9 

45. Bagian Administrasi 
Perekonomian, Pembangunan  

4 - 3 7 

46. Bagian Pengadaan Barang dan 
Jasa 

4 2 6 12 

Jumlah/ Total 451 1,656 991 3,196 

Sumber : Data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten  Rote Ndao   

               Tahun 2020 

 

 

 

 

 



  

 

LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020   9 

 

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1. Target pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar      

Rp.738.285.649.298,41,- dengan realisasi Pendapatan Tahun 

Anggaran 2020 (sebelum diaudit BPK RI Perwakilan Provinsi NTT) 

sebesar Rp.753.647.401.075,86,- atau 102,08% dari target 

yang ditetapkan. Pendapatan Daerah ini bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah serta Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Daerah dengan rincian  dapat dilihat pada tabel 1.6 

berikut : 

Tabel 1.6 
Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Sumber Pendapatan  

Tahun 2020 

NO 
SUMBER 

PENDAPATAN 
TARGET 

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 
PERSEN 

(%) 

1 2 3 4 5 

A. PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

25.923.971.852,- 32.683.328.390,45 126,07 

1. Pajak Daerah 5.810.676.507,-  7.866.751.680,50  135,38 

2. Retribusi Daerah 5.395.640.000,-  9.823.578.666,-  182,07 

3. Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 

6.283.847.348,-  6.283.847.348,35  100 

4. Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 

8.433.807.997,-  8.709.150.695,60  103,26 

B. DANA PERIMBANGAN 555.342.714.000,- 552.319.930.617,- 99,46 

1. Dana Bagi Hasil 
Pajak/Bukan Pajak 

7.616.455.000,- 7.461.942.300,- 97,97 

2. Dana Alokasi Umum 424.607.949.000,- 422.697.359.000,- 99,55 

3. Dana Alokasi Khusus 123.118.310.000,- 122.160.629.317,- 99,22 

C. LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

48.656.880.446,41 60.282.059.068,41 123,90 

1. Pendapatan Hibah 30.974.600.000, 30.912.200.000,- 99,80 

 

2. Dana Bagi Hasil Pajak 
dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah 
Lainnya 

17.682.280.446,41 13.994.501.783,41 79,14 

 Bantuan keuangan  
dari  Pemerintah, 
Provinsi atau 
pemerintah daerah 
lainnya 

 15.375.357.285,-  

D. DANA PENYESUAIAN 
DAN OTONOMI 
DAERAH 

108.362.083.000,- 108.362.083.000,- 100 

1. Dana Penyesuaian 108.362.083.000,- 108.362.083.000,- 100 

  Sumber : Data Badan Keuangan dan Aset Kabupaten  Rote Ndao  Tahun 2020 
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2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar 

Rp.794.976.746.670,94,- untuk membiayai Belanja Tidak 

Langsung dan Belanja Langsung dengan total realisasi sebesar 

Rp.744.031.613.310,35,- atau  93,59% dari rencana yang 

ditetapkan setelah perubahan APBD pada tabel 1.7 sebagai 

berikut : 

     
Tabel 1.7 

Realisasi Belanja Kabupaten Rote Ndao  

Tahun 2020 

No JENIS BELANJA TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % 

A BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 

456.407.385.668,94 426.181.943.051,- 93,38 

1. Belanja Pegawai 278.274.007.612,53 257.684.992.301,- 92,60 

2. Belanja Bunga 0,- 0,- 0 

3. Belanja Hibah 4.620.656.000,- 4.550.508.000,- 98,48 

4. Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,- 500.000.000,- 100 

5. Belanja Bagi Hasil 1.120.631.000,- 1.120.631.000,- 100 

6. Belanja Bantuan 

Keuangan 

149.372.264.400,- 149.272.264.400,- 99,93 

7. Belanja Tidak Terduga 22.519.826.656,41 13.053.547.350,- 57,96 

B BELANJA LANGSUNG 338.569.361.002,- 317.849.670.259,35 93,88 

1. Belanja Pegawai 45.802.047.995,- 44.288.726.455,- 96,70 

2. Belanja Barang dan 

Jasa 

166.684.233.706,- 145.862.357.295,99 87,51 

3. Belanja Modal 126.083.079.301,- 127.698.586.508,36 101,28 

TOTAL BELANJA 794.976.746.670,94 744.031.613.310,35 93,59 

    Sumber : Data Badan Keuangan dan Aset Kabupaten  Rote Ndao  Tahun 2020 

 

3. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan 

Target dan realisasi pembiayaan keuangan Kabupaten Rote Ndao 

Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 1.8 
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Rote Ndao  

Tahun 2020 

NO JENIS PEMBIAYAAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) % 

A PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

62.191.097.372,53 62.201.201.572,53 100,02 

1. Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Anggaran (SiLPA) 

62.191.097.372,53 62.200.157.372,53 100,01 

2. Penerimaan Pinjaman 
Daerah dan Obligasi 
Daerah 

0,- 0,- 0 

3. Penerimaan Kembali 
Investasi Non Permanen 

 1.044.200,00  

B PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

5.500.000.000,- 5.500.000.000,- 100 

 Penyertaan modal pada 
BUMD 

5.500.000.000,- 5.500.000.000,- 100 

C PEMBIAYAAN NETTO 56.691.097.372,53 56.701.201.572,53 100,02 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN (SILPA) 

- 66.316.989.338,04 - 

    Sumber : Data  Badan Keuangan dan Aset Kabupaten  Rote Ndao  Tahun 2020 

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah 

Permasalahan Pembangunan 

 Tahap awal dari suatu perencanaan pembangunan daerah dimulai 

dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan 

permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan 

daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan 

permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat 

nasional. Kondisi yang diinginkan pada 5 (lima) tahun mendatang yang 

dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2019-2024, didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu serta 

melihat permasalahan-permasalahan pembangunan apa saja yang 

menghambat terhadap capaian kinerja pembangunan baik regional 

maupun nasional. Permasalahan Pembangunan Daerah merupakan “gap 

expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan 

yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang 

dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan 

pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum 

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang 

yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.  
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  Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah 

untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi 

faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun 

eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah 

dan stakeholder lainnya. 

  Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui 

pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan 

masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan 

permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 

atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang 

sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan 

lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang 

menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan 

daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka 

menengah daerah. 

1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Tujuan dan Sasaran 

Pembangunan Daerah  

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika 

berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan 

evaluasi selama 5 tahun terakhir, maka permasalahan pokok 

pembangunan adalah: 

- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; 

- Tingginya angka kemiskinan; 

- Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pariwisata ; 

- Belum optimalnya pelayanan infrastruktur; 

- Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan; 

- Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan 

publik. 
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2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Daerah  

a. Aspek Geografi dan Demografi 

Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi 

yaitu: 

- Luas dan batas wilayah administrasi desa pemekaran belum 

tersedia secara definitif ; 

- Tingginya angka ketergantungan penduduk diatas 70%; 

- Masih adanya pelintas batas ilegal. 

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

1) Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

- Kurang optimalnya kontribusi produk/jasa kategori unggulan 

terhadap pertumbuhan PDRB; 

- Masih rendahnya daya beli masyarakat; 

- Tingginya angka kemiskinan; 

- Masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju 

inflasi; 

2) Kesejahteraan Sosial 

- Masih tingginya pengangguran terbuka; 

- Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja; 

- Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka 

harapan lama sekolah; 

- Masih ditemukannya kasus balita gizi buruk dan gizi kurang; 

- Tingginya prevalensi stunting; 

- Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

3) Seni Budaya dan Olahraga 

- Masih rendahnya pembinaan terhadap kesenian dan olahraga; 

- Masih kurangnya event seni budaya dan olah raga. 
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c. Aspek Pelayanan Umum 

1) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar  

a) Pendidikan  

- Masih adanya ketimpangan sebaran dan kualitas sekolah; 

- Masih tingginya jumlah penduduk usia sekolah tidak 

bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya; 

- Belum optimalnya akses penduduk usia sekolah terhadap 

sekolah; 

- Masih tingginya angka putus sekolah; 

- Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; 

- Rasio kelas dan murid belum sesuai standar; 

- Masih rendahnya angka pendidikan yang ditamatkan; 

- Rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan. 

b) Kesehatan 

- Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi 

(AKB), dan Angka kematian balita (AKABA); 

- Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang; 

- Masih kurangnya Tenaga kesehatan dengan kompetensi 

tertentu; 

- Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

- Belum optimalnya pelayanan kesehatan. 

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

- Masih rendahnya proporsi panjang jalan kabupaten dalam 

kondisi baik; 

- Belum optimalnya layanan jaringan irigasi kabupaten; 

- Kurangnya saluran drainase dan atau trotoar pada sebagian 

jaringan jalan di Kota Baa; 

- Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  

- Masih rendahnya cakupan rumah layak huni; 

- Masih adanya permukiman kumuh; 

- Rendahnya penanganan sampah perkotaan; 
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- Rendahnya cakupan rumah tinggal bersanitasi; 

- Masih rendahnya cakupan rumah tangga dengan akses air 

minum layak  dan akses terhadap sarana pengelolaan air 

limbah domestik; 

- Masih terbatasnya penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang 

publik; 

- Masih luasnya lahan kritis. 

e) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat 

- Rendahnya cakupan layanan petugas linmas/satpol PP; 

- Rendahnya penanganan pelanggaran ketertiban, ketentraman 

dan keindahan (K3); 

- Masih rendahnya pelayanan bencana; 

- Belum optimalnya pelaksanaan penegakan perda. 

f) Sosial 

- Rendahnya aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial; 

- Masih terbatasnya aksesibilitas sarana publik yang ramah 

untuk PMKS; 

- Masih lemahnya pemberdayaan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS); 

- Masih rendahnya penanganan dan rehabilitasi korban 

bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah 

tanggap darurat bencana. 

2) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar  

a) Tenaga Kerja  

- Masih kurangnya media informasi ketenagakerjaan; 

- Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja; 

- Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan; 

- Masih rendahnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi 

dan berbasis masyarakat. 

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

- Masih adanya kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan 

dan anak; 
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- Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan 

anak. 

c) Pangan 

- Masih rendahnya ketersediaan pangan utama; 

- Kurangnya pengawasan keamanan pangan; 

- Belum optimalnya pengelolaan pangan dan gizi. 

d) Pertanahan  

- Masih rendahnya luas lahan bersertifikat. 

e) Lingkungan Hidup 

- Belum Tersusunya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH); 

- Belum optimalnya TPA/TPST/SPA; 

- Belum optimalnya pengendalian, pengelolaan dan penegakan 

hukum lingkungan; 

- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

dan pelestarian lingkungan. 

f) Kependudukan dan Catatan Sipil 

- Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil; 

- Masih kurangnya sarana dan prasarana kependudukan dan 

catatan sipil; 

g) Pemberdayaan Masyarakat  

- Belum optimalnya sarana dan prasarana kantor desa; 

- Masih banyak masyarakat yang perlu diberdayakan baik 

secara kapasitas, ekonomi dan sosial; 

- Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat 

dalam pembangunan secara langsung. 

h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

- Migrasi masuk yang cukup tinggi; 

- Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian 

kependudukan dan keluarga berencana (KB); 

- Rendahnya cakupan KB aktif; 
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- Masih adanya wanita yang menikah pertama kali dibawah 

usia 16 tahun; 

- Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja. 

i) Perhubungan 

- Belum optimalnya pelayanan angkutan umum; 

- Masih terbatasnya sarana prasarana penerbangan; 

- Belum terpenuhinya standar keselamatan transportasi. 

j) Komunikasi dan Informatika 

- Belum semua kecamatan memiliki Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM); 

- Masih adanya desa yang belum terjangkau jaringan teknologi 

informasi dan komunikasi; 

- Belum terintegrasinya Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE). 

k) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil  

- Masih rendahnya jumlah koperasi sehat; 

- Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) baik 

dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk. 

l) Penanaman Modal 

- Belum adanya regulasi yang mengatur investor yg 

tidak/belum melakukan aktivitas; 

- Masih rendahnya daya serap terhadap tenaga kerja local;  

- Belum berperannya investasi dalam sistem perekonomian dan 

memberikan dampak yang siginifikan terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

m) Kepemudaan dan Olahraga 

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan 

olahraga; 

- Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan 

kepemudaan dan keolahragaan. 

n) Statistik 

- Belum optimalnya sistem data  statistik yang terintegrasi. 
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0) Persandian  

- Belum optimalnya pengamanan data dan informasi daerah. 

p) Kebudayaan 

- Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya tradisional; 

- Belum optimalnya pelestarian terhadap seni dan budaya 

daerah seperti pelestarian terhadap benda, situs dan cagar 

budaya. 

q) Perpustakaan 

- Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah. 

r) Kearsipan 

- Belum optimalnya pengelolaan kearsipan. 

3. Urusan Pemerintahan Pilihan 

a) Pariwisata 

- Rendahnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan; 

- Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata; 

- Rendahnya promosi wisata. 

b) Pertanian 

- Kurangnya sarana prasarana pendukung pertanian; 

- Belum adanya regulasi daerah tentang lahan pertanian 

berkelanjutan; 

- Penggunaan teknologi budidaya pertanian dan 

penganekaragaman produk pengolahan hasil pertanian yang 

belum memadai; 

- Kurangnya pengembangn produk unggulan. 

c) Kelautan dan Perikanan 

- Belum optimalnya hasil produksi dan pengolahan perikanan;  

- Belum berfungsinya kawasan minapolitan; 

- Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan. 

d) Kehutanan 

- Rendahnya upaya rehabilitasi lahan kritis. 

e) Perdagangan 

- Belum optimalnya pembinaan kelompok pedagang/usaha 

informal. 



  

 

LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020   19 

 

f) Perindustrian 

- Belum optimalnya pembinaan kelompok pengrajin; 

- Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil Menengah 

(IKM) produk unggulan daerah. 

g) Transmigrasi 

- Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program 

transmigrasi lokal; 

- Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana 

transmigrasi lokal. 

h) Kelautan dan Perikanan 

- Belum berkembangnya perikanan budidaya; 

- Rendahnya Cakupan Bina Kelompok Nelayan. 

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  

a) Perencanaan  

- Kurangnya konsistensi Perencanaan jangka menengah 

dengan perencanaan tahunan; 

- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data; 

- Belum optimalnya sinergitas dan keselarasan perencanaan 

pembangunan; 

- Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam 

perencanaan pembangunan daerah (e-planning). 

b) Keuangan  

- Belum efektifnya pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

- Belum optimalnya penerapan e-budgeting; 

- Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah; 

- Masih tingginya rasio belanja aparatur dibandingkan dengan 

belanja publik; 

- Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan 

pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan 

aset.  

c) Kepegawaian  

- Kurangnya jumlah sumber daya manusia ASN pada semua 

perangkat daerah; 
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- Kurangnya kualitas dan kompetensi ASN; 

- Belum optimalnya pengembangan Sumber Daya Manusia 

ASN; 

- Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan 

fungsional; 

- Belum optimalnya disiplin dan kinerja ASN. 

d) Penelitian dan Pengembangan 

- Rendahnya jumlah kelitbangan yang dilaksanakan. 

e) Pengawasan   

- Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);  

- Belum optimalnya tindaklanjut temuan BPK dan pengaduan 

masyarakat. 

f) Sekretariat Dewan 

- Belum terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan 

fungsi pengawasan. 

d. Aspek Daya Saing Daerah 

1. Kemampuan Ekonomi Daerah 

- Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi; 

- Pengeluaran masyarakat cukup tinggi dibelanjakan untuk 

makanan; 

- Tingginya angka ketergantungan; 

- Masih rendahnya daya beli masyarakat; 

- Pola konsumsi non pangan lebih dominan; 

- Gagal tanam, gagal panen. 

2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur    

- Belum optimalnya pengendalian ketaatan terhadap RTRW; 

- Masih terdapat rumah tangga yang belum terlayani air bersih; 

- Masih adanya rumah tangga yang belum terlayani listrik. 

3. Iklim Investasi 

- Sosial kemasyarakatan; 

- Belum optimalnya implementasi regulasi yang mendukung iklim 

usaha; 
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- Belum optimalnya proses pelayanan perijinan; 

- Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah, 

investor dan masyarakat. 

4. Sumber Daya Manusia  

- Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari  segi 

pendidikan maupun keahlian; 

- Masih tingginya angka beban ketergantungan (dependency 

ratio); 

- Rendahnya rasio kewirausahaan (enterpreneurship). 

 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada masing-masing 

urusan, maka dilakukan analisa pohon masalah untuk memetakan 

akibat, masalah utama dan sebab. Pentingnya analisa pohon masalah 

sehingga dapat diketahui akar-akar masalah sebagai penyebab dari 

masalah utama yang ada di Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, kelompok-

kelompok dari akar masalah nantinya dapat diangkat menjadi isu 

strategis daerah. Masalah utama yang dihadapi Kabupaten Rote Ndao 

yaitu belum optimalnya pembangunan dan pelayanan dasar di 

Kabupaten Rote Ndao. Masalah utama ini mengakibatkan angka 

kemiskinan masih tinggi yaitu 28,55%. 

b. Visi dan Misi 

Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya 
Peningkatan Kehidupan Masyarakat Rote Ndao Yang 

BERMARTABAT Yang Bertumpu Pada Pengembangan Pariwisata 

Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan”. 

BERMARTABAT terdiri dari kata BERtumbuh, MAkmuR, TAat, dan 

BersahaBAT, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang 

menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga 

memiliki makna : 
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1. BERTUMBUH : 

a. Maju : meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas 

infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara 

berkelanjutan. 

b. Mandiri : masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya 

dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan 

menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

semakin berkurang. 

2. MAKMUR/SEJAHTERA : 

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat 

menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran; 

b. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat; 

c. Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat; 

d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan 

kesehatan yang berkualitas; 

e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator 

pembangunan lainnya; 

f. Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan; 

g. Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram. 

3. TAAT : 

a. Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan 

peraturan/perundang-undangan, nasionalis. 

b. Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan 

status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-

royongan yang didukung kondisi aman dan tentram. 

4. BERSAHABAT : 

a. Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, 

aman dan jaya. 
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b. Terbuka yang didukung dengan atmosfir kultural yang tidak 

melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman. 

 

Perwujudan Visi tersebut ditempuh melalui misi-misi yang mempunyai 

tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote 

Ndao, dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi yang dijalankan secara 

kemitraan dan berkelanjutan meliputi : 

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing 

Sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan 

mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek 

pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, 

berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang 

diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. 

Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga 

dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing 

dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai 

peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang 

sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung 

pembangunan ekonomi. 

  Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya 

akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan 

yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati 

menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. 

Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat 

prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang 

adiluhung yang nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama 

yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber 

daya manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka 

diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri dalam 

berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang 
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mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan 

masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada 

kemampuan dan kekuatan sendiri. 

  Untuk mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang memiliki daya 

saing dalam tantangan global dan menjadikan masyarakat yang maju 

dan mandiri, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik 

aparatur dan masyarakat harus selalu menjadi perhatian utama. 

Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila SDM yang ada, 

memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola sumberdaya yang 

dimiliki sehingga menghasilkan produk-produk yang kompetetif dan 

berdaya saing di era globalisasi.  

 Pembangunan kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan 

publik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dapat 

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta peningkatan 

cakupan layanan kesehatan dan penyuluhan pola hidup sehat, 

sehingga melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul. 

 

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kontribusi Sektor 

Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan 

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan 

pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam 

memperhatikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan. 

Pengembangan sektor pariwisata didukung oleh pertanian dan 

perikanan. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai 

tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga 

kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. 

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat 

sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. 

Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus 

ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 

Sebagai kabupaten kepulauan yang terdiri dari 107 Pulau, 8 

Pulau diantaranya berpenghuni dan 99 pulau tidak berpenghuni, dan 
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sekitar 50% merupakan Desa/Kelurahan pesisir yang memiliki 

sumber daya pesisir dan laut yang dapat menjadi andalan sumber 

ekonomi yang besar bagi daerah. Pengelolaan sumberdaya tersebut 

harus tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek ekologis, dan 

kepentingan masyarakat.  

Potensi terbesar dalam pengelolaan daerah pesisir dan laut 

adalah pengembangan pariwisata antara lain wisata bahari berupa 

kegiatan surfing, diving, snorkeling dan wisata budaya yang sangat 

cocok dan sangat digemari oleh wisatawan domestik maupun 

mancanegara. Pembangunan pariwisata yang dimaksud mencakup 

seluruh aspek pembangunan baik tempat wisata maupun lingkungan 

sumber daya manusia sarana dan prasarana penunjang serta promosi 

wisata. Untuk mendukung percepatan pembangunan pariwisata 

daerah maka, orientasi seluruh kebijakan pembangunan yang terkait 

terutama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diorientasikan 

pada pengembangan agrowisata, ekowisata dan wanawisata.      

Beberapa komoditas andalan yang dapat dikembangkan adalah 

budidaya tanaman pangan, usaha perikanan, sadap dan pengolahan 

nira lontar, serta beternak. Diversifikasi produk dan turunannya dari 

komoditi andalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab 

kebutuhan pasar luar. Potensi sektor ini apabila dikelola dengan baik 

diharapkan mampu memberikan daya ungkit dan daya dorong dalam 

pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Percepatan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan 

masalah pengangguran perlu dipacu dengan penyediaan dan 

penciptaan lapangan kerja, kemudahan akses permodalan, serta 

peningkatan keterampilan masyarakat. Dalam rangka penciptaan 

lapangan kerja, penekanan pada pemberdayaan dan keberpihakan 

terhadap keluarga dan kelompok marginal berdasarkan prinsip-

prinsip adil dan merata sehingga melahirkan pengusaha mikro, kecil, 
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menengah serta pengusaha besar yang kuat dan bermoral yang dapat 

berkompetisi pada level regional maupun level nasional. 

 

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan 

Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang 

berkelanjutan 

  Salah satu faktor kunci dalam mendorong pengembangan 

potensi ekonomi geografis adalah aksesibilitas wilayah yang 

melahirkan ekonomi mudah, murah dan cepat. Konektivitas wilayah 

sebagai urat nadi pembangunan ekonomi daerah makin meningkat 

apabila di dukung dengan lancarnya akses masuk dan keluar ke 

Kabupaten Rote Ndao.  

  Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat 

diperlukan dukungan sarana prasarana infrastruktur yang 

menghubungkan antar pulau serta didukung moda transportasi 

darat, laut, dan udara yang meningkat jumlah dan kualitasnya, 

penyediaan rumah sehat dan layak huni, pelayanan listrik, air bersih 

dan sanitasi layak serta telekomunikasi sangat dibutuhkan.  

  Perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao harus selalu 

mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 

2013-2033, sehingga  pemanfaatan ruang dapat dikendalikan sesuai 

kaidah-kaidah tata ruang guna menjaga pembangunan yang 

berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan 

ekologis baik di daratan maupun di lautan. 

 

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, 

Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima 

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola 

pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan 

partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta 

tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan 
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kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan 

kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi 

terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan 

cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud 

apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh 

stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah 

disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan 

kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan 

faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus 

dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi.  

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik (good government) dan bersih (clean government) serta kualitas 

kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu menjawab 

kebutuhan masyarakat, mampu memfasilitasi operasional dan 

evaluasi di lapangan maka dibutuhkan aparatur yang profesional. 

Pengembangan pelayanan publik perlu di dukung dengan sistem 

informasi terpadu yang menyediakan sistem informasi manajemen 

yang komprehensif dan terkini untuk kepentingan pengambilan 

keputusan dan kebijakan publik yang tepat dan dapat diakses oleh 

masyarakat. 

Pemerintahan yang baik merupakan cermin dari kualitas 

hubungan berbagai stakeholder yang ada yaitu pemerintah, dunia 

swasta dan masyarakat sipil. Kualitas hubungan yang baik tercermin 

dari adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan 

supremasi hukum dan adanya check and balanced di antara 

ketiganya dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan 

organisasi publik.  

Sinergi ini akan melahirkan pelayanan publik yang prima dan 

menempatkan penerima pelayanan publik bukan sekedar sebagai 

konsumen tetapi sebagai warga negara yang memiliki berbagai hak 

dan kewajiban yang telah diatur dengan konstitusi. Fokusnya adalah 

pada terwujudnya anggaran publik yang berpihak pada pengentasan 
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kemiskinan, pengembalian peran pemerintah sebagai pelayan publik 

yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan terwujudnya hukum 

yang berbudaya, berkemanusiaan, adil dan tidak diskriminatif. 

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan 

Jangka Menengah 

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah 

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, 

sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.        

Oleh sebab itu program pembangunan daerah memiliki posisi strategis 

dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi 

dan misi. Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten 

Rote Ndao Tahun 2019-2024 ada 2 (dua) yaitu : 

1. Program Pembangunan Daerah Strategis yaitu : 

a) Penurunan Angka Kemiskinan 

Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi krusial karena 

target penurunan kemiskinan sampai dengan tahun 2024 

diharapkan menjadi kisaran angka 12%. Perlu kerja keras seluruh 

pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, swasta maupun 

masyarakat secara bersama-sama dan bersinergi dalam 

pembangunan. Pemerintah Daerah mengarahkan penurunan angka 

kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja pada bidang 

pariwisata, pertanian dan perikanan, penciptaan iklim investasi 

yang kondusif dengan memberikan kemudahan investor 

melakukan investasi, mengembangkan industri kecil menengah 

dengan bantuan permodalan/kredit bunga 0% dan pendampingan, 

serta pengembangan ekonomi digital untuk memperluas 

pemasaran produk andalan dan unggulan. Disamping itu 

pemberdayaan BUMDES dan BUMDES bersama melaui 

pengelolaan produk/komoditi andalan satu desa satu produk dan 

kapasitas manajemen bumdes diharapkan menjadi kekuatan yang 

mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.   

Disamping itu pemerintah daerah harus mengambil langkah 

strategis guna percepatan penurunan angka kemiskinan. 
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Perencanaan pembangunan secara terpadu diharapkan dapat 

membantu menurunkan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao. 

Strategi rencana pembangunan meliputi seluruh aspek, yaitu : 

- Penyediaan rumah layak huni yang akan dituntaskan dalam 5 

tahun kedepan dengan kegiatan bantuan ALADIN (Atap Lantai 

dan Dinding), berupa bantuan untuk memperbaiki rumah 

penduduk miskin; 

- Penyediaan Air bersih Layak dan Sanitasi Layak sekaligus dalam 

rangka penanganan stunting; 

- Bebas Biaya Pendidikan bagi siswa kurang beruntung; 

- Bebas biaya kesehatan; 

- Pembangunan Balai Latihan Kerja; 

- Pengembangan listrik bersubsidi dalam rangka peningkatan dan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat; 

- Meningkatkan akses informasi dan telekomunikasi. 

b) Penurunan, Pencegahan dan Penanganan Stunting 

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu dari 10 kabupaten di 

Indonesia yang memiliki angka stunting tinggi. Oleh karena itu 

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menurunkan 

prevalensinya lima tahun ke depan hingga mencapai kisaran 10%. 

Strategi untuk menurunkan dan mencegah terjadinya stunting 

dilakukan dengan Gerakan Rote CERDAS yang dilakukan secara 

terpadu dan simultan oleh perangkat daerah terkait yang 

terkoordinir dalam stunting center. 

c) Pengembangan Pariwisata Daerah 

Potensi pariwisata di Kabupaten Rote Ndao salah satunya sudah 

dikenal dunia, yaitu Pantai Nemberala dan Boá. Potensi tersebut 

menjadi modal dasar yang kuat dalam pengembangan pariwisata 

sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Disamping itu 

Kabupaten Rote Ndao juga merupakan salah satu tujuan wisata di 

Nusa Tenggara Timur. Fokus utama rencana pengembangan 

pariwisata daerah adalah pengembangan tujuan wisata yang sudah 
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ada dan membangun destinasi wisata baru yang potensial yang 

diterjemahkan dalam rencana : 

- Pembenahan destinasi wisata dengan penyediaan infastruktur 

dan sarana prasarana yang memadai, pengembangan amenitas 

dan atraksi budaya tanpa merubah kekhas-an destinasi wisata; 

- Pengembangan SDM pariwisata; 

- Penyelenggaraan event pariwisata yang digelar secara kontinyu; 

- Pengajuan kedalam jaringan Geopark kawasan Laut Mati di 

Kecamatan Landuleko pada tingkat Nasional maupun 

Internasional; 

- Pengembangan produk ekonomi kreatif setempat; 

- Promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi digital. 

d) Pengembangan Pertanian berkelanjutan 

 Kedaulatan pangan merupakan kebijakan yang diarahkan pada 

ketersedian dan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka 

mengantisipasi dam mengatasi masa-masa sulit/paceklik. Untuk 

mencapai kedaulatan pangan daerah maka dilaksanakan 

pembangunan terpadu antar kawasan strategis yang memiliki 

potensi pertanian dan perikanan dengan melakukan intensifikasi, 

ekstensifikasi dan diversifikasi komoditas. Dilain pihak penyediaan 

sarana prasarana alsintan yang memadai, pendampingan, 

pemberdayaan kemampuan masyarakat perlu  didorong untuk 

meningkatkan produksi dan produktivitasnya.  

 Pertanian dalam arti luas termasuk pertanian, peternakan dan 

perikanan merupakan potensi yang ditekuni oleh sebagian besar 

penduduk Kabupaten Rote Ndao. Fokus utama pengembangan 

pertanian adalah mengembangkan gerakan Lakamola Anansio 

dengan produk unggulan darat pertanian organik dan gula lontar, 

unggulan laut rumput laut tidak sekedar untuk memenuhi 

kebutuhan lokal saja, namun mampu pula diantar-pulaukan yang 

diterjemahkan dalam rencana : 

- Menyediakan logistik bagi wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara dalam rangka mendukung pariwisata daerah; 
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- Sebagai sumber Ketahanan pangan daerah; 

- Menyediakan pangan sehat yang berkelanjutan dengan adanya 

produk-produk pertanian organik; 

- Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. 

2. Program Pembangunan Daerah Prioritas berdasarkan Misi Bupati dan 

Wakil  Bupati Rote Ndao  yaitu : 

a) Misi Pertama : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang 

Inklusif  dan  berdaya saing yakni 

- Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 

Formal/Informal; 

- Program Peningkatan pendidikan dan pengajaran; 

- Program Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 

- Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan; 

- Program Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga; 

- Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

- Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 

- Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial; 

- Program Penanganan Fakir Miskin; 

- Program Pengendalian Penduduk; 

- Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga. 

b) Misi Kedua  :  Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui 

Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh 

Pertanian dan Perikanan 

- Program Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja; 

- Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan 

Ketenagakerjaan; 

- Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan 

Pangan; 

- Program Pengembangan Sistim Distribusi dan Cadangan Pangan; 

- Program Pengembangan Konsumsi dan penganekaragaman 

pangan; 

- Program Pengembangan Keamanan  Pangan; 
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- Program Peningkatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana 

Pertanian; 

- Program Pengembangan Tanaman Pangan; 

- Program Pengembangan Tanaman Perkebunan; 

- Program Pengembangan Tanaman Hortikultura; 

- Program Peningkatan Pembibitan dan Produksi Ternak; 

- Program Pengembangan Perikanan Budidaya; 

- Program Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner; 

- Program peningkatan prasarana dan sarana peternakan; 

- Program peningkatan agribisnis dan penyuluhan peternakan; 

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 

- Program Pembinaan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan; 

- Program Pengembangan, Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman 

Budaya; 

- Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata 

Daerah; 

- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 

- Program Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan; 

- Program Pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM; 

- Program Pengembangan dan pembinaan perdagangan; 

- Program Pengembangan dan pembinaan industri kecil dan 

menengah. 

c) Misi Ketiga :  Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas 

Pembangunan Infrastruktur, Penataan 

Ruang, dan Lingkungan Hidup yang 

berkelanjutan 

- Program Pengembangan, Pengelolaan Jalan dan jembatan, 

sarana prasarana Kebinamargaan dan Jasa Konstruksi; 

- Program Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan 

fasilitasi layanan perhubungan laut dan udara; 

- Program Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan 

fasilitasi layanan perhubungan darat; 
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- Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber 

Daya Air, Irigasi dan Bangunan Air Lainnya; 

- Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

- Program Penataan dan Pengendalian Bangunan; 

- Program Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata 

ruang. 

d) Misi keempat : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang  

Baik dan Bersih,  Serta Meningkatkan 

Pelayanan Publik Yang Prima 

- Program Peningkatan Pengelolaan  perbendaharaan dan Kas 

daerah; 

- Program Peningkatan Pengelolaan  Akutansi 

- Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah; 

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; 

- Program peningkatan retribusi dan pendapatan daerah lain-lain; 

- Program peningkatan pajak daerah; 

- Program peningkatan pajak bumi dan bangunan; 

- Program pembukuan, pelaporan dan penyuluhan PADrogram 

Peningkatan  Pengelolaan  Anggaran; 

- Peningkatan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi 

Birokrasi; 

- Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Perizinan; 

- Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 

- Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil; 

- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

(PIAK) Dan Pemanfaatan Data; 

- Program Pengembangan Informatika Daerah; 

- Program Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, 

Pengembangan kelembagaan kemasyarakatan  dan pelayanan 

sosial dasar; 

- Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan; 
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- Program Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

- Program Pendayagunaan SDA dan TTG; 

- Pengembangan dan Mutasi Aparatur; 

- Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur; 

- Program Data, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

- Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 

- Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, 

Sosial dan Budaya; 

- Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 

dan Pengembangan Wilayah; 

- Program Peningkatan  Layanan Administrasi Pengadaan Barang 

dan Jasa. 

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan 

Tahunan 

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Rote Ndao 

Tahun 2020 dapat di lihat pada rekapan tabel 1.9 sebagai berikut : 

Tabel 1.9 
Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten  

Rote Ndao 

NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
JUMLAH 

PROGRAM 
JUMLAH 

KEGIATAN 

1 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 

Olahraga 
6 70 

2 Dinas Kesehatan 4 62 

3 Satuan Polisi Pamong Praja 4 19 

4 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 18 

5 Dinas Sosial 5 18 

6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  2 13 

7 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 
5 46 

8 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4 15 

9 Bagian Perpustakaan dan Arsip 2 13 

10 Sekretariat DPRD 2 25 
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11 Bagian Umum Humas dan Protokol 2 24 

12 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

dan Kesejahteraan Rakyat 2 20 

13 Bagian Hukum dan Perundang-undangan 2 15 

14 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2 17 

15 Sekretariat Korpri 2 10 

16 Inspektorat 2 19 

17 Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan 5 25 

18 Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan 
3 20 

19 Kecamatan Lobalain 3 12 

20 Kecamatan Rote Barat Laut 3 13 

21 Kecamatan Rote Barat Daya 2 10 

22 Kecamatan Rote Barat 2 10 

23 Kecamatan Rote Selatan 2 10 

24 Kecamatan Rote Tengah 3 12 

25 Kecamatan Pantai Baru 3 12 

26 Kecamatan Rote Timur 3 12 

27 Kecamatan Ndao Nuse 2 10 

28 Kecamatan Landuleko 2 10 

29 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 
4 21 

30 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup 
6 36 

31 Dinas Perhubungan 3 21 

32 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian 
5 13 

33 Bagian Administrasi Layanan Pengadaan 

Barang dan Jasa 
2 12 

34 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 5 26 

35 Dinas Pangan 5 20 

36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 45 

37 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan 
4 31 
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38 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu 
4 19 

39 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5 25 

40 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 26 

41 Dinas Pertanian 4 21 

42 Dinas Peternakan 3 28 

43 Bagian Admministrasi Perekonomian 

Pembangunan dan Sumber Daya Alam 
2 13 

44 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 28 

45 Badan Pendapatan Daerah 5 23 

TOTAL 152 968 

Sumber : Data Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten  Rote Ndao   

              Tahun 2020  

 

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Rote Ndao 

Tahun 2020 yang dipilah sesuai Misi Pembangunan Daerah Kabupaten 

Rote Ndao diuraikan antara lain : 

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dengan 

program/kegiatan sebagai berikut: 

a) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 

Formal/Informal dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Pelatihan pembuatan APE Bahan Lokal untuk PAUD; 

- Pelatihan  DAPODIK PAUD/ DIKMAS; 

- Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; 

- Lomba olahraga, seni dan kreatifitas guru taman kanak –kanak; 

- Fasilitasi Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA); 

- Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan; 

- Pengembangan Pendidikan Keaksaraan; 

- Penyelenggaraan Perayaan Hari Aksara Internasional; 

- Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan; 

- Penyelenggaraan persiapan Akreditasi PAUDNI; 

- Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

PAUDNI; 

- Pelatihan Guru TK/PAUD; 
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- Sosialisasi Parenting. 

b) Program Peningkatan pendidikan dan pengajaran dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang 

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan 

pendidikan Non Islam setara SD dan SMP; 

- Penyelenggaraan persiapan akreditasi Pendidikan Dasar; 

- Monitoring, Evaluasi dan ; 

- Pelaporan Pendidikan Dasar; 

- Penyelenggaran Ujian SD; 

- Penyelenggaran Ujian SMP; 

- Olimpiade Sains Nasional SD; 

- Olimpiade Sains Nasional SMP; 

- Festival Lomba Seni Siswa; 

- Nasional SD (FLS2N); 

- Festival Lomba Seni Siswa; 

- Nasional SMP; 

- Supervisi Ketatalaksanaan; 

- Standar Pendidikan Dasar; 

- Sosialisasi dan Pelatihan; 

- Pengelolaan Dana BOS. 

c) Program Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

- Penambahan ruang kelas; 

- sekolah TK/PAUD/SKB; 

- Pengadaan meubelair sekolah TK/PAUD; 

- Pengadaan perlengkapan sekolah TK/PAUD; 

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah TK/PAUD; 

- Pembangunan gedung sekolah SD/SMP; 

- Pembangunan rumah dinas; 

- kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SD/SMP; 

- Penambahan Ruang Kelas; 

- Sekolah SD/SMP; 
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- Pembangunan Perpustakaan; 

- Sekolah SD/SMP; 

- Pengadaan Buku-Buku dan  

- Alat Tulis Siswa SD/SMP; 

- Pengadaaan alat praktik dan  

- Peraga siswa SD/SMP; 

- Pengadaan Mebeluer Sekolah SD/SMP; 

- Rehab sedang/berat ruang kelas Sekolah SD/SMP. 

d) Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

- Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi; 

- Diklat Calon Kepala Sekolah SD, SMP dan Pengawas Sekolah; 

- Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG); 

- Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

- Diklat penguatan bagi kepala ; 

- Sekolah; 

- Penilaian Kinerja Tenaga; 

- Kependidikan; 

- Penyediaan Bantuan Dana; 

- Pengembangan Cabang Dinas dan SKB. 

e) Program Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

- Diklat pasukan pengibar bendera; 

- Pembinaan minat dan bakat pemuda; 

- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; 

- Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar; 

- Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP (O2SN); 

- Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda; 

- Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional; 

- Pembangunan Prasarana Gedung Olahraga (GOR) Tipe B dan 

Penyediaan Sarana. 
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2. Dinas Sosial dengan program/kegiatan sebagai berikut : 

a) Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

- Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut 

Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa; 

- Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Harapan. 

b) Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

- Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban 

Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak; 

- Bantuan Logistik dan Koordinasi Perlindungan dan Jaminan 

Sosial bagi Lansia Terlantar; 

- Bantuan Logistik bagi Murid SLB dan Koordinasi Penyantunan 

Penyandang Disabilitas Luar Panti; 

- Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana 

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS; 

- Pendataan dan Pemutakhiran Data PMKS. 

c) Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

- Kelestarian NIlai-nilai Keperintisan, Kejuangan dan Kepahlawanan 

bagi Generasi Muda; 

- Pembinaan Kelembagaan Karang Taruna. 

d) Program Penanganan Fakir Miskin dengan kegiatan sebagai berikut: 

- Pembinaan Lanjutan dan Penumbuhan KUBE Fakir Miskin serta 

KAT; 

- Sosialisasi Pengadaan, Pendistribusian dan Pengamanan Raskin. 

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 

program/kegiatan : 

a) Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Validasi Data; 

- Operasional Balai Penyuluhan; 
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- Dukungan Komunikasi, Informasi, edukasi dan manajemen; 

- Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program 

Pembangunan Lainnya di Kampung KB; 

- Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh 

Kader (PPKBD dan Sub PPKBD). 

b) Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga dengan kegiatan sebagai berikut: 

- Pengadaan Sarana Bina Keluarga Balita (BKB); 

- Rapat Koordinasi Keluarga Berencana; 

- Operasional distribusi alat, obat dan kontrasepsi faskes klinik; 

- Koordinasi HARGANAS; 

- Pelayanan Konseling KB; 

- Pengadaan GENRE-Kit;  

- Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB; 

- Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Balai Penyuluh 

KB; 

- Pengadaan Sarana Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting. 

4. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan program kegiatan 

sebagai bertikut : 

a) Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja 

sebagai berikut :   

- Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja; 

- Penyusunan informasi bursa tenaga kerja; 

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

b) Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial; 

- Sosialisasi berbagai peraturan perundang- undangan tentang 

ketenagakerjaan; 

- Peningkatan pengawasan, perselisihan dan penegakan hokum 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; 

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 
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5. Dinas Pangan dengan program/kegiatan sebagai berikut : 

a) Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan 

Pangan dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Inventarisasi dan Penanganan daerah rawan pangan;   

- Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan;  

- Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi. 

b) Program Program Pengembangan Sistim Distribusi dan Cadangan 

Pangan dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Pemantauan dan analisis akses pangan dan harga pangan pokok 

masyarakat; 

- Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;  

c) Program Pengembangan Konsumsi dan penganekaragaman pangan 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan 

Konsumsi Pangan B2SA;      

- Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Obor pangan lestari ; 

- Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif ;   

- Promosi Atas Hasil Produksi  Pertanian/ Perkebunan Unggulan 

Daerah. 

d) Program Pengembangan Keamanan  Pangan dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

- Pembinaan Kelembagaan, Pengawasan Rutin dan Peningkatan 

mutu Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;    

- Peningkatan mutu dan keamanan pangan;   

- Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); 

- Koordinasi Jejaring Pangan Daerah.      

6. Dinas Pertanian dengan program/kegiatan sebagai berikut : 

a. Program Keamanan Pangan dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija, Tanaman 

lainnya dan Sarana Produksi dan Obat-obatan;    

- Pengembangan Perbenihan/Perbibitan.    
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b. Program Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pertanian  dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Lahan dan Air; 

- Optimasi Lahan, peningkatan kesuburan tanah/pengolah kompos; 

- Pendampingan Petani dalam rangka penyusunan RDKK;  

- Operasionalisasi Balai Penyuluh Kecamatan (BPK)  dan Petugas 

Penyuluh Lapangan (PPL); 

- Peningkatan kapasitas dan Kinerja tenaga penyuluh 

pertanian/perkebunanOperasionalisasi Komisi Penyuluhan; 

- Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)  di 

Kecamatan dan sarana pendukungnya. 

c. Program Tanaman Pangan dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija, Tanaman 

lainnya dan Sarana Produksi dan Obat-obatan    

- Pengembangan Perbenihan/Perbibitan  

d. Program Tanaman Perkebunan dengan kegiatan sebagai berikut: 

- Pengembangan Tanaman Tahunan    

- Pengembangan Tanaman Semusim 

e. Program Tanaman Hortikultura dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Pengembangan Tanaman Hortikultura;   

- Pengembangan Diversifikasi Tanaman;   

- Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil pertanian.  

7. Dinas Peternakan dengan program/kegiatan sebagai berikut : 

a) Program Peningkatan Pembibitan dan Produksi Ternak dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

- Inseminasi Ternak; 

- Pengadaan pakan ternak;    

- Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat. 

b) Program Peningkatan Agribisnis dan Penyuluhan Peternakan dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

- Pengawasan perdagangan ternak antar daerah;    

- Penyuluhan Penerapan teknologi peternakan tepat guna;  
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- Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi 

Peternakan Masyarakat;    

- Kontes ternak;   

- Pameran Produksi, Industri dan Pangan Lokal Peternakan;  

- PEDA/PENAS kelompok tani nelayan andalan.  

c) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

- Pengembangan Produksi Hijauan Makanan Ternak (HMT) 

- Pengawetan Pakan 

d) Program Program Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan dan pengobatan Penyakit 

Ternak; 

- Pembelian dan pendistribusian vaksin ternak. 

8. Dinas Perikanan dengan program/kegiatan sebagai berikut: 

a) Program Pengembangan Perikanan Budidaya Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil dengan kegiatan sebagai berikut :  

- Pengadaan sarana budidaya rumput laut;     

- Pembinaan  ekonomi masyarakat pesisir;    

- Demplot Pengembangan Budidaya;    

- Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI;    

- Pembuatan Pakan Ikan; 

- Pengembangan sistim data hasil produksi budidaya.  

b) Program Pembinaan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan dengan 

kegiatan sebagai berikut :   

- Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah; 

- Promosi Lomba masak serba ikan;    

- Peningkatan konsumsi ikan (Forikan);    

- Penyediaan sarana pemasaran bergerak dan berinsulasi 

- Pendataan/Identifikasi Kelompok nelayan, Pengolah Hasil 

Perikanan dan Pengawasan kualitas ikan. 

9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan program/kegiatan sebagai 

berikut : 
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a) Program Pengembangan, Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman 

Budaya  

- Pengembangan Data Base Sistem Informasi, Sejarah dan 

Purbakala; 

- Pagelaran dan Festival Seni Budaya Daerah; 

- Pembinaan Sanggar Seni Budaya.   

b) Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah 

- Penyelenggaraan Even Pariwisata    

- Pengembangan Bahan Promosi  

c) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata     

- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata  

- Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata     

d) Program Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan dengan 

kegiatan sebagai berikut :  

- Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata  

- Peningkatan dan Pengembangan desa wisata    

- Pelatihan Pemandu Wisata Selam    

- Pelatihan Pemandu Wisata Selancar    

- Pelatihan Pemandu Wisata  Kuliner    

- Pelatihan Tata Kelola Home Stay/Pondok Wisata    

- Pelatihan Tata Kelola Destinasi Destinasi Pariwisata   

- Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan/Perkotaan  

10. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan 

program/kegiatan sebagai berikut : 

a) Program Pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM 

dengan kegiatan sebagai berikut :   

- Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi;  

- Magang kerajinan hasil olahan;    

- Pendataan dan Identifikasi KUMKM;    

- Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi 

UKM; 

- Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk UKM; 

- Sosialisasi pembentukan Badan Usaha Koperasi;    
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- Diklat bagi KSP/USP Koperasi;   

- Penilaian Koperasi Sehat;    

- Revitalisasi Koperasi;   

- Pendampingan penyusunan dan pelaksanaan RAT Koperasi. 

b) Program Pengembangan dan pembinaan industri kecil dan 

menengah dengan kegiatan sebagai berikut :  

- Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan 

menengah dengan swasta ;     

- Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir; 

- Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran Standarisasi 

Pengujian dan Kualitas;      

- Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap 

pemanfaatan sumber daya;      

- Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat 

jaringan klaster industri.   

c) Program Pengembangan dan pembinaan perdagangan dengan 

kegiatan sebagai berikut :    

- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;   

- Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;  

- Pengawasan peredaran barang bersubsidi;    

- Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;    

- Pengembangan pasar tradisional;    

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kemetrologian. 

11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 

program/kegiatan sebagai berikut : 

a) Program Pengembangan, Pengelolaan Jalan Dan Jembatan, Sarana 

Prasarana Kebinamargaan Dan Jasa Konstruksi melalui kegiatan : 

- Kegiatan Pembangunan Jalan;   

- Pembangunan Jembatan;    

- Rehabilitasi/Pemiliharaan Jalan;    

- Rehabilitasi/Pemiliharaan Jembatan;    

- Pengadaan Alat-Alat Berat;    
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- Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel 

Alat-Alat    Berat;     

- Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi. 

b) Program Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang 

dengan kegiatan sebagai berikut :  

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan    

- Revisi Rencana Tata Ruang    

- Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang  

12. Dinas Perhubungan dengan program dengan Program 

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Fasilitasi Layanan 

Perhubungan Darat melalui kegiatan sebagai berikut :    

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Alat Pengujian Kendaraan 

Bermotor; 

- Pengadaan pagar pengaman jalan; 

- Operasi Terpadu Lalu lintas; 

- Pengadaan dan Pemasangan Deliniator ; 

- Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor.   

13. Dinas Perumahan,Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan 

program/kegiatan sebagai berikut : 

a) Pendampingan dan Advokasi Pelaksanaan Program Pengendalian 

Dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

- Penyediaan prasarana dan sarana dan pengelolaan 

persampahan; 

- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana  

persampahan; 

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

- Pencegahan pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan 

hidup;Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian 

Kerusakan Sumber-Sumber Air; 

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 

b) Program Analisis Dan Informasi Lingkungan Hidup dengan kegiatan 

sebagai berikut :       
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- Pemantauan kualitas lingkungan;    

- Pengkajian Dampak Lingkungan;    

- Pengembangan data dan informasi lingkungan.   

14. Badan Keuangan dan Aset dengan program/kegiatan sebagai berikut: 

a) Program Peningkatan Pengelolaan  Perbendaharaan dan Kas daerah 

dengan kegiatan sebagai berikut :  

- Penatausahaan sistem belanja daerah/penyelenggaraan 

perbendaharaan dan Penggajian PNS;     

- Rekonsiliasi data belanja dan pelaporan dana transfer ke daerah; 

- Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas.   

b) Program Peningkatan Pengelolaan  Akutansi dengan kegiatan 

sebagai berikut :     

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun; 

- Pengendalian dan Pelaporan Dana Bergulir;    

- Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang; 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;     

- Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;     

- Penatausahaan dan Pembinaan Administrasi Kuangan Daerah. 

c) Program Peningkatan  Pengelolaan  Anggaran dengan kegiatan 

sebagai berikut :    

- Penyusunan standar satuan harga;    

- Penyusunan analisa standar belanja;    

- Penyusunan KUA/PPAS Perubahan dan Induk/Murni;  

- Asistensi RKA-OPD ;   

- Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan 

Perubahan APBD;     

- Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran 

APBD dan penjabaran perubahan APBD;     

- Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD di Provinsi;      

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik;  

- Penelitian dan evaluasi Rancangan DPA-DPPA OPD.   
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d) Program Peningkatan Manajemen Aset Daerahdengan kegiatan 

sebagai berikut :    

- Inventarisasi aset Daerah dan Penghapusan aset / barang 

daerah; 

- Penataan dan pembiayaan pengelolaan barang milik Daerah;  

- Peningkatan manajemen aset / barang Daerah.  

15. Inspektorat dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui 

kegiatan sebagai berikut:        

-  Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala; 

-  Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan   Pemerintah Daerah; 

-  Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan;   

-  Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif;  

-  Pemutahiran Data Tingkat Kabupaten;    

-  Review Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);  

- Penanganan Kasus Pungutan Liar di Lingkup Pemerintah Daerah; 

- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 

Pengawasan; 

- Peatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja; 

-  Diklat Jabatan Fungsional Pengawas.   

16. Badan Pendapatan dengan program/kegiatan sebagai berikut:  

a) Program Peningkatan Retribusi dan Pendapatan Daerah lain-lain 

dengan kegiatan sebagai berikut :  

- Perhitungan, pengelolaan, updating, penetapan dan penagihan 

retribusi; 

- Verfikasi dan pemutakhiran data piutang retribusi daerah;  

- Penataan pasar.     

b) Program Peningkatan Pajak  Daerah dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

- Pendaftaran, pendataan dan pemeliharaan basis data pajak 

daerah (Non PBB);  

- Perhitungan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;   
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- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 

daerah; 

- Verifikasi dan pemuktahiran data piutang pajak daerah;  

- Pengembangan dan Pendampingan sistem pajak daerah 

terintegrasi dan online.     

c) Program Peningkatan Pajak  Bumi dan Bangunan dengan kegiatan 

sebagai berikut :     

- Pembentukan basis Data PBB;    

- Pemeliharaan basis data PBB;    

- Monitoring dan Evaluasi terhadap penerimaan dan penagihan 

PBB; 

- Pekan panutan sadar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).   

d) Program Pembukuan, Pelaporan dan Penyuluhan PAD dengan 

kegiatan sebagai berikut :    

- Rekonsiliasi penerimaan PAD;    

- Evaluasi dan pelaporan PAD;    

- Pembinaan dan penyuluhan PAD;    

- Fasilitasi pelaksanaan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi 

pendapatan daerah . 

17. Bagian Organisasi dan Tata Laksana dengan Program Peningkatan 

Pembinaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi melalui 

kegiatan sebagai berikut :      

- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;  

- Bimtek Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SPAN LAPOR; 

- Bimtek Road Map Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona 

Integritas; 

- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;   

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah;    

- Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB)  Perangkat Daerah;   

- Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;    

- Bimtek Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah;    

- Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah;    

- Monitoring dan Evaluasi SOP;    
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- Penyusunan Ranperda/Perbup.    

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu dengan program 

pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui 

kegiatan sebagai berikut : 

- Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perijinan;   

- Pendataan dan penertiban perizinan dan non perizinan.   

19. Dinas Pendudukan dan catatan Sipil dengan program/kegiatan 

sebagai berikut : 

a) Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan 

kegiatan sebagai berikut :    

- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan;  

- Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan; 

- Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependududukan;  

- Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat. 

b) Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan kegiatan 

sebagai berikut :   

- Pelayanan Pencatatan Sipil Kelahiran ;   

- Pelayanan Pencatatan Sipil Perkawinan, Perceraian dan 

Kematian; 

- Nikah Massal .       

c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) 

Dan Pemanfaatan Data dengan kegiatan Pembangunan dan 

Pengoperasian SIAK secara terpadu    

20. Dinas Komunikasi, Informatika, Stastistik dan Persandian dengan 

program Pengembangan Komunikasi Daerah melalui kegiatan 

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan program/kegiatan 

sebagai berikut : 

a) Program Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, 

Pengembangan kelembagaan kemasyarakatan  dan pelayanan sosial 

dasar dengan kegiatan sebagai berikut :   

- Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);  

- Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 
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- Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa  

- Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;    

- Rapat Konsultasi TP-PKK;   

- Lomba dan pokjanal posyandu;    

- Pembinaan dan Supervisi TP-PKK;    

- Sosialisasi Pencegahan Seksualitas terhadap Anak dan Remaja; 

- Jambore TP-PKK;    

- Pelatihan kelompok dasawisma ;   

- Peringatan hari bumi;    

- Pelatihan Tenaga Pengajar PAUD HI;    

- Sosialisasi Penanganan Stunting;    

- Pengelolaan PAUD Integratif Posyandu dan Bina Keluarga Balita 

(BKB) 

- Pelatihan pangan lokal;    

- Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK;    

- Lomba B2SA dan Makanan serba ikan;    

- HUT PKK;    

- Pelatihan Designer Pakaian Motif Daerah;  

- Sosialisasi/Penyuluhan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 

(MTBS dan Kanker Serviks);    

- Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UP2K PKK.   

b) Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan dengan 

kegiatan sebagai berikut :    

- Fasilitasi Kelompok Usaha Masyarakat;    

- Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa;    

- Dukungan Dana Pembinaan P3MD-PID.  

c) Program Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan 

kegiatan sebagai berikut :    

- Penataan Aset Desa;    

- Fasilitasi dan pendampingan penyusunan RPJMDes dan RKPDes; 

- Evaluasi Pembangunan Desa;    

- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa; 
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- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;    

- Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);    

- Penataan kelembagaan dan institusi desa;    

- Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa;    

- Lomba Desa dan Kelurahan.      

d) Program Pendayagunaan SDA dan TTG dengan kegiatan sebagai 

berikut :  

- Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan;   

- Pelatihan keterampilan usaha Pertanian dan peternakan;  

- Pengembangan TTG Pedesaan;    

- Gelar TTG;    

- Pelatihan Ketrampilan Penerapan Teknologi Tepat Guna .  

22. Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan dengan 

program/kegiatan sebagai berikut: 

a) Program Pengembangan dan Mutasi Aparatur dengan kegiatan 

sebagai berikut :    

- Penyusunan rencana pembinaan karier PNS;    

- Seleksi penerimaan calon PNS Daerah;    

- Pengurusan Satya Lencana Karya Satya;    

- Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS;  

- Pengambilan Sumpah/Janji PNS;    

- Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, Karpeg, 

Karsu/Karis dan Pensiun PNS;       

- Pembinaan PPPK dan TKD;    

- Penyusunan Formasi CPNS.    

b) Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur dengan kegiatan 

sebagai berikut :    

- Pelaksanaan Ujian Dinas PNS;   

- Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;  

- Pendidikan Penjenjangan Struktural.      

23. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan dengan 

program/kegiatan sebagai berikut : 
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a) Program Data, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dengan kegiatan sebagai berikut :  

- Penyusunan RKPD ;   

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;   

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan;    

- Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;    

- Penyusunan  RKPD Perubahan;    

- Fasilitasi Perencanaan Berbasis Elektronik/ e-Planning;  

- Fasilitasi e-Database SIPD;    

- Fasilitasi kerjasama penyusunan data/informasi pembangunan 

daerah. 

b) Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan 

kegiatan sebagai berikut :   

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi ; 

- Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(TKPKD). 

c) Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, 

Sosial dan Budaya dengan kegiatan sebagai berikut :   

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, 

sosial dan budaya;   

- Penyusunan Dokumen Road Map Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM) ;    

- Fasilitasi  Kerja sama dengan dunia usaha / lembaga.   

d) Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah dengan kegiatan sebagai berikut:   

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan 

prasarana; 

- Review dokumen RPI2JM Bidang Cipta Karya;    

- Koordinasi rencana pembangunan daerah perbatasan.   

24. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Program 

Peningkatan Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 

melalui kegiatan sebagai berikut:    

- Fasilitasi  Pengadaan barang/Jasa;    

- Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (self Assesment);   
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- Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa;  

- Pengadaan Barang/Jasa; 

- Pengadaan Sarana Peenunjang UKPBJ. 

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pasal 18; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal, Pasal 16; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Dasar Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 

Untuk meningkatkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan 

menjamin kepastian hukum atas Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

di Kabupaten Rote Ndao, maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sedang 

merancang Produk Hukum Peraturan Bupati Rote Ndao tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 

c. Kebijakan Umum Daerah  dalam Rencana Penerapan dan Pencapaian 

SPM dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 

Pelaksanaan pembangunan periode 2019-2024 merupakan 

periode RPJMD III dalam pentahapan RPJPD Kabupaten Rote Ndao 

2005-2025, dimana temanya adalah “kemandirian dan daya saing” dan 

prioritas pembangunan Rote Ndao diletakkan untuk memantapkan mutu 

SDM, menjaga dan terus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 

perekonomian daerah dengan dukungan yang berkualitas dari 

pembangunan infrastruktur dan perencanaan tata ruang dan LH, 

penegakkan hukum, stabilitas politik, profesionalisme aparatur, serta  

ketertiban dan keamanan yang kondusif dan terjaga lewat partisipasi 

aktif semua unsur pembangunan. Tema ini akan menjadi pedoman 

dalam penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD akan 
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menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman 

bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. 

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Rote Ndao maka pemerintahan Kabupaten Rote Ndao 

merancang beberapa strategi umum : 

Strategi (Kabupaten) Provinsi Nasional 

1 - Menyelenggarakan 
pendidikan yang 
berkualitas dan dapat 
dijangkau  

- Penduduk usia sekolah 
bersekolah pada semua 
jenjang pendidikan 
sesuai usianya 

1 Peningkatan 
Kualitas dan 
Layanan 
Pendidikan yang 

Merata 

1 Peningkatan Profesionalisme, 
Kualitas, Pengelolaan, dan 
Penempatan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan yang 

Merata 

2 - Percepatan Pencegahan 
dan penanganan 
StuntingTerintegrasi 

- Meningkatnya cakupan 
imunisasi ASI ekslusif  

2 Pencegahan 
Stunting 

2 Percepatan Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

3 Meningkatkan 
Pencegahan dan 
penanggulangan penyakit 

3 Fasilitas dan 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional Tertata 

dan 
Berkelanjutan 

3 Peningkatan Pengendalian 
Penyakit 

4 Meningkatkan Pelayanan 
dan Sumber Daya 
Kesehatan 

4 Fasilitas dan 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional Tertata 
dan 
Berkelanjutan 

4 Penguatan Sistem Kesehatan 
dan Pengawasan Obat dan 
Makanan  

5 Meningkatkan upaya 
kesehatan masyarakat 

5 Peningkatan 
Pemahaman dan 
Perilaku Hidup 
Sehat 

5 Pembudayaan Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat 

6 Meningkatkan 
perlindungan dan 

pelayanan sosial dasar 
bagi PMKS (Penyadang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial) 

6 Perbaikan Indeks 
Kedalaman dan 

Keparahan 
Kemiskinan 

6 Akselerasi Penguatan 
Ekonomi Keluarga 

7 Penguatan peran 
keluarga dan 
pengarusutamaan gender 

7 Perluasan Akses 
Bagi Kelompok 
Perempuan 

7 Revolusi mental dalam sistem 
sosial untuk penguatan 
kualitas dan peran keluarga 
serta masyarakat dalam 
pembentukan karakter sejak 
usia dini berdasarkan 
karakteristik wilayah dan 
target sasaran yang responsif 
gender 
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8 Pengendalian Fertilitas 
dan Mortalitas 

8 Fasilitas dan 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional tertata 
dan 
berkelanjutan 
(Memastikan 
layanan 
kesehatan dan 
koordinasi 
penyediaan alat 
kontrasepsi bagi 
pasangan usia 
suburdalam 

rangka 
mengurangi 
angka kelahiran 
total) 

8 Pemaduan dan sinkronisasi 
kebijakanpengendalian 
penduduk, 

 

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan 

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode 

RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Arah kebijakan akan 

mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
 

Arah Kebijakan (Kabupaten) 
 

Provinsi Nasional 

1 Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas sarana prasarana, 
tenaga kependidikan dan 
pendidikan vokasi yang 
menjangkau seluruh wilayah 

1 Transformasi 
Struktur dan Kultur 
Dalam 
Pembangunan 
(Percepatan 
Pembangunan 
Infrastruktur dan 

Peningkatan 
Pelayanan Dasar) 

1 Meningkatkan 
Pemerataan 
Layanan 
Pendidikan 
Berkualitas 

2 Meningkatkan kesehatan ibu hamil 
serta status gizi bayi dan balita 
secara berkesinambungan  

2 Transformasi 
Struktur dan Kultur 
Dalam 
Pembangunan 
(Percepatan 
Pembangunan 
Infrastruktur dan 
Peningkatan 
Pelayanan Dasar) 

2 
Meningkatkan 

Pelayanan 
Kesehatan 

Menuju 
Cakupan 

Kesehatan 
Semesta  

3 Kerja sama lintas sektor dalam 
penanganan dan penanggulangan 
stunting 

3 3 

4 Meningkatkan pencegahan 
penularan penyakit kepada 
kelompok rentan 

4 Transformasi 
Struktur dan Kultur 
Dalam 

Pembangunan 
(Percepatan 
Pembangunan 
Infrastruktur dan 

4 Meningkatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 

Menuju 
Cakupan 

Kesehatan 
Semesta  

5 Penerapan pola hidup bersih dan 
sehat dalam masyarakat 

5 5 
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Peningkatan 
Pelayanan Dasar) 
 
 
 

6 

 

 

Meningkatkan ketersediaan sarana 
prasarana dan tenaga kesehatan 
minimal 5 jenis tenaga kesehatan 
setiap puskesmas 

6 Transformasi 
Struktur dan Kultur 
Dalam 
Pembangunan 
(Percepatan 
Pembangunan 
Infrastruktur dan 
Peningkatan 
Pelayanan Dasar) 

6 
Meningkatkan 

Pelayanan 
Kesehatan 

Menuju 
Cakupan 

Kesehatan 
Semesta  

7 Penguatan kapasitas institusi 
kesehatan dengan peningkatan 
akreditasi rumah sakit dan 
puskesmas 

7 7 

8 Meningkatkan kemandirian 
masyarakat dalam upaya 
kesehatan promotif dan preventif 

8 Transformasi 
Struktur dan Kultur 
Dalam 
Pembangunan 
(Percepatan 
Pembangunan 
Infrastruktur dan 
Peningkatan 
Pelayanan Dasar) 

8 Meningkatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Menuju 
Cakupan 
Kesehatan 
Semesta  

9 Meningkatkan pelayanan Program 
Keluarga Harapan, Kartu Indonesia 
Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan 
pemberdayaan sosial dasar, 
penyandang disabilitas lansia 

terlantar, rehabilitasi korban 
bencana dan NAPZA 

9 Pembangunan 
Berpusat Pada 
Sumber Daya 
Manusia 
(Pencapaian dan 

pemenuhan Standar 
Pelayanan Minimal 
dan Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan) 

9 Mengentaskan 
Kemiskinan 

  

 

d. Gambaran Orientasi dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam 

Penerapan dan Pencapaian SPM dalam Kebijakan Umum Anggaran 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 

dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode                    

1 (satu) tahun. Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 bahwa “Kepala Daerah menyusun rancangan 

KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada 

pedoman penyusunan APBD”. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah disusun bersarkan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan 

Pemerintah Kabupaten dengan dengan Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Pusat sehingga dapat terwujud tujuan dan sasaran 
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pembangunan nasional. RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 telah 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

dengan Tema Pembangunan Tahun 2020 adalah “PERCEPATAN 

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENINGKATAN EKONOMI 

DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR MENUJU KEMANDIRIAN 

DESA/KELURAHAN”. Berdasarkan tema dan untuk mewujudkan 

sasaran pembangunan daerah, maka pada tahun 2020 ditetapkan 7 

(tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut : 

1) Peningkatan kualitas SDM; 

2) Peningkatan kualitas kesehatan, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 

3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan 

pariwisata, pertanian dan perikanan; 

4) Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dan 

Penataan ruang; 

5) Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan hidup 

(Persampahan, Sanitasi, Turap/Talud/Bronjong dan Air Bersih); 

6) Percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya penanggulangan 

rawan pangan dan pemberdayaan masyarakat; dan 

7) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta 

meningkatkan pelayanan publik. 
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN  

PEMERINTAHAN DAERAH 

 
2.1 Capaian Kinerja Makro 

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang 

menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Rote 

Ndao secara umum. Capaian kinerja makro secara rinci dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Capaian Kinerja Makro 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 

No Indikator Kinerja Makro 
Capaian Kinerja 

Tahun 2019 

Capaian Kinerja 

Tahun 2020 
Perubahan (%) 

1 2 3 4 5 

1 Indeks Pembangunan 

Manusia 
62,70 % 64,16% +1,46% 

2 Angka Kemiskinan 27,95% 27,54% -0,41% 

3 Angka Pengangguran 2,03% 1,76% -0,27% 

4 Pertumbuhan Ekonomi 6,15% 6,35% +0,20% 

5 Pendapatan Per Kapita 11.326.381,28 11.686.821,08 +360.439,8 

6 Ketimpangan Pendapatan  

(Gini Ratio) 
0,35 0,35% 0% 

Sumber Data : Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2020 -2021 

 

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari 

keberhasilan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao dalam mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. 

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah Kabupaten Rote Ndao 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 

Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output) 

No 
Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

1 Pendidikan  1) Jumlah Satuan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri 

dan Swasta) 

35 PAUD 

 
Dinas PKO  

2) Jumlah peseta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang 

menerima perlengkapan dasar peserta didik dari 

Pemerintah Daerah 

0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan  

3) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang 

menerima pembebasan biaya pendidikan 
0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri 

dan Swasta) 

120 Orang 

 
Dinas PKO  

5) Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) 327 Orang Dinas PKO  

6) Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang 

memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana 

(S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan 

lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru 

pendidikan anak usia dini. 

83 Orang Dinas PKO 

 

7) Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) 

yang memiliki ijazah D-IV atau S1,  sertifikat 

pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan calon Kepala Sekolah untuk PAUD formal 

atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala 

satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah 

85 Orang Dinas PKO 

 

8) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi SDN     = 116 

SMPN  =   39 

Total = 155 

Dinas PKO 
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  9) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri 

dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar 

peserta didik dari Pemerintah Daerah 

0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan  

10) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah 

pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima 

perlengkapan dasar peserta didik dari Pemda 

0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

11) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar 

(Negeri dan Swasta)  yang menerima pembebasan 

biaya pendidikan 

19.392 siswa Dinas PKO  

12) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah 

menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang 

menerima pembebasan biaya pendidikan 

10.064 siswa Dinas PKO  

13) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang 

sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 

Negeri = 329 guru 

Swasta =   79 guru 

Total = 408 

Dinas PKO 

 

14) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang 

sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 

Negeri = 268 guru 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

 

15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 943 guru Dinas PKO  

16) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah 

pertama (Negeri dan Swasta) 

Negeri = 377 guru 

Swasta =   2 guru 

Total = 379 

Dinas PKO 

 

17) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan 

pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 

Negeri = 118 orang 

Swasta =  Tidak Ada 
Dinas PKO 

 

18) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan 

pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan 

Swasta) 

Negeri = 30 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

 

19) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah 

dasar (Negeri dan Swasta) 

Negeri = 5 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

 

20) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah 

menengah pertama (Negeri dan Swasta) 

Negeri = 18 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

 

  21) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri 

dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-

IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 

Negeri = 680 guru 

Swasta =  69 guru 

Total = 749 

Dinas PKO 
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  22) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah 

pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah 

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat 

pendidik 

Negeri = 359 guru 

Swasta =  2 guru 

Total = 361 

Dinas PKO 

 

23) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar 

(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau 

S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat 

pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 

Negeri = 95 guru 

Swasta =  15 guru 

Total = 110 

Dinas PKO 

 

24) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah 

menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang 

memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan 

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon 

kepala sekolah 

S1 

Negeri = 38 guru 

Swasta = 1 guru 

sertifikat pendidik 

Negeri = 33 guru 

STTPPCK 

Negeri = 67 guru 

Total = 105 

Dinas PKO 

 

25) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang 

sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki 

ijazah SMA/sederajat 
0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

26) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang 

sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang 

memiliki ijazah SMA/sederajat 

0 

 
Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

27) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi SDN     = 116 

SMPN  =   39 

Total = 155 

Dinas PKO 

 

28) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang 

menerima perlengkapan dasar peserta didik dari 

Pemerintah Daerah 

0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

29) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah 

pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta 

didik dari Pemerintah Daerah 

0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

30) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar 

yang menerima pembebasan biaya pendidikan 
19.392 siswa Dinas PKO 
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  31) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah 

menengah pertama yang menerima pembebasan 

biaya pendidikan 

10.064 siswa Dinas PKO 

 

32) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang 

sekolah dasar  

Negeri = 329 guru 

Swasta =   79 guru 

Total = 408 

Dinas PKO 

 

33) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang 

sekolah menengah pertama  

Negeri = 268 guru 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

 

34) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 943 guru Dinas PKO  

35) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah 

pertama  

Negeri = 377 guru 

Swasta =   2 guru 

Total = 379 

Dinas PKO 

 

36) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan 

pada jenjang sekolah dasar  

Negeri = 118 orang 

Swasta =  Tidak Ada 
Dinas PKO 

 

37) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan 

pada jenjang sekolah menengah pertama 

Negeri = 30 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

 

38) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah 

dasar  

Negeri = 5 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

 

39) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah 

menengah pertama  

Negeri = 18 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

 

40) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang 

memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana 

(S1) dan sertifikat pendidik 

Negeri = 680 guru 

Swasta =  69 guru 

Total = 749 

Dinas PKO 

 

41) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah 

pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 

Negeri = 359 guru 

Swasta =  2 guru 

Total = 361 

Dinas PKO 

 

42) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah yang 

memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan 

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon 

kepala sekolah 

Negeri = 95 guru 

Swasta =  15 guru 

Total = 110 

Dinas PKO 
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  43) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah 

menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau 

S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat 

pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 

S1 

Negeri = 38 guru 

Swasta = 1 guru 

sertifikat pendidik 

Negeri = 33 guru 

STTPPCK 

Negeri = 33 guru 

Total = 72 

Dinas PKO 

 

44) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang 

sekolah dasar yang memiliki  ijazah 

SMA/sederajat 
0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

45) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang 

sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah 

SMA/sederajat 

0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

46) Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 

(Negeri dan Swasta) 
0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

47) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri 

dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar 

peserta  didik dari Pemerintah Daerah 
0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

48) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri 

dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya 

pendidikan 

0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

49) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan 

pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) 
0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

50) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 

(Negeri dan Swasta) 
66 orang Dinas PKO 

 

51) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan 

kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah 

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 

61 orang Dinas PKO 
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  52) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar 

yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat 

pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan calon kepala sekolah   

0 Dinas PKO Tidak ada Kegiatan 

53) Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan 

kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah 

D-IV atau S1 

5 orang Dinas PKO 

 

2 Kesehatan  1) Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang 

memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan 

(SPA) sesuai standar 

1 RS 

Dinas Kesehatan 

 

2) Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya 1 RS Dinas Kesehatan  

3) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 Paket Dinas Kesehatan  

4) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal 233 Orang Dinas Kesehatan  

5) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 Paket Dinas Kesehatan  

6) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan 

sesuai standar 
223 Orang Dinas Kesehatan 

 

7) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 

 
1 Paket Dinas Kesehatan 

 

8) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal 

esensial sesuai standar 
223 Orang Dinas Kesehatan 

 

9) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 Paket Dinas Kesehatan  

10) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

balita sesuai standar 
223 Orang Dinas Kesehatan 

 

11) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Tidak Ada 

 
Dinas Kesehatan 

Tidak ada Kegiatan 

12) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

anak usia pendidikan dasar sesuai standar 

 

12 Orang Dinas Kesehatan 

 

13) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 Paket Dinas Kesehatan  

14) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

24  Tenaga Kesehatan 

dan 318 Kader 
Dinas Kesehatan 
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  15) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 Paket Dinas Kesehatan  

16) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 
211 Orang Dinas Kesehatan 

 

17) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 Paket Dinas Kesehatan  

18) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

24 Tenaga Kesehatan 

dan 318 Kader 
Dinas Kesehatan 

 

19) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 Paket Dinas Kesehatan  

20) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

24 Tenaga Kesehatan 

dan 318 Kader 
Dinas Kesehatan 

 

21) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 paket Dinas Kesehatan  

22) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 
54 orang Dinas Kesehatan 

 

23) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 paket Dinas Kesehatan  

24) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 
44 orang Dinas Kesehatan 

 

25) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 paket Dinas Kesehatan  

26) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 
39 orang Dinas Kesehatan 

 

3 Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang 

1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS 

kewenangan kabupaten (ha); 

 

 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

2) Panjang  sungai  di kawasan permukiman yang 

rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m); 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang 

rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan 

kabupaten (ha); 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

4) Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan 

abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten 

(m); 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 
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  5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata 

pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS 

Kewenangan kabupaten; 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

6) Rencana Teknis  tata pengaturan air dan tata 

pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air 

kewenangan kabupaten; 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan 

sungai milik pemerintah kabupaten; 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

8) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS 

kewenangan kabupaten (ha); 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

9) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan 

banjir di WS kewenangan kabupaten (m); 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

10) Luas kawasan permukiman  sepanjang pantai yang 

rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan 

kabupaten (ha); 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

11) Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan 

abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten 

(m); 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

12) Rencana Tata Pengaturan air dan tata 

pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS 

Kewenangan kabupaten; 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

13) Rencana Teknis  tata pengaturan air dan tata 

pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air 

kewenangan kabupaten; 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

14) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan 

sungai milik pemerintah kabupaten; 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

15) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam 

kondisi baik; 

450/33.291,2 x 100% = 

1,35% 
Dinas PUPR  

16) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam 

kondisi baik; 

6.259 / 49. 109,78 x 

100% = 12,74% 
Dinas PUPR  

17) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam 

kondisi baik; 
0 Dinas PUPR 

Tidak Ada Kegiatan 
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  18) Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten; Ada Dinas Perkim & LH  

19) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA 

Kabupaten; 
Ada 

Dinas Perkim & LH  

20) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten 

penyelenggaran SPAM; 
1 

Dinas Perkim & LH  

21) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha 

untuk melakukan penyelenggaraan SPAM; 
1 Dinas Perkim & LH 

 

22) Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan 

pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain; 
5 

Dinas Perkim & LH  

23) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan 

setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan 

dasar menggunakan SPALD- S; 

24,772 Dinas Perkim & LH 

 

24) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah 

untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar 

menggunakan SPALD-T; 

60 Dinas Perkim & LH 

 

25) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan 

setempat dan data jumlah rumah dengan akses 

sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan 

pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD 

T; 

0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

26) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa 

penyedotan lumpur tinja; 
0 

Dinas Perkim & LH 
Tidak Ada Kegiatan 

27) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa 

pengolahan lumpur tinja; 
0 

Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

28) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa 

pengolahan air limbah domestic; 
0 

Dinas Perkim & LH 
Tidak Ada Kegiatan 

29) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar; 0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

30) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman; 0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

31) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman; 

 
0 

Dinas Perkim & LH 
Tidak Ada Kegiatan 

32) Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat; 0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 
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  33) Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur 

tinja 
0 

Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

34) Kinerja penyediaan prasarana pengangkutan lumpur 

tinja; 
0 

Dinas Perkim & LH 
Tidak Ada Kegiatan 

35) Kinerja penyediaan sambungan rumah yang 

tersambung ke IPALD; 
0 

Dinas Perkim & LH 
Tidak Ada Kegiatan 

36) Kinerja penyampaian jasa penyedotan lumpur tinja; 0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

37) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal 

tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi; 

50/1.820 x 100% = 

2,75% 
BKA 

 

38) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah 

Kabupaten dalam tahun eksisting; 
188 

Dinas PM & PTSP  

39) Penetapan Peraturan Daerah tentang 

Bangunan/Gedung; 
Ada 

Dinas Perkim & LH  

40) Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli 

Bangunan/Gedung 
Ada 

Dinas Perkim & LH  

41) Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh 

Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan 
4 Dinas Budpar 

 

42) Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh 

Bupati untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 
1 BKA 

 

43) Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah 

Kabupaten 
1.820 BKA 

 

44) Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah 

Kabupaten yang dipelihara/dirawat 
1.820 BKA 

 

45) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan  kepala 

daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten; 
459,883 Km Dinas PUPR 

 

46) Panjang jalan yang dibangun; 0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

47) Panjang jembatan yg dibangun; 14 Meter Dinas PUPR  

 

48) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi); 

 

20,28 Km 

 

Dinas PUPR 
 

49) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan; 0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

50) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi; 0,383 Km Dinas PUPR  

51) Panjang  jembatan yang direhabilitasi; 0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 
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  52) Panjang jalan yang dipelihara; 21 Km Dinas PUPR  

53) Panjang  jembatan yang dipelihara; 0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

54) Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/ analis di 

wilayah kabupaten; 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

55) Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang 

terlatih di wilayah kabupaten; 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

56) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang 

tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah 

kabupaten; 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

57) Terselenggaranya Sistem  Informasi Pembina Jasa 

Konstruksi Cakupan kabupaten yang aktif dengan 

data termutakhir; 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

58) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa 

konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun 

berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

59) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa 

konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun 

berjalan yang bersumber dari APBN 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

60) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa 

konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun 

berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

61) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa 

konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan 

sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa 

konstruksi yang termutakhir secara berkala 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

62) Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa 

konstruksi kabupaten; 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

63) Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga 
operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah 
kabuapten yang dilaksanakan sendiri atau melalui 
kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan 
Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri 
yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, 
perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya; 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 
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  64) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja 

konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang 

dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan 

teknisi/analis; 

90 Dinas PUPR Sertifikat Pelatihan 

65) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja 

konstruksi terlatih yang tersertifikasi 

operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten; 

90 Dinas PUPR Data 

66) Tersedianya data dan informasi badan usaha yang 

mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten; 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

67) Tersedianya data dan informasi pemenuhan 

komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP 

yang disetujui; 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

68) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan 

ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan 

usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan 

kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi 

kewenangan pengawasannya; 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

69) Tersedianya data dan informasi kecelakaan 

konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan 

pengawasannya 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

70) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan 

ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan 

usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan 

segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi 

kewenangan pengawasannya; 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

71) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah 

kabupaten; 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

72) Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di 

wilayah kabupaten; 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

73) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang 

terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten; 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

74) Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan 

di wilayah Kabupaten; 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 
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  75) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK 

badan usaha dan TDUP yang disetujui; 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

76) Jumlah  pengawasan terkait ketidaksesuaian 

jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk 

dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha 

jasa konstruksi yang menjadi kewenangan 

pengawasannya; 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

77) Jumlah  kecelakaan konstruksi  pada proyek 

yang menjadi kewenangan pengawasannya; 
0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

78) Jumlah  pengawasan terkait ketidaksesuaian 

jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk 

dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar 

jasa konstruksi yang menjadi kewenangan 

pengawasannya; 

0 Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

4 Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan 

bencana dan rencana penanganannya 
0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam 0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya 

terkena bencana alam 
0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

4) Jumlah unit rumah korban bencana yang 

direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 
0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun 

kembali sesuai dengan rencana aksi 
0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun  

baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi 
0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan 

menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 
0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang 

terfasilitasi 
0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

10) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah 

mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti 

berdasarkan rencana pemenuhan SPM 

0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 
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  11) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan 

yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak 

atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan 

rencana pemenuhan SPM 

0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

12) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan 

subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan 

SPM 

0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

13) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan 

yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak 

huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 

0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

14) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum 

mendapatkan penyediaan rumah layak huni 

berdasarkan rencana pemenuhan SPM 

0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

15) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah 0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

16) Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 

10 Ha 
0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

17) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

18) Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur 

kawasan kumuh 
0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

19) Jumlah rumah di kabupaten 33.312 Dinas Perkim & LH  

20) Jumlah unit Peningkatan Kualitas  RTLH 0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

21) Jumlah rumah tidak layak huni 5.942 Dinas Perkim & LH  

22) Jumlah rumah yang tidak dihuni 

 

0 
Dinas Perkim & LH 

 

23) Rasio rumah dan KK 39.207/33.312 = 1,03 Dinas Perkim & LH  

24) Jumlah rumah pembangunan baru 1.892 Dinas Perkim & LH  

25) Jumlah perumahan yang  terfasilitasi PSU 1  Dinas Perkim & LH  

26) Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air 

minum 
35 Dinas Perkim & LH 

 

27) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan 

lingkungan 
35 Dinas Perkim & LH 

 

28) Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi 

(on site / off site) 
35 Dinas Perkim & LH 
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  29) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

30) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

31) Jumlah pengembang yang tersertifikasi 2 Dinas Perkim & LH  

32) Jumlah pengembang yang teregistrasi 2 Dinas Perkim & LH  

33) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan 

atau pelatihan 
0 Dinas Perkim & LH 

Tidak Ada Kegiatan 

5 Ketentraman, 

Ketertiban Umum 

dan Pelindung 

Masyarakat 

1) Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum 

dalam  Kabupaten yang ditangani 
2 Satpol PP 

 

2) Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan 1.959 Satpol PP  

3) Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4 Perda Satpol PP  

4) Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas 

sebagai PPNS 
1 Orang Satpol PP 

 

5) Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan 

Perkada serta penanganan gangguan trantibum 
0 Satpol PP 

Tidak Ada Kegiatan 

6) Tersedianya sarana prasarana minimal Ada Satpol PP  

7) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai 

dengan dinyatakan sah/legal    
0 BPBD Tidak Ada Kegiatan 

8) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan 

bencana yang memperoleh informasi rawan bencana 

sesuai jenis ancaman bencana 

 

0 BPBD Tidak Ada Kegiatan 

9) Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai 

dinyatakan sah/legal    
0 BPBD Tidak Ada Kegiatan 

10) Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai 

dinyatakan sah/legal 
0 BPBD Tidak Ada Kegiatan 

11) Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang 

ikut pelatihan 
0 BPBD Tidak Ada Kegiatan 

12) Persentase warga negara yang ikut pelatihan 0 BPBD Tidak Ada Kegiatan 

13) Persentase warga negara yang mendapat layanan 

pusdalops penanggulangan bencana dan sarana 

prasarana penanggulangan bencana 

0 BPBD Tidak Ada Kegiatan 
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  14) Persentase warga negara yang mendapat peralatan 

perlindungan 
0 BPBD Tidak Ada Kegiatan 

15) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam 

untuk setiap status KLB 
20/20 x 100% = 100%  Satpol PP  

16) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam 

untuk setiap status darurat bencana 
20/20 x 100% = 100% Satpol PP  

17) Persentase jumlah petugas yang aktif dalam 

penanganan darurat bencana 

5/5 x 100% = 100% 
Satpol PP  

18) Persentase  jumlah korban berhasil dicari, ditolong 

dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 
65/65 x 100% = 100% Satpol PP  

19) Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan 

evakuasi pada kondisi membahayakan manusia 

(operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di 

kabupaten 

0 Satpol PP Tidak Ada Kegiatan 

20) Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi 

sarana prasarana damkar, sarana prasarana 

penyelamatan di kantor kecamatan 

0 Satpol PP Tidak Ada Kegiatan 

21) Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang 

dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor 

kecamatan 

0 Satpol PP Tidak Ada Kegiatan 

22) Pos Damkar yang dilengkapi dengan 

sarana/prasarana damkar, sarana prasarana 

penyelamatan dan evakuasi di setiap 

keluarahan/desa 

0 Satpol PP Tidak Ada Kegiatan 

23) Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, 

penyelamatan dan evakuasi 
0 Satpol PP Tidak Ada Kegiatan 

24) Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang 

memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam 

sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar 

Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 

0 Satpol PP Tidak Ada Kegiatan 
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  25) Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau 

perangkat daerah yang menyelenggarakan sub 

urusan kebakaran 

0 Satpol PP Tidak Ada Kegiatan 

26) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam 

kebakaran 
0 Satpol PP Tidak Ada Kegiatan 

6 Sosial 1) Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki 6 Dinas Sosial  

2) Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

masuk dalam data terpadu FM dan OTM 

12.482 Dinas Sosial 

 

3) Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 1 Dinas Sosial  

4) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut  usia terlantar dan gepeng yang 

dijangkau 

669 Dinas Sosial 

 

5) Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus 

layanan kedaruratan yang dimiliki 
3 Dinas Sosial 

 

6) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

menerima paket permakanan sesuai standar gizi 

350 Dinas Sosial 

 

7) Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal 

sementara yang dimiliki sesuai standar 
0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

8) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

menerima paket sandang 

 

0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

9) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

memanfaatkan alat bantu 

10 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

10) Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ 

shelter 
0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

11) Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia 0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 
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  12) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 

0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

13) Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah 

singgah 
0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

14) Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS 

dan/atau relawan sosial yang disediakan   
62 Orang Dinas Sosial 

 

15) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial 

sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas 

Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat 

kesejahteraan social 

0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

16) Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada 

keluarga dan masyarakat 
2 Dinas Sosial  

17) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

difasilitasi untuk mendapatkan dokumen 

kependudukan 

0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

18) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

mendapatkan akses layanan pendidikan dan 

Kesehatan dasar 

0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

19) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

mendapatkan layanan penelusuran keluarga 

0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

20) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

direunifikasi dengan keluarga 

0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

21) Jumlah  penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

dirujuk 

0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 
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  22) Jumlah korban bencana yang mendapatkan 

makanan 
10.562 KK Dinas Sosial 

 

23) Jumlah korban bencana yang menerima paket 

sandang 
0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

24) Jumlah tempat penampungan pengungsi yang 

dimiliki  
0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

25) Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok 

rentan 
0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

26) Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan 

dukungan psikososial 
0 Dinas Sosial Tidak Ada Kegiatan 

27) Jumlah pekerja  social professional /tenaga 

kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang 

tersedia 

0 Dinas Sosial 

 

Tidak Ada Kegiatan 

7 Tenaga Kerja 1) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten 0 Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 

2) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana 

tenaga kerja 
0 Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 

3) Jumlah perusahaan yang  menyusun rencana tenaga 

kerja di kabupaten 
0 Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 

4) Persentase penerapan Program PBK dengan 

kualifikasi klaster 
0 Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 

5) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 0 Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 

6) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 2/36 = 0,055 Dinas Transnaker  

7) Persentase LPK yang terakreditasi 
0/4 x 100% = 0% Dinas Transnaker 

Tidak Ada LPK 

terakreditasi 

8) Persentase LPK yang memiliki perizinan 4/4 x 100% = 100% Dinas Transnaker  

9) Jumlah penganggur yang dilatih 36 Orang Dinas Transnaker  

10) Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan 36/36 x 100% = 100% Dinas Transnaker  

11) Presentase penyerapan lulusan  9/36 x 100%= 25% Dinas Transnaker  

12) Lulusan bersertifikat kompetensi  0 Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 

13) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / 

Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan 

pelatihan 

41/41 x 100% = 100% Dinas Transnaker 
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  14) Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 
41 Orang Dinas Transnaker 

 

15) Persentase perusahaan yang menerapkan program 

peningkatan produktivitas 

45/108x 100% = 

41,66% 
Dinas Transnaker 

 

16) Data tingkat produktivitas total 0 Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 

17) Persentase perusahaan yang telah memiliki 

Peraturan Perusahaan (PP)  
27/46 x 100% = 58,70% Dinas Transnaker 

 

18) Persentase perusahaan yang telah memiliki 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

2/1 x 100% = 200% 

 
Dinas Transnaker 

 

19) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB 

yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB 

di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar 

perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di 

perusahaan 

0 Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 

20) Persentase perusahaan yang sudah  menyusun 

struktur skala upah 
0 Dinas Transnaker 

Tidak Ada Kegiatan 

21) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 
34/46 x 100% = 73,91% Dinas Transnaker 

 

22) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 3/108 x 100% = 4,63% Dinas Transnaker  

23) Jumlah mogok kerja 0 Dinas Transnaker Tidak Ada 

24) Jumlah penutupan perusahaan 0 Dinas Transnaker Tidak Ada 

25) Jumlah perselisihan kepentingan 0 Dinas Transnaker Tidak Ada 

26) Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan 
0 Dinas Transnaker Tidak Ada 

27) Jumlah perselisihan PHK 5 Kasus Dinas Transnaker  

28) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 5 Orang Dinas Transnaker  

29) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui 

perundingan bipartite 
0 Dinas Transnaker 

Tidak Ada Kegiatan 

30) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten yang 

diberdayakan 
0 Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 
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  31) Persentase perselisihan hubungan industrial yang 

diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh 

Mediator Hubungan Industrial 

4/5 x 100% = 80% Dinas Transnaker 

 

32) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah 

kabupaten 
41 Orang Dinas Transnaker 

 

33) Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten 0 Dinas Transnaker Tidak Ada  

34) Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah 

kabupaten 
0 Dinas Transnaker Tidak Ada 

35) Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu 

kabupaten 
0 Dinas Transnaker 

Tidak Ada 

36) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 0 Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 

37) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 

(LPTKS)  antar kerja lokal dalam satu wilayah 

kabupaten 

3 LPTKS Dinas Transnaker 

 

38) Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas 

bidang ketenagakerjaan kabupaten 
41 Perjanjian Dinas Transnaker 

 

39) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi 

Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) 
23 Orang Dinas Transnaker 

 

40) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang 

mendapatkan sosialisasi 

41/41 x 100% = 100% Dinas Transnaker 

 

41) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang 

terdata 

41 Orang  Dinas Transnaker 

 

42) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi 

kepulangan 

0 Dinas Transnaker 

Tidak Ada Kegiatan 

43) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan 

dan pelatihan kerja 

41/41 x 100% = 100% Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 

44) Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan 

keluarganya 

0 Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 
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  45) Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang 

dibentukan 
0 Dinas Transnaker 

Tidak Ada Kegiatan 

8 Perlindungan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah 

kabupaten yang telah dilatih PUG 
0 Dinas P3AP2KB Tidak Ada Kegiatan 

2) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat 

daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis 

gender di tingkat kabupaten 

0 Dinas P3AP2KB Tidak Ada Kegiatan 

3) Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja 

sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk 

melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap 

anak 

0 Dinas P3AP2KB Tidak Ada Kegiatan 

4) Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki 

standar pelayanan minimal  
1 (P2TP2A) Dinas P3AP2KB  

5) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 40/48 x 100% = 83,33% Dinas P3AP2KB  

6) Jumlah lembaga layanan anak  yang mendapat 

pelatihan 
1 (P2TP2A) Dinas P3AP2KB  

7) Jumlah  lembaga layanan anak yang 

mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh 

pemkab (APBD kabupaten) 

 

1 (P2TP2A) Dinas P3AP2KB  

8) Jumlah organisasi  kemasyarakatan yang bergerak 

dlm bidang perempuan tingkat kabupaten yang 

mendapatkan pelatihan 

0 Dinas P3AP2KB Tidak Ada Kegiatan 

9) Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang 

sudah dilatih 
0 Dinas P3AP2KB Tidak Ada Kegiatan 

10) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan 

yang mendapat pelatihan 
0 Dinas P3AP2KB Tidak Ada Kegiatan 

11) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan 

yang mendapatkan bantuan keuangan oleh 

pemerintah kabupaten 

2 Dinas P3AP2KB  

12) Jumlah kebijakan/program pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 

pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi 

0 Dinas P3AP2KB Tidak Ada Kegiatan 
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  13) Jumlah lembaga penyediaan layanan 

perlindungan hak perempuan yg telah 

terstandardisasi 

2 Dinas P3AP2KB  

14) Persentase korban kekerasan perempuan yang 

terlayani 

37/40 x 100% = 92,25% 

 
Dinas P3AP2KB  

9 Pangan 1) Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana 

pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan 

pangan 

Ada 
Dinas Ketahanan 

Pangan 

 

2) Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 
Tidak Ada 

Dinas Ketahanan 

Pangan 
Tidak Ada Kegiatan 

3) Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk 

pangan lokal 
Tidak Ada 

Dinas Ketahanan 

Pangan 
Tidak Ada Kegiatan 

4) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat 

dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang 

beragam dan bergizi seimbang 

Ada 
Dinas Ketahanan 

Pangan 

 

5) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan   
Ada 

Dinas Ketahanan 

Pangan 
Peta Ketahanan 

6) Tertanganinya kerawanan pangan 

 
Ada 

Dinas Ketahanan 

Pangan 
 

7) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah 

rentan rawan pangan 
Ada 

Dinas Ketahanan 

Pangan 

 

8) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar 
Ada 

Dinas Ketahanan 

Pangan 

 

10 Pertanahan 1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati 4/3 x 100 = 100%% Dinas PM & PTSP  

2) SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek 

Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan 

Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 

Tidak Ada Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

3) SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi 

Kepada Bekas Pemilik Tanah kelebihan 

maksimum/ absentee 

Tidak Ada Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

4) Dokumen Izin membuka tanah Tidak Ada Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

5) Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah 

Kabupaten 
Tidak Ada Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 
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11 Lingkungan 

Hidup 

1) Hasil perhitungan provinsi terhadap :  

a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara 

(IKU) 

b. Indeks Tutupan hutan (ITH)  

c. Indeks Tutupan Hutan (ITH) 

IKA = 66,67 

IKU = 96,0382 

ITH = 62,2014 

Dinas Perkim & LH 

 

2) Tersedianya data dan informasi penanganan 

sampah di wilayah kabupaten 
Ada Dinas Perkim & LH 

 

3) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh 

pemerintah daerah kabupaten 
8/8 x 100% = 100% Dinas Perkim & LH 

 

4) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di 

Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin 

PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah 

kabupaten 

0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

5) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada 

di Daerah kabupaten 

 

0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

6) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan 

dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait 

PPLH 

0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

7) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan 

diklat 

 

 

 

 

0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

8) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin 

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan 

oleh Pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan 

dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani 

0 Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

12 Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

1) Penerbitan akta perkawinan 938/938 x 100% = 

100% 
Dinas Dukcapil 

 

2) Penerbitan akta perceraian  
35/35 x 100% = 100% Dinas Dukcapil 
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  3) Penerbitan akta kematian   291/291 x 100% = 

100% 
Dinas Dukcapil 

 

4) Penyajian data kependudukan   148.763/2 x 100% = 

7.438 % 
Dinas Dukcapil 

 

13 Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama 

antar desa 
48 Dinas PMD 

 

2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa 

tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang 

melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 

48-60=-12 Dinas PMD 

 

3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat 

di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan 

kapasitas dan diberdayakan 

0 Dinas PMD Tidak Ada Kegiatan 

4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga 

kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan 

kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan 

0 Dinas PMD Tidak Ada Kegiatan 

5) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama 

antar desa 
0 Dinas PMD Tidak Ada Kegiatan 

6) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa 

tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang 

melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 

0 Dinas PMD Tidak Ada Kegiatan 

7) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat 

di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan 

kapasitas dan diberdayakan 

0 Dinas PMD Tidak Ada Kegiatan 

8) Jumlah peningkatan desa yang lembaga 

kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan 

kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan 

0 Dinas PMD Tidak Ada Kegiatan 

14 Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

1) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan 

Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 
Tidak Ada Dinas P3AP2KB Tidak Ada Kegiatan 

2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) 

seluruh wanita umur 25-49 tahun 
15.507 Dinas P3AP2KB 
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  3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age 

Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 

717/7.731 x 100% = 

0,22% 
Dinas P3AP2KB 

 

4) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan 

Program KKBPK (advokasi dan KIE) 

3.625/3.335 x 100% 

=108% 
Dinas P3AP2KB 

 

5) Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan 

mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) 

yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program 

KKBPK 

57 Stakeholders Dinas P3AP2KB 

 

6) Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap 

melayani KB MKJP 
16/16 x 100% = 100% Dinas P3AP2KB 

 

7) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang (MKJP) 

 

7.313/19.308 x 100% = 

37,87% 
Dinas P3AP2KB 

 

8) Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki 

Kelompok Kerja KKBPK yang efektif  

29 Kelompok Kerja 

tersebar di 29 Desa 
Dinas P3AP2KB 

 

9) Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif 1.261/2.878 x 100% = 

44% 
Dinas P3AP2KB 

 

10) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota 

dengan kesertaan rendah 
43%  Dinas P3AP2KB 

 

11) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) 

8.159/9.612 x 100% = 

85% 
Dinas P3AP2KB 

 

15 Perhubungan 1) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan 

terminal penumpang angkutan tipe C 
1/1 x 100% = 100% Dinas Perhubungan 

 

2) Terlaksananya pelayanan uji berkala 297/627 x 100% = 

43,37% 
Dinas Perhubungan 

 

3) Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam 

Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan 

kelas ekonomi  

83/83 x 100% =100% Dinas Perhubungan 

 

4) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa 

lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten 

831/2.054 x 100% = 

40,44% 
Dinas Perhubungan 

 

5) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa 

lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten 

831/2.054 x 100% = 

40,44% 
Dinas Perhubungan 
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16 Komunikasi dan 

Informasi 

1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di 

Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses 

internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas 

Kominfo 

0/45 x 100% = 0% 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan 

akses internet yang berkualitas yang disediakan 

Dinas Kominfo 

0/45 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra 

pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis 

suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan 

memanfaatkan jaringan intra pemerintah 

Tidak Ada 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

4) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan 

pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang 

dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan 

domain dan sub domain Instansi Penyelenggara 

Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo 

Nomor 5 Tahun 2015   

0/45 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

5) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan 

situs web yang sesuai standar   
8/45 x 100% = 13,33 % 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 

 

6) Persentase perangkat daerah yang 

mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan 

aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan 

0/45 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

7) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan 

layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum 

dalam dokumen proses bisnis yang telah 

diimplementasikan secara elektronik   

0/0 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

8) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan 

layanan administrasi pemerintahan) yang 

memanfaatkan sertifikat elektronik   

87/87 x 100% = 100% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 

 

9) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 
87/87 x 100% = 100% 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 

 

 



LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020  87 

 

1 2 3 4 5 6 

  10) Persentase layanan publik dan layanan administrasi 

yang terintegrasi dengan sistem penghubung 

layanan pemerintah 

5/5 x 100% = 100% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 

 

11) Persentase perangkat daerah yang menggunakan 

layanan pusat data pemerintah  
0/45 x 100% = 0% 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

12) Persentase perangkat daerah yang menyimpan data 

di pusat data pemerintah   
0/45 x 100% = 0% 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

13) Persentase perangkat daerah yang memperbaharui 

datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra 

kominfo)   

0/45 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

14) Persentase data yang dapat berbagi pakai 
0/0 x 100% = 0% 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

15) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi 

inovasi yang mendukung smart city   

 

 

0/0 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

16) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi 

kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo   
0/0 x 100% = 0% 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

17) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala 

daerah terkait implementasi e-government 
Belum ada 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

18) Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis 

pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan 

informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah  

provinsi  

0/0 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

19) Persentase konten informasi terkait program dan 

kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai 

dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 

0/0 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

20) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik 

yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi 

(STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan 

0/0 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

17 Koperasi, Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

1) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan 

pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 

dalam daerah kabupaten 

0/0 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 
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  2) Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan 

kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas 

usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi 

dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah  

kabupaten 

3/3 x 100% = 100% Dinas Koperindag 

 

3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang 

dilakukan untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten 

40/203 x 100% = 

19,70% 
Dinas Koperindag 

 

4) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang 

dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten 

15/203 x 100% = 7,39% Dinas Koperindag 

 

5) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam  daerah 

kabupaten 

 

40/203 x 100% = 

19,70% 
Dinas Koperindag 

 

6) Persentase jumlah anggota operasi yang telah 

mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi 

dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten 

40/10.835 x 100% = 

0,37% 
Dinas Koperindag 

 

7) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah 

kabupaten 

0/203 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

8) Persentase koperasi yang diberikan dukungan 

fasilitasi pembiayaan 
- Dinas Koperindag - 

9) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk 

Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten 

13/203 x 100% = 6,40% Dinas Koperindag 

 

10) Persentase koperasi yang diberikan dukungan 

fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten 

0/203 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

11) Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi 

pemasaran untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten 

0/203 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 
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  12) Persentase koperasi yang diberikan dukungan 

fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha 

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah kabupaten 

10/203 x 100% = 4,93% Dinas Koperindag 

 

13) Persentase koperasi yang diberikan dukungan 

fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten 

 

0/203 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

14) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala 

mikro 
7/17 x 100% = 41,18 % Dinas Koperindag  

15) Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke 

dalam sistem online data system (ODS) 
0/952 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

16) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 0/952 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

17) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan 

dukungan fasilitasi standarisasi  dan sertifikasi 

produk usaha 

0/952 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

18) Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan 

dukungan fasilitasi pemasaran 
0/952 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

19) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan 

fasilitasi pelatihan 
0/952 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

20) Persentase usaha mikro yang diberikan 

pendampingan melalui Lembaga pendampingan   
0/952 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

18 Penanaman Modal 1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif 

penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten 

0 Dinas PM & PTSP Tidak Ada Kegiatan 

2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian 

fasilitas/insentif penanaman modal 
0 Dinas PM & PTSP Tidak Ada  

3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian 

fasilitas/insentif penanaman modal 
0 Dinas PM & PTSP Tidak Ada Kegiatan 

4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 0 Dinas PM & PTSP Tidak Ada Kegiatan 

5) Kegiatan pameran penanaman modal 0 Dinas PM & PTSP Tidak Ada Kegiatan 

6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 0 Dinas PM & PTSP Tidak Ada Kegiatan 
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  7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman 

modal 
2 Kali Dinas PM & PTSP 

 

8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman 

modal 
759 izin Dinas PM & PTSP 

 

9) Laporan realisasi penanaman modal Rp. 28.432.959.582 Dinas PM & PTSP  

10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat 

kabupaten 
28 Orang Dinas PM & PTSP 

 

11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN    26 PMA / PMDN Dinas PM & PTSP  

12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non 

peizinan provinsi kabupaten 
759 Data Dinas PM & PTSP 

 

19 Kepemudaan dan 

Olahraga 

1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan 

kewirausahaan  
100 Orang Dinas PKO 

 

2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan 

kewirausahaan 
0 Dinas PKO Tidak Ada Kegiatan 

3) Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader 

pengembangan kepemimpinan, kepedulian, 

kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda 

0 Dinas PKO Tidak Ada Kegiatan 

4) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang 

mendapat pelatihan manajemen organisasi 

kepemudaan  

0 Dinas PKO Tidak Ada Kegiatan 

5) Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di 

satuan2 pendidikan 
20  Dinas PKO  

6) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat 

daerah 
0 Dinas PKO Tidak Ada Kegiatan 

20 Statistik 1) Tersedianya buku profil daerah  
0 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

2) Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 
0 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

3) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 
0 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

4) Jumlah survey  statistik sektoral yang mendapat 

rekomendasi BPS 
0 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 
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  5) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat 

rekomendasi dr BPS 
0 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

6) Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 

sektoral 
4/4 x 100% = 100% 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 

 

7) Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral 
4/4 x 100% = 100% 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 

 

21 Persandian 1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan 

melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding 

banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus 

diamankan 

 

0/0 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan 

prinsip sistem manajemen yang telah menerapka 

prinsipprinsip manajemen keamanan informasi 

(SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding 

jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah 

daerah 

0/0 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

3) Persentase sistem elektronik/asset informasi yang 

telah diaudit dengan resiko kategori rendah  
0/0 x 100% = 0% 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan 

jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang 

ditetapkan   

0/0 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

22 Kebudayaan 1) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi 

(inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, 

penyelamatan dan publikasi) 

30 Dinas Budpar 

 

2) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 

dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, 

penayaan keberagaman   

7 Dinas Budpar 

 

3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 

dimanfaatkan (membangun karakter 

bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 

7 Dinas Budpar 
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  4) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina 

(peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, 

serta peningkatan kapasitas tata kelola) 

0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

5) Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, 

penetapan, pencatatan, pemeringkatan, 

penghapusan) 

0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

6) Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota 

(penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) 
7 Dinas Budpar 

 

7) Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi 

ke luar provinsi dengan dukungan data 
0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

8) Pengembangan cagar  budaya Provinsi (penelitian, 

revitalisasi, adaptasi) 
0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

9) Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal 

agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) 

0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

10) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan 

pemanfaatan koleksi museum 
0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

11) Peningkatan akses masyarakat dalam 

penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum   
0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

12) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan 

sarana dan prasarana museum. 
0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

13) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan 

pemanfaatan koleksi museum 
0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

14) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya  0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

15) Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi 0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

16) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya 0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

17) Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

18) Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan 

permuseuman 
0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

19) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar 

budaya dan permuseuman 
0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

20) Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan 

masyarakat 
0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 
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23 Perpustakaan 1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan 

penduduk  
146.853/148.746 = 0,99 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
 

2) Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh 

masyarakat   

969/148.746 x 100% = 

0,65% 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 

 

3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan 

penduduk 
327/148.746 = 0,21 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 

 

4) Persentase perpustakaan sesuai standar nasional 

perpustakaan 
327/327 x 100%= 100% 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 

 

5) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di 

masyarakat 
22 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 

 

6) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media 

(digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya 
0 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
Tidak Ada Kegiatan 

7) Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih 

bahasa 
0 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
Tidak Ada Kegiatan 

8) Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang 

tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya 

(item) 

30 
Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
 

24 Kearsipan 1) Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar 

arsip  

289/289 x 100% = 

100% 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 

 

2) Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar 

arsip 

5.463/5.463 x 100% = 

100% 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 

 

3) Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana 

bantu temu balik 
75/75 x 100% = 100% 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 

 

4) Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam 

SIKN melalui JIKN 
0/0 x 100% = 100% 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
Tidak Ada Kegiatan 

5) Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK  
0 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
Tidak Ada Kegiatan 

6) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 

yang sesuai NSPK 
0 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
Tidak Ada Kegiatan 

7) Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten 

yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran 

daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di 

provinsi 

0 
Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
Tidak Ada Kegiatan 
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  8) Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media 

yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang 

sesuai NSPK 

0 
Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
Tidak Ada Kegiatan 

9) Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi 

kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan 

hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang 

sesuai NSPK 

0 
Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
Tidak Ada Kegiatan 

10) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat 

tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah 

Kabupaten yang sesuai NSPK 

 

0 
Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
Tidak Ada Kegiatan 

25 Kelautan dan 

Perikanan 

1) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan 

diversifikasi usaha (RTP) 

2.565 KK + 6.980 KK = 

9.545 KK 
Dinas Perikanan 

 

2) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 0/1 x 100% = 0% Dinas Perikanan Tidak Ada  

3) Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang 

pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) 

Daerah kabupaten yang diterbitkan 

0 Dinas Perikanan Tidak Ada  

4) Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan 

pemberdayaan (pendidikan dan 

pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ 

kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan 

informasi/dan penguatan kelembagaan) 

155 Orang Dinas Perikanan 

 

5) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang 

di produksi   
70.000 Ekor Dinas Perikanan 

 

26 Pariwisata 1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi  5 Dinas Budpar  

2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas 

umum, dan fasilitas pariwisata 
30 Unit Dinas Budpar 

 

3) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis 

usaha di kabupaten 
1 Dinas Budpar 

 

4) Jumlah  wisatawan mancanegara per kebangsaan 96 Dinas Budpar  

5) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di 

dalam negeri 
1 Dinas Budpar 

 

6) Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten 0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 
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  7) Jumlah industri pariwisata daerah yang 

berpartisipasi pada even promosi  pariwisata di dalam 

negeri 

9 Dinas Budpar  

8) Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang 

disertifikasi 
0/0 x 100% = 0% Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

9) Persentase SDM peserta pembekalan sektor 

kepariwisataan 
270/276 x 100% = 98% Dinas Budpar  

10) Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan 

masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha 

masyarakat 

36 Desa Dinas Budpar 

 

27  Pertanian 1) Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang 

diberikan 
348+4 = 352 Dinas Pertanian 

 

2) Prasarana pertanian yang digunakan   4 Dinas Pertanian  

3) Penerbitan izin usaha pertanian   0 Dinas Pertanian Tidak Ada Kegiatan 

4) Persentase prasarana yang digunakan   4/4 x 100% =100% Dinas Pertanian  

5) Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian 

kabupaten 
0 Dinas Pertanian 

Tidak Ada Kegiatan 

6) Persentase fasilitasi penanggulangan bencana  9/9 x 100% = 100% Dinas Pertanian  

28 Kehutanan 1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 

0 

UPT Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

Wilayah Kabupaten Rote 

Ndao 

Tidak Ada Kegiatan 

2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 

 

 

 

 

1 Kelompok 

UPT Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

Wilayah Kabupaten Rote 

Ndao 

 

3) Pemulihan ekosistem pada Tahura 

0 

UPT Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

Wilayah Kabupaten Rote 

Ndao 

Tidak Ada Kegiatan 
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  4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA 

0 

UPT Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

Wilayah Kabupaten Rote 

Ndao 

Tidak Ada Kegiatan 

29 ESDM 1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi 

dalam daerah kabupaten 
0 

 
Tidak Ada Kegiatan 

30 Perdagangan 1) Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan 

ketentuan untuk izin :  

a. Pusat perbelanjaan 

b. Toko swalayan 

Pusat Perbelanjaan = 

0/0 x 100% = 0% 

Toko Swalayan = 2/2 x 

100% = 100% 

Dinas Koperindag Tidak Ada  

2) Persentase penerbitan TDG 4/4 x 100% = 100% Dinas Koperindag  

3) Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG   4/4 x 100% = 100% Dinas Koperindag  

4) Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk 

:  

a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri 

b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam 

negeri 

c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar 

negeri 

0 Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

5) Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan 

berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan 

dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah 

Kabupaten 

0/0 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

6) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu 

 

 

 

 

0 Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

7) Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana 

distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 

(0,5+0,5) x 100% = 

100% 
Dinas Koperindag  

8) Persentase koefisien variasi harga antar waktu 33.708 Dinas Koperindag  

  9) Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan 3.370/(12.643,87+14.04

8,74) x 100% = 12,63% 
Dinas Koperindag 
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  10) Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang 

dalam tahun berjalan 

8/27.009 x 100% = 

0,03% 
Dinas Koperindag 

 

11) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap 

ketentuan yang berlaku 

1.228/14.977 x 100% = 

8,20% 
Dinas Koperindag 

 

31 Perindustrian 1) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan 

industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri 

(IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten 

0/0 x 100% = 0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

2) Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai 

dengan ditetapkannya menjadi PERDA 
0 Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

3) Persentase Jumlah  izin yang diterbitkan usaha 

industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang 

diterbitkan 

1/1 x 100% = 100% Dinas Koperindag 

 

4) Persentase jumlah izin perluasan industri  (IPUI) 

bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan 
0 Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

5) data perusahaan industri kecil, menengah dan 

perusahaan kawasan industri di Kabupaten yang 

masuk dalam SIINas terhadap total populasi 

perusahaan industri kecil, menengah dan 

perusahaan kawasan industri di Kabupaten 

152/2.766 x 100% = 

5,50% 
Dinas Koperindag  

32 Transmigrasi 1) Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi 

penetapannya 
1 Kawasan Dinas Transnaker 

 

2) Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang 

difasilitasi pembangunannya 
7 UPT  Dinas Transnaker 

 

3) Jumlah satuan pemukiman yang dibina 7 UPT Dinas Transnaker  
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2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 

Tabel 2.3 

Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome) 

No 
Fungsi 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

1 Pendidikan  1) Mengukur Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 

tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

1.895/ 2.876 x 100% = 

65,89 % 
Dinas PKO 

 

2) Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 

tahun dalam pendidikan dasar 

16.216/ 17.114 x 100% 

= 94,75% 
Dinas PKO 

 

3) Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 

tahun dalam pendidikan menengah pertama 

6.067/ 7.277 x 100% = 

83,77% 
Dinas PKO 

 

4) Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 

tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 

dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan 

kesetaraan 

82/ 38.885 x 100% = 

0,21% 
Dinas PKO 

 

2 Kesehatan  1) Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan 100/148.746 x 100% = 

0,067% 
Dinas Kesehatan 

 

2) Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupa 

yang telah memiliki akreditasi 

1/1 x 100% = 100% 
Dinas Kesehatan 

 

3) Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar 

3.807/5.402 x 100% = 

70,47% 
Dinas Kesehatan 

 

4) Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan 

pelayanan persalinan sesuai standar 

2.871/5.157 x 100% = 

55,67% 
Dinas Kesehatan 

 

5) Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

2.871/4.926 x 100% = 

58,28% 
Dinas Kesehatan 

 

6) Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

11.167/17.827 x 100% 

= 62,64% 
Dinas Kesehatan 

 

  7) Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar 

yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar 

5.149/21.085 x 100% = 

24,42% Dinas Kesehatan 
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  8) Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

32.564 /102.733 x 

100% = 31,70% 
Dinas Kesehatan 

 

9) Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke 

atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

6.058/17.662 x 100% = 

34,30% 
Dinas Kesehatan 

 

10) Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 

tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

3.761/26.619 x 100% = 

14,13% Dinas Kesehatan 

 

11) Mengukur persentase penderita DM yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

341/1.625 x 100% = 

20,98% 
Dinas Kesehatan 

 

12) Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai 

standar 

126/143 x 100% = 

88,11% Dinas Kesehatan 

 

13) Mengukur persentase orang terduga TBC 

mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 

866/2.819 x 100% = 

30,72% 
Dinas Kesehatan 

 

14) Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi 

HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai 

standar 

3.880/5.989 x 100% = 

64,79% Dinas Kesehatan 

 

3 Pekerjaan Umum 

Dan Penataan 

Ruang 

1) Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan 

banjir yang terlindungi oleh infrastruktur 

pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten 

0/0 x 100%= 0% Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

2) Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang 

pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang 

terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS 

Kewenangan Kabupaten 

0/0 x 100%= 0% Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

3) Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan 

kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 

14.455/14.455 x 100% 

= 100% 
Dinas PUPR 

 

4) Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang 

mendapatkan akses terhadap air minum melalui 

SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di 

seluruh kabupaten 

28.126/33.312 x 100% 

= 77,53% 
Dinas Perkim & LH 
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  5) Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang 

memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic 

 

27.847/33.312 x 100% 

= 76,76% 
Dinas Perkim & LH 

 

6) Mengukur rasio kepatuhan IMB kabupaten 188/188 x 100% = 

100% 
Dinas PM & PTSP 

 

7) Mengukur tingkat Kemantapan Jalan kabupaten 28.010/459.833 x 100% 

= 6,09% 
Dinas PUPR 

 

8) Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang 

memiliki sertifikat kompetensi 
0/0 x 100%= 0% Dinas PUPR Tidak Ada Kegiatan 

9) Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan 

pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 
0/0 x 100%= 0% Dinas PUPR Tidak Ada  

4. Perumahan 

Rakyat 

  

1) Mengukur capaian kinerja penyediaan dan 

rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 

kabupaten 

0/0 x 100% = 0% Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

2) Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan 

rumah layak huni bagi masyarakat terdampak 

relokasi program pemerintah kabupaten 

0/0 x 100% = 0% Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

3) Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh 

dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani 
0/77,33 x 100%= 0% Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

4) Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah 

Tidak Layak Huni) 

5.942/33.312 x 100%= 

17,84% 
Dinas Perkim & LH 

 

5) Mengukur persentase unit rumah yang sedang 

dibangun terfasilitasi PSU 

35/33.312 x 100%= 

0,10% 
Dinas Perkim & LH 

 

5 Ketentraman, 

Ketertiban Umum 

dan Perlindungan 

1) Mengukur  capaian kinerja penyediaan dan 

rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 

kabupaten 

2/2 x 100% = 100% Satpol PP  

2) Mengukur persentase Perda dan Perkada yang 

ditegakkan   
4/15 x 100% = 26,67% Satpol PP  

3) Mengukur  jangkauan layanan informasi rawan 

bencana 
0/0 x 100% = 0% BPBD Tidak Ada Kegiatan 

4) Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap bencana 
0/0 x 100% = 0% BPBD Tidak Ada Kegiatan 
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  5) Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana 
65 Orang Satpol PP  

6) Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran 

20/20 x 100% = 100% 

 
BPBD  

7) Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) 

penanganan kebakaran 
60 Menit Satpol PP  

6 Sosial 1) Mengukur persentase penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan 

gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti 

405/3.159 x 100% = 

8,38% 
Dinas Sosial  

2) Mengukur persentase korban bencana alam dan 

sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat 

dan setelah tanggap darurat bencana daerah 

kabupaten 

10.600/10.500 x 100% 

= 100% 
Dinas Sosial  

7 Tenaga Kerja 1) Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan 

yang mengacu ke rencana tenaga kerja 
3/3 x 100% = 100% Dinas Transnaker  

2) Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat 

Kompetensi 
0/49 x 100% = 0% Dinas Transnaker Tidak Ada Kegiatan 

3) Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja   0/1.346 x 100% = 0% Dinas Transnaker Tidak Ada 

4) Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan 

tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, 

Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS 

Ketenagakerjaan) 

34/108 x 100% = 

31,48% 
Dinas Transnaker  

5) Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan 

(Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan 

Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten 

41/71 x 100% 57,75 % Dinas Transnaker  

8 Perlindungan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

1) Mengukur persentase anggaran responsif gender pada 

belanja langsung APBD 

0/5.397.728.009 x 

100% = 0% 
Dinas P3AP2KB Tidak Ada Kegiatan 

2) Mengukur persentase anak korban kekerasan yang 

ditangani instansi terkait Kabupaten 

48/ 52.164 x 100% = 

0,09% 
Dinas P3AP2KB  

3) Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, 

termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 

40/73.878 x 100% = 

0,054% 
Dinas P3AP2KB  
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9 Pangan 1) Mengukur persentase ketersediaan pangan 

Kabupaten 

16.688,1/15.742,2 x 

100% =106% 

Dinas Ketahanan 

pangan 
 

10 Pertanahan 1) Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai 

dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi 

dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 

19.730/19.730 x 100% 

=100% 
Dinas PM & PTSP  

2) Mengukur persentase penetapan tanah untuk 

pembangunan fasilitasi umum 

31.604/33.488,5 x 

100% = 94,37% 
Dinas Perkim & LH  

3) Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam 

rangka penanaman modal 

19.730/19.730 x 100% 

=100% 
Dinas PM & PTSP  

4) Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) 

yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah 

Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 

0/0 x 100% = 0% 
Kantor Pertanahan Kab. 

Rote Ndao 
Tidak Ada Kegiatan  

5) Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk 

masyarakat 
0/0 x 100% = 0% Dinas Perkim & LH Tidak Ada Kegiatan 

6) Mengukur persentase penanganan sengketa tanah 

garapan yang dilakukan melalui mediasi 
9/9 x 100% = 100% 

Kantor Pertanahan Kab. 

Rote Ndao 
 

11 Lingkungan 

Hidup 

1) Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Kabupaten 

20 + 28,8115 + 24,8806 

= 73,692 
Dinas Perkim & LH  

2) Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah 

Kabupaten 

6.432/13.798 x 100% = 

46,62% 
Dinas Perkim & LH  

3) Mengukur tingkat  ketaatan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan  terhadap izin lingkungan, izin 

PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

8/16 x 100% = 50% Dinas Perkim & LH  

12 Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

1) Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di 

Kabupaten 

85.755/100.623 x 100% 

=85,22% 
Dinas Dukcapil  

2) Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang 

memiliki KIA 

2.859/52.164 x 100% 

=5,48% 
Dinas Dukcapil  

3) Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran 

    

34.205/54.629 x 100% 

= 62,61% 
Dinas Dukcapil  

4) Mengukur persentase perangkat daerah yang telah 

memanfaatkan data kependudukan berdasarkan 

perjanjian kerja sama 

0/45 x 100% = 0% Dinas Dukcapil Tidak Ada Kegiatan 
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13 Permberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

1) Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal   12/48 x 100% = 25% Dinas PMD  

2) Mengukur perkembangan desa yang mengalami 

peningkatan status menjadi desa mandiri 
0/56 x 100% = 0% Dinas PMD Tidak Ada  

14 Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

1) Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate) 3,6 % Dinas P3AP2KB  

2) Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern 
16.685/19.308 x 100% 

=84,41% 
Dinas P3AP2KB  

15 Perhubungan 1) Mengukur rasio konektivitas Kabupaten 40 + 41,67 = 81,67 Dinas Perhubungan  

2) Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten 40,44 Dinas Perhubungan  

16 Komunikasi dan 

Informatika 

1) Mengukur persentase organisasi perangkat daerah 

yang terhubung dengan akses internet yang 

disediakan oleh Dinas Kominfo 

0/45 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

2) Mengukur persentase Layanan Publik yang 

diselenggarakan secara online dan terintegrasi   
0/0 x 100% = 0% 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

3) Mengukur persentase masyarakat yang menjadi 

sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui 

kebijakan dan program prioritas pemerintah dan 

pemerintah daerah kabupaten 

100.623 /100.623  x 

100% = 100% 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
 

17 Koperasi, Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

1) Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas 42/203 x 100% = 

24,75% 
Dinas Koperindag  

2) Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi 

wirausaha   
0/952 x100% =0% Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

18 Penanaman 

Modal 

Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten (4.900.000.000-

149.156.800.000)/149.1

56.800.000 x 100% = -

96,71% 

Dinas PM dan PTSP  

19 Kepemudaan dan 

Olahraga 

1) Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan 

ekonomi mandiri 

 

46/40.147 x 100% = 

0,11% 
Dinas PKO  

2) Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam 

organisasi kepemudaan dan organisasi sosial 

968/ 40.147 x 100% = 

2,41% 
Dinas PKO  

3) Mengukur peningkatan prestasi olahraga 0 Dinas PKO Tidak Ada Kegiatan 
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20 Statistik 1) Mengukur persentase perangkat daerah yang 

menggunakan data statistik dalam menyusun 

perencanaan pembangunan daerah 

0/45 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

2) Mengukur persentase perangkat daerah yang 

menggunakan data statistik dalam melakukan 

evaluasi pembangunan daerah 

0/45 x 100% = 0% 
Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

21 Persandian Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah 

Kabupaten 
0/0 x 100% = 0% 

Dinas Kominfo, Statistik 

& Persandian 
Tidak Ada Kegiatan 

22 Kebudayaan Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya 7/23 x 100% = 30,43% Dinas Budpar  

23 Perpustakaan Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat   
0 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
Tidak Ada Kegiatan 

Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat 

 

 

0  Tidak Ada Kegiatan 

24 Kearsipan 1) Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan 

akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan 

pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan 

(100%+100%+100%+0%

)/4 = 75% 

Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
 

2) Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip 

sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 

kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik 

dan kesejahteraan rakyat 

0 
Dinas Perpustakaan & 

Kearsipan 
Tidak Ada Kegiatan 

25 Kelautan dan 

Perikanan 

Mengukur total produksi perikanan dari seluruh 

Kabupaten di wilayah Provinsi 

1.841 Ton + 16.977,42 

Ton = 18.383,42 Ton 
Dinas Perikanan  

26 Pariwisata 1) Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan 

mancanegara yang masuk ke Kabupaten 

(96-2.481)/2.481 x 

100% = -96,13 % 
Dinas Budpar  

2) Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang 

datang ke Kabupaten 

(3.510-2.507)/ 2.507x 

100% = 40,01% 
Dinas Budpar  

3) Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten 0/508 x 100% = 0% Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

4) Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap 

PDRB Kabupaten (harga berlaku) 
0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

 



LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020  105 

 

1 2 3 4 5 6 

  5) Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 

Kabupaten (harga berlaku) 
0 Dinas Budpar Tidak Ada Kegiatan 

27 Pertanian 1) Mengukur tingkat produktivitas pertanian 82.681,9 ha/24.004 x 

100%=344,45 Ton/Ha 
Dinas Pertanian  

2) Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit 

hewan menular 

(38-14)/14 x 100% = 

171%/ 
Dinas Pertanian  

28 Kehutanan Tidak ada 

- 

UPT Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

Wilayah Kabupaten Rote 

Ndao 

 

29  ESDM Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas 

bumi yang memiliki ijin di Kabupaten 
Tidak Ada  Tidak Ada  

30 Perdagangan 1) Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh 

izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan 

dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)   

327/352 x 100% = 

92,90% 
Dinas Koperindag  

2) Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk 3.370/4.900 x 100% = 

68,78% 
Dinas Pertanian  

3) Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang 

dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang 

berlaku 

8/27.009 x 100% = 

0,03% 
Dinas Koperindag  

31 Perindustrian 1) Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil 

dan menengah di Kabupaten 

(2.766-2.610) /2.610 x 

100% = 5,98% 
Dinas Koperindag  

2) Mengukur persentase pencapaian sasaran 

pembangunan industri termasuk turunan indikator 

pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan 

dalam RPIP 

0 Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

3) Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan 

pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) 

Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh 

instansi terkait 

1/1 x 100% = 100% Dinas Koperindag  
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  4) Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan 

pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri 

(IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan 

oleh instansi terkait 

0 Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

5) Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan 

pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri 

(IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan 

oleh instansi terkait 

0 Dinas Koperindag Tidak Ada Kegiatan 

6) Mengukur ketersediaan informasi industri secara 

lengkap dan terkini 

50% + 25% + 10%+ 10% 

= 95% 
Dinas Koperindag  

32 Transmigrasi Tidak Ada    

 

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

Tabel 2.4 

Indikator Kinerja Kunci  

Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

No 

Fungsi Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

1 Perencanaan 

Keuangan  

1) Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan 

tenaga kesehatan 

121.935.821.269/ 

794.976.746.670,94 x 

100% = 0,15% 

BKA 

 

2) Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam 

mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah. 

32.683.328.390,45/ 

18.544.212,41 = 

1.762,45 

BKA 

 

3) Mlihat Maturitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) 

Tidak Ada 
Inspektorat Tidak Ada Kegiatan 

4) Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)   

Tidak Ada 
Inspektorat Tidak Ada Kegiatan 
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  5) Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer 
expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di 

luar transfer expenditures. 

593.640.220.181,35/ 
744.033.155.581,35 x 

100% = 0,80% 

BKA 
 

6) Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 
10 tahun terakhir   

Ada 
BKA 

 

2 Pengadaan 1) Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi 
yang dibawa ke tahun berikutnya  yang ditandatangani 
pada kuartal pertama 

0/0 x 100% = 0% 
Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa 

 

2) Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang 
dilakukan dengan metode kompetitif 

81/1.549 x 100% = 
5,23% 

Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa 

 

3) Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui 

pengadaan 

157.461.927.534/338.

569.361.002 x 100%= 
45,51% 

Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa 

 

3 Kepegawaian 1) Mengukur rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan 
Menengah/ Dasar (PNS Tidak termasuk guru dan 
tenaga kesehatan) 

2.530/666 x 100% 
=379,88% 

BKPP 
 

2) Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru 
dan tenaga kesehatan    

55/1.050 x 100% = 
5,24% 

BKPP 
 

3) Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di 
luar tenaga guru dan kesehatan 
 

1.531/55 x 100% = 
2783,64% BKPP 

 

4 Manajemen 
Keuangan 

1) Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan 
awal 

[(744.033.115.581,35/7
94.976.746.670,94) -1 

]x 100% = 0,06%  
BKA 

 

2) Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari 
perencanaan awal 

[(32683328390,45-
25923971852)-1] 

x100% = 26% 
BKA 

 

3) Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah 
yang ada 

Ada 
BKA 

 

4) Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja 
dalam APBD tahun sebelumnya   

(62.191.097.372,53/ 
878.457.620.489,26 x 
100% = 0,07% 

BKA 
 

5 Transparansi dan 
Partisipasi Publik 

1) Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya 
yang tersedia untuk pelayanan 

491/491  x100% = 
100% 

Dinas Kominfo, Statistik 
& Persandian 

 

2) Mengukur  akses publik terhadap informasi keuangan 
daerah 

0/0 x 100% = 0% Dinas Kominfo Tidak Ada Kegiatan 
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2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberh asilan ataupun 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para 

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara 

terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui 

laporan kinerja instansi pemerintah.  

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk 

akuntabiltas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada 

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang 

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kineja 

dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi 

dan visi instansi pemerintah. 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao selaku pengemban amanah 

masyarakat Kabupaten Rote Ndao melaksanakan kewajiban akuntabilitas 

melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote 

Ndao, yang disusun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Tahun 2020 memberikan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis yang 

ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. 

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA. 

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan 

yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap 

indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain : 
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 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa         tahun terakhir; 

 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis RPJMD; dan 

 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada). 

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan 

evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan 

sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. 

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan 

indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan 

membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja 

tersebut dengan rumus sebagai berikut : 

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya 

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin 

rendahnya kinerja, digunakan rumus: 

 

Capaian Indikator Kinerja = 
Realisasi 

x 100% 
Rencana 

 

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya 

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin 

tingginya kinerja, digunakan rumus: 

 

Capaian 
Indikator Kinerja 

= 
Realisasi – (Realisasi – Rencana) 

x 100% 
Rencana 
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Atau : 

 

Capaian Indikator 
Kinerja 

= 
(2 x Rencana)– Realisasi 

x 100% 
Rencana 

 

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran 

terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil 

pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala 

pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya 

maupun untuk capaian pada tingkat sasaran  dan tujuan sebagai 

berikut : 

Tabel 2.5 
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja 

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%) Kategori 

> 90 Sangat Tinggi 

> 75 s.d 90 Tinggi 

> 65 s.d 75 Sedang 

≥ 50 s.d 65 Rendah 

< 50% Sangat Rendah 
 

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi  nilai  (skala  

intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai 

berikut: 

 Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi. 
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah 
memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal 
kelulusan penilaian kinerja. 

 Hasil Sedang. 
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja 
telah memenuhi persyaratan minimal. 

 Hasil Rendah dan Sangat Rendah. 
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum 
memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian 
kinerja yang diharapkan. 

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator 

kinerja dinilai sebagai berikut: 
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Realisasi Kinerja ≥ Target Kinerja : 
Mencapai/Melampaui 
Target 

Realisasi Kinerja < Target Kinerja : Tidak Mencapai Target 

Realisasi Kinerja > 
Realisasi Tahun 
Sebelumnya 

: Peningkatan 

Realisasi Kinerja < 
Realisasi Tahun 
Sebelumnya 

: Penurunan 

 

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan 

anggaran program pendukung capaian kinerja, jika persentase 

efisiensi anggaran diatas 0% maka dikategorikan “Efisien”, semakin 

besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya 

semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sama 

dengan 0% maka dikategorikan “Kurang Efisien”. 

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam 

pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian 

kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program 

pendukung, jika nilai rasio >1 maka dikategorikan “Efektif” dan 

sebaliknya jika nilai rasio <1 sehingga dikategorikan “Kurang 
Efektif”. 

 

B. CAPAIAN KINERJA 

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rote Ndao yang 

terdiri dari Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 

tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote 

Ndao Tahun 2019-2024. Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 berdasarkan Indikator 

Kinerja Utama sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 2.6 
Pengukuran Indikator Kinerja Utama  

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020. 

Tujuan/Sasaran  
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

MISI 1  : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG 
BERDAYA SAING 

100,09 SANGAT 
TINGGI 

Meningkatnya 
kualitas Sumber 
Daya Manusia 

1. Indeks 
Pembangunan 
Manusia 

Poin 64,16 62,39 97,24 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pendidikan 

2. Rata-Rata Lama 
Sekolah 

Tahun 7,15 7,59 106,15 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Derajat 
Kesehatan 
Masyarakat 

3. Angka Usia 
Harapan Hidup 

Tahun 64,34 64,6 100,40 Sangat 
Tinggi 

4. Prevalensi 
Stunting 

% 30,5 25,83 115,31 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Perlindungan dan 
Pelayanan Sosial 
Dasar 

5. Indeks 
Kedalaman 
Kemiskinan (P1) 

Nilai (P1) 5,50 5,36 102,55 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Anak 

6. Indeks 
Pemberdayaan 
Gender (IDG) 

Poin 65,80 48,49 73,69 Sedang 

Meningkatnya 
Pengendalian 

Jumlah 
Penduduk 

7. Laju 
Pertumbuhan 

Penduduk 

% 3,80 3,60 105,26 Sangat 
Tinggi 

MISI 2  : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR 
PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN 

111,44 SANGAT 
TINGGI 

Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Ekonomi Yang 
Inklusif dan 
Berdaya Saing 

8. Persentase 
Penduduk 
Miskin 

% 24,93 27,54 89,53 Tinggi 

9. Pertumbuhan 
PDRB 

% 3,35 0,30 8,96 Sangat 
Rendah 

10. Laju Inflasi % 2,50 -1,50 260,00 Sangat 
Tinggi 

11. PDRB Per 
Kapita ADHB 
(dalam ribu) 

Rp      18.063  22.061 122,14 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 

12. Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

% 5,26 4,90 106,84 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Ketahanan 

Pangan 

13. Pencapaian 
Skor Pola 

Pangan 
Harapan (PPH) 

Poin 70 83,6 119,43 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Kontribusi 
Pariwisata, 
Pertanian dan 
Perikanan 

14. Kontribusi 
Sektor 
Pertanian 
Terhadap 
PDRB 

%        46,24  47,63 103,01 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Produksi dan 
Produktivitas 
Komoditi 

15. Produksi Sektor 
Pertanian 

Ton 147.592,30  91.064,05 61,70 Rendah 

16. Produksi 
Peternakan 

Ekor        
90.993  

    90.993  100,00 Sangat 
Tinggi 
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Tujuan/Sasaran  
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

Pertanian, 
Perkebunan dan 
Perikanan Untuk 
Mencapai 
Kedaulatan 
Pangan 

17. Produksi 
Kelautan dan 
Perikanan 

Ton       19.703  19.703 100,00 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Peran Pariwisata 
Dalam 
Perekonomian 
Daerah 

18. Jumlah 
Kunjungan 
Wisata 

Orang          2.123  3.606 169,85 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Peran Koperasi 
UMKM, Industri 
dan Perdagangan 
Dalam Stabilitas 
Perekonomian 

19. Kontribusi 
Sektor 
Perdagangan 
Terhadap PDRB 

%            
6,96  

6,67 95,83 Sangat 
Tinggi 

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG 

BERKELANJUTAN 

117,34 SANGAT 
TINGGI 

Meningkatnya 
Konektivitas, 
Ketersediaan 
Sumber Daya Air 
dan Permukiman 
Yang Layak 

20. Cakupan 
Kualitas 
Infrastruktur 

% 65,49 67,03 102,35 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Konektivitas 

21. Proporsi 
Panjang Jalan 
Kabupaten 
Dalam Kondisi 
Baik 

% 46,54 38,83 83,43 Tinggi 

Meningkatnya 
Kuantitas dan 
Kualitas 
Pembangunan 
Sumber Daya Air 
 

22. Rasio Jaringan 
Irigasi Dalam 
Kondisi Baik 

% 66,43 57,01 85,82 Tinggi 

Meningkatnya 
Kualitas 
Permukiman dan 
Kawasan 
Permukiman 

23. Cakupan 
Permukiman 
Layak 

% 74,90 83,30 111,21 Sangat 
Tinggi 

24. Cakupan Akses 
Air Minum 

% 78,02 79,26 101,59 Sangat 
Tinggi 

25. Cakupan 
Sanitasi Layak 

% 70,79 76,76 108,43 Sangat 
Tinggi 

Terwujudnya 
Lingkungan 
Hidup Yang 
Berkelanjutan 

26. Indeks 
Kualitas Air 

% 68 66,67 98,04 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Pengelolaan dan 
Pengendalian 
Dampak 
Lingkungan 

27. Meningkatnya 
Pengelolaan 
Sampah 

% 17,56 46,62 265,49 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Pengendalian 
Pemanfaatan 
Ruang 

28. Ketaatan 
Terhadap RTRW 

% 96,80 96,50 99,69 Sangat 
Tinggi 

MISI 4  : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN 

BERSIH,  SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 

79,09 TINGGI 
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Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

78.13%

9.38% 3.13% 3.13% 6.25%

Tujuan/Sasaran  
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
Akuntabilitas, 
Transparansi 
dan 
Responsibilitas 
Pelayanan Publik 

29. Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Pemerintah 

Nilai  C C 100,00 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Keuangan Daerah 

30. Opini BPK 
Terhadap 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

Opini   WDP  WDP 100,00 Sangat 
Tinggi 

31. Persentase PAD 
Terhadap 
Pendapatan 

% 3,73 4,34   116,35  Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Transparansi dan 
Responsibilitas 
Pelayanan Publik 

32. Keterpaduan 
Aplikasi 
Layanan Umum 
Unsur SPBE 

% 50,00            -             -    Sangat 
Rendah 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR 106,57 SANGAT 
TINGGI 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI 101,99 SANGAT 
TINGGI 

Keterangan : 
*) Angka Sementara 
**) Angka Sangat Sementara 

 
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator 

Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 yang 

terdiri dari 6 (enam) tujuan, 17 (tujuh belas) sasaran dan  32 (tiga 

puluh dua) indikator kinerja menunjukan bahwa rata-rata capaian 

kinerja Indikator Kinerja Utama sebesar 106,57% atau dikategorikan 

“Sangat Tinggi”, dengan rata-rata capaian kinerja Misi sebesar 

101,99% atau dikategorikan “Sangat Tinggi” yakni Misi 1 sebesar 

100,09% (Sangat Tinggi), Misi 2 sebesar 111,44% (Sangat Tinggi), Misi 

3 sebesar 117,34% (Sangat Tinggi) dan Misi 4 sebesar 79,09% 

(Tinggi). 

Gambar 2.1 
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 
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Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 menunjukan bahwa: 

a. Indikator kinerja  yang  menunjukkan  capaian  kinerja dengan  

kategori “Sangat  Tinggi” sejumlah  25 indikator atau 78,13%; 

b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja  dengan 

kategori “Tinggi” sejumlah 3 indikator atau 9,38%; 

c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja  dengan 

kategori “Sedang” sejumlah 1 indikator atau 3,13%; 

d. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja  dengan 

kategori “Rendah” sejumlah 1 indikator atau 3,13%; dan 

e. Indikator kinerja  yang  menunjukkan  capaian  kinerja dengan  

kategori “Sangat Rendah” sejumlah 2 indikator atau 6,25%. 

 

 

2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan. 

Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Rote Ndao Tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan 

sebagaimana tabel berikut : 
 

Tabel 2.7 
Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan 

Tujuan Indikator Kinerja  Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

MISI 1  : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
YANG BERDAYA SAING 

97,24 SANGAT 
TINGGI 

Meningkatnya kualitas 
Sumber Daya Manusia 

1. Indeks 
Pembangunan 
Manusia 

Poin 64,16 62,39 97,24 Sangat 
Tinggi 

MISI 2  : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR 
PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN 

116,73 
SANGAT 
TINGGI 

Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Ekonomi Yang Inklusif 
dan Berdaya Saing 

2. Persentase 
Penduduk 
Miskin 

%    24,93  27,54 89,53 Tinggi 

3. Pertumbuhan 
PDRB 

%     3,35  0,30 8,96 Sangat 
Rendah 

4. Laju Inflasi %     2,50  -1,50 260,00 Sangat 
Tinggi 

5. PDRB Per 

Kapita ADHB 

Rp  18.063  22.061,46  122,14 Sangat 

Tinggi 

Rata-Rata 120,16 
Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Kontribusi Pariwisata, 
Pertanian dan 
Perikanan 

6. Kontribusi 
Sektor 
Pertanian 
Terhadap 
PDRB 

% 46,24 47,63 103,01 Sangat 
Tinggi 
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Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

77.78%

11.11%
0.00% 0.00%

11.11%

Tujuan Indikator Kinerja  Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG 

BERKELANJUTAN 

100,20 SANGAT 
TINGGI 

Meningkatnya 
Konektivitas, 
Ketersediaan Sumber 
Daya Air dan 

Permukiman Yang 
Layak 

7. Cakupan 
Kualitas 
Infrastruktur 

% 65,49 67,03 102,35 Sangat 
Tinggi 

Terwujudnya 
Lingkungan Hidup 
Yang Berkelanjutan 

8. Indeks 
Kualitas Air 

% 68 66,67 98,04 Sangat 
Tinggi 

MISI 4  : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN 
BERSIH,  SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 

100,00 SANGAT 
TINGGI 

Meningkatnya 
Akuntabilitas, 

Transparansi dan 
Responsibilitas 
Pelayanan Publik 

9. Nilai 
Akuntabilitas 

Kinerja 
Pemerintah 

Nilai  C C 100,00 Sangat 
Tinggi 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR  109,03  
SANGAT 
TINGGI 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI  103,54  
SANGAT 
TINGGI 

 
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator 

Kinerja Tujuan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 yang 

terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 9 (sembilan) indikator menunjukan 

bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Tujuan sebesar 109,03% 

atau dikategorikan “Sangat Tinggi”, dengan rata-rata capaian 

kinerja Misi sebesar 103,04% atau dikategorikan “Sangat Tinggi” 

yakni Misi 1 sebesar 97,24% (Sangat Tinggi), Misi 2 sebesar 116,73% 

(Sangat Tinggi), Misi 3 sebesar 100,20% (Sangat Tinggi) dan Misi 4 

sebesar 100% (Sangat Tinggi). 

Gambar 2.2 
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 
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Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Tujuan 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 menunjukan bahwa: 

a. Indikator kinerja  yang  menunjukkan  capaian  kinerja dengan  

kategori “Sangat  Tinggi” sejumlah  8 indikator atau 77,78%; 

b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja  dengan 

kategori “Tinggi” sejumlah 1 indikator atau 11,11%; 

c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja  dengan 

kategori “Sedang” sejumlah 0 indikator atau 0%; 

d. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja  dengan 

kategori “Rendah” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan 

e. Indikator kinerja  yang  menunjukkan  capaian  kinerja dengan  

kategori “Sangat Rendah” sejumlah 1 indikator atau 11,11%. 

 

3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran. 

Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Rote Ndao Tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran 

sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 2.8 
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran 

Sasaran  Indikator Kinerja  Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

MISI 1  : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG 
BERDAYA SAING 

100,56 
SANGAT 
TINGGI 

Meningkatnya 
Kualitas Pendidikan 

1. Rata-Rata 
Lama Sekolah 

Tahun 7,15 7,59 106,15 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Derajat Kesehatan 
Masyarakat 

2. Angka Usia 
Harapan Hidup 

Tahun 64,34 64,60 100,40 Sangat 
Tinggi 

3. Prevalensi 
Stunting 

% 30,5 25,83 115,31 Sangat 
Tinggi 

Rata-Rata 107,29 
Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Perlindungan dan 
Pelayanan Sosial 
Dasar 

4. Indeks 
Kedalaman 
Kemiskinan 
(P1) 

Nilai 
(P1) 

5,50 5,36 102,55 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Anak 

5. Indeks 
Pemberdayaan 
Gender (IDG) 

Poin 65,80 48,49 73,69 Sedang 

Meningkatnya 
Pengendalian 
Jumlah Penduduk 

6. Laju 
pertumbuhan 
Penduduk (%) 

% 3,80 3,60 105,26 Sangat 
Tinggi 

MISI 2  : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR 
PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN 

107,67 
SANGAT 
TINGGI 
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Sasaran  Indikator Kinerja  Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
Kualitas dan 
Produktivitas Tenaga 
Kerja 

7. Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

% 5,26 4,90 106,84 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Ketahanan Pangan 

8. Pencapaian 
Skor Pola 
Pangan 
Harapan (PPH) 

Poin 70 83,60 119,43 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Produksi dan 
Produktivitas 
Komoditi Pertanian, 
Perkebunan dan 
Perikanan Untuk 
Mencapai 
Kedaulatan Pangan 

9. Produksi 
Sektor 
Pertanian 

Ton 147.592,30 84.266,90 57,09 Rendah 

10. Produksi 
Peternakan 

Ekor 90.993 90.993 100,00 Sangat 
Tinggi 

11. Produksi 
Kelautan dan 
Perikanan 

Ton 19.703 19.703 100,00 Sangat 
Tinggi 

Rata-Rata 87,23 Tinggi 

Meningkatnya Peran 
Pariwisata Dalam 
Perekonomian 
Daerah 

12. Jumlah 
Kunjungan 
Wisata 

Orang  2.123,00 3.606,00 169,85 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya Peran 
Koperasi UMKM, 
Industri dan 
Perdagangan Dalam 
Stabilitas 
Perekonomian 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontribusi 
Sektor 
Perdagangan 
Terhadap 
PDRB 

% 6,96 6,67 95,83 Sangat 
Tinggi 

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG 

BERKELANJUTAN 
122,24 

SANGAT 
TINGGI 

Meningkatnya 
Konektivitas 

14. Proporsi 
Panjang Jalan 
Kabupaten 
Dalam Kondisi 
Baik 

% 46,54 38,83 83,43 Tinggi 

Meningkatnya 
Kuantitas dan 
Kualitas 
Pembangunan 
Sumber Daya Air 

15. Rasio Jaringan 
Irigasi Dalam 
Kondisi Baik 

% 66,43 57,01 85,82 Tinggi 

Meningkatnya 
Kualitas 
Permukiman dan 
Kawasan 

Permukiman 

16. Cakupan 
Permukiman 
Layak 

% 74,90 82,16 111,21 Sangat 
Tinggi 

17. Cakupan Akses 
Air Minum 

% 78,02 77,53 101,59 Sangat 
Tinggi 

18. Cakupan 
Sanitasi Layak 

% 70,79 76,76 108,43 Sangat 
Tinggi 

Rata-Rata 107,08 
Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Pengelolaan dan 
Pengendalian 
Dampak Lingkungan 

19. Meningkatnya 
Pengelolaan 
Sampah 

% 17,56 46,62 265,49 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

20. Ketaatan 
Terhadap 
RTRW 

% 96,8 96,50 99,69 Sangat 
Tinggi 

MISI 4  : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN 
BERSIH,  SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 

72,12 SEDANG 
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Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

78.26%

8.70% 4.35% 4.35% 4.35%

Sasaran  Indikator Kinerja  Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Keuangan Daerah 

21. Opini BPK 
Terhadap 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

Opini  WDP  WDP 100,00 Sangat 
Tinggi 

22. Persentase PAD 
Terhadap 
Pendapatan 

% 3,73 4,34 116,35 Sangat 
Tinggi 

  108,18 Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
Transparansi dan 
Responsibilitas 
Pelayanan Publik 

23. Keterpaduan 
Aplikasi 
Layanan 
Umum Unsur 
SPBE 

% 50,00 0,00 0,00 Sangat 
Rendah 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR       105,61 
SANGAT 
TINGGI 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI       100,65  
SANGAT 
TINGGI 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator 

Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 yang 

terdiri dari 17 (tujuh belas) sasaran dan 23 (dua puluh tiga) indikator 

menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Sasaran 

sebesar 105,61% atau dikategorikan “Sangat Tinggi”, dengan rata-

rata capaian kinerja Misi sebesar 100,65% atau dikategorikan 

“Sangat Tinggi” yakni Misi 1 sebesar 100,56% (Sangat Tinggi), Misi 2 

sebesar 107,67% (Sangat Tinggi), Misi 3 sebesar 122,24% (Sangat 

Tinggi) dan Misi 4 sebesar 72,12% (Sedang). 

Gambar 2.3 
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 menunjukan bahwa: 
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a. Indikator kinerja  yang  menunjukkan  capaian  kinerja dengan  

kategori “Sangat  Tinggi” sejumlah 18 indikator atau 78,26%; 

b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja  dengan 

kategori “Tinggi” sejumlah 2 indikator atau 8,70%; 

c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja  dengan 

kategori “Sedang” sejumlah 1 indikator atau 4,35%; 

d. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja  dengan 

kategori “Rendah” sejumlah 1 indikator atau 4,35%; dan 

e. Indikator kinerja  yang  menunjukkan  capaian  kinerja dengan  

kategori “Sangat Rendah” sejumlah 1 indikator atau 4,35%. 

 

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA. 

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rote 

Ndao tahun 2020 meliputi 2 (dua) aspek, yaitu aspek capaian kinerja 

tujuan dan aspek capaian kinerja sasaran sebagaimana secara umum 

telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian 

sebelumnya.  

 
1. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Tujuan. 

Evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja tujuan tahun 

2020 akan diuraikan berdasarkan misi, sebagai berikut: 

 

 

MISI 1 

Tujuan : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek 

pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai 

subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang sehat, 

berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan 

yang diinginkan melalui pembangunan di bidang pendidikan dan 

kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas 

pendidikansehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi 

dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan 
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kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan 

sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi 

untuk mendukung pembangunan ekonomi. 

Untuk mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang memiliki daya 

saing dalam tantangan global dan menjadikan masyarakat yang maju 

dan mandiri, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik 

aparatur dan masyarakat menjadi perhatian utama. Kesejahteraan 

masyarakat akan tercapai apabila SDM yang ada, memiliki 

kemampuan dan keterampilan mengelola sumberdaya yang dimiliki 

sehingga menghasilkan produk-produk yang kompetetif dan berdaya 

saing di era globalisasi. 

 

Tabel 2.9 
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 

2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 

Akhir 
RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Indeks 
Pembangunan 
Manusia 

Poin 62,22 64,16 62,39 97,24 70,00 100,27 89,13 

Capaian Kinerja Tujuan 97,24   

 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

tujuan ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu indikator Indeks 

Pembangunan Manusia, dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 

97,24%. Berdasarkan pengukuran tersebut disimpulkan bahwa 

capaian kinerja tujuan Meningkatnya kualitas Sumber Daya 

Manusia tahun 2020 sebesar 97,24% atau dikategorikan “Sangat 
Tinggi”. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development 

Index (HDI) pengukuran perbandingan dari harapan hidup, 

pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. 

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah daerah adalah 

daerah maju, daerah berkembang atau daerah terbelakang dan juga 

untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap 

kualitas hidup.   
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59.28

60.51

61.51
62.22 62.39

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Pembangunan Manusia

62.39

70.00

7.61Realisasi 2020

Target Akhir RPJMD

Gap Realisasi Kinerja 2020 Terhadap 

Target Akhir RPJMD 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas 

hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui 

pendekatan tiga dimensi dasar untuk merefleksikan upaya 

pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut antara lain 

adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan 

hidup layak (kemampuan daya beli/purchasing power party). Dengan 

demikian, sebagai akumulasi yang mewakili ketiga aspek ini, IPM 

diukur sebagai komposit dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, 

dan indeks daya beli. 

Hasil pengukuran kinerja indikator tujuan menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 tidak mencapai target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

ditargetkan sebesar 64,16 poin dan terealisasi sebesar 62,39 poin 

dengan capaian kinerja  sebesar 97,24%.  

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan capaian tahun 

sebelumnya menunjukan bahwa capaian kinerja tahun 2020 

meningkat 0,17 poin dari capaian kinerja tahun 2019 yang sebesar 

62,22 poin sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan prosetase 

capaian kinerja sebesar 100,27% dari tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 89,13%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten 

Rote Ndao. 
 

Gambar 2.4 
Tren Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber  : BPS Kabupaten Rote Ndao 2021 dan Olahan Data 2020. 
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Adapun tren realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan 

perkembangan kinerja yang positif dengan kecenderungan meningkat 

dari tahun ke tahun, yakni pada tahun 2016 IPM Rote sebesar 59,28 

poin, tahun 2017 mencapai 60,51 poin, tahun 2018 mencapai 61,51 

poin, tahun 2019 mencapai 62,22 poin dan pada tahun 2020 

mencapai 62,39 poin. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 apabila 

dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih terdapat gap 

sebesar 7,61%, namun tren realisasi kinerja menunjukan cukup 

optimis untuk mencapai target akhir RPJMD. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat 

dalam mengemban Misi ke-1 Periode Tahun 2019-2024 yaitu “ 
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya 

Saing” melalui upaya-upaya peningkatan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM);  

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

bidang pendidikan dan bidang kesehatan di Kabupaten Rote Ndao; 

3) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan usia harapan 

hidup masyarakat yang meningkatnya dari tahun ke tahun; 

4) Peningkatan kualitas pendidikan tahun 2020 dengan rata-rata 

Harapan Lama Sekolah yaitu 13,18 tahun atau setara jenjang 

pendidikan tinggi dan rata-rata lama sekolah sebesar 7 (tujuh) 

tahun atau rata-rata penduduk Kabupaten Rote Ndao yang 

berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 7,59 

tahun; dan 

5) Pengeluaran riil perkapita setiap tahun di Kabupaten Rote Ndao 

berada diatas Rp.6.000.000 (enam juta rupiah). 

Tabel 2.10 
Perkembangan Indeks Komposit IPM  

Kabupaten Rote Ndao Periode 2018-2020 

Indeks Komposit IPM 
Tahun 

2018 2019 2020 

Usia Harapan Hidup (tahun) 63,80 64,34 64,60 

Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,16 13,17 13,18 

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 7,24 7,29 7,59 

Pengeluaran Riil Perkapita (ribu rupiah) 6.484,00 6.720,00 6.539,00 

 Sumber : BPS Kabupaten Rote Ndao 2021. 
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Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan 

diatas, pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan 

kendala antara lain : 

1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Rote Ndao 

dalam menerapkan pola hidup sehat dan seimbang; 

2) Masih rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan turut 

menyumbang terhadap kurangnya kesadaran terhadap kesehatan 

diri maupun lingkungan. Keinginan mendapatkan kualitas 

kesehatan yang lebih baik oleh masyarakat seringkali berbenturan 

dengan ketersediaan pendanaan. Beberapa masyarakat yang lebih 

mampu justru tidak sadar akan kesehatan lingkungan disebabkan 

tingkat pendidikan yang rendah.  

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja tujuan ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat 

menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Rote Ndao; 

2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Ba’a, Puskesmas se-Kabupaten Rote Ndao dan Puskesmas 

Pembantu serta Posyandu;  

3) Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 

4) Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi 

seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu 

pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 

menengah, serta pendidikan nonformal dan informal; dan 

5) Meningkatkan standar hidup layak dengan penyediaan lapangan 

pekerjaan serta menumbuhkan pemberdayaan masyarakat 

sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri secara ekonomi. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

tujuan ini adalah Program Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, 

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 

Formal/Informal, Program Peningkatan Pendidikan dan Pengajaran, 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Program 

Pembinaan Guru dan Kependidikan, Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat, Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan 
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Penyakit dan Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya 

Kesehatan, dengan total dukungan anggaran sebesar  

Rp.139.622.612.026,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam 

Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Dua Puluh 

Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.115.295.538.714,- (Seratus 

Lima Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus 

Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah)  atau 

sebesar 82,58%.  

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran 

efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi 

anggaran sebagai berikut: 

 
Tabel 2.11 

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 

 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio 
Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

97,24 82,58 17,42 Efisien 1,18 Efektif 

 
Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 17,42% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran 

terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat 

efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 

 

MISI 2 

Tujuan 1  : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang 
Inklusif dan Berdaya Saing 

 
Pembangunan ekonomi inklusif merupakan suatu strategi 

untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan 

kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang 

luas pada seluruh lapisan masyarakat.   
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Kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya 

saing di Kabupaten Rote Ndao meliputi 2 (dua) dimensi utama yaitu:  

 Mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan 

serta memperluas peluang ekonomi melalui pertumbuhan 

ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur; dan  

 Memastikan akses yang lebih luas terhadap peluang, sehingga 

setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh 

manfaat dari pertumbuhan yang dicapai.  

 
Tabel 2.12 

Capaian Indikator Kinerja Tujuan 
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif  

dan Berdaya Saing 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Persentase 

Penduduk 
Miskin 

% 27,95 24,93 27,54 89,53 12 101,47 -29,50 

2. Pertumbuhan 
PDRB 

% 5,24* 3,35 0,30** 8,96 7,15 5,73 4,20 

3. Laju Inflasi % 2,50* 2,50 -1,50** 260,00 2,50 260,00 260,00 

4. PDRB Per 
Kapita ADHB 
(dalam ribu) 

Rp 18.221* 18.063 22.061** 122,14 21.365  121,07 103,26 

Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan 120,16   

Keterangan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara. 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

tujuan ini terdapat 4 (empat) indikator yaitu indikator Persentase 

Penduduk Miskin, indikator Pertumbuhan PDRB, indikator Laju 

Inflasi dan indikator PDRB Per Kapita ADHB, dengan rata-rata 

capaian kinerja tahun 2020 sebesar 120,16%. Berdasarkan 

pengukuran tersebut disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan 

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya 

Saing tahun 2020 sebesar 120,16% atau dikategorikan “Tinggi”. 

Adapun penjelasan atas capaian indikator-indikator kinerja 

tujuan ini diuraikan sebagai berikut: 
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1) Persentase Penduduk Miskin. 

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan 

antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah seluruh 

penduduk di Kabupaten Rote Ndao. Kemiskinan menjadi masalah 

serius yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Posisi 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam menanggulangi 

kemiskinan salah satunya adalah menjadi fasilitator yang 

melayani masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi. 

Hasil pengukuran kinerja indikator tujuan menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja Prosentase Penduduk Miskin di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 tidak mencapai target 

yang ditetapkan. Pada tahun 2020, prosentase penduduk miskin 

ditargetkan sebesar 24,93% dan terealisasi sebesar 27,54% 

dengan capaian kinerja  sebesar 89,53%. Hal ini diakibatkan 

masih meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat pandemic 

COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap tingkat 

perekonomian masyarakat. 

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, 

capaian kinerja tahun 2020 menunjukan masih jauh dari target 

akhir RPJMD dengan capaian -29,50%. Untuk itu diperlukan 

upaya strategis untuk menurunkan Prosentase Penduduk Miskin 

di Kabupaten Rote Ndao. 

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan capaian 

tahun sebelumnya maka prosentase penduduk miskin tahun 2020 

menurun sebesar 0,41% dari capaian tahun 2019 yang sebesar 

27,95% sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan capaian 

persentase  realisasi kinerja sebesar 101,47% dari tahun 

sebelumnya. 
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Gambar 2.5 
Tren Realisasi Persentase Penduduk Miskin  

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sumber  : BPS Kabupaten Rote Ndao 2021 dan Olahan Data 2020. 
 

Adapun tren realisasi indikator kinerja Prosentase 

Penduduk Miskin selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan 

perkembangan yang positif dengan kecenderungan menurunnya 

prosentase penduduk miskin dari tahun ke tahun, yakni pada 

tahun 2016 sebesar 29,6, tahun 2017 sebesar 28,81%, tahun 

2018 sebesar 280,08%, tahun 2019 sebesar 27,95% dan pada 

tahun 2020 sebesar 27,54. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 

apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih 

terdapat gap sebesar 7,78%, namun tren realisasi kinerja  

menunjukan cukup optimis untuk mencapai target akhir RPJMD. 
 

2) Pertumbuhan PDRB. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengambarkan 

kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output/nilai 

tambah pada suatu waktu tertentu.  

Hasil pengukuran kinerja indikator tujuan menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 tidak mencapai target 

yang ditetapkan. Pada tahun 2020, Pertumbuhan PDRB 

ditargetkan sebesar 3,35% dan terealisasi sebesar 0,30% dengan 

capaian kinerja  sebesar 8,96%. Hal ini disebabkan dampak 

Pandemic COVID-19 yang sangat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, 

Pertumbuhan PDRB tahun 2020 melambat sebesar 4,94% dari 

tahun 2019 yang sebesar 5,24% sehingga terjadi penurunan 

kinerja dengan capaian persentase  realisasi kinerja sebesar 5,73% 

dari tahun sebelumnya.  



LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020  129 

 

5.16 5.42 5.41 5.24
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0.30%
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Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, 

capaian kinerja tahun 2020 sebesar 27,54% menunjukan masih 

jauh target akhir RPJMD dengan capaian 4,20%.  Untuk itu 

diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan Pertumbuhan 

PDRB di Kabupaten Rote Ndao. 

 
Gambar 2.6 

Tren Realisasi Prosentase Pertumbuhan PDRB 
dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber  : BPS Kabupaten Rote Ndao 2021 dan Olahan Data 2020. 

Adapun tren realisasi indikator kinerja Pertumbuhan PDRB 

selama 2016-2019 menunjukan perkembangan kinerja yang 

positif dengan kecenderungan pertumbuhan diatas 5%, walaupun 

pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB sangat melambat sebesar 

0,30% namun angka pertumbuhan tersebut menunjukan terjadi 

peningkatan kinerja perekonomian daerah. Realisasi indikator 

kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir 

RPJMD 2024 masih terdapat gap sebesar 7,15%, namun tren 

realisasi kinerja menunjukan cukup optimis untuk mencapai 

target akhir RPJMD. 
 

3) Laju Inflasi. 

Laju inflasi merupakan kenaikan atau penurunan dari 

periode ke periode atau dari tahun ke tahun yang merupakan 

salah satu indikator yang berkaitan erat dengan harga dari barang 

dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah. 

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai 

barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga 

barang dan jasa di dalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. 

Naiknya harga barang dan jasa tersebut berakibat pada turunnya 

nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini berkaitan erat dengan 
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harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk 

dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan 

daya beli masyarakat. 

Pandemic COVID-19 pada tahun 2020 sangat berdampak 

pada kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Rote Ndao 

yang berakibat turunnya harga barang dan jasa sehingga inflasi 

mengalami penurunan yang signifikan menjadi -1,50% atau terjadi 

deflasi sebesar 1,50%. 

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja Laju Inflasi pada tahun 2020 

melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, Laju Inflasi 

ditargetkan sebesar 2,50% dan terealisasi sebesar -1,50% dengan 

capaian kinerja sebesar 260,00%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Laju 

Inflasi tahun 2020 menurun secara signifikan sebesar 4% dari 

tahun 2019 yang sebesar 2,50% sehingga terjadi peningkatan 

kinerja dengan persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 260% 

dari tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, 

capaian kinerja tahun 2020 telah melampaui target akhir RPJMD 

yakni sebesar 260%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

terus mempertahankan bahkan menurunkan Laju Inflasi 

Kabupaten Rote Ndao. 
 

Gambar 2.7 
Tren Laju Inflasi dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir 

RPJMD 2024 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
        Sumber  : BPS Kabupaten Rote Ndao 2021 dan Olahan Data 2020. 
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Adapun tren realisasi indikator kinerja Laju Inflasi selama 

periode 2016-2020 menunjukan perkembangan kinerja yang positif 

dengan kecenderungan menurunnya laju inflasi, meskipun pada 

tahun 2019 laju inflasi meningkat menjadi 2,50% namun masih 

berada dibawah garis tren periode 2016-2017. Realisasi indikator 

kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 

2024 menunjukan terealisasi melampaui target.  

 

4) Indikator PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). 

PDRB Perkapita merupakan gambaran daya beli masyarakat 

sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat secara 

makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk, artinya 

tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. PDRB Perkapita 

mengambarkan tingkat kemakmuran disuatu wilayah. 

Hasil pengukuran kinerja indikator tujuan menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku 

(ADHB) di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui target 

yang ditetapkan. Pada tahun 2020, PDRB Per Kapita ADHB 

ditargetkan sebesar 18.063 ribu rupiah dan terealisasi sebesar 

22.061 ribu rupiah dengan capaian kinerja sebesar 122,14%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, PDRB Per 

Kapita ADHB tahun 2020 meningkat sebesar 3.843 ribu rupiah dari 

tahun 2019 yang sebesar 15.960 ribu rupiah sehingga terjadi 

peningkatan kinerja dengan persentase  realisasi capaian kinerja 

sebesar 121,07% dari tahun sebelumnya. 

 Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, 

capaian kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD 

telah tercapai sebesar 103,26%. Untuk itu diperlukan upaya strategis 

untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan PDRB Per 

Kapita ADHB di Kabupaten Rote Ndao. 
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Gambar 2.8 
Tren Realisasi PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 

dan Perbandingan Realisasi Kinerja  
Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
      Sumber  : BPS Kabupaten Rote Ndao 2021 dan Olahan Data 2020. 
 

Adapun tren realisasi indikator kinerja PDRB Per Kapita ADHB 

selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan perkembangan kinerja 

yang positif  dengan kecenderungan meningkatnya  PDRB Perkapita 

dari tahun ke tahun, yakni pada tahun 2016 sebesar 15.637 ribu 

rupiah, tahun 2017 sebesar 16.510 ribu rupiah, tahun 2018 sebesar 

17.393 ribu rupiah, tahun 2019 sebesar 18.221 ribu rupiah  dan 

pada tahun 2020 sebesar 22.061 ribu rupiah. Realisasi indikator 

kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 

2024 telah melampaui kinerja yang ditargetkan dengan over target 

696 ribu rupiah. Selain itu, tren realisasi kinerja menunjukan sangat 

optimis melampaui target akhir RPJMD. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu 

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor 

Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan” 

melalui upaya-upaya penanganan kemiskinan dan peningkatan 

pereekonomian daerah.  

2) Efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan 

perekonomian dan pengentasan kemiskinan untuk menekan 

meningkatnya persentase  penduduk miskin dari tahun ke tahun 

diantaranya melalui Program Lakamola anansio, pemberian dana 

hibah dan berbagai bentuk bantuan sosial untuk kesejahteraan 

masyarakat. 
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3) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan 

pembangunan daerah; 

4) Ketersediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi dan informasi 

yang mendukung kinerja pembangunan daerah melalui E-Planning 

dan lain sebagainya;  

5) Koordinasi lintas sektoral dalam pengentasan kemiskinan di 

Kabupaten Rote Ndao;  dan 

6) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

perencanaan  pembangunan daerah. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Masih rendahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 

lintas sektor dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah; 

2) Masih terbatasnya sumber daya manusia aparatur perencana di 

Kabupaten Rote Ndao;  

3) Belum optimalnya pendataan kemiskinan dengan kebutuhan sektoral 

yang berbeda-beda; 

4) Masih rendahnya peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam 

penanggulangan kemiskinan; dan 

5) Belum efektifnya sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi 

warga miskin (sandang, pangan dan papan). 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja tujuan ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas 

Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

dalam rangka perencanaan pembangunan daerah; 

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur 

bidang perencanaan;  

3) Optimalisasi pendataan kemiskinan melalui Sistem Rote Satu Data; 

4) Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha untuk terlibat aktif 

dalam penanggulangan kemiskinan melalui Corporate Social 

Responsibility (CSR); dan 

5) Peningkatan sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi warga 

miskin (sandang, pangan dan papan). 
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Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan 

ini adalah Program Peningkatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial, 

Program Penanganan Fakir Miskin, Program Data, Evaluasi dan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaaan 

Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Pembangunan Bidang 

Pemerintahan, Sosial dan Budaya dan Program Koordinasi Perencanaan 

Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana, dengan total dukungan 

anggaran sebesar  Rp.3.327.333.080,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh 

Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah) 

terealisasi sebesar Rp.3.161.056.800,- (Tiga Miliar Seratus Enam Puluh 

Satu Juta Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 

95,00%. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran 

efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran 

sebagai berikut: 
 

 

Tabel 2.13 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang 
Inklusif dan Berdaya Saing 

 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

120,16 95,00 5,00 Efisien 1,26 Efektif 

 
Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 5,00% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 

 

MISI 2 

Tujuan 2  : Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian 
dan Perikanan 



LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020  135 

 

 
Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah 

ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan 

ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan pengembangan pemanfaatan 

potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata 

didukung oleh pertanian dan perikanan merupakan sektor primer 

pembangunan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao.  

 
Tabel 2.14 

Capaian Indikator Kinerja Tujuan 
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Kontribusi 

Sektor 
Pertanian 
Terhadap 
PDRB 

% 47,15 46,24 47,63 103,01 44,36 101,02 107,37 

Capaian Kinerja Tujuan 103,01   

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

tujuan ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu indikator Kontribusi Sektor 

Pertanian Terhadap PDRB, dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 

103,01%. Berdasarkan pengukuran tersebut disimpulkan bahwa 

capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, 

Pertanian dan Perikanan tahun 2020 sebesar 103,01% atau 

dikategorikan “Sangat Tinggi”. 

Hasil pengukuran kinerja indikator tujuan menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap 

PDRB ditargetkan sebesar 46,24% dan terealisasi sebesar 47,63% 

dengan capaian kinerja sebesar 103,01%.  
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Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Kontribusi 

Sektor Pertanian Terhadap PDRB tahun 2020 meningkat sebesar 0,48% 

dari tahun 2019 yang sebesar 47,15% sehingga terjadi peningkatan 

kinerja dengan persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 101,02% 

dari tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 103,27%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

terus mempertahankan bahkan meningkatkan Kontribusi Sektor 

Pertanian Terhadap PDRB di Kabupaten Rote Ndao. 

 

Gambar 2.9 
Tren Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dan Gap Realisasi 

Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
 
 
 
  

 

 

 

 
      Sumber  : BPS Kabupaten Rote Ndao 2021 dan Olahan Data 2020. 

Adapun tren Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB selama 

5 (lima) tahun terakhir meskipun dengan tren yang fluktuatif namun 

menunjukan perkembangan kinerja yang positif dengan capaian kinerja 

diatas target akhir RPJMD 44,36%, yakni pada tahun 2016 sebesar 

47,66%,  menurun pada tahun 2017 sebesar 47,28%, meningkat pada 

tahun 2018 sebesar 47,49%, menurun pada tahun 2019 sebesar 47,15% 

dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 47,63%. 

Realisasi indikator kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan 

target akhir RPJMD 2024 terjadi over target sebesar 1,33%. Selain itu, 

tren realisasi kinerja menunjukan sangat optimis melampaui target 

akhir RPJMD.  

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 
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1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode 

Tahun 2019-2024 yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 

dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata Yang 

Didukung Oleh Pertanian Dan Perikanan” melalui upaya-upaya 

meningkatkan produksi pertanian. 

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang 

pertanian di Kabupaten Rote Ndao; 

3) Adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT 

untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian di Kabupaten 

Rote Ndao seperti bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan 

lainnya. 

4) Tersedianya sumberdaya petani tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan yang bersinergi dengan petugas lapang Pertanian dan 

Penyuluh Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Masih tingginya alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; 

2) Curah hujan yang sangat rendah dan sulit dikendalikan 

3) Banyaknya infrastruktur/jaringan irigasi pertanian yang rusak;  

4) Makin berkurang dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian; 

5) Masih tingginya susut hasil komoditi pertanian;  

6) Belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai 

rekomendasi spesifik lokasi; dan 

7) Harga jual yang rendah pada saat panen. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja tujuan ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas 

perangkat daerah dan instansi lainnya mengenai pentingnya fungsi 

lahan pertanian serta dampak alih fungsi lahan pertanian; 

2) Optimalisasi dan rehabilitasi sumber-sumber air dan 

infrastruktur/jaringan irigasi pertanian yang rusak;  

3) Pembangunan embung untuk menampung air hujan sehingga pada 

musim kemarau kelangkaan air dapat dikurangi 
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4) Penyediaan upah tenaga kerja pertanian melalui optimalisasi 

anggaran; 

5) Penanganan pasca panen yang baik untuk meminimalkan susut hasil 

komoditi pertanian; dan 

6) Pemenuhan kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik 

lokasi; dan 

7) Peningkatan peran BULOG untuk bekerja sama dengan kelompok 

tani/ gapoktan untuk menampung gabah/beras dari petani. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan 

ini adalah Program Peningkatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana 

Pertanian, Program Pengembangan Tanaman Pangan, Program 

Pengembangan Tanaman Perkebunan dan Pengembangan Tanaman 

Hortikultura, dengan total dukungan anggaran sebesar  

Rp.4.150.792.501,- (Empat Miliar Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus 

Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) dan terealisasi 

sebesar Rp.3.931.163.400,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu 

Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)  atau sebesar 

94,71%. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran 

efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.15 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian 
dan Perikanan 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja Terhadap 

Anggaran 
Kategori 

103,01 94,71 5,29 Efisien 1,09 Efektif 
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Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 5,29% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 

 

MISI 3 

Tujuan 1 : Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan 
Sumber Daya Air Dan Permukiman Yang Layak 

 
Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Rote Ndao sangat diperlukan dukungan sarana prasarana 

infrastruktur yang menghubungkan antar pulau serta didukung moda 

transportasi darat, laut, dan udara yang meningkat jumlah dan 

kualitasnya, penyediaan rumah sehat dan layak huni, pelayanan listrik, 

air bersih dan sanitasi layak serta telekomunikasi sangat dibutuhkan. 

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama pembangunan jalan, 

irigasi, permukiman, sanitasi dan air bersih dapat berfungsi sebagai 

multiplier effect pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao. 

Cakupan kualitas infrastruktur merupakan kumulatif dari 

pembangunan jalan (20%), irigasi (20%), permukiman (20%), sanitasi 

(20%) dan air bersih (20%).  Perhitun`gan kumulatif cakupan kualitas 

infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 2.16 
Perhitungan Kumulatif Cakupan Kualitas Infrastruktur 

Indikator Perhitungan Kumulatif 

Proporsi Panjang Jalan 
Kabupaten dalam Kondisi Baik 
(20%) 

 

20 
x 38,83 = 7,77 100 

Rasio Jaringan Irigasi dalam 
Kondisi Baik (20%) 

  

  

20 
x 57,01 = 11,40  

100 

Cakupan Permukiman Layak 
(20%) 

  

  

20 
x 83,30 = 16,66 

100 

Cakupan Sanitasi Layak (20%) 
  

  

20 
x 76,76 = 15,35  

100 

Cakupan Akses Air Minum (20%) 
  

  

20 
x 79,26 = 15,85 

100 

Cakupan Kualitas Infrastruktur (%) 67,03 

    Sumber  : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rote Ndao, 2021. 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa cakupan kualitas 

infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 sebesar 67,03%, 

yang merupakan kumulatif dari Proporsi Panjang Jalan Kabupaten 

dalam Kondisi Baik (20%) sebesar 7,77%, Rasio Jaringan Irigasi dalam 

Kondisi Baik (20%) sebesar 11,40%, Cakupan Permukiman Layak (20%) 

sebesar 16,66%, Cakupan Sanitasi Layak (20%) sebesar 15,35% dan 

Cakupan Akses Air Minum (20%)      sebesar 15,85% 

Tabel 2.17 
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 

Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan Sumber Daya Air Dan 
Permukiman Yang Layak 

 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi % Capaian 

1. Cakupan 
Kualitas 
Infrastruktur 

% 62,53  65,49    67,03  102,35 92,80  107,20       72,23  

 Capaian Kinerja Sasaran   102,35    
 
 
 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

tujuan ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu indikator Cakupan Kualitas 

Infrastruktur, dengan capaian kinerja tujuan tahun 2020 sebesar 

102,35% Berdasarkan pengukuran tersebut disimpulkan bahwa 

capaian kinerja tujuan Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan 

Sumber Daya Air Dan Permukiman Yang Layak tahun 2020 sebesar 

102,35% atau dikategorikan “Sangat Tinggi”. 

Hasil pengukuran kinerja indikator tujuan menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Cakupan Kualitas Infrastruktur di Kabupaten 

Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan. Pada 

tahun 2020, Cakupan Kualitas Infrastruktur ditargetkan sebesar 

65,49% dan terealisasi sebesar 67,03% dengan capaian kinerja sebesar 

102,35%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Cakupan 

Kualitas Infrastruktur tahun 2020 meningkat sebesar 4,5% dari tahun 

2019 yang sebesar 62,53% sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan 

persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 107,20% dari tahun 

sebelumnya.  
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2019 2020

62.53 

67.03

Cakupan Kualitas Infrastruktur  

(%)

67.03

92.80

Gap

25.77

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Realisasi 2020

Target Akhir RPJMD

Gap Realisasi Kinerja 2020 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 

(%)

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 72,23%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

terus mempertahankan bahkan meningkatkan Cakupan Kualitas 

Infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao. 

Gambar 2.10 
Realisasi Cakupan Kualitas Infrastruktur  

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
  

 

 

 

 

 

 
      Sumber  : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao 

2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rote Ndao 2021 dan Olahan 
Data RPJMD Kab. Rote Ndao 2019-2024 

Adapun tren realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Air selama 

2 (dua) tahun terakhir menunjukan perkembangan yang positif dengan 

meningkatnya cakupan kualitas infrastruktur, yakni tahun 2019 

sebesar 62,53% dan tahun 2020 sebesar 67,03%. Realisasi indikator 

kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 

2024 masih terdapat gap sebesar 25,77%, namun tren realisasi kinerja 

menunjukan optimis  target akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat 

melalui kebijakan strategis dalam mengemban Misi ke-3 Periode 

Tahun 2019-2024 yaitu “Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan 

Hidup yang Berkelanjutan”; 

2) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga 

pembangunan infrastruktur berjalan efektif; 

3) Adanya pemeliharaan dan penambahan infrastruktur secara 

bertahap serta peningkatan dari sisi teknologi; 

4) Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam 

pembangunan infrastrukur daerah; dan 
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5) Tersedianya anggaran guna pemeliharaan dan penambahan 

infrastruktur. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Masih terdapat sejumlah infrastruktur yang perlu peningkatan dan 

pemeliharaan secara berkala dan kontinu; 

2) Rawannya kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, khususnya 

pada musim penghujan; 

3) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembangunan 

infrastruktur; dan 

4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan 

pengelolaan infrastruktur. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja tujuan ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut: 

1) Penyediaan anggaran secara kontinu bagi pemeliharaan infrastruktur 

jalan untuk menjaga selalu dalam kondisi baik;  

2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan 

akibat bencana alam; 

3) Peningkatan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasasarana 

penunjang pembangunan infrastruktur; dan 

4) Peningkatan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan 

ini adalah Program Pengembangan, Pengelolaan Jalan dan Jembatan, 

Sarana Prasarana Kebinamargaan dan Jasa Konstruksi, Program 

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air, Irigasi 

dan Bangunan Air Lainnya dan Program Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, dengan dukungan total anggaran sebesar 

Rp.57.145.987.757,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Lima 

Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh 

Tujuh Rupiah) terealisasi sebesar Rp.56.398.502.437,- (Lima Puluh Enam 

Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Ribu 

Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 98,69%. 
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Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran 

efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.14 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan 
Sumber Daya Air Dan Permukiman Yang Layak 

 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

102,35 98,69 1,31 Efisien 1,04 Efektif 

 
Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,31% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 

 

MISI 3 

Tujuan 2 : Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang 
Berkelanjutan 

 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang 

diamanatkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan suatu fokus utama 

pembangunan daerah. Pembangunan bidang Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Rote Ndao bertujuan untuk terwujudnya lingkungan hidup 

yang berkelanjutan.  
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Tabel 2.18 
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 

Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Indeks 
Kualitas 
Air 

% 65,49 68 67 98,04 68 101,80 98,04 

Capaian Kinerja Tujuan 98,04 
 

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

tujuan ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu indikator Indeks Kualitas Air, 

dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 98,04%. Berdasarkan 

pengukuran tersebut disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan 

Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan tahun 2020 

sebesar 98,04% atau dikategorikan “Sangat Tinggi”. 

Hasil pengukuran kinerja indikator tujuan diatas menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air di Kabupaten Rote 

Ndao pada tahun 2020 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. 

Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 68% dan 

terealisasi sebesar 67% atau dengan capaian kinerja  sebesar 98,04%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indeks Kualitas 

Air tahun 2020 meningkat sebesar 1,51% dari tahun 2019 yang sebesar 

sebesar 65,49% sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase  

realisasi capaian kinerja sebesar 101,80% dari tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2020 sebesar 67% menunjukan bahwa 

capaian akhir RPJMD telah tercapai sebesar 98,04%. Untuk itu 

diperlukan upaya strategis untuk terus mempertahankan bahkan 

meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rote 

Ndao. 
 

Kualitas air merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan 

hidup. Kualitas air diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Air 

(IKA) yaitu indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air di suatu 

wilayah. Indeks Kualitas Air adalah Perbandingan Data Kualitas Air 
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0    ≤ ��  ≤ ,       → � �� ℎ� � �      

1,0 ≤ ��  ≤ 5,       →  � �                           

5,0 ≤ ��  ≤ ,     →  �                          

PIj   >   ,                →  �  

dengan Baku Mutu Air yang disesuaikan dengan peruntukannya yang 

ada di Kabupaten Rote Ndao.  Indikator indeks kualitas air dilakukan 

dengan tahapan pelaksanaan pengambilan sampel dilapangan dan 

pengujian/analisa laboratorium serta evaluasi hasil analisa 

laboratorium.  

Indeks Kualitas Air tahun 2020 di wilayah Pemerintah Kabupaten 

Rote Ndao menurut  metode IP :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2020 pengujian kualitas air dilaksanakan 2x periode 

pengambilan (kemarau dan hujan), dimana lokasi pengambilan sampel 

tersebut adalah : Mata Air Siukoen, Mata Air Tilonisi, Mata Air 

Tanggaloi, Mata Air Oemau, DAS Menggelama dan Pelabuhan Baa. Dari 

ke 6 titik sampel yang diambil hasil perhitungan IP, 5 titik sampel 

memenuhi syarat baku mutu sedangkan 1 titik sampel tercemar ringan. 

Kemudian dihitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu 

dengan totalnya. Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) 

dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase 

pemenuhan baku kriteria mutu air kelas dua berdasarkan PP nomor 

82/2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil 

penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah 

sampel dalam persen (6 titik sampel). 

Bobot Indeks diberikan batasan sebagai berikut : 

a. Memenuhi baku mutu  = 70 

b. Tercemar ringan  = 50 

c. Tercemar sedang  = 30 

d. Tercemar berat   = 10 

 
IP =  ��� 2 − + ��� 2� � �  

2 
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66.67

68

Gap

1.33
Realisasi 2020

Target Akhir RPJMD

Gap Realisasi Kinerja 2020 Terhadap 

Target Akhir RPJMD 2024
68 68 68

65.49

66.67

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Kualitas Air (%)

Perhitungan nilai IKA dengan ketentuan nilai IKA Kabupaten 

merupakan hasil nilai rata-rata dari IKA seluruh badan air pada wilayah 

administrasinya. Indikator Indeks Kualitas Air tahun 2020 dengan bobot 

sebesar 66,67 maka menunjukan kulitas air ( 0 ≤ PI ≤ 1,0 →(memenuhi 

baku mutu). 
 

Gambar 2.11 
Tren Realisasi Indeks Kualitas Air dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap 

Target Akhir RPJMD 2024 
  

 

 

 

 

 

 
Sumber  : Olahan Data RPJMD 2019-2024 dan Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao Tahun 2020. 

Adapun tren realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Air selama 

3 (tiga) tahun terakhir pada periode 2016-2018 menunjukan kinerja 

yang positif dengan realisasi kinerja yang sama yaitu 68%, meskipun 

pada tahun 2019 mengalami penurunan kinerja menjadi 65,49% namun 

pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 66,67%. Realisasi 

indikator kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir 

RPJMD 2024 masih terdapat gap sebesar 1,33%, namun tren realisasi 

kinerja menunjukan optimis  target akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu 

“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan 

Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Yang 

Berkelanjutan” melalui upaya-upaya meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup;  

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang 

lingkungan hidup di Kabupaten Rote Ndao; dan 
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3) Adanya dukungan dana dalam rangka pemantauan dan pengujian 

kualitas air. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Belum berfungsi laboratorium lingkungan di Kabupaten Rote Ndao; 

dan 

2) Masih kurang optimalnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup karena keterbatasan pembiayaan, sarana 

prasarana, SDM Aparatur Lingkungan Hidup. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja tujuan ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Optimalisasi laboratorium lingkungan yang didukung dengan 

pembiayaan, sarana prasarana dan SDM Aparatur Lingkungan Hidup 

yang memadai; dan 

2) Optimalisasi anggaran pembiayaan, Sumberdaya Manusia Aparatur 

bidang lingkungan hidup, sarana dan prasarana untuk mendukung 

kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan 

ini adalah Program Analisis dan Informasi Lingkungan, dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp.197.943.000,- (Seratus Sembilan Puluh 

Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terealisasi 

sebesar Rp.195.991.800,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan 

Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 

99,01%.  

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran 

efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.19 
Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tujuan  

Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan 
 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja Terhadap 

Anggaran 
Kategori 

98,04 99,01 0,99 Efisien 0,99 
Kurang 
Efektif 

 
Berdasarkan tampilan tabel diatas yang menunjukan bahwa rasio 

capaian kinerja terhadap realisasi anggaran menunjukan tingkat 

efektifitas dengan nilai rasio <1 sehingga dikategorikan Kurang Efektif, 

namun realisasi anggaran pencapaian kinerja tujuan menunjukan 

bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,99% sehingga dikategorikan 

Efisien.  

MISI 4 

Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan 
Responsibilitas Pelayanan Publik 

 
Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola 

pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan 

partisipatif. Tata kelola pemerintahan terus ditingkatkan dengan 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan 

publik.  

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan nilai hasil 

evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Intansi 

Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penilaian 

SAKIP Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dibagi 

menjadi 7 kategori yaitu paling rendah kategori D, kemudian kategori C, 

kategori B, kategori BB, kategori A dan kategori tertinggi yaitu kategori 

AA. 
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Penghitungan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja 

pemerintah menggunakan metode kualitatif dikonversi menjadi 

kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut: 
 

Tabel 2.20 
Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Kategori  Bobot Nilai 

AA 7 

A 6 

BB 5 

B 4 

CC 3 

C 2 

D 1 

 

Berdasarkan tabel diatas maka capaian kinerja Nilai 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2020 dengan target Nilai C 

dan terealisasi Nilai C dihitung secara kuantitatif  sebagai berikut: 

Capaian kinerja = 
Bobot Nilai Realisasi 

x 100 
Bobot Nilai Target 

 

 = 
C 

x 100 
C 

 

 = 
2 

x 100 
2 

 

 =   100  
 
 

Tabel 2.21 
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 

Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas 
Pelayanan Publik 

 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Pemerintah 

Nilai C 50 C* 100,00 A 100,00 40 

 Capaian Kinerja Tujuan 100,00   

*) Angka Sementara Nilai Tahun 2019 Yang Didapatkan Pada Tahun 2020, Belum Ada NIlai 

Hasil Evaluasi Tahun 2020 oleh KemenpanRB Republik Indonesia. 
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C

40,00%

A

100%

Gap

60%
Realisasi 2020

Target Akhir RPJMD

Gap Realisasi Kinerja 2020 Terhadap 

Target Akhir RPJMD 2024

2016 2017 2018 2019 2020

C C C C C

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah

Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

tujuan ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu indikator Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah, dengan capaian kinerja tujuan tahun 2020 sebesar 

100%.Berdasarkan pengukuran tersebut disimpulkan bahwa capaian 

kinerja tujuan Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan 

Responsibilitas Pelayanan Publik tahun 2020 sebesar 100% atau 

dikategorikan “Sangat Tinggi”. 

Hasil pengukuran kinerja indikator tujuan menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 mencapai target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

ditargetkan nilai C dan terealisasi nilai C dengan capaian kinerja sebesar 

100%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Nilai 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2020 mencapai target yang 

sama dengan tahun 2019 yaitu nilai C sehingga meskipun belum 

menunjukan peningkatan kinerja namun persentase  realisasi capaian 

kinerja sebesar 100% dari tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 40%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote 

Ndao. 

 

Gambar 2.12 
Tren Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan  

Gap Realisasi Kinerja 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
   

 

 

 

 

 

 
     Sumber  : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah oleh KemenPAN-RB dan Olahan 

Data, 2021 
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Adapun tren realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan perkembangan 

capaian yang sama yaitu nilai C. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 

apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih terdapat 

gap sebesar 60% sehingga diperlukan upaya yang strategis agar target 

akhir RPJMD dapat tercapai, namun tren posisitf realisasi kinerja 

tersebut menunjukan optimis  target akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode 

Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan 

Yang Baik dan Bersih,  Serta Meningkatkan Pelayanan Publik 

Yang Prima” melalui upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja 

pemerintah. 

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

Kabupaten Rote Ndao; 

3) Dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi NTT 

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam rangka 

peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; 

dan 

4) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai 

pedoman penyelenggaraan SAKIP. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Masih rendahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 

lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SAKIP; 

2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur pengelola SAKIP; 

dan 

3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan SAKIP 

yang berbasis teknologi informasi. 
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Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan 

maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas 

Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan SAKIP; 

2) Peningkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur penyelenggara SAKIP; 

dan 

3) Penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana penyelenggaraan 

SAKIP berbasis teknologi informasi. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan 

ini adalah Program Peningkatan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana 

dan Reformasi Birokrasi dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp.486.531.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus 

Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp.482.984.800,- 

(Empat Ratus Dealapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh 

Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 99,27%. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran 

efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran 

sebagai berikut: 

Tabel 2.22 
Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tujuan 

Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas 
Pelayanan Publik 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

% 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

100,00 99,27 0,73 Efisien 1,01 Efektif 

 
Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 0,73% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 
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2. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran. 

Evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja sasaran tahun 

2020 akan diuraikan berdasarkan misi, sebagai berikut: 

MISI 1 

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan 

Bidang pendidikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar dalam 

upaya penurunan kemiskinan memiliki peran yang sangat penting 

untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerataan 

akses dan kualitas pendidikan menjadi sangat penting bagi masyarakat 

termasuk penerapan program wajib belajar. Hal ini relevan dengan 

upaya mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan akibat dari 

kesenjangan serta mengacu pada salah satu tujuan SDGs yaitu 

mengenai pendidikan berkualitas pada tujuan goal ke-4 serta sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa merupakan 

kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang 

didukung oleh masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas 

infrastruktur, tenaga, anggaran dan program yang tepat dan memadai.  

Segala upaya yang dilakukan untuk dapat memacu peningkatan 

pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program 

prioritas di Kabupaten Rote Ndao. Kebijakan urusan pendidikan di 

Kabupaten Rote Ndao bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia potensial dan kompetitif.  

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) 

didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 

dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD 

diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP 

diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA 

diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun dengan kata lain rata-

rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan penduduk secara 

keseluruhan, yaitu rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang 

dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar 

yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang 

pendidikan, yaitu tamat SD/sederajat adalah 6 tahun, tamat 

SMP/sederajat adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama 

sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang 

menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah 

ditetapkan. 
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Tabel 2.23 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 
Meningkatnya Kualitas Pendidikan 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Rata-Rata 
Lama 
Sekolah 

Tahun 7,29 7,15 7,59 106,15 9 104,12 84,33 

Capaian Kinerja Sasaran 106,15   

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indikator Rata-Rata Lama 

Sekolah, dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 106,15%. 

Berdasarkan pengukuran atas capaian kinerja sasaran tersebut 

disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas 

Pendidikan tahun 2020 sebesar 106,15% atau dikategorikan “Sangat 
Tinggi”.  

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Rote 

Ndao pada tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 

2020, Rata-Rata Lama Sekolah ditargetkan sebesar 7,15 tahun dan 

terealisasi sebesar 7,59 dengan capaian kinerja sebesar 106,5%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Rata-Rata 

Lama Sekolah tahun 2020 meningkat sebesar 0,3% dari tahun 2019 

yang sebesar 7,29% sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan 

persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 104,12% dari tahun 

sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 84,33%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

terus mempertahankan bahkan meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah 

di Kabupaten Rote Ndao. 
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Gambar 2.13 
Tren Rata-Rata Lama Sekolah dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap 

Target Akhir RPJMD 2024 
   

 

 

 

 

 

 
      Sumber  : BPS Kabupaten Rote Ndao 2021 dan Olahan Data 2020. 

Adapun tren realisasi Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Rote 

Ndao selama 5 (lima) tahun menunjukan perkembangan yang positif 

dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun yaitu tahun 

2016 sebesar 6,67 tahun,  tahun 2017 sebesar 6,98 tahun, tahun 2018 

sebesar 7,24 tahun, tahun 2019 sebesar 7,29 tahu dan tahun 2020 

sebesar 7,59 tahun. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 apabila 

dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih terdapat gap 

sebesar 1,41%, namun tren realisasi kinerja menunjukan optimis target 

akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-1 Periode Tahun 2019-2024 yaitu 

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” melalui upaya-

upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;  

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang 

pendidikan di Kabupaten Rote Ndao; dan 

3) Adanya dukungan dana dalam rangka peningkatan kualitas 

pendidikan di Kabupaten Rote Ndao. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

2) Masih terbatasnya sarana prasarana pendidikan; dan 
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3) Perkembangan Pandemic Covid-19 yang sangat mempengaruhi 

efektifitas penyelenggaraan pendidikan. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan 

masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada; 

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan; dan 

3) Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh 

masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta 

pendidikan nonformal dan informal.  

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran ini adalah Program Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, 

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 

Formal/Informal, Program Peningkatan Pendidikan dan Pengajaran, 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pembinaan 

Guru dan Kependidikan, dengan dukungan anggaran total sebesar 

Rp.66.683.006.527,- (Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan 

Puluh Tiga Juta Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) 

terealisasi sebesar Rp.58.685.914.163,- (Lima Puluh Delapan Miliar Enam 

Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu 

Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 88,01%.  

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 



LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020  157 

 

Tabel 2.24 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

106,15 88,01 11,99 Efisien 1,21 Efektif 

 

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 11,99% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 

 

MISI 1 

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

 
Kesehatan dapat didefenisikan sebagai keadaan dimana seseorang 

menjadi sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomis. 

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Rote Ndao 

ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan 

meningkatkan angka usia harapan hidup masyarakat. Selain itu, 

percepatan penanganan dan penurunan angka Stunting ini harus segera 

dilakukan agar tidak terjadi putusnya generasi penerus pembangunan 

yang cerdas dan kreatif. 
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Tabel 2.25 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Angka Usia 
Harapan 
Hidup 

Tahun 64,34 64,34 64,60 100,40 70 100,40 92,29 

2. Prevalensi 

Stunting 

% 36,57 30,50 25,83 115,31 20 129,37 70,85 

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 107,86   

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator yaitu Indikator Angka Usia 

Harapan Hidup dan Indikator Prevalensi Stunting, dengan rata-rata 

capaian kinerja sasaran sebesar 107,86%. Berdasarkan pengukuran 

atas capaian kinerja sasaran tersebut disimpulkan bahwa capaian 

kinerja sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat tahun 

2020 sebesar 107,86% atau dikategorikan “Sangat Tinggi”. 

Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Angka Usia Harapan Hidup. 

Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator 

yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan 

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.  

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, Angka Usia Harapan Hidup ditargetkan 

sebesar 64,34% dan terealisasi sebesar 64,60 dengan capaian kinerja 

sebesar 100,40%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Angka Usia 

Harapan Hidup tahun 2020 meningkat sebesar 0,26% dari tahun 
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2019 yang sebesar 64,34% sehingga terjadi peningkatan kinerja 

dengan persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 100,40% dari 

tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 92,29%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Rote Ndao. 

Gambar 2.14 
Tren Angka Usia Harapan Hidup dan Gap Realisasi Kinerja  

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
  

 

 

 

 

 

 
       Sumber  : BPS Kabupaten Rote Ndao 2021 dan Olahan Data 2020. 

Adapun tren angka usia harapan hidup di Kabupaten Rote 

Ndao selama periode tahun 2016-2018 menunjukan perkembangan 

yang positif dengan peningkatan angka usia harapan hidup yaitu 

pada tahun 2016 sebesar 70,59 tahun, tahun 2017 sebesar 71,5 

tahun dan tahun 2018 sebesar 72,06 tahun, meskipun pada tahun 

2019 angka usia harapan hidup turun menjadi 64,34 tahun namun 

menunjukan peningkatan pada tahun 2020 dengan usia harapan 

hidup sebesar 64,60 tahun. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 

apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih terdapat 

gap sebesar 27,64%, namun tren realisasi kinerja menunjukan cukup 

optimis target akhir RPJMD dapat tercapai. 

 

2) Prevalensi Stunting. 

Stunting adalah  kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak 

akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih 

pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan 

dalam berpikir. Stunting merupakan masalah gizi yang serius dimana 

faktor penyebab anak mengalami stunting adalah karena Perilaku 
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(pola asuh, pola makan), Lingkungan (sanitasi/air bersih) dan 

Pelayanan Kesehatan. Balita Stunting adalah Jumlah  anak balita 

usia 0-59 bulan dengan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi 

kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya, diukur pada 

kurun waktu tertentu. Prevalensi balita stunting dihitung 

berdasarkan jumlah balita stunting dibagi dengan jumlah total balita 

yang diukur disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu x 100%. 

Prevalensi stunting merupakan perbandingan jumlah balita 

stunting dengan seluruh balita yang dilakukan pengukuran di 

Kabupaten Rote Ndao. Menurut standar WHO, suatu wilayah 

dikatakan mengalami masalah gizi kronis bila prevalensi bayi 

stunting sama/lebih dari 20% atau balita kurus di atas 5%.  

Kemiskinan, pola makan, pola asuh, sanitasi dan rendahnya 

pengetahuan orang tua terhadap kesehatan anak menjadi faktor 

penting terhadap tingginya prevalensi balita stunting (tinggi anak di 

bawah standar menurut usianya/kerdil) di Indonesia. Hal ini yang 

menyebabkan banyak anak Indonesia yang mengalami masalah 

asupan gizi sejak masih berupa janin hingga berusia 24 bulan (1.000 

hari pertama).  

Jumlah  Balita Stunting di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

berdasarkan data hasil pengukuran dan penimbangan di Pos 

Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersebar di 10 (sepuluh) 

Kecamatan dan 12 (dua belas) wilayah kerja Puskesmas secara rinci 

dapat dilihat pada: 

 

Tabel 2.26 
Data Distribusi Balita Stunting Menurut Puskesmas 

di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

No. Nama Puskesmas 
Jumlah Balita 

Diukur 

Jumlah 
Balita 

Stunting 

1 Eahun 1.339 299 

2 Sotimori 478 112 

3 Sonimanu 492 144 

4 Korbafo 704 117 

5 Feapopi 704 182 

6 Ba’a 2.481 406 

7 Oele 497 122 

8 Busalangga 1.405 406 
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Realisasi 2020

Target Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja 2020 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024

9 Oelaba 1.187 518 

10 Batutua 2.391 661 

11 Delha  936 313 

12 Ndao 269 48 

Total 12.883 3.328 

    Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao (Bidang Kesmas) 

 
Berdasarkan tampilan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah 

balita stunting di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 sebanyak 3.328 

balita dari 12.883 balita yang ditimbang dan diukur di 401 Posyandu 

yang tersebar di 119 Desa/Kelurahan dengan Prevalensi Balita 

Stunting sebesar 25,83%.  

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan 

bahwa capaian Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Rote Ndao 

pada tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 

2020, Angka Usia Harapan Hidup ditargetkan sebesar 30,5% dan 

terealisasi sebesar 25,83% dengan capaian kinerja sebesar 115%. 

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Prevalensi 

Balita Stunting tahun 2020 menurun 6,07% dari tahun 2019 yang 

sebesar 36,57% sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan 

persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 100,70% dari tahun 

sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir target akhir RPJMD, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RENSTRA telah 

tercapai sebesar 70,85%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

menurunkan Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Rote Ndao. 

Gambar 2.15 
Tren Realisasi Prevalensi Balita Stunting dan Gap Realisasi Kinerja 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
  

 

 

 

 

 

 
       Sumber  : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao 2021 dan Olahan Data.  
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Adapun tren realisasi indikator kinerja Prevalensi Balita 

Stunting selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan menunjukan 

perkembangan yang positif dengan kecenderungan menurunnya 

prevalensi balita stunting yang yaitu tahun 2018 sebesar 44%, tahun 

2019 sebesar 36,57% dan tahun 2020 sebesar 25,83%. Realisasi 

indikator kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir 

RPJMD 2024 masih terdapat gap sebesar 5,83%, namun tren 

realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat 

tercapai. 
 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat 

melalui kebijakan strategis dalam mengemban Misi ke-1 Periode 

Tahun 2019-2024 yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya 

Manusia Yang Berdaya Saing” dalam bentuk penentuan target 

kinerja yang telah disepakati dan diperjanjikan secara berjenjang 

oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini Bupati dengan 

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas dengan Para Kepala 

Bidang, Kepala Bidang dengan Kepala Seksi dan juga antara Kepala 

Dinas dengan Para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Rote Ndao; 

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang 

kesehatan di Kabupaten Rote Ndao; 

3) Pelaksanaan strategi deteksi dini dalam menekan angka kematian 

dan salah satu strategi yang telah diterapkan oleh Dinas Kesehatan 

sampai dengan Puskesmas yakni membuat Link sederhana untuk 

pengisian form/data ibu dengan nama aplikasi “ Mama Bo’I Rote “ 
yang telah dirilis pada awal tahun 2020, sehingga dapat memantau 

perkembangan data kehamilan sampai persalinan untuk menekan 

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi; 

4) Pelaksanaan gerakan pencegahan Stunting melalui Gerakan RevOlusi 

TErpadu (ROTE) CERDAS yaitu:  

C : Cek kehamilan secara rutin dan bersalin di faslitas kesehatan 

(revolusi KIA); 

E : Enyahkan asap rokok dan ingat tablet tambah darah untuk 

ibu hamil dan remaja putri;  
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R : Rutin ke Posyandu untuk pantau pertunbuhan dan 

perkembangan balita; 

D : Dekatkan ibu dan anak pada pangan lokal serta nutrisi yang 

cukup (gemar makan ikan/revolusi laut); 

A : Ayo imunisasi balita secara lengkap dan selalu gunakan 

jamban sehat; dan 

S  : Selalu beri asi eksklusif. 

5) Alokasi anggaran yang memadai yang bersumber dari Dana Alokasi 

Khusus Bidang Kesehatan baik DAK fisik maupun non fisik yang 

cukup berkontribusi besar dalam mendukung semua 

program/kegiatan ditingkat Dinas sampai dengan Puskesmas yang 

juga mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 

6) Dukungan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan dari aspek 

kualitas maupun kuantitas. 

7) Komitmen pencapaian target berdasarkan Peraturan Bupati Rote 

Ndao Nomor 425/KEP/HK/2020 yang merupakan turunan dari 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang mengacu 

pada Permendagri Nomor 100 tahun 2018 terkait Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang mewajibkan setiap 

Kabupaten/Kota melakukan 12 (dua belas) indikator Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan target wajib 100% 

sehingga banyak strategi telah dilakukan untuk mendukung SPM 

Bidang Kesehatan. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain: 

1) Belum maksimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap 

indikator, target serta capaian yang dihasilkan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan dari program–program yang ditetapkan. 

2) Belum sistematisnya pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan; 

3) Pelaksanaan Program/Kegiatan tidak dapat berjalan secara efektif 

karena pandemi COVID-19 yang tidak diduga sebelumnya yang 

mengakibatkan pembatasan aktifitas program dan kegiatan seperti 

operasi timbang di Posyandu dan kegiatan-kegiatan lainnya yang 

mengumpulkan masyarakat.  
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Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan 

maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Peningkatan kerja sama lintas sektor untuk kegiatan operasi timbang 

di setiap posyandu; 

2) Perningkatan dukungan Dana Desa untuk mendukung kegiatan-

kegiatan pelayanan kesehatan; 

3) Peningkatan koordinasi dan sosialisasi baik lintas sektor terkait 

maupun kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mengenai 

pentingnya gizi balita, optimalkan kegiatan operasi timbang, 

pelatihan tenaga kesehatan, pelatihan kader untuk pengolahan 

makan bergizi dan pemberian makanan tambahan dan suplementasi 

gizi bagi anak; 

4) Peningkatan  promosi dan penyuluhan kesehatan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih 

dan sehat; dan 

5) Peningkatan monitoring program/kegiatan sampai dengan tingkat 

Puskesmas dan Pustu. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran ini adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program 

Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan Program 

Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp.72.939.605.499,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan 

Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Empat Ratus 

Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) terealisasi sebesar 

Rp.56.609.624.551,- (Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Juta 

Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) 

atau sebesar 77,61%.  

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.27 

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio 
Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

107,86 77,61 22,39 Efisien 1,39 Efektif 

 
Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 22,39% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran 

terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat 

efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 

 
 

MISI 1 

Sasaran 3 : Meningkatnya Perlindungan dan Pelayanan 
Sosial Dasar 

 
Kemiskinan dan ketimpangan merupakan permasalahan sosial 

klasik yang dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah 

Kabupaten Rote Ndao telah berkomitmen untuk terus mengatasi 

masalah kemiskinan dan ketimpangan wilayah melalui prioritas 

kebijakan dan program dalam meningkatkan perlindungan dan 

pelayanan sosial dasar masyarakat.  
 

Tabel 2.28 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Perlindungan dan Pelayanan Sosial Dasar 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Indeks 
Kedalaman 

Kemiskinan 
(P1) 

Nilai 
(P1) 

5,08 5,50 5,36 102,55 1,63 94,49 -128,83 

Capaian Kinerja Sasaran 102,55   
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Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indikator Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1), dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 102,55%. 

Berdasarkan pengukuran atas capaian kinerja tersebut disimpulkan 

bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Dasar tahun 2020 sebesar 102,55 atau dikategorikan 

“Sangat Tinggi”. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan 

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk 

miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin 

jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Garis 

Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan 

yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan 

pokok bukan makanan. 

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten 

Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan. Pada 

tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan ditargetkan sebesar 5,50 

dan terealisasi sebesar 5,36 dengan capaian kinerja sebesar 102,55%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indeks 

Kedalaman Kemiskinan tahun 2020 meningkat sebesar 0,28 poin dari 

tahun 2019 yang sebesar 5,08 sehingga terjadi penurunan kinerja 

dengan persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 94,49% dari tahun 

sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan masih jauh dari target akhir RPJMD 

dengan kinerja tercapai sebesar -128,83%. Untuk itu diperlukan upaya 

strategis untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten 

Rote Ndao. 
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Gambar 2.16 

Tren Realisasi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Gap Realisasi 
Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 

  
 

 

 

 

 
      Sumber  : BPS Kabupaten Rote Ndao 2021 dan Olahan Data 2020. 

Adapun tren Indeks Kedalaman Kemiskinan selama periode tahun 

2016-2018 menunjukan perkembangan kinerja yang positif dengan 

kecenderungan  menurunnya indeks kedalaman kemiskinan dari tahun 

ke tahun, yakni pada tahun 2016 sebesar 8,09, tahun 2017 turun 

menjadi sebesar 6,04 dan tahun 2018 turun menjadi sebesar 4,73. 

Meskipun selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu 

tahun 2019 sebesar 5,08 dan tahun 2020 sebesar 5,36, namun masih 

positif dibawah capaian tahun 2016-2017. Realisasi indikator kinerja 

tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih 

terdapat gap sebesar 3,73 poin, namun tren realisasi kinerja 

menunjukan masih cukup optimis target akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-1 Periode Tahun 2019-2024 yaitu 

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya 

Saing” melalui upaya-upaya pengentasan kemiskinan;  

2) Efektifitas pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan 

untuk menekan meningkatnya jumlah penduduk miskin dari tahun 

ke tahun diantaranya melalui Program Lakamola anansio, pemberian 

dana hibah dan berbagai bentuk bantuan sosial untuk kesejahteraan 

masyarakat; dan 

3) Koordinasi lintas sektoral dalam pengentasan kemiskinan di 

Kabupaten Rote Ndao.  
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Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Belum optimalnya pendataan kemiskinan dengan kebutuhan sektoral 

yang berbeda-beda; 

2) Masih rendahnya peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam 

penanggulangan kemiskinan; dan 

3) Belum efektifnya sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi 

warga miskin (sandang, pangan dan papan). 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut: 

1) Optimalisasi pendataan kemiskinan melalui Sistem Rote Satu Data; 

2) Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha untuk terlibat aktif 

dalam penanggulangan kemiskinan melalui Corporate Social 

Responsibility (CSR); dan 

3) Peningkatan sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi warga 

miskin (sandang, pangan dan papan). 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran ini adalah Program Peningkatan Perlindungan Dan Jaminan 

Sosial  dan Program Penanganan Fakir Miskin, dengan total dukungan 

anggaran sebesar Rp.1.315.923.630,- (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Belas 

Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) 

atau sebesar 90,28%. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.29 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pelayanan 
Sosial Dasar 

 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

102,55 90,28 9,72 Efisien 1,14 Efektif 

 

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 9,72% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 

 
 

MISI 1 

Sasaran 4 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

 
Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap 

keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan 

dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan 

Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan 

proporsi dan karakteristik yang dimiliki. 

Tabel 2.30 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak 

 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Indeks 
Pemberdayaan 
Gender (IDG) 

Poin 64,75 65,80 48,49 73,69 70 74,89 69,27 

Capaian Kinerja Sasaran 73,69   
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Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu indikator Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 

73,69%. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut 

disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya 

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

tahun 2020 sebesar 73,69% atau dikategorikan “Sedang”. 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur apakah perempuan 

dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. 

IDG merupakan komposit dari 3 (tiga) komponen yaitu Keterlibatan 

Perempuan di Lembaga Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga 

Profesional dan Sumbangan Pendapatan Perempuan.  
 

Tabel 2.31 
Komponen Indeks Pemberdayaan Gender  

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 
 

Keterlibatan 
Perempuan di 

Lembaga 
Parlemen 

(%) 

Perempuan 
Sebagai 
Tenaga 

Profesional 
(%) 

Sumbangan 
Pendapatan 
Perempuan 

(%) 

Indeks 
Pemberdayaan 
Gender (IDG) 

0,01 41,54 35,12 48,49 

  Sumber : Dinas P3AKB Kab. Rote Ndao 2021. 

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 tidak mencapai target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

ditargetkan sebesar 65,80 poin dan terealisasi sebesar 48,49 poin 

dengan capaian kinerja sebesar 73,69%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2020 menurun sebesar 16,26 poin 

dari tahun 2019 yang sebesar 64,75 poin sehingga terjadi penurunan 

kinerja dengan persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 74,89% dari 

tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 69,27%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Rote 

Ndao. 
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Gambar 2.17 
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
    Sumber  : Dinas P3AKB Kab. Rote Ndao 2021 dan Olahan Data RPJMD 2014-2024. 
 

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama 2 (dua) 

tahun terakhir mengalami penurunan kinerja yakni pada tahun sebesar 

64,75 poin dan tahun 2020 sebesar 48,49 poin. Realisasi indikator 

kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 

2024 masih terdapat gap sebesar 21,51%, realisasi kinerja tersebut 

menunjukan perlunya peningkatan kinerja yang signifikan agar target 

akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-1 Periode Tahun 2019-2024 yaitu 

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” melalui kebijakan 

strategis meningkatkan pemberdayaan perempuan;  

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang 

pemberdayaan perempuan di Kabupaten Rote Ndao; 

3) Meningkatnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional  

perempuan yang menduduki jabatan; dan 

4) Meningkatnya sumbangan pendapatan perempuan karena kesadaran 

perempuan makin meningkat untuk bekerja dan membangun usaha. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 
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1) Budaya patriarki yang masih kental sehingga belum sepenuhnya 

perempuan dipercayai untuk berprestasi dan menduduki jabatan 

yang strategis dalam parlemen/DPRD; dan 

2) Rendahnya kepercayaan diri perempuan untuk ikut bersaing saat   

pemilihan DPRD. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Optimalisasi Program – program pemberdayaan perempuan; dan 

2) Penguatan kapasitas perempuan dengan meningkatkan kualitas diri 

sehingga mampu bersaing dengan laki – laki dalam lapangan 

pekerjaan. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran ini adalah Program Pemberdayaan Perempuan, dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp.127.299.900,- (Seratus Dua Puluh Tujuh 

Juta Dua Ratus Sembillan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) 

terealisasi sebesar Rp.126.435.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta 

Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 99,32%. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 

 
Tabel 2.32 

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

73,69 99,32 0,68 Efisien 0,74 
Kurang 
Efektif 
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Berdasarkan tampilan tabel diatas yang menunjukan bahwa rasio 

capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran menunjukan 

tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan 

Kurang Efektif, namun realisasi anggaran pencapaian kinerja sasaran 

menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,68% sehingga 

dikategorikan Efisien. 

 

MISI 1 

Sasaran 5 : Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk 

 
Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah 

penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses 

pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya 

pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan 

manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah 

penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya 

pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga 

Berencana. 

Tabel 2.33 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Laju 
Pertumbuhan 
Penduduk 

% 3,80 3,80 3,60 105,26 1,50 105,26 -40,00 

Capaian Kinerja Sasaran 105,26   

 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu indikator Laju Pertumbuhan 

Penduduk dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 105,26%. 

Berdasarkan pengukuran atas capaian kinerja sasaran tersebut 

disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya 

Pengendalian Jumlah Penduduk tahun 2020 sebesar 105,26% atau 

dikategorikan “Sangat Tinggi”. 
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Laju pertumbuhan Penduduk (%)

3.60%

1.50%
Gap

2.10%

Realisasi 2020

Target Akhir RPJMD

Gap Realisasi Kinerja 2020 Terhadap 

Target Akhir RPJMD 2024

Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan angka  yang  

menunjukan  tingkat pertambahan  penduduk  pertahun dalam jangka 

waktu tertentu. Angka ini dinyatakan  sebagai  persentase  dari 

penduduk dasar untuk  mengetahui  perubahan 

jumlah penduduk antar  periode waktu.  

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten 

Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan. Pada 

tahun 2020, Laju Pertumbuhan Penduduk ditargetkan sebesar 3,80% 

dan terealisasi sebesar 3,60% dengan capaian kinerja sebesar 105,26%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Laju 

Pertumbuhan Penduduk tahun 2020 menurun sebesar 0,2% dari tahun 

2019 yang sebesar 3,80% sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan 

persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 105,26% dari tahun 

sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan masih jauh dari target akhir RPJMD 

dengan capain sebesar -40%. Untuk itu diperlukan upaya strategis 

untuk menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rote 

Ndao. 

 

Gambar 2.18 
Tren Laju Pertumbuhan Penduduk  

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
  

 

 

 

 

 

 
    Sumber  : Dinas P3AKB Kab. Rote Ndao 2021 dan Olahan Data RKPD 2021. 

Adapun tren indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk 

selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan perkembangan positif 

dengan kecenderungan menurun, yakni tahun 2016 sebesar 4,07 %, 

tahun 2017 turun menjadi 3,079%, meskipun pada tahun 2018 naik 

menjadi 3,88% namun pada tahun 2019 turun menjadi 3,80% dan 
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tahun 2020 turun menjadi 3,60%. Realisasi indikator kinerja tahun 

2020 apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih 

terdapat gap sebesar 2,10%, namun tren realisasi kinerja menunjukan 

optimis target akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-1 Periode Tahun 2019-2024 yaitu 

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” melalui upaya-

upaya pengendalian penduduk;  

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang 

pengendalian penduduk di Kabupaten Rote Ndao; 

3) Dukungan lintas sektoral dalam mensukseskan Program Keluarga 

Berencana; 

4) Adanya dukungan dana yang memadai dari pusat melalui Dana 

Alokasi Khusus (DAK); dan 

5) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program 

Keluarga Berencana sebagai dampak dari intervensi dan penggerakan 

program Keluarga Berencana. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Masih rendahnya keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam 

mengikuti Keluarga Berencana (KB); 

2) Pasangan Usia Subur (PUS) yang Keluarga Berencana (KB) sudah 

memiliki anak lebih dari 2 (dua) orang; dan 

3) Pengaruh adat istiadat yang mempengaruhi pola pikir masyarakat 

untuk memiliki anak lebih dari 2 (dua) orang 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Optimalisasi kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program 

KB (Keluarga Berencana); 

2) Peningkatan mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB); dan 
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3) Peningkatan peran kader dan petugas lapangan Keluarga Berencana 

(PLKB). 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran ini adalah Pengendalian Penduduk, dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp.2.999.142.209,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh 

Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan 

Rupiah) terealisasi sebesar Rp.2.739.829.769,- (Dua Miliar Tujuh Ratus 

Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh 

Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 91,35%. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.34 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian Jumlah 
Penduduk 

 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

105,26 91,35 8,65 Efisien 1,15 Efektif 

 
Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 8,65% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 

 

MISI 2 

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga 
Kerja 

 
Tenaga kerja menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 

tentang Ketenagakerjaan, didefinisikan sebagai setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa 
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yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. 

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat 

pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan 

penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. 

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Rote Ndao 

diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi 

tenaga kerja maupun perusahaan. 

 

Tabel 2.35 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

% 2,73 5,26 4,90 106,84 0,8 20,51 -412,50 

Capaian Kinerja Sasaran 106,84   

 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Pengangguran 

Terbuka, dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 106,84%. 

Berdasarkan pengukuran atas capaian kinerja sasaran tersebut 

disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas 

dan Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2020 sebesar 106,84% atau 

dikategorikan “Sangat Tinggi”. 

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara 

jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah 

penduduk angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk mengetahui 

tingkat pengangguran berdasarkan angkatan kerja.  

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten 

Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan. Pada 

tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 5,26% 

dan terealisasi sebesar 4,90 dengan capaian kinerja sebesar 106,84%.  
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Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Tingkat 

Pengangguran Terbuka tahun 2020 meningkat sebesar 2,17% dari 

tahun 2019 yang sebesar 2,73% sehingga terjadi penurunan kinerja 

dengan persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 20,51% dari tahun 

sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan masih jauh target akhir RPJMD dengan 

kinerja tercapai sebesar -412,50%. Untuk itu diperlukan upaya strategis 

untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Rote 

Ndao. 
 

Gambar 2.19 
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka dan Gap Realisasi Kinerja 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
   

 

 

 

 

 

 
         Sumber  : BPS Kabupaten Rote Ndao 2021 dan Olahan Data 2020. 
 

Adapun tren realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 

Kabupaten Rote Ndao selama periode tahun 2017-2019 menunjukan 

realisasi kinerja yang positif dengan kecendrungan menurunnya TPT 

pada setiap tahunnya, yakni tahun 2017 sebesar 6,40%, semakin 

menurun tahun 2018 sebesar  4,73% dan tahun 2019 sebesar 2,73%, 

meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan kinerja dengan 

kenaikan TPT menjadi sebesar 4,90%. Realisasi indikator kinerja tahun 

2020 apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih 

terdapat gap sebesar 4,10%, namun tren realisasi kinerja menunjukan 

cukup optimis target akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut : 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode 

Tahun 2019-2024 yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 
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dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata Yang 

Didukung Oleh Pertanian Dan Perikanan” melalui upaya-upaya 

menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 

2) Adanya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran 

dengan meningkatkan kualitas pencari kerja melalui pelatihan-

pelatihan bagi angkatan kerja; 

3) Perkembangan informasi pasar kerja baik di dalam negeri maupun 

luar negeri; dan 

4) Peningkatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Masih rendahnya kualitas dan produktivitas angkatan kerja; 

2) Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK); 

3) Masih terbatasnya anggaran untuk pelatihan kerja calon tenaga 

kerja; dan 

4) Belum optimalnya usaha kerjasama penempatan dan kesempatan 

kerja antar lintas sektor dan stakeholders terkait. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan 

maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui 

meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan angkatan kerja dan 

penempatan tenaga kerja; 

2) Peningkatan alokasi anggaran pelatihan calon tenaga kerja dan 

pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Rote Ndao; 

3) Peningkatan kerjasama lintas sektoral dan stakeholders terkait dalam 

upaya menciptakan lapangan kerja baru yang bersifat padat karya; 

dan 

4) Mendorong masuknya investasi baik dari dalam maupun luar negeri 

untuk menciptakan kesempatan kerja di Kabupaten Rote Ndao. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran ini adalah Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan 

Tenaga Kerja, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 496.762.000 ,- 

(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua 

Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp.478.949.000,- (Empat Ratus Tujuh 

Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) 

atau sebesar 96,41%. 
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Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.36 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas 
Tenaga Kerja 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

106,84 96,41 3,59 Efisien 1,11 Efektif 

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 3,59% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 

 
MISI 2 

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Pangan 

 
Pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan 

yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk 

membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada 

pihak manapun. Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan 

difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan 

distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola 

konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, serta 

meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung 

ketahanan pangan. 

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat 

keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, 

baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan 

penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola 
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Pangan Harapan (PPH). Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, 

asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi 

Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat 

diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui 

pendekatan penghitungan porsi. Saat ini, skor PPH telah menjadi 

indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja 

dibidang ketahanan pangan Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut 

juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang 

Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 

tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman 

konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, 

pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini 

adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Terkait dengan hal tersebut, 

pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator kunci 

yang perlu diukur dan dianalisis secara periodik, baik ditingkat pusat 

dan di daerah, sesuai dengan amanat UU No 18 Tahun 2012 tersebut. 

Untuk memudahkan pengukuran Skor PPH baik di pusat maupun di 

daerah, maka perlu disusun panduan penghitungan Skor PPH. 

 

Tabel 2.37 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 
Meningkatnya Ketahanan Pangan 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Pencapaian 
Skor Pola 
Pangan 
Harapan 
(PPH) 

Poin 69,9 70 83,60 119,43 80 119,60 104,50 

 Capaian Kinerja Sasaran 119,43   
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70.0 69.90 

83.60

2018 2019 2020

Pencapaian Skor Pola Pangan 

Harapan (PPH)

83.60

80

Over 

Target

3.60

78.0079.0080.0081.0082.0083.0084.00
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Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu Pencapaian Skor Pola 

Pangan Harapan (PPH), dengan capaian kinerja sasaran sebesar 

119,43%. Berdasarkan pengukuran atas capaian kinerja sasaran 

tersebut maka disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran 

Meningkatnya Ketahanan Pangan tahun 2020 sebesar 119,43% atau 

dikategorikan “Sangat Tinggi”. 

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, Pencapaian Skor Pola Pangan ditargetkan 

sebesar 70 poin dan terealisasi sebesar 83,60 poin dengan capaian 

kinerja sebesar 119,43%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Pencapaian 

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020 meningkat sebesar 14,1 

poin dari tahun 2019 yang sebesar 69,9 poin sehingga terjadi 

peningkatan kinerja dengan persentase  realisasi capaian kinerja 

sebesar 119,60% dari tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 104,50%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

terus mempertahankan bahkan meningkatkan Pencapaian Skor Pola 

Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Rote Ndao. 

 

Gambar 2.20 
Tren Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
   

 

 

 

 

 

 
     Sumber  : Dinas Pangan Kab. Rote Ndao 2021 dan Olahan Data RKPD 2021. 
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Adapun tren realisasi Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH)di Kabupaten Rote Ndao selama periode tahun 2018-2020 

menunjukan realisasi kinerja yang positif dengan peningkatan nilai 

PPPH yaitu tahun 2018 mencapai 70,0 poin, tahun 2019 mencapai 

69,90 poin dan tahun 2020 meningkat menjadi 83,60 poin. Realisasi 

indikator kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir 

RPJMD 2024 maka mencapai over target sebesar 3,60 poin. Selain itu, 

tren realisasi kinerja menunjukan sangat optimis melampaui target 

akhir RPJMD. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-2 Periode Tahun 2019-2024 yaitu 

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berdaya 

Saing” melalui kebijakan strategis peningkatan ketahanan pangan 

daerah;  

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang 

pangan di Kabupaten Rote Ndao; dan 

3) Dukungan lintas sektoral dalam mensukseskan peningkatan 

ketahanan dan kedaulatan pangan daerah. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1. Belum optimalnya pengembangan pertanian pada lahan kering perlu 

di tingkatkan agar produksi hasil pertanian dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan petani; 

2. Sulitnya mengubah pola konsumsi masyarakat, dari beras ke non 

beras; 

3. Belum optimalnya upaya-upaya pengamanan pangan. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan 

maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas 

Perangkat Daerah dan instansi lainnya dalam rangka pengembangan 

lahan kering; 
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2. Kampanye dan sosialisasi tentang diversifikasi pangan secara lebih 

intensif; dan 

3. Optimalisasi upaya-upaya pengamanan pangan, seperti uji 

kandungan gizi pangan. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran ini adalah Program Pengembangan Ketersediaan dan 

penanganan Rawan Pangan, Program Pengembangan Sistim Distribusi 

dan Cadangan Pangan, Program Pengembangan Keamanan Pangan dan 

Program Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp.394.146.000,- (Tiga Ratus 

Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) 

terealisasi sebesar Rp.392.792.139,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua 

Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Tuga Puluh Sembilan 

Rupiah) atau sebesar 99,66%. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 

Tabel 2.38 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

119,43 99,66 0,34 Efisien 1,20 Efektif 

 
Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 0,34% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 
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MISI 2 

Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas 
Komoditi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 
Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan 

 
Kedaulatan pangan merupakan kebijakan yang diarahkan pada 

ketersedian dan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka 

mengantisipasi dam mengatasi masa-masa sulit/paceklik. Untuk 

mencapai kedaulatan pangan daerah maka dilaksanakan pembangunan 

terpadu antar kawasan strategis yang memiliki potensi pertanian dan 

perikanan dengan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan 

diversifikasi komoditas. Dilain pihak penyediaan sarana prasarana 

alsintan (alat dan mesin pertanian) yang memadai, pendampingan, 

pemberdayaan kemampuan masyarakat perlu didorong untuk 

meningkatkan produksi dan produktivitasnya. 

 

Tabel 2.39 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian, 
Perkebunan dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan 

 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Produksi 
Sektor 
Pertanian 

Ton 140.107, 
30 

147.592, 
30 

91.064, 
05 

61,70 178.701  65,00 50,96 

2. Produksi 
Peternakan 

Ekor 89.452 90.993 90.993 100,00 97.461  101,72 93,36 

3. Produksi 
Kelautan 

dan 
Perikanan 

Ton 19.280 19.703 19.703 100,00 22.302  102,19 88,35 

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 87,23   

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu Produksi Sektor Pertanian, 

Produksi Peternakan dan Produksi Kelautan Perikanan, dengan capaian 

kinerja tujuan sebesar 87,23%. Berdasarkan pengukuran atas capaian 

kinerja sasaran tersebut disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran 

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian, 

Perkebunan dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan 

tahun 2020 sebesar 87,23% atau dikategorikan “Tinggi”. 
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Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Produksi Sektor Pertanian. 

Produksi sektor pertanian merupakan jumlah produksi yang 

dihasilkan dari sektor pertanian di Kabupaten Rote Ndao. Pertanian 

masih memegang peranan penting dalam struktur ekonomi 

Kabupaten Rote Ndao dengan kontribusi di atas 47%. 

Gambaran Produksi Pertanian di Kabupaten Rote Ndao tahun 

2020 dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Tabel 2.40 

Produksi Tanaman Pangan 
di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

Kecamatan 

Produksi Pertanian (Ton) 

Total Padi 
Sawah 

Jagung 
Kedela

i 

Kacan
g 

Tanah 

Kacan
g 

Hijau 

Ubi 
Kayu 

Ubi 
Jalar 

Shorgu
m 

1 Rote Barat 
Daya 

6.333,8 2.308,4           -        
64,8  

    
6,0  

-    43,0           
0,2  

8.756,2  

2 Rote Barat 
Laut 

14.997,8  1.839,0           -       
110,4  

    
63,6  

535,8  635,1           
7,4  

18.189,1  

3 Lobalain 17.224,1  1.661,7           -        
10,5  

    
18,2  

180,8  -               -    19.095,3  

4 Rote 
Tengah 

7.180,4  490,0           -        
22,0  

    
10,8  

113,0  121,8             -    7.938,0  

5 Rote 
Selatan 

1.292,0  1.989,0           -        
4,2  

    
7,2  

230,0  261,0             -    3.783,4  

6 Pantai 
Baru 

7.720,3  1.316,6           -        
94,3  

    
45,2  

399,0  275,2             -    9.850,6  

7 Rote Timur 8.632,0  391,5           -        
27,6  

    
11,7  

79,8  24,9           
0,4  

9.167,9  

8 Landu 
Leko 

2.261,0  1.002,4           -        
99,0  

        -    57,0  43,0             -    3.462,4  

9 Rote Barat 1.725,0  1.709,1           -        
86,4  

    
5,5  

285,0  170,0           
7,5  

3.988,5  

1

0 

Ndao Nuse -    13,0           -        

2,1  

    

0,7  

11,2  8,5             -    35,5  

Jumlah 
67.366,

4 
12.720,

7 
- 521,3 168,9 

1.891,
6 

1.582,
5 

15,5 
84.266,

9 

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao, 2021 

Tabel diatas menunjukan bahwa total produksi tanaman 

pangan di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 sebanyak 84.266,9 ton, 

yang terdiri dari Padi Sawah sebanyak 67.366,4 ton, Jagung 

sebanyak 12.720,7 ton, Kacang Tanah sebanyak 521,3 ton, Kacang 

Hijau sebanyak 168,9 ton, Ubi Kayu sebanyak 1.582,5 ton dan 

Shorgum sebanyak 15,5 ton. 
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Tabel 2.41 
Produksi Pertanian di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

No. Produksi Pertanian 
Jumlah 

(ton) 

1 Tanaman Pangan    84.266,90  

2 Tanaman Holtikultura      6.067,00  

3 Tanaman Buah         718,00  

4 Tanaman Hias           11,58  

5 Tanaman Obat            0,57  

Jumlah 91.064,05 

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao, 2021 

 
Tabel diatas menunjukan bahwa total produksi pertanian di 

Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 sebanyak 91.064,05 ton, yang 

terdiri dari Tanaman Pangan sebanyak 84.266,90 ton, Tanaman 

Holtikultura sebanyak 6.067 ton, Tanaman Buah sebanyak 718 ton, 

Tanaman Hias sebanyak 11,58 ton dan Tanaman Obat sebanyak 0,57 

ton. 

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja Produksi Sektor Pertanian di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 tidak mencapai target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, Produksi Sektor Pertanian ditargetkan 

sebesar 147.592,30 ton dan terealisasi sebesar 91.064,05 ton dengan 

capaian kinerja sebesar 65,00%. Hal ini diakibatkan rendahnya 

curah hujan yang mengakibatkan kemarau panjang dengan dengan 

debit air irigasi yang sangat rendah pada tahun 2020 sehingga 

berdampak pada rendahnya luas areal tanam dan areal panen 

produksi pertanian.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Produksi 

Sektor Pertanian tahun 2020 menurun sebesar 43.043,25 ton dari 

tahun 2019 yang sebesar 140.107,30 ton sehingga terjadi penurunan 

kinerja dengan persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 65% dari 

tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 50.96%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

meningkatkan Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Rote Ndao. 
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Gambar 2.21 
Tren Produksi Sektor Pertanian dan Gap Realisasi Kinerja 2020 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
  

 

 

 

 

 

 
      Sumber  : Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao 2021 dan Olahan Data RPJMD 2019-2024. 
 

Adapun tren realisasi indikator kinerja Produksi Sektor 

Pertanian menunjukan bahwa meskipun pada tahun 2020 produksi 

sektor pertanian turun menjadi 91.064,05 ton, namun selama 

periode 2016-2019 menunjukan perkembangan yang positif dengan 

adanya tren peningkatan  yaitu tahun 2016 sebanyak 125.919 ton, 

tahun 2017 sebanyak 123.407,80, tahun 2018 naik menjadi 

128.800,70 ton dan tahun 2019 naik menjadi 140.107,30 ton. 

Realisasi indikator kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan 

target akhir RPJMD 2024 masih terdapat gap sebesar 87.636,95 ton, 

namun tren perkembangan realisasi kinerja tersebut masih optimis 

untuk mencapai target akhir RPJMD. 
 

2) Produksi Peternakan. 

Gambaran Produksi Peternakan di Kabupaten Rote Ndao tahun 

2020 dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 2.42 
Produksi Peternakan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2020 

Jenis Ternak 
Jumlah (ekor) 

2019 2020 

A. Ternal Besar 89.452 90.993 

1. Sapi 65.375 66.682 

2. Kerbau 16.503 16.586 

3. Kuda 7.574 7.725 

B. Ternak Sedang/Kecil 217.833 221.677 

1. Kambing  51.150 52.684 

2. Domba 21.752 22.404 

3. Babi 48.629 45.472 

4. Ayam Buras 91.768 96.356 

5. Ayam Ras 4.534 4.761 

Jumlah 307.285 312.670 

       Sumber : Dinas Peternakan Kab. Rote Ndao, 2021 
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Tabel diatas menunjukan bahwa produksi peternakan di 

Kabupaten Rote Ndao meningkat selama 2 (dua) tahun terakhir, pada 

tahun 2019 berjumlah 307.285 ekor yang terdiri dari ternak besar 

sebanyak 89.452 ekor dan ternak kecil sebanyak 217.833 ekor, 

sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 312.670 ekor yang terdiri 

dari ternak besar sebanyak 90.993 ekor dan ternak kecil sebanyak 

221.677 ekor. 

Pada tahun 2020 populuasi ternak babi menurun karena 

mewabahnya virus African Swine Fever (ASF) di seluruh wilayah 

Kabupaten Rote Ndao sehingga Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 

melalui Dinas Peternakan memberikan bantuan bibit ternak babi 

sejumlah 314 (tiga ratus empat belas) ekor bersumber dari dana 

Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 

2020 dalam rangka meningkatkan populasi ternak babi dan 

pemulihan ekonomi masyarakat petani/peternak di Kabupaten Rote 

Ndao.  

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja Produksi Peternakan di Kabupaten 

Rote Ndao pada tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan. Pada 

tahun 2020, Produksi Peternakan ditargetkan sebesar 90.993 ekor 

dan terealisasi sebesar 90.993 ekor dengan capaian kinerja sebesar 

100%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Produksi 

Peternakan tahun 2020 meningkat sebesar 5.385 ekor dari tahun 

2019 yang sebesar 307.285 sehingga terjadi peningkatan kinerja 

dengan persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 101,75% dari 

tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 93,36%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

terus meningkatkan Produksi Peternakan di Kabupaten Rote Ndao. 
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Gambar 3.22. 
Produksi Peternakan di Kabupaten Rote Ndao dan  

Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
 
 
 
 
 

 

 

 

       Sumber  : Dinas Peternakan Kab. Rote Ndao, 2021. 
 

Peningkatan produksi peternakan khususnya ternak besar di 

Kabupaten Rote Ndao meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 

sebesar 89.452 ekor dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 

sebesar 90,993 ekor. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 apabila 

dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih terdapat gap 

sebesar 6.468 ekor namun perkembangan produksi peternakan 

menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai. 
 

3) Produksi Kelautan dan Perikanan. 

Produksi peternakan dalam pencapaian indikator sasaran ini 

merupakan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya di 

Kabupaten Rote Ndao 

Tabel 2.43 
Produksi Kelautan dan Perikanan  

di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2020 

Produksi (Ton) 2019 2020 

Perikanan Tangkap 3.529 3.697 

Budidaya Rumput Laut 15.746 16.000 

Perikanan Budidaya 5 6 

Jumlah 19.280 19.703 

      Sumber : Dinas Peternakan Kab. Rote Ndao, 2021 

Tabel diatas menunjukan bahwa Produksi Kelautan dan 

Perikanan di Kabupaten Rote Ndao meningkat selama 2 (dua) tahun 

terakhir, pada tahun 2019 berjumlah 19.280 ton yang terdiri dari 

Perikanan Tangkap sebesar 3.529 ton, Budidaya Rumput Laut 

sebesar 15.746 ton dan Perikanan Budidaya sebesar 5 ton, pada 

tahun 2020 berjumlah 19.703 ton yang terdiri dari Perikanan 

Tangkap sebesar 3.697 ton, Budidaya Rumput Laut sebesar 16.000 

ton dan Perikanan Budidaya sebesar 6 ton. 
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Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja Produksi Kelautan dan Perikanan di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 mencapai target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, Produksi Peternakan ditargetkan 

sebesar 19.703 ton dan terealisasi sebesar 19.703 ton dengan 

capaian kinerja sebesar 100%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Produksi 

Kelautan dan Perikanan tahun 2020 meningkat sebesar 423 ton dari 

tahun 2019 yang sebesar 19.280 ton sehingga terjadi peningkatan 

kinerja dengan persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 102,19% 

dari tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 88,35%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

terus meningkatkan Produksi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten 

Rote Ndao. 

Gambar 2.23 
Produksi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rote Ndao dan  

Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
 
 
 
 
 

 

 

 

     Sumber  : Dinas Perikanan Kab. Rote Ndao 2021 dan Olahan Data. 
 

Tren Produksi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rote Ndao 

meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2017 sebesar 19,086 ton, 

tahun 2018 naik menjadi 19.142 ton, tahun 2019 naik menjadi 

19.280 ton dan tahun 2020 naik menjadi 19.703 ton. Realisasi 

indikator kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir 

RPJMD 2024 masih terdapat gap sebesar 2.599 ton namun tren 

Produksi Kelautan dan Perikanan menunjukan optimis target akhir 

RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 
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1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam 

mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode 

Tahun 2019-2024 yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 

dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata 

Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan” melalui upaya-

upaya meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan 

perikanan. 

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

bidang pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Rote 

Ndao; 

3) Adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT 

untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian, peternakan 

dan perikanan di Kabupaten Rote Ndao seperti bantuan 

bibit/benih, vaksin, bibit pakan, sarana prasarana dan lainnya; 

dan 

4) Tersedianya sumberdaya petani, peternak dan nelayan yang 

bersinergi dengan petugas teknis dinas terkait dan tenaga 

fungisonal lapangan di bidang pertanian, peternakan dan 

perikanan. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan 

diatas, pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan 

kendala antara lain : 

1) Belum optimalnya pengembangan pertanian pada lahan kering 

perlu ditingkatkan agar produksi hasil pertanian dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan petani; 

2) Masih tingginya alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; 

3) Curah hujan yang sangat rendah dan sulit dikendalikan 

4) Banyaknya infrastruktur/jaringan irigasi pertanian yang rusak;  

5) Makin berkurang dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian; 

6) Masih tingginya susut hasil komoditi pertanian dan Harga jual 

yang rendah pada saat panen. 

7) Belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai 

rekomendasi spesifik lokasi;  

8) Sistem pemeliharaan ternak yang masih bersifat ekstensif; 
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9) Invasi gulma (pohon duri/acacia leucatica dan cromolena odorata) 

menyebabkan padang penggembalaan semakin sempit; dan 

10) Tingkat mobilitas dan kematian ternak (mortality rate) masih 

tinggi; 

11) Potensi sumber daya alam pesisir belum dimanfaatkan secara 

optimal dan berkelanjutan, karena keterbatasan sumberdaya 

manusia (minimnya pelatihan karena keterbatasan alokasi dana), 

sarana prasarana/infrastruktur dan teknologi yang 

mengakibatkan masyarakat pesisir hidup di bawah garis 

kemiskinan; 

12) Belum tersedianya pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan yang 

tetap baik itu tempat pelelangan maupun kapal; 

13) Masih adanyan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan di 

wilayah perairan Kabupaten Rote Ndao dengan menggunakan 

sarana tangkap yang tidak sesuai seperti bahan kimia potassium, 

Kompresor untuk selam dan bahan peledak lainnya yang 

berdampak pada berkurangnya potensi sumberdaya ikan; 

14) Kurangnya kesadaran dan partisipasi Nelayan Lokal, Andon dan 

Pengusaha untuk mentaati penyampaian laporan kegiatan secara 

berkala. 

15) Masih ditemukan kurangnya rekanan peminat terhadap sejumlah 

program dan kegiatan karena kurang marketable  dan saling 

menguntungkan. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 

lintas perangkat daerah dan instansi lainnya dalam rangka 

pengembangan lahan kering dan advokasi fungsi lahan pertanian 

dan sosialisasi dampak alih fungsi lahan petanian; 

2) Optimalisasi dan rehabilitasi sumber-sumber air dan 

infrastruktur/jaringan irigasi pertanian yang rusak;  

3) Pembangunan embung untuk menampung air hujan sehingga 

pada musim kemarau kelangkaan air dapat dikurangi 

4) Penyediaan upah tenaga kerja pertanian melalui optimalisasi 

anggaran; 
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5) Pemenuhan kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi 

spesifik lokasi;  

6) Penanganan pasca panen yang baik untuk meminimalkan susut 

hasil komoditi pertanian dan Peningkatan peran BULOG untuk 

bekerja sama dengan kelompok tani/ gapoktan untuk 

menampung gabah/beras dari petani. 

7) Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat petani peternakan 

tentang sistem peternakan yang berkualitas; 

8) Peningkatan Pakan Ternak melalui kebun hijauan makanan 

ternak dengan penebasan pohon duri  dan peningkatan Pelayanan 

Kesehatan Hewan; 

9) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM petani, nelayan, 

peternak dan aparatur teknis pemerintah melalui pendidikan dan 

pelatihan teknologi terapan. 

10) Peningkatan sarana prasarana/infrastruktur peternakan dan 

perikanan. 

11) Peningkatan investasi infrastruktur permodalan usaha dan 

jaringan pemasaran hasil tangkapan nelayan untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi di tingkat Kelompok Pembudidaya Ikan 

(Pokdakan) dan Intensifikasi Budidaya (Inbud) Rumput Laut; dan 

12) Peningkatan sosialisasi tentang regulasi penangkapan dan 

pengawasan serta konservasi perairan wilayah Rote Ndao, 

terhadap nelayan/petani lokal, andon maupun pengusaha dan 

masyarakat pesisir. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran ini adalah Program Peningkatan Kelembagaan dan Sarana 

Prasarana Pertanian. Program Pengembangan Tanaman Pangan, 

Program Pengembangan Tanaman Perkebunan, Program 

Pengembangan Tanaman Hortikultura, Program Peningkatan 

Pembibitan dan Produksi Ternak, Program Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program 

Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan, Program 

Peningkatan Agribisnis dan Penyuluhan Peternakan, Program 

Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pembinaan Usaha dan 

Pengolahan Hasil Perikanan dan Program Pengembangan Perikanan 

Budidaya Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, dengan dukungan anggaran 
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sebesar Rp.7.954.407.601,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh 

Lima Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah) 

terealisasi sebesar Rp.7.665.385.250,- (Tujuh Miliar Enam Ratus 

Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua 

Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 96,37%. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran 

efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi 

anggaran sebagai berikut: 

 
Tabel 2.44 

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas 
Komoditi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Untuk Mencapai 

Kedaulatan Pangan 
 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

% 
Kategori 

Rasio 
Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

87,23 96,37 3,63 Efisien 0,91 
Kurang 
Efektif 

 
Berdasarkan tampilan tabel diatas yang menunjukan bahwa 

rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran 

menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga 

dikategorikan Kurang Efektif, namun realisasi anggaran pencapaian 

kinerja sasaran menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran 

sebesar 3,63% sehingga dikategorikan Efisien. 

 

MISI 2 

Sasaran 4 : Meningkatnya Peran Pariwisata Dalam 
Perekonomian Daerah 

 
Dengan mengacu pada maka Visi Kabupaten Rote Ndao : 

“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara 

Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh 

Pertanian dan Perikanan”. Pariwisata merupakan Leading sektor 

dan potensi di Kabupaten Rote Ndao untuk dikembangkan dan 

diperkenalkan baik dalam dan luar negeri. Banyak obyek wisata yang 

bisa dikembangkan dan dikunjungi wisatawan dengan keragaman 

daya tariknya.  
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Tabel 2.45 
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata  
di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 

 

Kunjugan 
Wisatawan 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Manca Negara 1.107   1.399   1.585   1.801   2.507        96  

Nusantara  1.538   1.891   1.525   2.060   2.481   3.510  

Jumlah  2.645   3.290  3.110  3.861   4.988   3.606  
   Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao, 2020-2021. 

Tabel diatas menunjukan jumlah kunjungan wisata  di 

Kabupaten Rote Ndao terus meningkat tiap tahunnya dan ditargetkan 

meningkat signifikan pada tahun 2020 namun akibat pandemik 

COVID-19 yang melanda dunia termasuk Kabupaten Rote Ndao juga 

terkena dampak kunjungan wisata baik nusantara maupun manca 

Negara 
 

 

Tabel 2.46 
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

No Bulan 

Wisatawan 
Mancanegara 

Wisatawan Nusantara  TOTAL 
(Wisman + 
Domestik) Lak-

Laki 
Perem
puan 

Jumlah 
Laki-
Laki 

Peremp
uan 

Jumlah 

1 Januari  -   -     -    -   -          -           -   

2 Februari  -   -     -    -   -          -           -   

3 Maret  -   -     -    -   -          -           -   

4 April  -   -     -    -   -          -           -   

5 Mei  -   -     -    -   -          -           -   

6 Juni  -       -       19           6         25         25  

7 July  -       -       59         29         88         88  

8 Agustus  -       -      119         50       169       169  

9 September     3          1      4      42         73       115       119  

10 Oktober   54        33    87     475       644    1.119    1.206  

11 November  -   -     -       97         35       132       132  

12 Desember     3          2      5  1.275       587    1.862    1.867  

Jumlah 60 36 96 2.086 1.424 3.510 3.606 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao, 2021. 

Kinerja penyelenggaraan urusan bidang pariwisata dapat 

dilihat dari jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Rote Ndao 

sehingga dapat berkontribusi pada sektor perekonomian khususnya 

peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah di Sektor Pariwisata.  

Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata sebanyak 3.606 

wisatawan terdiri dari wisatawan manca negara sebanyak 96 orang 

dan wisatawan nusantara sebanyak 3.510 orang. 
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Tabel 2.47 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Peran Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% realisasi 
2020 

terhadap 
tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Jumlah 
Kunjungan 
Wisata 

Orang  4.988 2.123 3.606 169,85 70.000 72,29 5,15 

 Capaian Kinerja Sasaran 169,85   

 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Kunjungan 

Wisata, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 169,85%. 

Berdasarkan pengukuran atas capaian kinerja sasaran tersebut 

disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Peran 

Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah tahun 2020 sebesar 

169,85% atau dikategorikan “Sangat Tinggi”. 

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Kunjungan Wisata di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, Jumlah Kunjungan Wisata ditargetkan 

sebanyak 2.123 orang dan terealisasi sebanyak 3.606 orang dengan 

capaian kinerja sebesar 169,85%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Jumlah 

Kunjungan Wisata tahun 2020 menurun sebanyak 1.382 orang dari 

tahun 2019 yang sebanyak 4.988 orang sehingga terjadi penurunan 

kinerja dengan persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 72,29% 

dari tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan dampak pandemic 

COVID-19 yang melanda dunia termasuk Kabupaten Rote Ndao yang 

sangat mempengaruhi kunjungan wisata baik domestik maupun 

mancanegara. 

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD hanya 

tercapai sebesar 5,15%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Rote Ndao. 
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Jumlah Kunjungan Wisata 

Gambar 2.24 
Tren Jumlah Kunjungan Wisata  

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
   

 

 

 

 

 

 
     Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao 2020-2021 dan Olahan Data. 
 

Adapun tren realisasi indikator kinerja Jumlah Kunjungan 

Wisata selama periode 2015-2019 menunjukan perkembangan yang 

positif dengan jumlah kunjungan wisata yang cenderung meningkat 

yakni pada tahun 2015 sebanyak 2.654 wisatawan, tahun 2016 

sebanyak 3.290 wisatawan, tahun 2017 sebanyak 3.110 wisatawan, 

tahun 2018 sebanyak 3.861 wisatawan dan tahun 2019 sebanyak 

3.606 wisatawan. Meskipun pada tahun 2020 jumlah kunjungan 

wisata turun menjadi 3.606 wisatawan yang merupakan dampak dari 

Pandemic COVID-19 yang melanda dunia, namun jumlah kunjungan 

wisata masih diatas rata-rata kunjungan wisata periode 2015-2018. 

Realisasi indikator kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan 

target akhir RPJMD 2024 masih terdapat gap sebesar 66.394 

kunjungan wisata, namun tren realisasi kinerja menunjukan 

perkembangan yang postif untuk mencapai target akhir RPJMD. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:  

1) Adanya komitmen yang kuat Pemerintah Kanupaten Rote Ndao 

melalui kebijakan strategis dalam mengemban Misi ke-2  

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu 

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan 

Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata Yang Didukung Oleh 

Pertanian Dan Perikanan”. 
2) Potensi Alam Kabupaten Rote Ndao; alam merupakan salah satu 

faktor pendorong seorang melakukan perjalanan wisata karena 

ada orang berwisata hanya sekedar menikmati keindahan alam, 

ketenangan alam, serta ingin menikmati keaslian fisik flora dan 

faunanya. 
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3) Potensi Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao; dalam arti luas bukan 

hanya meliputi seperti kesenian atau kehidupan kerajinan dan 

lain-lain. Akan tetapi meliputi adat istiadat yang ada dan segala 

kebiasaan yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Sehingga diharapkan pengunjung bisa tertahan dan dapat 

menghabiskan waktu di tengah-tengah masyarakat dengan 

kebudayaannya yang dianggap menarik; dan 

4) Adanya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah         

Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam 

rangka penataan pariwisata dan pelayanan bidang kepariwisataan 

di Kabupaten Rote Ndao. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan 

diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan 

kendala antara lain: 

1) Belum optimalnya promosi, informasi dan pemasaran pariwisata 

yang dilakukan baik di dalam maupun luar negeri; 

2) Belum optimalnya penyelenggaraan event pariwisata yang 

dilaksanakan secara periodik yang dikemas dalam atraksi yang 

menarik dan atraktif serta berskala luas yang mampu menarik 

wisatawan berkunjung; 

3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai di 

lingkungan obyek dan daya tarik wisata; 

4) Masíh rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola obyek 

dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku 

pariwisata lainnya; dan 

5) Belum maksimalnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan 

dunia usaha pariwisata dan masyarakat. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan 

maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Mengoptimalkan promosi, informasi dan penyelenggaraan event 

pariwisata, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah dan 

pelaku usaha pariwisata; 

2) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana di 

lingkungan obyek dan daya tarik wisata  untuk menarik 

wisatawan; dan  
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3) Melakukan kolaborasi dan sinergitas antar pelaku bidang 

pariwisata dari hulu hingga hilir serta meningkatkan peran 

pemerintah dalam pembinaan kelompok sadar wisata, pengelola 

obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para pelaku 

pariwisata lainnya. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran ini adalah Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran 

Pariwisata Daerah, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.98.114.500,- 

(Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus 

Rupiah) terealisasi sebesar Rp.81.250.000,- (Delapan Puluh Satu Juta 

Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 82,81%. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 
 

Tabel 2.48 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Pariwisata Dalam 
Perekonomian Daerah 

 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio 
Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

169,85 82,81 17,19 Efisien 2,05 Efektif 

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 17,19% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 

MISI 2 

Sasaran 5 : Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri 
dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian 

 
Stabilitas ekonomi merupakan prasyarat dasar tercapainya 

peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu melalui peningkatan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  Stabilitas perekonomian daerah 

menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, apabila 

perekonomian daerah tidak stabil akan menimbulkan masalah-masalah 

ekonomi seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat 

pengangguran, dan tingginya tingkat inflasi. 
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Tabel 2.49 

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 
Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan Dalam 

Stabilitas Perekonomian 
 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Kontribusi 

Sektor 
Perdagangan 
Terhadap 
PDRB 

% 6,96 6,96 6,67 95,83 9,39 95,83 71,03 

Capaian Kinerja Tujuan 95,83   

 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu Kontribusi Sektor 

Perdagangan Terhadap PDRB, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 

95,83%. Berdasarkan pengukuran atas capaian kinerja sasaran 

tersebut disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya 

Peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan Dalam Stabilitas 

Perekonomian tahun 2020 sebesar 95,83% atau dikategorikan “Sangat 
Tinggi”. 

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap 

PDRB di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 tidak mencapai target 

yang ditetapkan. Pada tahun 2020, Kontribusi Sektor Perdagangan 

Terhadap PDRB ditargetkan sebesar 6,96% dan terealisasi sebesar 

6,67% dengan capaian kinerja sebesar 95,83%. Hal ini disebabkan 

dampak Pandemic COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap supply 

dan demand dalam transaksi sektor perdagangan akibat dari 

menurunnya daya beli masyarakat. 

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Kontribusi 

Sektor Perdagangan Terhadap PDRB tahun 2020 menurun sebesar 

0,29% dari tahun 2019 yang sebesar 6,96% sehingga terjadi penurunan 

kinerja dengan persentase  realisasi capaian kinerja sebesar 95,83% dari 

tahun sebelumnya. Penurunan kontribusi sektor perdagangan pada 

tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kontraksi perekonomian nasional, 

regional maupun lokal akibat pandemic COVID-19. 
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6.67%

9.39%

Gap

2.72%
Realisasi 2020
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Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 71,03%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di 

Kabupaten Rote Ndao. 

Gambar 2.25 
Tren Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB  

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Sumber  : BPS Kabupaten Rote Ndao 2021 dan Olahan Data. 
 

Adapun tren realisasi indikator kinerja Kontribusi Sektor 

Perdagangan Terhadap PDRB selama 5 (lima) tahun terakhir 

menunjukan bahwa realisasi kinerja yang cenderung menurun yaitu 

tahun 2016 sebesar 7,29%, tahun 2017 sebesar 7,06%, tahun 2018 

sebesar 6,98%, tahun 2019 sedikit meningkat dengan capaian sebesar 

6,96% dan kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar 6,67%. 

Realisasi indikator kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan 

target akhir RPJMD 2024 masih terdapat gap sebesar 2,17%, sehingga 

dengan tren realisasi kinerja diperlukan upaya yang strategis agar target 

akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut : 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui 

kebijakan strategis dalam mengemban Misi ke-2 Pemerintah 

Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu 

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan 

Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata Yang Didukung Oleh 

Pertanian Dan Perikanan” melalui upaya-upaya meningkatkan 

pertumbuhan sektor perdagangan; dan 



LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020  203 

 

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang 

Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan; 

2) Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penataan dan 

pembinaan kepada kelompok pedagang/ usaha informal; dan 

3) Bergesernya cara belanja sebagian masyarakat dari offline menjadi 

online yang transaksi perdagangannya menjadi kurang terdeteksi. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan 

maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan 

kegiatan ekonomi dan pengembangan perdagangan, terutama 

revitalisasi pasar tradisional, sehingga mendorong pertumbuhan 

produk unggulan lokal; 

2) Peningkatan anggaran untuk melaksanakan penataan dan 

pembinaan kepada kelompok pedagang/usaha informal sehingga 

cakupan pembinaan kelompok pedagang/usaha informal bisa 

senantiasa meningkat; dan 

3) Memperbaiki pasar daerah dalam memberikan pelayanan, penyajian 

dan harga kompetitif produk kepada pelanggan. 

Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran 

ini yaitu Program Pengembangan dan Pembinaan Perdagangan, dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp.271.960.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh 

Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar 

Rp.265.916.900,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus 

Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar 97,78%. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.50 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri 
dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian 

 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

95,83 97,78 2,22 Efisien 0,98 
Kurang 
Efektif 

 
Berdasarkan tampilan tabel diatas yang menunjukan bahwa rasio 

capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran menunjukan 

tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan 

Kurang Efektif, namun realisasi anggaran pencapaian kinerja sasaran 

menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,22% sehingga 

dikategorikan Efisien. 

 

MISI 3 

Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas 

 
Salah satu faktor kunci dalam mendorong pengembangan potensi 

ekonomi geografis adalah aksesibilitas wilayah yang melahirkan ekonomi 

mudah, murah dan cepat. Konektivitas wilayah sebagai urat nadi 

pembangunan ekonomi daerah makin meningkat apabila di dukung 

dengan lancarnya akses masuk dan keluar ke Kabupaten Rote Ndao. 
 

Tabel 2.51 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Konektivitas 
 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Proporsi 
Panjang 
Jalan 
Kabupaten 
Dalam 

Kondisi 
Baik 

%  37,77  46,54 38,83 83,43 92,80  102,81     41,84  

 Capaian Kinerja Sasaran  83,43    
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Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu Proporsi Panjang Jalan 

Kabupaten Dalam Kondisi Baik, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 

83,43%. Berdasarkan pengukuran atas capaian kinerja sasaran 

tersebut disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya 

Konektivitas tahun 2020 sebesar 83,43% atau dikategorikan “Tinggi”. 

Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik 

merupakan perbandingan panjang jalan kondisi baik dengan panjang 

jalan seluruhnya di Kabupaten Rote Ndao. Peningkatan kualitas dan 

kuantitas jalan kabupaten berfungsi sebagai multiplier effect 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao. Panjang jalan 

kabupaten dalam kondisi baik sampai dengan keadaan tahun 2020 

sepanjang 178,560 Km jika diperbandingkan dengan total panjang jalan 

kabupaten sepanjang 459,833 Km maka proporsi panjang jalan 

kabupaten dalam kondisi baik sebesar 38,83%. 

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam 

Kondisi Baik di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 tidak mencapai 

target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, Proporsi Panjang Jalan 

Kabupaten Dalam Kondisi Baik ditargetkan sebesar 46,54% dan 

terealisasi sebesar 38,83% dengan capaian kinerja sebesar 92,80%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Proporsi 

Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik tahun 2020 meningkat 

sebesar 1,06% dari tahun 2019 yang sebesar 37,77% sehingga terjadi 

peningkatan kinerja dengan presentase realisasi capaian kinerja sebesar 

102,81% dari tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 41,84%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

meningkatkan Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di 

Kabupaten Rote Ndao. 
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Gambar 2.26 
Tren Realisasi Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik 

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
  

 

 

 

 

 

Sumber  : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rote Ndao 2021 dan 
Olahan Data RKPD Kab. Rote Ndao 2021. 

 

Adapun tren realisasi indikator kinerja Proporsi Panjang Jalan 

Kabupaten Dalam Kondisi Baik selama 5 (lima) tahun terakhir 

menunjukan perkembangan yang positif dengan meningkat setiap 

tahunnya, yakni tahun 2016 sebesar 34,06%, tahun 2017 naik menjadi 

35,15%, tahun 2018 naik menjadi 36,78%, tahun 2019 naik menjadi 

37,77% dan tahun 2020 naik menjadi 38,83%. Realisasi indikator 

kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 

2024 masih terdapat gap sebesar 53,97%, namun tren realisasi kinerja 

menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat 

melalui kebijakan strategis dalam mengemban Misi ke-3 Periode 

Tahun 2019-2024 yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas 

Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan 

Hidup yang Berkelanjutan”; 

2) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga 

pengerjaan konstruksi jalan dan jembatan di wilayah selesai tepat 

waktu; 

3) Adanya pemeliharaan dan penambahan perlengkapan jalan dan 

jembatan secara bertahap serta peningkatan dari sisi teknologi; 

4) Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam 

melaksanakan program kebinamargaan; dan 
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5) Tersedianya anggaran yang cukup guna pemeliharaan dan 

penambahan perlengkapan jalan dan jembatan. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Masih terdapat beberapa ruas jalan kabupaten yang perlu 

peningkatan dan pemeliharaan secara berkala dan kontinyu untuk 

menjaga kondisi jalan selalu dalam kondisi baik; 

2) Rawannya kerusakan jalan akibat bencana alam, khususnya pada 

musim penghujan; 

3) Masih kurangnya Peralatan penunjang pendukung bidang pekerjaan 

umum, seperti alat berat dan peralatan uji kebinamargaan; dan 

4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan 

pengelolaan jalan. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut: 

1) Penyediaan anggaran secara kontinyu bagi pemeliharaan 

infrastruktur jalan dan saluran drainase untuk menjaga selalu dalam 

kondisi baik;  

2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan 

akibat bencana alam; 

3) Peningkatan anggaran untuk pengadaan alat berat dan peralatan uji 

kebinamargaan; dan 

4) Peningkatan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam pemeliharaan dan pengelolaan jalan. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran ini adalah Program Pengembangan, Pengelolaan Jalan dan 

Jembatan, Sarana Prasarana Kebinamargaan dan Jasa Konstruksi, 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp.33.726.734.405,- (Tiga Puluh 

Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh 

Empat Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) terealisasi sebesar 

Rp.33.314.967.089,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan 

Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 

sebesar 98,78%. Program pendukung tersebut dilaksanakan melalui 

kegiatan-kegiatan meliputi Pembangunan Jalan, Pembangunan 

Jembatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, dan Rehabilitasi 

Pemeliharaan Jembatan. 
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Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 

Tabel 2.52 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

83,43 98,78 1,22 Efisien 0,84 
Kurang 
Efektif 

 

Berdasarkan tampilan tabel diatas yang menunjukan bahwa rasio 

capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran menunjukan 

tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan 

Kurang Efektif, namun realisasi anggaran pencapaian kinerja sasaran 

menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,22% sehingga 

dikategorikan Efisien. 

 

MISI 3 

Sasaran 2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas 
Pembangunan Sumber Daya Air 

 
Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang 

vital baik untuk kehidupan flora, fauna, dan manusia di muka bumi 

maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari di berbagai sektor kehidupan.  

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya air bagi 

masyarakat di Kabupaten Rote Ndao sangat penting dalam 

meningkatkan akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya 

untuk air minum dan sanitasi, maupun untuk memenuhi kebutuhan 

penghidupannya.  
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Tabel 2.53 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Rasio 
Jaringan 
Irigasi 
Dalam 
Kondisi 
Baik 

%  52,49  66,43 57,01 85,82 68,17   108,61      83,63  

 Capaian Kinerja Sasaran 
 
85,82    

 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu Rasio Jaringan Irigasi 

Dalam Kondisi Baik, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 85,82%. 

Berdasarkan pengukuran atas capaian kinerja sasaran tersebut 

disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kuantitas 

dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air tahun 2020 sebesar 

85,82% atau dikategorikan “Tinggi”. 

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik merupakan 

perbandingan panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya 

pertanian di Kabupaten Rote Ndao. Peningkatan kualitas dan kuantitas 

jaringan irigasi berfungsi sebagai multiplier effect pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Rote Ndao. Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik di 

kabupaten Rote Ndao sampai dengan keadaan tahun 2020 sepanjang 

82.400,99 meter, jika diperbandingkan dengan total luas daerah irigasi 

sebesar 144.550 M2 (14,455 Ha), maka Rasio Jaringan Irigasi Dalam 

Kondisi Baik tahun 2020 sebesar 57,01%. 

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 tidak mencapai target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 

ditargetkan sebesar 66,43% dan terealisasi sebesar 57,01% dengan 

capaian kinerja sebesar 85,82%.  



LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020  210 

 

39.30 40.70
50.49 52.49 57.01 

2016 2017 2018 2019 2020

Proporsi Jaringan Irigasi 

Dalam Kondisi Baik (%)

57.01%

68.17%

Gap

11.16%

50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00%

Realisasi 2020

Target Akhir RPJMD

Gap Realisasi Kinerja 2020 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 

(%)

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Rasio Jaringan 

Irigasi Dalam Kondisi Baik tahun 2020 meningkat sebesar 4,52% dari 

tahun 2019 yang sebesar 52,49% sehingga terjadi peningkatan kinerja 

dengan presentase realisasi capaian kinerja sebesar 108,61% dari tahun 

sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 83,63%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

meningkatkan Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten 

Rote Ndao. 

Gambar 2.27 
Tren Realisasi Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik  

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
  

 

 

 

 

 

 
      Sumber  : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rote Ndao 2021 dan 

Olahan Data RKPD Kab. Rote Ndao 2021. 

Adapun tren realisasi indikator kinerja Rasio Jaringan Irigasi 

Dalam Kondisi Baik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan 

perkembangan yang positif dengan meningkat setiap tahunnya, yakni 

tahun 2016 sebesar 39,30%, tahun 2017 naik menjadi 40,70%, tahun 

2018 naik menjadi 50,49%, tahun 2019 naik menjadi 52,49% dan tahun 

2020 naik menjadi 57,01%. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 

apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih terdapat 

gap sebesar 11,16%, namun tren realisasi kinerja menunjukan optimis 

target akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat 

melalui kebijakan strategis dalam mengemban Misi ke-3 Periode 

Tahun 2019-2024 yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas 

Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan 

Hidup yang Berkelanjutan”; 
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2) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga 

pengerjaan konstruksi jalan dan jembatan di wilayah selesai tepat 

waktu; 

3) Adanya pemeliharaan dan jaringan irigasi secara bertahap serta 

peningkatan dari sisi teknologi; 

4) Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam 

melaksanakan program ciptakarya; dan 

5) Tersedianya anggaran yang cukup guna pemeliharaan dan 

penambahan jaringan irigasi. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Masih terdapat beberapa titik jaringan irigasi yang perlu peningkatan 

dan pemeliharaan secara berkala dan kontinyu untuk menjaga 

jaringan irigasi selalu dalam kondisi baik;  

2) Rawannya kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam, 

khususnya pada musim penghujan; 

3) Masih kurangnya peralatan penunjang pendukung bidang ciptakarya; 

dan 

4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan 

pengelolaan jaringan irigasi. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut: 

1) Penyediaan anggaran secara kontinyu bagi pemeliharaan jaringan 

irigasi dan saluran drainase untuk menjaga selalu dalam kondisi 

baik; dan 

2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan 

akibat bencana alam; 

3) Peningkatan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasaran 

ciptakarya; dan 

4) Peningkatan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi. 
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Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran ini adalah Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi 

Sumber Daya Air, Irigasi dan Bangunan Air Lainnya, dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp.7.703.371.350,- (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta 

Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) 

terealisasi sebesar Rp.7.522.532.800,-(Tujuh Miliar Lima Ratus Dua 

Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua  Ribu Delapan Ratus 

Rupiah) atau sebesar 97,65%. Program pendukung tersebut 

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan meliputi Pembangunan 

Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa, 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pembangunan Embung dan 

Penampung Air Lainnya, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan 

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 

Tabel 2.54 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas 
Pembangunan Sumber Daya Air 

 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

85,82 97,65 2,35 Efisien 0,88 
Kurang 
Efektif 

 
Berdasarkan tampilan tabel diatas yang menunjukan bahwa rasio 

capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran menunjukan 

tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan 

Kurang Efektif, namun realisasi anggaran pencapaian kinerja sasaran 

menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,35% sehingga 

dikategorikan Efisien. 

MISI 3 

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Permukiman dan 
Kawasan Permukiman 
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Kawasan permukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari 

lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan 

perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan permukiman 

sendiri adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri lebih dari 

satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas 

umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 

perkotaan atau perdesaan. 
 

Tabel 2.55 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Kualitas Permukiman Dan Kawasan Permukiman 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Cakupan 
Permukiman 
Layak 

% 73,95 74,90 83,30 111,21 95,82 112,64 86,93 

2. Cakupan 
Akses Air 
Minum 

% 63,97 78,02 79,26 101,59 100 123,90 79,26 

3. Cakupan 
Sanitasi 
Layak 

% 68,18 70,79 76,76 108,43 100 112,58 76,76 

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 107,08   

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu Cakupan Permukiman 

Layak, Cakupan Akses Air Minum dan Cakupan Sanitasi Layak, dengan 

rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 107,08%. Berdasarkan 

pengukuran atas capaian kinerja sasaran tersebut disimpulkan bahwa 

capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Permukiman Dan 

Kawasan Permukiman tahun 2020 sebesar 107,08% atau dikategorikan 

“Sangat Tinggi”.  

Adapun penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini 

diuraikan sebagai berikut: 
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1) Cakupan Permukiman Layak. 

Indikator merupakan perbandingan antara jumlah rumah layak 

huni Cakupan Permukiman Layak dengan jumlah rumah 

keseluruhan di Kabupaten Rote Ndao. Salah satu fokus pelaksanaan 

urusan perumahan dan permukiman di Kabupaten Rote Ndao adalah 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan 

rumah layak huni dan perbaikan penyehatan lingkungan perumahan 

yang memenuhi kriteria kesehatan, keamanan dan kenyamanan.  

 

Tabel 2.56 
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat  

Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 
 

No. Kegiatan Pembangunan 
Jumlah 
(unit) 

1 Dana Desa/Kelurahan 1.223 

2 Bantuan Aladin (Atap, Lantai dan Dinding 643 

3 Bantuan Rumah Swadaya 346 

4 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 
(BSPS) - Provinsi 

38 

5 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 
(BSPS) - Pusat 

865 

Total 3.115 

 

Peran pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 sebanyak 3.115 unit, 

berdampak pada peningkatan cakupan pemukiman layak di 

Kabupaten Rote Ndao. 
 

Tabel 2.57 
Cakupan Permukiman Layak  

Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2020 

Indikator 
Tahun 

2019 2020 

Rumah Layak Huni (unit) 24.635 27.750 

Jumlah Seluruh Rumah (unit) 33.312 33.312 

Cakupan Permukiman Layak (%) 73,95 83,30 

Sumber  : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. 
Rote Ndao, 2021. 
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70.59 71.5 72.06
73.95

83.30

2016 2017 2018 2019 2020

Cakupan Permukiman Layak (%)

83.30%

86.93%

Gap

3.63%
Realisasi 2020

Target Akhir RPJMD

Gap Realisasi Kinerja 2020 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah rumah layak huni di 

Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 sebanyak 24.635 unit, jika 

dibandingkan dengan keseluruhan seluruh rumah sebanyak 33.312 

unit maka cakupan permukiman layak di Kabupaten Rote Ndao 

tahun 2019 sebesar 73,95%. Pada tahun 2020, jumlah rumah layak 

huni di Kabupaten Rote Ndao meningkat menjadi 27.750 unit, jika 

dibandingkan dengan keseluruhan seluruh rumah sebanyak 33.312 

unit maka cakupan permukiman layak di Kabupaten Rote Ndao 

tahun 2020 sebesar 83,30%. 

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja cakupan permukiman layak di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, cakupan permukiman layak 

ditargetkan sebesar 74,90% dan terealisasi sebesar 83,30% atau 

dengan capaian 111,21%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian 

kinerja cakupan permukiman layak tahun 2020 sebesar 83,30% telah 

melampaui capaian kinerja tahun 2019 sebesar 73,95%, hal ini 

menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja dengan capaian 

kinerja sebesar 112,64%.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja cakupan permukiman layak tahun 2020 sebesar 83,30% 

menunjukan bahwa capaian akhir RPJMD telah tercapai sebesar 

86,93%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan 

cakupan permukiman layak di Kabupaten Rote Ndao.  

Gambar 2.28 
Tren Realisasi Cakupan Permukiman Layak dan Gap Realisasi Kinerja 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber  : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao 

2021 dan Olahan Data RPJMD 2019-2024. 
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Adapun tren realisasi indikator kinerja cakupan permukiman 

layak selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan perkembangan 

kinerja yang positif dengan mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Pada tahun 2016 cakupan permukiman layak mencapai sebsar 

70,59%, tahun 2017 sebesar 71,5%, tahun 2018 sebesar 72,06%, 

tahun 2029 sebesar 73,95 dan tahun 2020 mencapai 83,30%. 

Realisasi indikator kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan 

target akhir RPJMD 2024 masih terdapat gap sebesar 3,63%, namun 

tren realisasi kinerja menunjukan optimis  target akhir RPJMD dapat 

tercapai. 

 

2) Cakupan Akses Air Minum. 

Indikator cakupan akses air minum merupakan perbandingan 

penduduk berakses air minum dengan jumlah penduduk di 

Kabupaten Rote Ndao.  

Air minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang 

harus tersedia dengan layak dan mudah diakses. Ketersediaan dalam 

jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak 

merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang 

terus diupayakan oleh pemerintah. 

 

Tabel 2.58 
Cakupan Akses Air Minum 

Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2020 

Indikator 
Tahun 

2019 2020 

Penduduk Berakses Air Minum 
(jiwa) 

110.096 113.944 

Jumlah Penduduk (jiwa) 172.104 143.764 

Cakupan Akses Air Minum 
(%) 

63.97 79.26 

Sumber  : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. 
Rote Ndao, 2021. 
 

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk yang 

berakses air minum di Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 sebanyak 

110.096 jiwa, jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah 

penduduk sebanyak 172.104 jiwa maka cakupan akses air minum di 

Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 sebesar 63,97%. Pada tahun 2020, 
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66.42 68.37 66.5 63.97

79.26

2016 2017 2018 2019 2020

Cakupan Akses Air Minum (%)

79.26%

100.00%

Gap

20.74%
Realisasi 2020

Target Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja 2020 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024

jumlah penduduk yang berakses air minum di Kabupaten Rote Ndao 

meningkat menjadi 113.944 jiwa, jika dibandingkan dengan 

keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 143.764 jiwa maka 

cakupan akses air minum di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 

sebesar 79,26%. 

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja cakupan akses air minum di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 malampaui target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, cakupan akses air minum ditargetkan 

sebesar 78,02% terealisasi sebesar 79,26% atau dengan capaian 

kinerja 101,59%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian 

kinerja cakupan akses air minum tahun 2020 sebesar 79,26% 

melampaui capaian kinerja tahun 2019 sebesar 63,97%, hal ini 

menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja dengan capaian 

sebesar 123,90%.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja cakupan akses air minum tahun 2020 sebesar 79,26% 

menunjukan bahwa capaian akhir RPJMD telah tercapai sebesar 

79,26%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan 

cakupan akses air minum di Kabupaten Rote Ndao.  
 

Gambar 2.29 
Tren Realisasi Cakupan Akses Air Minum dan Gap Realisasi Kinerja 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber  : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao 
2021 dan Olahan Data RPJMD 2019-2024. 

 

Adapun tren realisasi indikator kinerja akses air minum selama 

5 (lima) tahun terakhir menunjukan bahwa realisasi kinerja 

mengalami perkembangan kinerja yang positif dengan kecenderungan 

meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 akses air minum 
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mencapai 66,42%, meningkat menjadi 68,37% pada tahun 2017, 

meskipun menurun pada tahun 2018 menjadi 66,5% dan tahun 2019 

sebesar 63,97%, namun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 

2020 sebesar 79,26%. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 apabila 

dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih terdapat gap 

sebesar 20,74%, namun tren realisasi kinerja menunjukan optimis 

target akhir RPJMD dapat tercapai. 
 

3) Cakupan Sanitasi Layak. 

Indikator cakupan akses sanitasi layak merupakan 

perbandingan jumlah rumah tangga bersanitasi layak dengan jumlah 

rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao.  

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah 

manusia bersentuhan langsung dengan bahan buangan yang dapat 

menyebabkan masalah kesehatan, sehingga menjamin terwujudnya 

kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Akses masyarakat 

terhadap sanitasi dasar masih memprihatinkan baik secara nasional 

maupun di tingkat kabupaten. Permasalahan bidang sanitasi yang 

muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga 

berhubungan dengan aspek ekonomi, budaya masyarakat dan sosial, 

seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran 

masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang 

sanitasi. Oleh sebab itu penanganan sanitasi menjadi kesepakatan 

nasional yang harus diimplementasikan dalam rangka meningkatkan 

derajat sanitasi secara nasional maupun di tingkat daerah. 
 

 

Tabel 2.59 
Cakupan Sanitasi Layak 

Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2020 

Indikator 
Tahun 

2019 2020 

Rumah Tangga Berakses 
Sanitasi 

24.734 27.847 

Jumlah Seluruh Rumah 
Tangga 

36.278 36.278 

Cakupan Sanitasi Layak (%) 68,18  76,76  

      Sumber  : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. 
Rote Ndao, 2021. 
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Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah rumah tangga 

berakses sanitasi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 sebanyak 

24.734 rumah tangga, jika dibandingkan dengan keseluruhan 

seluruh rumah tangga sebanyak 36.278 rumah tangga maka 

cakupan sanitasi layak di Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 sebesar 

68,18%. Pada tahun 2020, rumah tangga berakses sanitasi di 

Kabupaten Rote Ndao meningkat menjadi 27.847 rumah tangga, jika 

dibandingkan dengan keseluruhan seluruh rumah sebanyak 36.278 

rumah tangga maka cakupan sanitasi layak di Kabupaten Rote Ndao 

tahun 2020 sebesar 76,76%. 

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja cakupan sanitasi layak di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, cakupan cakupan sanitasi layak 

ditargetkan sebesar 70,79% terealisasi sebesar 76,76% atau dengan 

capaian kinerja 108,43%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian 

kinerja cakupan cakupan sanitasi layak tahun 2020 sebesar 76,76% 

melampaui capaian kinerja tahun 2019 sebesar 68,18%, hal ini 

menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja dengan capaian 

sebesar 112,58%.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja cakupan sanitasi layak tahun 2020 sebesar 76,76% 

menunjukan bahwa capaian akhir RPJMD telah tercapai sebesar 

76,76%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan 

cakupan sanitasi layak di Kabupaten Rote Ndao.  

Gambar 2.30 
Tren Realisasi Cakupan Sanitasi Layak dan Gap Realisasi Kinerja 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
     Sumber  : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao 

2021 dan Olahan Data RPJMD 2019-2024. 
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Adapun tren realisasi indikator kinerja cakupan sanitasi layak 

selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan perkembangan kinerja 

yang positif dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada 

tahun 2016 cakupan permukiman layak mencapai 13,86% dan terus 

mengalami peningkatan kinerja sampai dengan tahun 2020 mencapai 

76,76%. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan 

dengan target akhir RPJMD 2024 masih terdapat gap sebesar 

23,24%, namun tren realisasi kinerja menunjukan optimis  target 

akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu 

“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan 

Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Yang 

Berkelanjutan” melalui upaya-upaya peningkatan bantuan stimulan 

pembangunan  rumah layak huni melalui Program ALADIN (Atap, 

Lantai dan Ubin) dan melalui intervensi Dana Desa/Kelurahan, 

pengembangan jaringan perpipaan/akses air minum dan 

peningkatan cakupan akses sanitasi masyarakat; 

2) Adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur perdesaan. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam swadaya pembangunan 

rumah layak huni sehingga masih terdapat banyak rumah tidak 

layak huni di pedesaan; 

2) Masih rendahnya pengembangan sumber mata air yang sangat 

mempengaruhi cakupan air bersih; 

3) Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat 

membangun sanitasi yang layak rumah tangga. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan 

maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Peningkatan program bantuan stimulan perumahan swadaya rumah 

layak huni bagi masyarakat kurang mampu; 
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2) Peningkatan pengembangan jaringan perpipaan air bersih ditiap 

rumah tangga; dan 

3) Peningkatan pembangunan sanitasi layak bagi masyarakat. 

Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran 

ini yaitu Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

dukungan anggaran sebesar Rp. 15.715.882.002,- (Lima Belas Miliar 

Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua 

Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 15.561.002.548,- (Lima Belas 

Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ribu Lima Ratus Empat 

Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 99,01%. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 
 

Tabel 2.60 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Permukiman Dan 
Kawasan Permukiman 

 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio 
Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

107,08 99,01 0,99 Efisien 1,08 Efektif 

 
Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 0,99% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 

 

MISI 3 

Sasaran 4 : Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian 
Dampak Lingkungan 
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Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas 

kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk 

mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan 

dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut 

kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan 

pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. 

Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan 

kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah 

menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran 

pemerintahan. 

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan 

saat ini masih dilakukan dengan sistem “Open dumping” dan belum 

menerapkan teknik 3R (reduce, reuse, recycle). Kinerja pengelolaan 

persampahan sampai saat ini masih sebatas pengangkutan sampah dari 

sumber sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dibuang 

ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).  
 

Tabel 2.61 
Cakupan Pengelolaan Sampah 

Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2020 

Indikator 
Tahun 

2019 2020 

Total Timbulan Sampah (M3) 36.278 13.797 

Volume Timbulan Sampah Yang Ditangani 
(M3) 

4.708 6.432 

Cakupan Pengelolaan Sampah (%) 36,50 46,62 

   Sumber  : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. 
Rote Ndao, 2021. 

 
Total produksi sampah di Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 

sebanyak 36.278 M3 dengan kapasitas angkut timbunan sampah yang 

ditangani Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 4.708 M3 atau 

sebesar 36,50%. Total produksi sampah tahun 2020 adalah sebanyak 

13.797 M3 dengan kapasitas angkut timbunan sampah yang ditangani 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 6.432 M3 atau sebesar 

46,62%.  
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Tabel 2.62 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 

 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu Meningkatnya Pengelolaan 

Sampah, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 265,49%. 

Berdasarkan pengukuran atas capaian kinerja sasaran disimpulkan 

bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan 

Pengendalian Dampak Lingkungan tahun 2020 sebesar 265,49% atau 

dikategorikan “Sangat Tinggi”.  

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Meningkatnya Pengelolaan Sampah di 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui target yang 

ditetapkan. Pada tahun 2020, persentase pengelolaan sampah 

ditargetkan sebesar 17,56% dan terealisasi sebesar 46,62% dengan 

capaian kinerja sebesar 265,49%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, persentase 

pengelolaan sampah tahun 2020 meningkat sebesar 20,12% dari tahun 

2019 yang sebesar 36,50% sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan 

persentase realisasi capaian kinerja sebesar 127,73% dari tahun 

sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 72,84%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

terus meningkatkan persentase pengelolaan sampah di Kabupaten Rote 

Ndao. 

 

 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Meningkatnya 
Pengelolaan 
Sampah 

% 36,50 17,56 46,62 265,49 64 127,73 72,84 

Capaian Kinerja Tujuan 265,49   
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39.56 38.21
33 36.50

46.62

2016 2017 2018 2019 2020

Meningkatnya Pengelolaan 

Sampah (%)

46.62%

64.00%

Gap

17.38%
Realisasi 2020

Target Akhir RPJMD

Gap Realisasi Kinerja 2020 Terhadap 

Target Akhir RPJMD 2024

Gambar 2.31 
Tren Pengelolaan Sampah  

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
  

 

 

 

 

 

 

 
Sumber  : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao 

2021 dan Olahan Data RKPD Kab. Rote Ndao 2021. 
 

Adapun tren kinerja persentase pengelolaan sampah selama 

periode tahun 2016-2018 menunjukan realisasi kinerja yang 

menurun yakni tahun 2016 sebesar 39,56%, tahun 2017 sebesar 

28,21% dan tahun 2018 sebesar 33%. Namun periode pada tahun 

2019-2020, tren kinerja persentase pengelolaan sampah mengalami 

perkembangan kinerja yang positif dengan kecenderungan meningkat 

selama 2 (dua) tahun terakhir yakni pada tahun 2019 meningkat 

menjadi 36,50% dan tahun 2020 naik menjadi 46,62%. Realisasi 

indikator kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir 

RPJMD 2024 masih terdapat gap sebesar 17,38%, namun tren 

realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat 

tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu 

“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan 

Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang 

Berkelanjutan” melalui upaya - upaya meningkatkan pengelolaan 

persampahan;  

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan 

persampahan di Kabupaten Rote Ndao; dan 



LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020  225 

 

3) Adanya dukungan dana dan tenaga kebersihan, sarana dan 

prasarana dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan 

khususnya daerah kota Ba’a. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain: 

1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan 

lingkungan sehingga masih ditemukan banyak sampah yang dibuang 

sungai/kali maupun selokan; 

2) Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan sampah; dan 

3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana operasional pengelolaan 

persampahan seperti TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan 

kendaraan angkut sampah untuk meningkatkan pelayanan 

persampahan khususnya daerah kota Ba’a. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut: 

1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan 

melalui sosialisasi dan penyuluhan  pengelolaan lingkungan; 

2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

persampahan dan pemberdayaan masyarakat dalam Kegiatan Jumat 

Bersih; dan 

3) Pembangunan TPS Sistem 3R (reduce, reuse, recycle), Penataan TPA, 

pengadaan sarana dan prasarana operasional pengelolaan 

persampahan. 

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.63 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian 
Dampak Lingkungan 

 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

265,49 90,44 9,56 Efisien 2,94 Efektif 

 
Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 9,56% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 
 

 

MISI 3 

Sasaran 5 : Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

 
Rencana tata ruang merupakan landasan kebijakan pembangunan 

lintas sektor di Kabupaten Rote Ndao, sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional. Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-

aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana 

untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian 

kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah 

nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya. 

Kebijakan daerah dalam penataan ruang Kabupaten Rote Ndao 

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rote 

Ndao Tahun 2013-2033 yang bertujuan mewujudkan tertib penataan 

ruang yang berkelanjutan yang dilakukan melalui penataan kembali tata 

ruang wilayah ke dalam unit-unit operasional yang tepat dari sisi 

ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara. 
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Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

merupakan perbandingan realisasi RTRW dengan rencana peruntukan 

wilayah di Kabupaten Rote Ndao. Hasil Peninjauan Kembali (PK) 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rote Ndao Tahun 

2018, dari aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang memperoleh nilai 

96,0%. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran masyarakat dalam 

mengikuti prosedur pembangunan bangunan baik untuk rumah tinggal 

maupun untuk tempat usaha.  

 

Tabel 2.64 
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW 

Indikator Persentase 

Realisasi RTRW 96,00 

Rencana Peruntukan RTRW 100,00 

Rasio Ketaatan Terhadap RTRW 96,00 

       Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021. 

 
Pada tahun 2020, belum dilakukan PK RTRW namun dengan 

tidak adanya perubahan peruntukan ruang publik dengan masih 

mengacu pada RTRW yang sama maka perbandingan atas realisasi 

RTRW dan rencana peruntukannya maka Rasio Ketaatan Terhadap 

RTRW masih sama dengan tahun yang sebelumnya yaitu 96,00% 
 

Tabel 2,65 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 

2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 

Akhir 
RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Ketaatan 
terhadap 
RTRW 

%  96,50  96,80 96,50 99,69 97,50   100,00      98,97  

 Capaian Kinerja Sasaran  99,69    
 

Tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran 

ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu Ketaatan terhadap RTRW, dengan 

capaian kinerja sasaran sebesar 99,69%. Berdasarkan pengukuran atas 

capaian kinerja sasaran tersebut disimpulkan bahwa capaian kinerja 

sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang tahun 2020 

sebesar 99,69% atau dikategorikan “Sangat Tinggi”. 
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2016 2017 2018 2019 2020

96.50 96.50 96.50 96.50 96.50 

Ketaatan terhadap RTRW (%)

96.50%

97.50%

Gap

1.00%

96.00% 96.50% 97.00% 97.50% 98.00%

Realisasi 2020

Target Akhir RPJMD

Gap Realisasi Kinerja 2020 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 

(%)

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Rote 

Ndao pada tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada 

tahun 2020, Ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 96,80% dan 

terealisasi sebesar 96,50 dengan capaian kinerja sebesar 99,69%. 

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Ketaatan 

terhadap RTRW tahun 2020 mencapai realisasi kinerja yang dengan 

tahun 2019 yang sebesar 96,50% sehingga belum menunjukan 

peningkatan kinerja namun presentase realisasi capaian kinerja sebesar 

100% dari tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 98,97%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

meningkatkan Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Rote Ndao. 

Gambar 2.32 
Tren Realisasi Ketaatan Terhadap RTRW  

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
  

 

 

 

 

 

 
      Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 dan Olahan Data RPJMD Kab. 

Rote Ndao 2019-2024. 

Adapun tren realisasi indikator kinerja Ketaatan terhadap RTRW 

selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode 2016-2020 menunjukan 

bahwa realisasi kinerja yang sama yaitu 69,50%. Realisasi indikator 

kinerja tahun 2020 apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 

2024 masih terdapat gap sebesar 1,00% sehingga tren realisasi kinerja 

menunjukan cukup optimis target akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam 

mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu 

“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan 

Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang 

Berkelanjutan”; dan 
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2) Adanya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam 

penerbitan perizinan pemanfaatan ruang serta meningkatnya 

kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan 

penataan ruang melalui pelibatan peran masyarakat dalam penataan 

ruang dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang 

dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur dibidang 

penataan ruang; dan 

2) Masih terbatasnya pembiayaan dan sarana prasarana dibidang 

penataan ruang. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan 

maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang memiliki 

kompetensi dibidang penataan ruang; dan 

2) Peningakatan pembiayaan dan sarana prasarana dibidang penataan 

ruang. 

MISI 4 

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah 

 

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor strategis yang ikut 

menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada 

kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan Aanggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah 

dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah 

yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan 

daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam 

memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.  

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi 

komitmen pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao adalah bahwa 

keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 

masyarakat. 
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Tabel 2.66 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Opini BPK 
Terhadap 
Laporan 
Keuangan 

Pemerintah 
Daerah 

Opini  WDP  WDP  WDP 100,00 WTP 100,00 75,00 

2. Persentase 
PAD 
Terhadap 
Pendapatan 

% 3,87 3,73 4,34 116,35 7,15 112,14 60,70 

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 108,18   

Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK Terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah dan Persentase PAD Terhadap 

Pendapatan, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 

108,18%. Berdasarkan pengukuran atas capaian kinerja sasaran 

tersebut disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya 

Akuntabilitas Keuangan Daerah tahun 2020 sebesar 108,18% atau 

dikategorikan “Sangat Tinggi”. 

Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah merupakan penilaian opini yang 

dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah Pemerintah 

Kabupaten Rote Ndao. Mengacu pada Hasil Pemeriksaan  atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA 2019 

Tanggal 13 Juli 2020, yaitu Opini yang diberikan BPK atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 

yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Penghitungan indikator kinerja opini BPK menggunakan 

metode kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian 

bobot nilai sebagai berikut: 
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Tabel 2.67 
Bobot Nilai Opini BPK 

Kategori Opini 
Bobot 
Nilai 

Wajar Tanpa Pengecualian 4 

Wajar Dengan Pengecualian 3 

Tidak Wajar 2 

Tidak Menyatakan Pendapat 
(Disclaimer) 

1 

 
Berdasarkan tabel diatas, maka capaian kinerja Opini BPK 

tahun 2020 dengan target Opini WDP dan terealisasi Opini WDP 

dihitung secara kuantitatif  sebagai berikut: 

 

Capaian kinerja = 
Bobot Nilai Realisasi 

x 100 
Bobot Nilai Target 

 

 = 
WDP 

x 100 
WDP 

 

 = 
3 

x 100 
3 

 

 =   100  
 

Hasil pengukuran kinerja indikator menunjukan bahwa 

capaian indikator kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 mencapai 

target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, Opini BPK ditargetkan 

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan terealisasi Opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP dengan capaian kinerja sebesar 100%.  

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Opini BPK 

tahun 2020 mencapai target yang sama dengan tahun 2019 yaitu 

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sehingga meskipun belum 

terjadi peningkatan kinerja namun persentase  realisasi capaian 

kinerja tahun 2020 sebesar 100% dari tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 75%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

meningkatkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. 
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2016 2017 2018 2019 2020

WDP WDP WDP WDP WDP

Opini BPK Terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah

WDP

WTP

Gap

25%
Realisasi 2020

Target Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja 2020 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024

Gambar 2.33 
Tren Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap 
Target Akhir RPJMD 2024 

  
 

 

 

 

 

      Sumber  : Badan Keuangan dan Aset Kab. Rote Ndao 2021 dan Olahan Data. 

Adapun tren realisasi indikator kinerja Opini Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan 

bahwa periode tahun 2016-2020 mendapatkan Opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP). Realisasi indikator kinerja tahun 2020 apabila 

dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih terdapat gap 

sebesar 25%, namun tren realisasi kinerja menunjukan cukup 

optimis target akhir RPJMD dapat tercapai dengan peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

 

2) Persentase PAD Terhadap Pendapatan. 

Persentase PAD terhadap pendapatan merupakan 

perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah 

pendapatan daerah Kabupaten Rote Ndao. 

Gambaran realiasi pendapatan daerah Kabupaten Rote Ndao 

selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6.68 
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao  

Tahun 2019-2020 

URAIAN 
TAHUN 2019 TAHUN 2020 

Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % 

PENDAPATAN 812.561.038.862,12  100,00  753.645.421.075,86  100,00  

1. 

  

  

  

  

PENDAPATAN ASLI DAERAH   31.479.192.075,12     3,87    32.683.328.390,45     4,34  

a. Pendapatan Pajak Daerah       9.484.214.075,95      1,17        7.866.751.680,50      1,04  

b. Pendapatan Retribusi 
Daerah 

      4.894.896.494,00      0,60        9.823.578.666,00      1,30  

c. Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan 

      6.059.453.988,00      0,75        6.283.847.348,35      0,83  
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URAIAN 
TAHUN 2019 TAHUN 2020 

Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % 

d. Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

    11.040.627.517,17      1,36        8.709.150.695,60     1,16  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PENDAPATAN TRANSFER 750.269.406.787,00   92,33  690.051.872.685,41   91,56  

a. 

  

  

  

  

Transfer Pemerintah Pusat - 
Dana Perimbangan 

  628.610.869.733,00    77,36    552.319.930.617,00    73,29  

1). Dana Bagi Hasil Pajak       5.849.930.835,00      0,72        6.569.758.642,00      0,87  

2). Dana Bagi Hasil Bukan 
Pajak (Sumber Daya 
Alam) 

        687.895.815,00      0,08           892.183.658,00      0,12  

3). Dana Alokasi Umum   461.383.019.000,00    56,78    422.697.359.000,00    56,09  

4). Dana Alokasi Khusus     160.690.024.083,00      19,78       122.160.629.317,00      16,21  

b. 

  

Transfer Pemerintah Pusat - 
Lainnya 

    104.394.398.000,00      12,85       123.737.440.285,00      16,42  

1). Dana Penyesuaian     104.394.398.000,00      12,85       123.737.440.285,00      16,42  

c. 

  

Transfer Pemerintah Provinsi       17.264.139.054,00        2,12         13.994.501.783,41        1,86  

1). Pendapatan Bagi Hasil 
Pajak 

      17.264.139.054,00        2,12         13.994.501.783,41        1,86  

3. 

  

  

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 
SAH 

    30.812.440.000,00       3,79      30.910.220.000,00       4,10  

a. Pendapatan Hibah       30.812.440.000,00        3,79         30.910.220.000,00        4,10  

b. Pendapatan Lainnya                                  -              -                                      -              -    

Sumber  : Badan Keuangan dan Aset Kab. Rote Ndao dan Badan Pendapatan Daerah Kab. 
Rote Ndao, 2021. 

 
Tabel diatas menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 sebesar 

Rp.31.479.192.075,12 (Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh 

Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh 

Lima Rupiah Dua Belas Sen) dan berkontribusi terhadap pendapatan 

daerah sebesar 3,87%. Pada Tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Rote Ndao meningkat menjadi Rp.32.683.328.390,45 (Tiga 

Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua 

Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah Empat Puluh 

Lima Sen) dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 

4,34%.  

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran menunjukan 

bahwa capaian indikator kinerja Persentase PAD Terhadap 

Pendapatan di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 melampaui 

target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, Persentase PAD Terhadap 

Pendapatan ditargetkan sebesar 3,73% dan terealisasi sebesar 4,34% 

dengan capaian kinerja sebesar 116,35%.  
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Target Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja 2020 

Terhadap Target Akhir RPJMD 2024

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Persentase 

PAD Terhadap Pendapatan tahun 2020 meningkat sebesar 0,47% 

dari tahun 2019 yang sebesar 3,87% sehingga terjadi peningkatan 

kinerja dengan presentase realisasi capaian kinerja sebesar 112,14% 

dari tahun sebelumnya.  

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024, capaian 

kinerja tahun 2020 menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah 

tercapai sebesar 60,70%. Untuk itu diperlukan upaya strategis untuk 

meningkatkan Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 

Kabupaten Rote Ndao. 

 

Gambar 2.34 
Tren Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah  

dan Gap Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2024 
  

 

 

 

 

 

 
Sumber  : Badan Keuangan dan Aset Kab. Rote Ndao dan Badan Pendapatan Daerah Kab. 

Rote Ndao 2021 dan Olahan Data RKPD Kab. Rote Ndao 2021. 

 
Adapun tren realisasi indikator kinerja Persentase PAD 

Terhadap Pendapatan Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir 

menunjukan perkembangan yang positif dengan meningkatnya 

persentase PAD terhadap pendapatan daerah setiap tahunnya, yakni 

tahun 2018 sebesar 3,58%, tahun 2019 naik menjadi 3,87% dan 

tahun 2020 naik menjadi 4,34%. Realisasi indikator kinerja tahun 

2020 apabila dihadapkan dengan target akhir RPJMD 2024 masih 

terdapat gap sebesar 2,81%, namun tren realisasi kinerja tersebut 

menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai. 

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 
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1) Adanya komitmen yang kuat Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam 

mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode 

Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan 

Yang Baik dan Bersih,  Serta Meningkatkan Pelayanan Publik 

Yang Prima” melalui upaya-upaya peningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan aset serta pendapatan daerah daerah. 

2) Adanya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas lembaga antara 

DPRD dan Pemerintah serta lintas perangkat daerah lingkup 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mendukung akuntabilitas 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

Pendapatan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan; 

3) Adanya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah         

Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka 

pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan APBD Kabupaten 

Rote Ndao dan pencapaian target pendapatan daerah;  

4) Pemanfaatan Sistem Aplikasi dalam rangka Penyusunan 

Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan (SIMDA Keuangan); 

5) Pendampingan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja dan 

Laporan Keuangan untuk seluruh Perangkat Daerah yang sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 

6) Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  

Pemerintah  (SPIP);  

7) Upaya perbaikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah 

terutama penataan barang milik negara/daerah; dan 

8) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai 

acuan dalam pengambilan kebijakan pengeloaan keuangan dan 

pendapatan daerah. 

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, 

pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala 

antara lain : 

1) Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas 

lembaga antara DPRD dan Pemerintah serta lintas perangkat daerah 

lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao didalam proses penetapan 

APBD yang tepat waktu; 
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2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur yang memiliki 

kompetensi teknis dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan 

dan aset serta pendapatan daerah; 

3) Belum optimalnya pengelolaan dan penataan aset terkhususnya aset 

tanah dan bangunan milik daerah; 

4) Belum maksimalnya pengelolaan potensi PAD dan Nilai Obyek Pajak 

PBB yang belum sesuai di lapangan; dan 

5) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut: 

1) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas lembaga 

antara DPRD dan Pemerintah serta lintas perangkat daerah lingkup 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; 

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia Aparatur 

dengan kompetensi teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan 

dan aset serta pendapatan daerah;  

3) Peningkatan pengelolaan dan penataan aset daerah; 

4) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; 

5) Pembentukan Basis Data Pajak yang akurat, andal dan akuntabel; 

6) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kewajiban membayar pajak 

dan retribusi bagi masyarakat; dan 

7) Inovasi transaksi pembayaraan pajak berbasis online untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

sasaran ini adalah Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan 

dan Kas Daerah, Program Peningkatan Pengelolaan Akuntansi, Program 

Peningkatan Pengelolaan Anggaran, Program Peningkatan Manajemen 

Aset Daerah, Program  Peningkatan Retribusi dan Pendapatan daerah 

lain-lain, Program Peningkatan Pajak Daerah, Program Peningkatan 

Pajak Bumi dan Bangunan dan Program Pembukuan, Pelaporan dan 

Penyuluhan PAD, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp. 

5.570.945.575,- (Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan 

Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) 

terealisasi sebesar Rp.5.357.298.463,- (Lima Miliar Tiga Ratus Lima 

Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat 

Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 96,16%. 
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Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui 

pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2020 terhadap 

capaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi 

anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai 

berikut: 

Tabel 2.69 
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah 
 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran 
Program 

Pendukung 
(%) 

Tingkat Efisiensi Tingkat Efektifitas 

Efisiensi 
Anggaran 

(%) 
Kategori 

Rasio Capaian 
Kinerja 

Terhadap 
Anggaran 

Kategori 

108,18 96,16 3,84 Efisien 1,12 Efektif 

 

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran 

program pendukung mencapai tingkat efisiensi sebesar 3,84% atau 

dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap 

realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 

berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif. 

 

MISI 4 

Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas 

Pelayanan Publik 

 

Pelayanan publik sangat berkaitan dengan kebutuhan 

masyarakat. Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan 

masyarakat membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam 

memenuhi pelayanan publik. Salah satu upaya mewujudkan pelayanan 

publik yang prima di Kabupaten Rote Ndao diwujudkan melalui 

transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan kemudahan akses 

pelayanan publik berbasis elektronik. 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menerapkan aplikasi 

layanan yang mendukung Sistem Pelayanan Publik, Sistem Administrasi 

Keuangan, Sistem Administrasi Pemerintahan dan Pengaduan 

Masyarakat. Hampir seluruh perangkat daerah di Kabupaten Rote Ndao 

telah menggunakan aplikasi yang merupakan unsur yang berbasis 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun aplikasi-

aplikasi dimaksud sebagai berikut : 
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Tabel 2.70 
Nama Aplikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Pengelola 

No Perangkat Daerah Nama Aplikasi 

1
  

Dinas P3P2KB 
 

1. Evaluasi Kota Layak Anak 
2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi 

Pelaporan (SIMEP) KPAI 
3. MORENA DAK 
4. Aplikasi.bkkbn go.id (Pengelolaan data 

Statistik Rutin Program KB Nasional) 
5. SIMFONI PPA (Sistim Informasi Online 

Perlindungan Perempuan dan Anak) 
6. SIGA (Sistem Informasi Keluarga) 

 
2 Inspektorat 7. e-Audite (Sistem Informasi Pemantauan 

Tindak Lanjut) 
8. Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi 

Pencegahan  
 3 Dinas Koperasi, 

UKM dan Perindag 
9. e-Rekon & LK 

10. ODS (Online Data  Sistem) 
11. SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) 
12. SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening 

Terintegrasi) 
4 Diskominfostaper 13. SDDKN (Sistem Database Dukungan 

Kebijakan Nasional) 
14. Website Resmi Kabupaten Rote Ndao. 

rotendaokab.go.id 

5 Badan Keuangan dan 
Aset 

15. Sistem Informasi Gaji PNS 
16. Simda Keuangan 

6 Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa 

17. SPSE 
18. SiRUP 

 

7 Bapelitbang 19. e-Planning (RPJMD) 
20. e-Planning (RKPD) 
21. e-Planning DAK 

8 Dinas Kesehatan 22. http://www.dinkeskabrotendao.org 
23. Surveilans Penyakit Tidak Menular 
24. Sistem Informasi dan Pelaporan Program P2 

Kusta 
25. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon 

Berbasis Puskesmas 
26. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) 

Imunisasi 
27. e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan 

Pelaporan Gizi 
28. Aplikasi Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) 
29. Pengawasan Kualitas Air Minum 
30. Pengawasan Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat 
31. Aplikasi Daerah Kohort Pelayanan Ibu 

Hamil dan Register Persalinan 
32. Sistem Pelaporan ISPA 
33. Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat 
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No Perangkat Daerah Nama Aplikasi 

Kesehatan 
34. e-Renggar 
35. Komdat (Komunikasi Data Rutin Cepat) 

9 Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

36. DAPODIK 

10 Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

37. SIAK (Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan) 

11 Dinas Perhubungan 38. e-MON 
39. SIPJAKI 
40. LCS (Logistik Communication System)  Tol 

Laut 

12 Badan Pendapatan 41. SIMDA Pendapatan Daerah 
42. V-Tax 

13 Dinas Pertanian 43. e-PROPOSAL 
44. e-RDKK 
45. OM SPAN 
46. EMON DAK 

14 Dinas Sosial 47. SIKS-ING 
48. e-PKH 

15 Bagian Organisasi 49. e-SAKIP 
50. SINOVIC 
51. SP4N-LAPOR 
52. e-FORMASI 

16 Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

53. SIPENDAR 
54. SIPENKOM 
55. SAPK 
56. HRMA 
57. SSCASN 
58. e-Formasi 
59. SUAPTI 
60. SIMADU 

17 Dinas Transmigrasi dan 
ketenagakerjaan 

61. BURSAKERJA ONLINE 
62. Ayokitakerja 

18 Dinas PMTSP 63. SIPID 
64. SPPISE 
65. SICANTIK CLOUD 
66. SIMTAP 

19 Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

67. Website Disbudpar 

20 Dinas Perkim & LH 68. SIMBG 
69. HSBGN 
70. e-MON DAK 
71. e-RTUH 
72. SIM DAK 

21 Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan  

73. INLIS (Perpustakaan) 
74. SIKD (Kearsipan) 

Sumber  : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Rote Ndao, 2021. 
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Tabel diatas menunjukan bahwa aplikasi yang digunakan oleh 

perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terdapat 74 

(tujuh puluh empat) aplikasi, namun aplikasi-aplikasi tersebut masih 

tersebar pengelolaannya pada masing-masing perangkat daerah 

sehingga belum terintegrasi dan terpadu dalam layanan SPBE. 

Tabel 2.71 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran  

Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 
2019 

Tahun 2020 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 

tahun 
2019 

% 
realisasi 

2020 
terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Keterpaduan 
Aplikasi 
Layanan 
Umum 
Unsur SPBE 

%         -   50            -    - 100            -               -    

 Capaian Kinerja Sasaran        -      

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja 

sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indikator Keterpaduan 

Aplikasi Layanan Umum Unsur SPBE namun belum mengalami 

pencapaian target, capaian kinerja sasaran sasaran Meningkatnya 

Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik tahun 2020 

dikategorikan “Sangat Rendah”. 

Pencapaian kinerja Indikator Keterpaduan Aplikasi Layanan 

Umum Unsur SPBE belum terlaksana sejak tahun 2019, namun 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sangat berkomitmen untuk 

mewujudkan SPBE sebagai salah satu aspek strategis peningkatan 

penyelenggaraaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 

pelayanan kemasyarakatan.  

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024 telah disusun pada tahun 

2020 berdasarkan pada Peta Rencana SPBE Nasional. Pengembangan 

tata kelola yang direncanakan tahun 2021-2024, meliputi Penyusunan 

Tata Kelola Pengelolaan Jaringan Informasi dan Aplikasi/Sistem 

Informasi, Integrasi Jaringan, Informasi dan Aplikasi/Sistem Informasi, 

Keamanan Jaringan, Informasi dan Aplikasi/Sistem Informasi, 

Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Perangkat Daerah dan 

Penggunaan E-Mail. 
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Tabel 2.72 
Peta Rencana Inisiatif Strategis Tata Kelola SPBE  

Kabupaten Rote Ndao 2021-2024. 

Inisiatif Strategis Keluaran 
Target 
Waktu 

Survei Pengguna 
SPBE 

Survei Kebutuhan dan Kepuasan 
Pengguna 

2019-2025 

Portal Pelayanan 
Publik 
yang Terintegrasi 

Portal Pelayanan Publik Pemerintah 
Pusat 

2021-2023 

Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik 
Pemerintah Daerah 

2021-2022 

Portal Pelayanan Publik Pemerintah 
Daerah 

2021-2022 

Portal Pelayanan 
Administrasi 
Pemerintahan yang 
Terintegrasi 

Integrasi Perencanaan, Penganggaran, 
dan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, 
Pemantauan dan Evaluasi 

2021-2024 

Integrasi Kepegawaian 2021-2022 

Integrasi Kearsipan 2021-2022 

Integrasi Pengaduan Publik 2021-2022 

Portal Pelayanan Administrasi 
Pemerintahan 

2021-2022 

Penyelenggaraan 
Manajemen 
Layanan 

Manajemen Layanan SPBE 2022-2024 

Portal Pusat Layanan 2021-2024 

Sumber  : Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Rote 
Ndao Tahun 2021-2024. 

 
Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran kinerja 

ini antara lain : 

1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki 

kompetensi/skill dibidang teknologi informasi; 

2) Pengelolaan aplikasi-aplikasi berbasis elektronik sudah berjalan 

namun masih tersebar di masing-masing perangkat daerah; dan 

3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung 

penyelenggaraan SPBE. 

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini 

kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut: 

1. Upaya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas lembaga antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah serta lintas perangkat daerah  dalam 

implementasi SPBE; 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga memiliki 

kompetensi/skill dibidang teknologi informasi; dan 

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 

pendukung penyelenggaraan SPBE. 
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BAB III 

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 

 

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 

Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keaungan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/ Daerah; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 

11. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 41 Tahun 

Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka 

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan 

Berupa Pasar Rakyat dan Gudang  Nonsistem Resi Gudang yang Didanai 

Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2020; 
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12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun 

Anggaran 2020; 

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 

Anggaran 2020; 

14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia Nomor : PER.20/PB/2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir Tahun 

Anggran 2020. 

 

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 

daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 

provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Tujuan 

diberikannya tugas pembantuan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada 

masyarakat dan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas 

dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan 

pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan karakternya. Adapun 

hakekat pemberian tugas pembantuan yakni : 

a. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan 

Tugas Pembantuan. 

b. Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud di atas hanya terkait dengan 

pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya. 

c. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang 

menugasi. 

d. Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan 

disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada 

DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen 

yang terpisah.  
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e. Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh 

kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan 

dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam 

dokumen yang terpisah. 

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menerima 

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.987.179.000,- 

dengan realisasi sebesar Rp.3.833.090.100,- atau 96,14%. Tugas 

Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui 3 (tiga) 

Kementerian, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada 

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari 1 (satu) urusan wajib 

yaitu Tenaga Kerja dan 2 (dua) urusan pilihan yaitu Perdagangan dan 

Transmigrasi 

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai 

penugasan kepada Kabupaten Rote Ndao dalam Tahun Anggaran 2020 

meliputi : 

a. Program Pengembangan/Pembangunan Pasar Tradisonal 

Program Pengembangan/Pembangunan Pasar Tradisonal dengan rincian 

sebagai berikut : 

1) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia. 

2) Program Pembangunan /Revitalisasi Pasar Rakyat dengan indikator 

kegiatan yaitu : 

 Pembangunan /Revitalisasi Pasar Rakyat  

Pekerjaan Konstruksi fisik pasar rakyat sesuai Surat Perjanjian 

(Kontrak) atas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi                          

Fisik Pasar Rakyat Pasar Busalangga                                           

Nomor : 510 /14/PPK/TP/Kab.RN/X/2020 tanggal 09 Oktober 

2020 dan 1 Kontrak  Addendum                                                     

Nomor : 510/30/ADD.I/PPK/TP/Kab.RN /X/2020                          

tanggal 24 Oktober 2020; 
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 Pengawasan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat 

Surat Perjanjian (Kontrak) atas                                            

Pengawasan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat                                        

Pasar Busalangga Nomor : 510/15/PPK/TP/Kab.RN/X/2020                                

tanggal 09 Oktober 2020; 

 Administrasi Penunjang Kegiatan 

3) Anggaran bersumber dari Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia melalui DIPA  Nomor : SP.DIPA-090.02.4.241439/2020 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-. 

4) Program Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dilaksanakan oleh 

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote 

Ndao. 

 

b. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi 

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi dengan rincian sebagai berikut : 

1) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi. 

2) Program Penyiapan Kawasan dan Permukiman Transmigrasi 

dilaksanakan melalui kegiatan : 

 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya melalui 

Direktorat Jenderal Penyiapaan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi; 

 Pembangunan Permukiman. 

3) Anggaran bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui DIPA              

Nomor SP DIPA-067.07.4.350368/2020 tanggal 12 November 2020 

dengan jumlah anggaran Rp.439.289.000,-. 

4) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Rote Ndao. 
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c. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 

Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dengan rincian 

sebagai berikut : 

1) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja. 

2) Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui 

kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan 

Kerja; 

3) Anggaran bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia melalui DIPA Nomor :  SP DIPA-026.04.4.249128/2020 

tanggal 12 November 2019 dengan jumlah anggaran sebesar                 

Rp. 547.890.000,-. 

4) Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja oleh Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao. 
 

3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan 

Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagai berikut : 

a. Pada Tahun 2020 tingkat pencapaian pelaksanaan Tugas Pembantuan 

pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten      

Rote Ndao sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. 

b. Pada Tahun Anggaran 2020 tingkat pencapaian pelaksanaan Tugas 

Pembantuan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten   

Rote Ndao sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan 

 

3.1 Tugas Pembantuan  Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah 

Kabupaten Rote Ndao 

3.1.1 Target Kinerja  

Adapun target kinerja tugas pembantuan yang diberikan oleh 

Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Rote Ndao yaitu : 

a. Target Kinerja Tugas Pembantuan pada Dinas Koperasi, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao yaitu 

Revitalisasi Pasar Rakyat di Desa Kelurahan Busalangga 

Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao; 
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b. Target Kinerja Tugas Pembantuan pada Dinas Transmigrasi 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao yaitu Padat Karya 

Infrastruktur 1 (satu) Lokasi dan Pelatihan Tenaga Kerja 

Mandiri di 7 (tujuh) Lokasi. 

3.1.2 Realisasi 

Adapun realisasi tugas pembantuan yang diberikan oleh 

Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Rote Ndao yaitu : 

a. Realisasi tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah 

Pusat pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan melalui  program Pembangunan/Revitalisasi 

Pasar Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar               

Rp.3.000.000.000,- realisasi sebesar Rp.2.910.593.000,- 

atau 97,02% dengan indikator kegiatan : 

 Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Pekerjaan 

Konstruksi Fisik Pasar Rakyat dengan alokasi dana 

sebesar Rp.2.685.900.000,- dan realisasi sebesar             

Rp.2.603.993.000,- atau 96,95%. 

 Pengawasan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat 

dengan alokasi dana sebesar                                  

Rp.160.500.000,- dan realisasi sebesar                              

Rp.153.000.000,- atau 95,33%. 

 Administrasi Penunjang Kegiatan dengan alokasi dana 

sebesar Rp.153.600.000,- dan realisasi sebesar                              

Rp.153.600.000,- atau 100%. 

b. Realisasi tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah 

Pusat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui                                          

2 (dua) program yaitu: 

1) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi Program Penyiapan Kawasan 

dan Permukiman Transmigrasi dengan alokasi 

anggaran Rp.439.289.000,- realisasi sebesar             

Rp.377.286.800,- atau 85,89% dengan kegiatan 

sebagai berikut : 
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 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 

Lainnya Ditjen Penyiapaan Kawasan                    

dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 

dengan alokasi dana sebesar Rp.175.577.000,-   

dan realisasi sebesar Rp.152.839.100,-                          

atau 87,04%; 

 Pembangunan Permukiman dengan alokasi dana 

sebesar Rp.263.712.000,- dan realisasi sebesar    

Rp.224.447.700,- atau 85,11%. 

2) Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.547.890.000,- 

realisasi sebesar Rp.545.210.300,- atau 99,51% 

dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan 

Perluasan Kesempatan Kerja. 
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Tabel 3.1 

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat 

Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

No K/LPNK 
Dasar 

Pelaksanaan 
Penugasan (TP) 

Program,Kegiatan,   
OutPut dan Rincian 

Kegiatan 
Lokasi 

OPD 
Pelaksana 

TP 

Alokasi 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 
Anggaran 

(%) 
Realisasi 
Capaian 
Kegiatan 

(%) Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Kementerian 

Perdagangan 
Republik 
Indonesia 

 Peraturan 

Menteri 

Perdagangan RI 

Nomor 54 tahun 

2020 tentang 

tentang 

Perubahan Atas 

Peraturan 

Menteri 

Perdagangan RI 

Nomor 41 Tahun 

Tahun 2020 

 DIPA  Nomor : 

SP.DIPA-

090.02.4.241439

/2020 

Program Pembangunan 

/Revitalisasi Pasar Rakyat 
dengan indikator kegiatan 
yaitu : 

Pasar 
Busalangga 
Kecamatan 
Rote Barat 
Laut 
Kabupaten 
Rote Ndao 

Dinas 
Koperasi, 
UKM, 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan 

3.000.000.000 2.910.593.000 97,02 100% 100  

Kegiatan : 

1. Pembangunan 

/Revitalisasi Pasar 

Rakyat Pekerjaan 

Konstruksi fisik pasar 

rakyat. 

Output : Terlaksananya 

pembagunan 1 (satu) 

Pasar Rakyat 

Busalangga  

Rincian Kegiatan : 

Melaksanakan 

pekerjaan konstruksi 

pasar rakyat  

2.685.900.000 2.603.993.000 96,95 100% 100  

2. Pengawasan 

Pembangunan/Revitalis

asi Pasar Rakyat. 

Output : Terlaksananya 

Pengawasan 

Pembangunan/ 

Revitalisasi Pasar 

Rakyat Busalangga. 

Rincian Kegiatan : 

Melaksanakan 

pekerjaan konstruksi 

pasar rakyat  

160.500.000 153.000.000 95,33 100% 100  
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3. Administrasi Penunjang 

Kegiatan. 

Output : 

Tersedianya 

administrasi untuk  

Melaksanakan 

Pembangunan pasar 

rakyat 

Rincian Kegiatan : 

Melaksanakan 

koordinasi dan 

konsultasi realisasi 

anggaran, evaluasi dan 

pelaporan tentang 

penyerapana anggaran 

TP 

153.600.000 153.600.000 100 100% 100  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kementerian 
Desa, 
Pembanguna
n Daerah 
Tertinggal 
dan 
Transmigrasi 
RI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dasar Hukum 
Pelaksanaan Tugas 
Pembantuan   Peraturan 

Menteri Desa, 

PDT dan 
Transmigrasi 
Nomor 19 Tahun 
2019 tentang 
Pelimpahan dan 
Penugasan 
Urusan 
Pemerintahan 
Bidang 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa serta 
Transmigrasi 
Tahun Anggaran 
2020  DIPA No. SP 

DIPA-067.07.4-

350368/2020 

tanggal 12 

November 2019 

1. Program Penyiapan 

Kawasan dan 

Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi 

dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

Desa Temas, 

Kec. Rote 

Barat Laut 

Kab.Rote Ndao 

 
 
 
 
 
 
 
Dinas 
Transmigrasi 
dan Tenaga 
Kerja 
 

439.289.000 

 

377.286.800 85,89 100% 100  

Kegiatan ; 

1. Dukungan Manajemen 

dan Dukungan Teknis 

Lainnya Ditjen 

Penyiapaan Kawasan dan 

Pembangunan 

Permukiman 

Transmigrasi. Output : 

Terlaksananya Layanan 

Dukungan Manajemen 

Eselon I. 

Rincinan Kegiatan : 

 Penyusunan Rencana 

Program Anggaran 

 Pelaksanaan 
Penatausahaan & 
Evaluasi 

Desa Temas, 

Kec. Rote 

Barat Laut 

Kab.Rote Ndao 

175.577.000 152.839.100 87,04 100% 100  
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    Pengelolaan 
Keuangan 

 Pengelolaan 
Perbendaharaan 

Kegiatan : 

2. Pembangunan 

Permukiman. 

Output : Terlaksananya 

Satuan Permukiman 

yang dibangun dan 

Fungsional di Kawasan 

Transmigrasi sesuai 

dengan Keputusan 

Menteri. 

Rincian Kegiatan : 

Belanja 
Gedung/Bangunan 
untuk diserahkan 
kepada 
Masyarakat/Pemerintah 
Daerah 

Rote Ndao  263.712.000,- 224.447.700,- 85,11 100 100  

3 Kementerian 
Ketenagakerj
aan  

Dasar Hukum 
Pelaksanaan Tugas 
Pembantuan   Peraturan 

Menteri 

Ketenagakerjaan 

Nomor 4 Tahun 

2020 tentang 

Pelaksanaan 

Tugas 

Pembantuan 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

TA. 2020 

 DIPA No. SP 

DIPA-026.04.4-

249128/2020 

tgl. 12 Nov 2019 

1. Program Penempatan dan 
Pemberdayaan Tenaga 
Kerja dengan kegiatan 
sebagai berikut 

 
 
 

 

 547.890.000,- 545.210.300,- 99,51 100 100  

Kegiatan : 
Pengembangan dan 
Peningkatan Perluasan 

Output : 
Terlaksananya Tenaga 
Kerja yang diberdayakan 
melalui Sistim Padat Karya 

Rincian Kegiatan : 
 Padat Karya 

Infrastruktur 

 Kegiatan Tenaga Kerja 

Mandiri/ 

Kewirausahaan 

1. Kelurahan 

Mokdale 

2. Kelurahan 

Metina 

3. Desa 

Tuanatuk 

4. Desa 

Helebeik 

5. Desa 

Lidamanu 

6. Desa 

Keoen 

7. Desa Inaoe 

547.890.000,- 545.210.300,- 99,51 100 100  
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N I H I L 

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah 

Kabupaten  

 
Tahun 2020 Tidak Ada Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Rote 

Ndao. 

Tabel 3.2 
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 

Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah  
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

No K/LPNK 

Dasar 

Pelaksanaan 
Penugasan 

(TP) 

Program,Kegiatan
,   OutPut dan 

Rincian Kegiatan 

Lokasi 
OPD 

Pelaksana 

TP 

Alokasi 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 
Anggaran 

(%) 
Realisasi 
Capaian 

Kegiatan 

(%) Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

 

3.3 Permasalahan dan Kendala 

1) Minimnya biaya operasional dalam pelaksanaan kegiatan dimana 

pengurusan administrasi keuangan yang dilaksanakan di KPPN 

Kupang; 

2) Banyak sarana prasarana di unit permukiman transmigrasi yang 

rusak sedang maupun rusak berat. 

3.4 Saran dan Tindak Lanjut 

1) Kami mengharapkan Bantuan Dana Tugas Pembantuan (TP) dari 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Tahun 2021 

untuk Pembangunan  Pasar Busalangga agar memenuhi 

Kebutuhan para pedagang; 

2) Dalam pengurusan administrasi keuangan di KKPN Kupang biaya 

perjalanan dinas akhirnya diturunkan tidak sesuai dengan standar 

harga daerah; 

3) Menunggu penyerahan aset dari Pusat ke Daerah sehingga dapat 

diupayakan rehabilitasi sarana dan prasarana tersebut dengan 

menggunakan APBD Kabupaten Rote Ndao. 
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BAB IV 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 

 

4.1 Bidang Urusan Pendidikan  

1. Jenis Pelayanan Dasar  

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 

menetapkan 5 jenis layanan dasar pendidikan sebagai berikut : 

a. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah 

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang 

merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap 

Peserta Didik secara minimal; 

b. SPM Pendidikan didalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, 

jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara 

pemenuhan pelayanan dasar; 

c. Penerima pelayanan dasar pada : 

- SPM Pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik berusia 5 

(lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun; 

- SPM Pendidikan Dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) 

tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; 

- SPM Pendidikan Kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 

7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; 

d. Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota 

trediri atas 3 (tiga) indikator antar     lain :  

- Pendidikan Anak Usia Dini,  

- Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan 

- Pendidikan Kesetaraan; 

e. Mutu pelayanan dasar pada setiap jenis pelayanan dasar SPM 

Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau 

jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, 

dan tata cara pemenuhan standar. 
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2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (SPM DIKDAS) adalah salah 

satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Dalam peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 

Tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM 

merupakan kewenangan dan tanggung jawab kabupaten/kota. 

SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota mencakup 3 (tiga) kelompok 

pelayanan dasar pada tabel 4.1 yaitu : 

 
Tabel 4.1 

Target dan Indikator Penerima Layanan  
Standar Pelayanan Minimal 

No 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar  

Indikator Capaian 
Target 

Capaian 

Batas 
Waktu 

Capaian 

1 Pendidikan 
dasar 

Jumlah Warga negara 
Usia 7-15 Tahun yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan dasar 
(SD/Mi,SMP/MTs) 

100% 2020 

2 Pendidikan 
Kesetaraan 

Jumlah Warga Negara 
Usia 7-18 Tahun yang 
belum menyelesaikan 
pendidikan dasar dan 
atau menengah yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan kesetaraan 

100% 2020 

3 Pendidikan 
Anak Usia Dini 

Jumlah Warga Negara 
Usia 5-6 Tahun yang 
berpartisipasi dalam 
Pendidikan PAUD 

100% 2020 

 

Adapun SPM Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao mencakup 3 (tiga) 

indikator pelayanan yaitu : 

a. Pelayanan Pendidikan Dasar 

Pelayanan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SPM 

Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan 

dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang 

berhak diperoleh setiap peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun 

sampai dengan 15 (lima belas) tahun secara minimal baik peserta 
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pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) dan peserta pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP/MTs). 

Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Pendidikan 

dan Pengajaran, kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah 

dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP dengan 

dukungan dana sebesar Rp. 23.212.800.000,- (DAK). 

b. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan 

SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang 

berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. 

Pendidikan Kesetaraan meliputi : 

- Paket A; 

- Paket B; dan 

- Paket C. 

Indikator ini didukung oleh Program Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Non Formal/Informal, kegiatan Penyelenggaraan 

Pendidikan Kesetaraan dengan dukungan dana sebesar                           

Rp. 119.600.000,- (DAU). 

c. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan 

sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pelayanan 

Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan bagi anak usia 5 (lima) tahun 

sampai dengan 6 (enam) tahun.  

Indikator ini didukung oleh Program Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Non Formal/Informal, kegiatan Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini dengan dukungan dana sebesar                         

Rp. 716.160.000,- (DAU). 
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3. Realisasi 

Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2020 

pada tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

No Indikator 

Capaian 
Target 

(%) 
Ket 

Sasaran Realisasi 
Hasil 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Jumlah Warga negara 
Usia 7-15 Tahun yang 
berpartisipasi dalam 

pendidikan dasar 
(SD/Mi,SMP/MTs) 

29.476 29.456 99,93 
 

100 
 

SD = 19.392 
SMP = 10.064 

2 Jumlah Warga Negara 
Usia 7-18 Tahun yang 
belum menyelesaikan 
pendidikan dasar dan 
atau menengah yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan kesetaraan 

82 82 100 
 

100 
 

Paket A = 17 
Paket B = 41 
Paket C = 24 
 
 

3 Jumlah warga negara usia 5-
6 tahun yang berpartisipasi 
dalam pendidikan PAUD 

5.502 4.130 75,06 100 TK = 1.895 
PAUD = 2.235 

 

4. Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran tahun 2020 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan 

dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao dalam rangka pencapaian target 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dengan rincian 

pada tabel 4.3 sebagai berikut : 

 
Tabel 4.3 

Alokasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Indikator SPM Kabupaten Rote Ndao 
Tahun 2020 

No Indikator SPM Program Kegiatan 
Anggaran 

Rp 

Sumber 
Anggaran 

1 Jumlah Warga 
negara Usia 7-15 
Tahun yang 
berpartisipasi 
dalam pendidikan 
dasar 
(SD/Mi,SMP/MTs) 

Wajib 
Belajar 
Pendidikan 
Dasar 
Sembilan 
Tahun 

Penyediaan Bantuan 
Operasional Sekolah 
(BOS) jenjang 
SD/MI/SDLB dan 
SMP/MTs serta pesantren 
Salafiyah dan Satuan 
Pendidikan Non-Islam 
setara SD dan  SMP 

23.212.800.000 DAK 

2 Jumlah Warga 
Negara Usia 7-18 
Tahun yang belum 

menyelesaikan 
pendidikan dasar 
dan atau 

Pendidikan 
Non 
Formal 

Penyelenggaraan 
Pendidikan Kesetaraan  

 

119.600.000,00 DAU 
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menengah yang 

berpartisipasi 
dalam pendidikan 
kesetaraan 

3 Jumlah warga negara 
usia 5-6 tahun yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan PAUD 

Pendidikan 
Anak Usia 
Dini 

Penyelenggaraan 
Pendidikan Anak 
Usia 

716.160.000 DAU 

 
Jumlah 

  

 

5. Dukungan Personil 

Data jumlah tenaga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 yang tersebar di Sekolah-Sekolah, 

Cabang Dinas tiap Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 

Olahraga Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah : 

 

Tabel 4.4 
Jumlah Tenaga Pendidikan yang mendukung Pencapaian SPM Bidang Pendidikan 

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 
 

No Jenis Tenaga SD SMP CABDIN Dinas PKO 

1 Tenaga Kependidikan - 9 - - 

2 Tenaga Pendidik/Guru 987 379 - - 

3 Pengawas 18 4 15 4 

4 Pegawai - - 7 46 

Total 1.005 392 22 50 

 

6. Permasalahan dan Solusi  

Dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan tahun 2020 di 

Kabupaten Rote Ndao jika dilihat dari realisasi / persentase capaian 

pada table 2.1 maka dapat disimpulkan bahwa hampir semua indikator 

mencapai target yang ditetapkan, baik itu target kabupaten maupun 

target nasional. Jika dilihat dari anggaran yang disediakan oleh 

pemerintah baik itu anggaran dari APBD dan APBN maupun sumber 

dana lainnya sudah cukup untuk mendukung pencapaian setiap 

indikator namun masih juga terdapat permasalahan dan hambatan 

dari faktor lainnya, antara lain secara rinci permasalahan dari setiap 

indikator berbeda sesuai uraian masing-masing indikator dibawah     

ini : 
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1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

a. Masih terdapat lembaga PAUD yang tidak berjalan aktif; 

b. Minimnya tenaga pendidik / Guru PAUD yang profesional / 

belum memenuhi kualifikasi S1        PG-PAUD; 

c. Tingkat ekonomi Guru PAUD masih rendah; 

d. Fasilitas, sarana prasarana yang masih minim; dan 

e. Masih terdapat daerah kecamatan yang belum ada lembaga 

PAUD. 

Solusi untuk permaasalahan diatas yaitu : 

- Dilakukan pelatihan dan atau diklat bagi Guru PAUD; 

- Pengadaan sarana dan prasarana untuk lembaga PAUD; dan 

- Pemerataan pembangunan lembaga PAUD di daerah kecamatan 

yang belum ada lembaga PAUD.  

2. Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) 

a. Masih rendahnya kualitas sarana fisik; 

b. Masih rendahnya kualitas Tenaga Pendidik/Guru; 

c. Rendahnya prestasi belajar siswa; 

d. Kurangnya pemerataan kesempatan Pendidikan; 

e. Rendahnya relevansi Pendidikan dengan kebutuhan; dan 

f. Pendidikan yang belum berbasis pada Masyarakat dan Potensi 

Daerah. 

Solusi untuk masalah diatas yaitu : 

- Penambahan dana guna rehabilitasi gedung sekolah; 

- Penambahan kegiatan diklat pendidikan bagi Guru dan Tenaga 

kependidikan; dan 

- Penambahan sarana dan prasarana pendidikan. 

3. Pendidikan Kesetaraan 

a. Latar belakang sosial ekonomi warga belajar lemah sehingga 

frekuensi kehadirannya sangat rendah: 

b. Warga belajar menjadi pencari nafkah keluarga, sehingga 

mereka hanya belajar ketika ada waktu: 

c. Motivasi belajar rendah; 

d. Minimnya Tutor yang memiliki latar belakang keguruan; 
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e. Kurangnya kesejahteraan Tutor; 

f. Minimnya ketersediaan sarana belajar (jumlah modul dan buku 

terbatas); dan 

g. Langkah penilaian hasil belajar yang masih rendah. 

Solusi untuk masalah diatas yaitu : 

- Dilakukan pendekatan dan sosialisasi tentang pentingnya 

pendidikan; 

- Dilakukan diklat bagi Tutor; dan 

- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi peserta 

pendidikan kesetaraan. 

4.2 Bidang Urusan Kesehatan 

1. Jenis Pelayanan Dasar  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, 

ditetapkan 12 Jenis layanan dasar sebagaimana berikut:  

a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

Pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan 

kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun 

waktu satu tahun; 

b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

Pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan 

kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam 

kurun waktu satu tahun; 

c)  Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah 

bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam 

kurun waktu satu tahun; 

d) Pelayanan Kesehatan Balita 

Pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan 

balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di 

wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun; 
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e) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dinilai dari 

cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar 

sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun 

ajaran; 

f) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 

Pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang 

usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan 

sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.  

g) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 

Pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 

tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

standar minimal 1 kali di wilayah kerja dalam kurun waktu satu 

tahun; 

h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, 

dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun 

keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di 

wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun; 

i) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari 

persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan 

pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu 

tahun; 

j) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat, dinilai dari 

jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di 

wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun; 

k) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 

Pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai 

dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan 

pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 

satu tahun; 
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l) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang 

melemahkan Daya Tahan Tubuh (Human Immunodeficiency 

Virus=HIV) 

Pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV 

dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang 

mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerja dalam 

kurun waktu satu tahun.  

2. Target Pencapaian SPM 

Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa 

capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan 

setiap jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan harus 100%. 

Sebagaimana pada tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 
Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal 

 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Capaian 

Target 
Capaian 

Batas 
Waktu 

Capaian 

1 Pelayanan Kesehatan 
Ibu Hamil 

Jumlah Ibu Hamil yang 
mendapatkan  layanan 
kesehatan 

100% 2020 

2 Pelayanan Kesehatan 
Ibu Bersalin 

Jumlah Ibu  bersalin yang 
mendapatkan layanan 
kesehatan 

100% 2020 

3 Pelayanan Kesehatan 
Bayi Baru Lahir 

Jumlah Bayi baru lahir yang 
mendapatkan layanan 
kesehatan 

100% 2020 

4 Pelayanan Kesehatan 
Balita 

Jumlah balita yang 
mendapatkan layanan 
kesehatan  

100% 2020 

5 Pelayanan Kesehatan 

Pada Usia Pendidikan 
Dasar 

Jumlah warga Negara usia 

pendidikan dasar yang 
mendapatkan layanan 
kesehatan 

100% 2020 

6 Pelayanan Kesehatan 
Pada Usia Produktif 

Jumlah warga negara usia 
produktif yang mendapatkan 
layanan kesehatan 

100% 2020 

7 Pelayanan Kesehatan 
Pada Usia Lanjut 

Jumlah warga Negara usia 
lanjut yang mendapatkan 
layanan kesehatan  

100% 2020 

8 
 
 

 
 
 

 

Pelayanan Kesehatan 
Penderita Hipertensi 

Jumlah warga Negara 
penderita hipertensi yang 
mendapatkan layanan 

kesehatan 
 
 
 

100% 2020 
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9 Pelayanan Kesehatan 

Penderita Diabetes 
Melitus 

Jumlah warga Negara 

penderita diabetes mellitus 
yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan 

100% 2020 

10 Pelayanan Kesehatan 
Orang Dengan 
Gangguan Jiwa Berat 

Jumlah warga Negara dengan 
gangguan jiwa berat yang 
terlayani kesehatan  

100% 2020 

11 Pelayanan Kesehatan 
Orang Dengan 
Tuberkulosis 

Jumlah warga Negara terduga 
tuberculosis yang 

mendapatkan layanan 
kesehatan 

100% 2020 

12 Pelayanan Kesehatan 
Orang Dengan Risiko 
Terinfeksi Virus yang 
melemahkan Daya 
Tahan Tubuh Manusia 
(Human 
Immunodeficiency 
Virus) 

Jumlah warga Negara dengan 
risiko terinfeksi virus yang 
melemahkan daya tahan 
tubuh manusia ( Human 
Immunudeficiency Virus) yang 
mendapatkan layanan 
kesehatan 

100% 2020 

 

3. Realisasi  

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Rote 

Ndao tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.6 
 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan   

 di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 
 

No Indikator 

Capaian 
Target 

(%) 
Keterangan 

Pembilang Penyebut 
Hasil 
(%) 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Pelayanan Kesehatan Ibu 
Hamil 

3.807 5.402 70,47% 100% Belum 
berhasil 

2 Pelayanan Kesehatan Ibu 
Bersalin 

2.871 5.157 55,67% 100% Belum 
berhasil 

3 Pelayanan Kesehatan Bayi 
Baru Lahir 

2.871 4.926 58,28% 100% Belum 
berhasil 

4 Pelayanan Kesehatan Balita 11.167 17.827 62,64% 100% Belum 
berhasil 

5 Pelayanan Kesehatan Pada 
Usia Pendidikan Dasar 

5.149 21.085 24,42% 100% Belum 
berhasil 

6 Pelayanan Kesehatan Pada 
Usia Produktif 

32.564 102.733 31,70% 100% Belum 
berhasil 

7 Pelayanan Kesehatan Pada 
Usia Lanjut 

6.058 17.662 34,30% 100% Belum 
berhasil 

 

8 Pelayanan Kesehatan 
Penderita Hipertensi 

3.761 26.619 14,13% 100% Belum 
berhasil 

9 Pelayanan Kesehatan 
Penderita Diabetes Melitus 

341 1.625 20,98% 100% Belum 
berhasil 

10 Pelayanan Kesehatan Orang 
Dengan Gangguan Jiwa 
Berat 

126 143 88,11% 100% Belum 
berhasil 

11 Pelayanan Kesehatan Orang 
Dengan Tuberkulosis 

866 2.819 30,72% 100% Berhasil 
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12 Pelayanan Kesehatan Orang 
Dengan Risiko Terinfeksi 
Virus yang melemahkan 
Daya Tahan Tubuh Manusia 
(Human Immunodeficiency 
Virus) 

3.880 5.989 64,79% 100% Belum 
berhasil 

 

4. Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Rote 

Ndao dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang Kesehatan berjumlah RP.10.871.036.935 dengan rincian 

pada tabel 4.7  sebagai berikut :  

Table 4.7 
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan  

di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 
 

NO INDIKATOR JUMLAH ANGGARAN SUMBER ANGGARAN 

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 1.401.966.781 DAK, Pajak Rokok 

2 Pelayanan Kesehataan Ibu 
Bersalin 

Rp 5.577.228.856 DAK, Pajak Rokok 

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 
Lahir 

Rp 146.905.112 DAK, Pajak Rokok 

4 Pelayanan Kesehatan Balita Rp 1.864.800.550 DAK, Pajak Rokok 

5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia 
Pendidikan Dasar 

Rp 566.889.575 DAK, Pajak Rokok 

6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia 
Produktif 

Rp 649.197.715 DAK, Pajak Rokok 

7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia 
Lanjut 

Rp 159.071.546 DAK, Pajak Rokok 

8 Pelayanan Kesehatan Penderita 
Hipertensi 

Sudah terinklut dalam 
anggaran usia produktif 

DAK, Pajak Rokok 

9 Pelayanan Kesehatan Penderita 
Diabetes Mellitus 

Rp 29.700.000 DAK, Pajak Rokok 

10 Pelayanan Kesehatan Orang 
Dengan Gangguan Jiwa Berat 

Rp 240.000.000 DAK, Pajak Rokok 

11 Pelayanan Kesehatan Orang 

Dengan TB 

Rp 138.607.000 DAK, Pajak Rokok dan 

Global Fund 

12 Pelayanan Kesehatan Orang 
Dengan Risiko Terinfeksi HIV 

Rp 96.669.800 DAK, Pajak Rokok 

 

5. Dukungan Personil 

Dukungan pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 

2020 sebanyak 872 Orang dengan perincian sebagai berikut:  

a) PNS/CPNS   : 578 orang 

b) Kontrak Daerah  : 187 orang 

c) Penugasan Khusus :  
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Nusantara Sehat     : 36 orang 

PTT     : 7orang 

Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)  : 4 orang 

d) Sukarela     : 60 orang 

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 578 orang, berdasarkan 

pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut:  

- S2     : 8 orang  

- S1     : 133 orang 

- D4     : 13 orang  

- D3     : 370 orang 

- D1/D0     : 16 orang 

- SLTA Sederajat  : 37 orang 

- SLTP Sederajat  : 1 orang  

6. Permasalahan Dan Solusi  

Hasil pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 di 

Kabupaten Rote Ndao masih dibawah target yang ditetapkan. Dalam 

pelaksanaan ada berbagai kendala dan hambatan yang dialami, antara 

lain m:  

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 

Pernyataan standarnya adalah setiap ibu hamil mendapatkan 

pelayanan antenatal sesuai standar, yaitu standar kuantitas dan 

kualitas. Standar kuantitasnya adalah kunjungan 4 kali selama 

periode kehamilan (K4) dengan ketentuan satu kali pada trimester 

pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester 

ketiga. Sedangkan standar kualitasnya yaitu pelayanan antenatal 

memenuhi 10 T, yaitu pengukuran berat badan, pengukuran 

tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran 

tinggi puncak rahim, penentuan presentasi janin dan  denyut 

jantung janin, pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, 

pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, 

tatalaksana/penanganan kasus, dan konseling.  
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Capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 70,47%, 

dengan permasalahan dan solusinya adalah :  

a) Standar kuantitas dan kualitas K4 belum mencapai target, 

solusinya yaitu peningkatan kompetensi SDM agar dapat bekerja 

sesuai standar. 

b) Pelayanan tidak terlaporkan dari jaringan dan fasilitas pelayanan 

kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar 

wilayah kabupaten maupun provinsi, solusinya yaitu mewajibkan 

Puskesmas untuk mendata serta mencatat ibu yang mendapatkan 

pelayanan di luar fasilitas pelayanan kesehatan setiap bulan.  

c) Kurangnya koordinasi lintas sektor, solusinya memperkuat 

kerjasama lintas sektor.  

d) Belum semua tempat pelayanan mempunyai register/kohort 

sehingga pencatatan tidak lengkap, solusinya mewajibkan semua 

tempat pelayanan mempunyai kohort/register serta mencatat 

semua pelayanan dalam register/kohort.  

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 

Pernyataan standarnya yaitu setiap ibu bersalin mendapatkan 

pelayanan persalinan sesuai standar. Pelayanan persalinan sesuai 

standar meliputi persalinan normal  dan persalinan komplikasi.  

Capaian SPM pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu 55,67%, dengan 

permasalahan dan solusinya yaitu:  

a) Sumber daya manusia belum bekerja sesuai standar operasional 

prosedur, solusinya penegasan penggunaan standar operasional 

prosedur dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas. 

b) Ibu bersalin mendapatkan pelayanan bukan oleh tenaga kesehatan 

atau persalinan tidak di fasilitas kesehatan, solusinya mewajibkan 

semua petugas untuk melakukan pertolongan persalinan di 

fasilitas kesehatan.  

c) Pelayanan tidak terlaporkan dari jaringan dan fasilitas pelayanan 

kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar 

wilayah kabupaten maupun provinsi, solusinya yaitu mewajibkan 
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Puskesmas untuk mendata serta mencatat ibu yang mendapatkan 

pelayanan di luar fasilitas pelayanan kesehatan setiap bulan. 

d) Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam hal peraturan desa 

terkait persalinan di fasilitas kesehatan, solusinya mengajak lintas 

sektor untuk membuat peraturan desa terkait persalinan.  

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

Pernyataan standarnya yaitu setiap bayi baru lahir mendapatkan 

pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi standar kuantitas 

dan standar kualitas. Standar kuantitas yaitu kunjungan minimal 3 

kali selama periode neonatal, dan standar kualitas yaitu pelayanan 

neonatal esensial saat lahir (0-6 jam) dan pelayanan neonatal esensial 

setelah lahir (6 jam-28 hari).  

Capaian SPM pelayanan kesehatan bayi baru lahir yaitu 58,28%, 

dengan permasalahan dan solusinya yaitu: 

a) kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan bayi baru 

lahir, solusinya menambah sarana dan prasarana pendukung 

pelayanan bayi baru lahir.  

b) Standar kuantitas dan kualitas bayi baru lahir belum mencapai 

target, solusinya yaitu peningkatan kompetensi SDM bagi tenaga 

kesehatan (bidan dan perawat) agar dapat bekerja sesuai standar. 

4. Pelayanan kesehatan balita 

Pernyataan standarnya yaitu setiap balita mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar 

meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan 

balita sakit. Pelayanan balita sehat adalah pelayanan pemantauan 

pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan 

skrining tumbuh kembang. Pelayanan kesehatan balita sakit adalah 

pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu 

balita sakit (MTBS).  
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Capaian SPM pelayanan kesehatan balita yaitu 62,64%, dengan 

permasalahan dan solusinya yaitu: 

a) Petugas kesehatan belum terpapar dengan pelayanan SDIDTK, 

solusinya melatih tenaga kesehatan terkait pelayanan SDIDTK.  

b) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan balita, 

solusinya menambah sarana dan prasarana pendukung pelayanan 

balita.  

c) Belum semua tempat pelayanan mempunyai register/kohort 

balita, solusinya mewajibkan semua tempat pelayanan 

mempunyai kohort/register serta mencatat semua pelayanan 

dalam register/kohort balita.  

d) Kurangnya koordinasi antara program dalam pelayanan kesehatan 

terhadap balita, solusinya meningkatkan kerjasama lintas 

program antara pelayanan gizi, KIA, Imunisasi, MTBS dan program 

terkait lainnya.  

e) Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar 

Pernyataan standarnya yaitu setiap anak pada usia pendidikan 

dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar didalam 

dan diluar satuan pendidikan dasar. Pelayanan kesehatan sesuai 

standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil 

skrining kesehatan. Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan 

kelas 9 disekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan 

usia 7 sampai dengan 15 tahun diluar sekolah.  

Capaian SPM pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar yaitu 

24,42%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:  

- Belum adanya data tentang jumlah anak yang tidak sekolah 

formal maupun putus sekolah, solusinya mendata jumlah anak 

yang tidak sekolah formal maupun putus sekolah.  

- Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, banyak 

kegiatan tatap muka disekolah tidak dilakukan sehingga 

kegiatan skrining kesehatan yang sasaran pelayanannya di 
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sekolah tidak dapat dilakukan dengan maksimal, solusinya 

melakukan skrining kesehatan di luar gedung sekolah. 

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan UKS, 

solusinya menambah sarana dan prasarana pendukung 

pelayanan UKS.  

e) Pelayanan kesehatan pada usia produktif 

Pernyataan standarnya yaitu setiap warga negara usia 15 tahun 

sampai dengan 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar. Pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi 

edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining 

faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular berupa 

Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, 

Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah, Anamnesa 

perilaku beresiko minimal 1 kali setahun. 

Capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif yaitu 

31,70%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu :  

- Belum semua penduduk usia produktif berpartisipasi aktif 

dalam skrining kesehatan, solusinya meningkatkan KIE 

(Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan partisipasi aktif 

penduduk usia produktif untuk mengunjungi pos pelayanan di 

desa.  

- Kurangnya peralatan pendukung (KIT Posbindu PTM) dan 

bahan habis pakai (stik gula darah, solusinya pengusulan 

pengadaan peralatan KIT posbindu PTM dan barang habis pakai 

(stik gula darah).  

- Posbindu PTM di desa/kelurahan belum beroperasi secara 

maksimal, solusinya meningkatkan koordinasi dan peran serta 

lintas program dan lintas sektor terkait baik di tingkat 

kecamatan ataupun desa untuk pengaktifan posbindu.  

- Pencatatan dan pelaporan di Posbindu PTM, Pustu, Pos UKK 

dan pelayanan terpadu di FKTP belum akurat dan valid, 

solusinya melakukan koordinasi dan pembinaan secara 
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integrasi tentang pencatatan dan pelaporan di tingkat Posbindu, 

Pos UKK dan FKTP.  

f) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 

Pernyataan standarnya yaitu setiap warga negara usia 60 tahun ke 

atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. 

Pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi perilaku hidup bersih 

dan sehat dan skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak 

menular.  

Capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia lanjut yaitu 34,30%, 

dengan permasalahan dan solusinya yaitu:  

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan usila 

di pos pelayanan usila, solusinya menambah sarana dan 

prasarana pendukung pelayanan usila di pos pelayanan usila.  

- Pendataan sasaran pelayanan yang belum baik, solusinya 

Puskesmas perlu melakukan pendataan sasaran secara baik 

dan benar sebelum melakukan pelayanan kesehatan. 

- Belum adanya register khusus pencatatan pelayanan usila di 

pos pelayanan usila, solusinya mewajibkan semua tempat 

pelayanan mempunyai kohort/register serta mencatat semua 

pelayanan dalam register/kohort usila.  

g) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 

Pernyataan standarnya yaitu setiap penderita hipertensi mendapat 

pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan 

penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan 

darah minimal 1 kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan dan 

edukasi perubahan gaya hidup dan edukasi kepatuhan minum 

obat.  

Capaian SPM pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu 

14,13%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:  

- Belum semua penduduk usia >15 tahun berpartisipasi aktif 

dalam skrining kesehatan, solusinya meningkatkan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan partisipasi aktif 
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penduduk usia >15 tahun untuk mengunjungi FKTP dan pos 

pelayanan di desa/keluarahan.  

- Kurangnya peralatan pendukung (tensimeter digital), solusinya 

pengusulan pengadaan peralatan pengukuran deteksi dini 

hipertensi (tensimeter digital).  

- Pos pelayanan kesehatan pemberdayaan masyarakat (Posbindu 

PTM, pos lansia dan pos UKK) belum beroperasi secara 

maksimal, solusinya meningkatkan koordinasi dan peran serta 

lintas program dan lintas sektor terkait.  

- Pencatatan/pelaporan di Posbindu PTM, pos lansia, Pustu, pos 

UKK dan pelayanan terpadu di FKTP belum akurat dan valid, 

solusinya koordinasi dan pembinaan secara terintegrasi tentang 

pencatatan dan pelaporan di tingkat Posbindu PTM, pos lansia, 

Pustu, pos UKK dan FKTP.  

h) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 

Pernyataan standarnya yaitu setiap penderita diabetes melitus 

mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan 

kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran gula darah minimal 

1 kali sebulan di fasilitas kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup 

dan atau nutrisi. 

Capaian SPM pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus yaitu 

20,98%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:  

- Belum semua penderita hipertensi berpartisipasi aktif dalam 

melakukan kunjungan rutin di fasilitas kesehatan. solusinya 

meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan 

partisipasi aktif penderita hipertensi untuk mengunjungi FKTP 

dan pos pelayanan di desa/kelurahan.  

- Kurangnya peralatan pendukung (alat tes gula darah dan bahan 

habis pakai), solusinya pengusulan pengadaan peralatan 

deteksi dini diabetes melitus dan bahan habis pakai. 

- Pos pelayanan kesehatan pemberdayaan masyarakat (Posbindu 

PTM, pos lansia dan pos UKK) belum beroperasi secara 
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maksimal, solusinya meningkatkan koordinasi dan peran serta 

lintas program dan lintas sektor terkait.   

- Pencatatan/pelaporan di Posbindu PTM, pos lansia, Pustu, pos 

UKK dan pelayanan terpadu di FKTP belum akurat dan valid, 

solusinya koordinasi dan pembinaan secara terintegrasi tentang 

pencatatan dan pelaporan di tingkat Posbindu PTM, pos lansia, 

Pustu, pos UKK dan FKTP. 

i) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 

Pelayanan standarnya yaitu setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik 

akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa 

(pemeriksaan status mental/wawancara dan edukasi kepatuhan 

minum obat.  

Capaian SPM pelayanan kesehatan ODGJ berat yaitu 88,11%, 

dengan permasalahan dan solusinya yaitu:  

- Tenaga kesehatan terlatih (dokter dan perawat) pada tahun 

2018-2020 tentang deteksi dini dan tatalaksana gangguan jiwa 

sebanyak 54 yang terdiri dari 21 dokter dan 33 perawat, namun 

belum semua tenaga berperan aktif dalam deteksi dini dan 

tatalaksana yaitu Puskesmas Busalangga, Oele, Ba’a dan Delha. 

Solusinya berkoordinasi dengan tenaga terlatih di Puskesmas 

terkait untuk meningkatkan deteksi dini dan tatalaksana. 

- Kurang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada 

masyarakat dan keluarga pasien, solusinya meningkatkan 

koordinasi dan peran serta lintas program dan lintas sektor 

terkait untuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada 

masyarakat dan keluarga pasien serta kunjungan rumah 

terintegrasi.   

j) Pelayanan kesehatan orang dengan TBC 

Pernyataan standarnya yaitu semua orang terduga Tuberkulosis 

(TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga 
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TBC meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksanaan penunjang, dan 

edukasi.  

Capaian SPM pelayanan kesehatan orang dengan TBC yaitu 

30,72%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu: 

- Tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan sudah menjalankan 

pelayanan program TBC dengan Strategi Directly Observed 

Treatment Shostcourse (DOTS) karena tidak memiliki tenaga 

labooratorium untuk Puskesmas Sotimori, Sonimanu dan Ndao. 

Sedangkan RSUD Ba’a tidak memiliki ruangan/bangunan yang 

dapat digunakan sebagai poli DOTS/Pojok DOTS. Solusinya 

menyediakan tenaga laboratorium pada Puskesmas Sotimori, 

Sonimanu dan Ndao. Untuk RSUD Ba’a membentuk tim DOTS 

RSUD Ba’a dengan perincian beban kerja sesuai dengan tupoksi 

disertai surat keputusan (SK). 

- Tidak semua tenaga kesehatan khususnya dokter, Ahli Teknik 

Laboratorium Medik (ATLM) dan pengelola terlatih dalam hal 

program tuberkulosis berupa tingkat penemuan dan 

pemeriksaan TBC. Solusinya perlu dilaksanakannya pelatihan 

bagi tenaga dokter, ATLM dan pengelola program tingkat 

fasilitas kesehatan. 

- Kurangnya dukungan dana untuk program TBC sehingga 

kegiatan Active Case Detection (ACD) berupa penjaringan kasus 

TBC di desa melalui ‘ketuk pintu’ tidak bisa berjalan di semua 

desa. Solusinya mengadvokasi penambahan anggaran untuk 

program TBC sehingga kegiatan penjaringan kasus TBC di desa 

melalui ‘ketuk pintu’ dapat berjalan di semua desa kategori 

endemis guna mendukung capaian pelayanan terhadap terduga 

TBC. 

k) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 

Pernyataan standarnya yaitu setiap orang dengan risiko terinfeksi 

HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan 

kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi 

HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining.  
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Capaian SPM pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi 

HIV yaitu 64,79%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:  

- Tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan menjadi layanan tes 

HIV, solusinya mengaktifkan semua fasilitas pelayanan 

kesehatan menjadi layanan tes HIV. 

- Tenaga kesehatan khususnya Ahli Teknik Laboratorium Medik 

(ATLM) belum terlatih dalam pemeriksaan HIV, solusinya 

pelatihan layanan tes HIV bagi petugas kesehatan yang belum 

terlatih.  

- Kurangnya koordinasi antar program khususnya program 

Kesehatan Ibu dan ANAK (KIA) sehingga tidak semua ibu hamil 

mendapat pelayanan HIV, solusinya meningkatkan koordinasi 

antar program dalam pelayanan HIV pada kelompok berisiko 

khususnya ibu hamil.  

- Kurangnya dukungan dana untuk program HIV, solusinya 

mengadvokasi agar tersedianya dana yang cukup untuk 

program HIV.  

 

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum 

1. Jenis Pelayanan Dasar  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang 

kemudian menjadi rujukan untuk ditetapkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor  

29/Prt/M/2018   Tentang  Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, ditetapkan 2 Jenis layanan 

dasar sebagaimana tertera pada tabel 4.8 berikut:     
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Tabel 4.8 
Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman  

di Kabupaten Rote Ndao 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Mutu Pelayanan Dasar Penerima Pelayanan 

Kuantitas Kualitas  

1 Pemenuhan 

Kebutuhan pokok 

air minum sehari-

hari 

Kebutuhan pokok 

minimal air minum 

sehari-hari sejumlah 60  

liter/orang/hari 

diperuntukan kepada 

daerah kabupaten/kota 

yang tidak ada sumber 

air baku. Untuk daerah 

kabupaten/kota yang 

memiliki sumber air 

baku, maka   pemenuhan 

kebutuhan pokok 

minimal air minum 

sehari-hari dengan 

menyesuaikan pada 

penggunaan air di 

kawasan tersebut 

Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan 

dengan kesehatan, antaralain : 

1) Keruh : air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. 

2) Berwarna: air minum terlihat berwana seperti kekuningan, 

kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. 

3) Berasa : air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. 

Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam 

disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, 

sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam 

air  

4) Berbusa : air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk 

maupun tidak.  

5) Berbau :  air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk 

bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi 

(penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas 

disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan 

Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.  

Di prioritaskan pada masyarakat 

miskin atau tidak layak huni 

atau akses terhadap rumah 

sewa, baik rumah susun sewa 

maupun rumah sewa umum 

mampu dan berdomisili pada 

daerah rawan air dan akan 

dilayani melalui sistem 

penyediaan air minum. 

2 Penyediaan 

pelayanan 

pengolahan air 

limbah domestik 

Setiap rumah memiliki 

minimal satu akses 

pengolahan air limbah 

domestic 

1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui 

pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di 

wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah 

terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan  

2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui 

pelayanan akses aman  bagi masyarakat yang bermukim di 

wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah 

terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah 

perkotaan. 

 

Setiap rumah tangga yang 

termasuk dalam wilayah 

pelayanan pengolahan air 

limbah domestik 

kabupaten/kota dengan 

memprioritaskan pada 

masyarakat miskin atau tidak 

mampu yang berdomisili pada 

daerah rawan sanitasi dan dekat 

badan air 
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2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor  29/Prt/M/2018 

Tentang  Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa SPM merupakan 

hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

rakyat maka target SPM harus 100% setiap tahunnya hal ini dapat 

dilihat pada table 4.9 dibawah ini : 

 

Tabel 4.9 
Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar  
Indikator Capaian 

Target 
Capaian 

Batas 
Waktu 

Capaian 

1 Penyediaan 
Kebutuhan pokok air 
minum sehari-hari 

Jumlah warga Negara 
memperoleh kebutuhan 
pokok air minum sehari-
hari 

100% 2020 

2 Penyediaan pelayanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh layanan 
pengolahan air limbah 

100% 2020 

 

3. Realisasi 

Adapun Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pengembangan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman  pada tahun 2020 pada tabel 4.10    

berikut : 
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Tabel 4.10 
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao Tahun 2020 

NO 
JENIS PELAYANAN/ 

INDIKATOR 
INDIKATOR 

TARGET 
CAPAIAN 

BATAS 
WAKTU 

CAPAIAN 
CAPAIAN SPM HASIL RENCANA AKSI ANGGARAN 

SUMBER 
DANA 

     X / Y X %     

I Pemenuhan kebutuhan pokok air 

minum sehari-hari 

Tersedianya 
akses air 
minum yang 
aman melalui 
SPAM dengan 
jaringan 
perpipaan 
 

       
 

   
  

  
 
 
 
   

X Jumlah kumulatif rumah 
tangga terlayani dalam 
sebuah kabupaten/kota 

100 % 
Setiap 
Tahun 

5.864 

/ 

 

X 100 16,16 

Program : 
pembangunan 
infrastruktur pedesaan 

Rp. 3.223. 
243.000 

DAK 

   

Y Jumlah total proyeksi 
rumah tangga di seluruh 
kabupaten/kota tersebut 100% 

Setiap 
Tahun 

 

36.278 

Kegiatan : 
penyediaan sarana dan 
prasarana air minum 
bagi masyarakat 

II Penyediaan pelayanan pengolahan 
air limbah domestik 

 
     

 
 

   
 

  

   

X Jumlah kumulatif rumah 
tangga terlayani 
pelayanan pengolahan air 
limbah domestik dalam 
sebuah kabupaten/kota 

Tersedianya 
sistem air 
limbah 
setempat yang 
memadai 

100 % 
Setiap 
Tahun 

5.110 

/ 

 

X 100 14,08 

Program: 
pengembangan kinerja 
pengelolaan air minum 
dan air limbah 

Rp.3.528.529.
000 

+3.500.000.00
0 

DAK 
penugas
an dan 

Afirmasi 
+ APBN 

    

Y Jumlah total proyeksi 
rumah tangga di seluruh 
kabupaten/kota tersebut 

100% 
Setiap 
Tahun 

 

36.278 

Kegiatan : 
koordinasi dan 
monitoring kinerja 
pengelolaan air minum 
dan air limbah 
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4. Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran tahun 2020 di Bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman  yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dalam 

rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan Dana DAK 

penugasan dan Afirmasi serta APBN sebesar Rp.10.251.772.000 

sebagaimana pada tabel 4.11 berikut : 

Tabel 4.11 
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 
 

No Indikator Jumlah Anggaran Sumber Anggaran 

1 Pemenuhan kebutuhan 
pokok air minum 
sehari-hari 

Rp. 3.223. 243.000 DAK 

2 Penyediaan pelayanan 
pengolahan air limbah 
domestik 

Rp.3.528.529.000 
+3.500.000.000 

DAK penugasan 
dan Afirmasi + 

APBN 

Jumlah Rp.10.251.772.000  

 

5. Dukungan Personil 

Adapun dukungan personil yang tersedia dalam rangka 

penerapan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman  yang 

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010 dapat dilihat 

pada table 4.12  berikut ini : 

Tabel 4.12 
Jumlah Tenaga Pendidikan yang mendukung Pencapaian SPM Bidang 

Pendidikan  Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 
 

No 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Dukungan Personil 

PNS NON PNS 

1 Pemenuhan 
Kebutuhan 
Pokok air 
minum sehari-
hari 

Tersedianya akses 
air minum yang 
aman melalui SPAM 
dengan jaringan 
perpipaan 

6 PNS Kontraktor 
pengerjaan 

pembangunan 

2 Penyediaan 

pelayanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

Tersedianya sistem 

air limbah setempat 
yang memadai 

10 PNS 9 Tenaga 

Fasilitator 
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6. Permasalahan dan Solusi  

Dalam penerapan SPM Bidang pengembangan perumahan dan 

kawasan permukiman tahun 2020 di Kabupaten Rote Ndao jika 

dilihat dari realisasi / persentase capaian pada tabel 2.3 maka dapat 

disimpulkan bahwa total proyeksi 36.278 untuk tahun 2019 dan 

tahun 2020 dari kebutuhan rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao 

sebagai brikut :  

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 

Untuk di tahun 2019 yaitu 14,50% dan tahun 2020 yaitu 16,16% 

terjadi peningkatan 1,66% di tahun 2020. 

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 

Untuk di tahun 2019 yaitu 12,96% dan tahun 2020 yaitu 14,09% 

terjadi peningkatan 1,13% di tahun 2020. 

Semua indikator telah mencapai target yang ditetapkan, baik itu 

target kabupaten maupun target nasional. Hal ini terjadi karena 

indikator pelayanan yang dipakai sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor : 

29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini telah direalisasikan 

dengan baik, yaitu dengan mengikuti target 672 unit tanki septik 

skala individu dan 602 unit SR dalam tahun anggaran 2020, apabila 

dilihat pada capaian SPM Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan 

yang signifikan, kenaikan ini ditujukan untuk memenuhi penyediaan 

kebutuhan pokok air minum dan pelayanan pengolahan air limbah 

domestik bagi seluruh masyarakat kabupaten Rote Ndao. Hal ini 

dapat terjadi dikarenakan adanya kerja sama yang baik antara 

fasilitator, kontraktor serta pihak dari dinas dalam pengerjaan 

pembangunan.  

 

4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat 

1. Jenis Pelayanan Dasar  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Pelaynan Minimal (SPM) yang 

kemudian menjadi rujukan untuk ditetapkan Peraturan Menteri 
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Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia            

Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang  Standar Teknis Standar Pelayanan 

Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, ditetapkan 2 Jenis 

layanan dasar sebagaimana  tertera pada tabel 4.13 berikut : 

Tabel 4.13 
Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pengembangan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Rote Ndao 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Mutu Pelayanan Dasar 

Penerima Pelayanan 
Standar Jumlah 

Kualitas Pelayanan 
Dasar 

1 Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah 
Yang Layak Huni Bagi 
Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

Setiap unit rumah 
rusak akibat 
bencana sesuai 
dengan rencana 

jumlah unit rumah 
rusak yang akan 
ditangani dalam 
dokumen rencana 
aksi rehabilitasi 
dan rekonstruksi 

1) Rehabilitasi 
rumah bagi 
korban 
bencana. 

2) Pembangunan 
Kembali rumah 
bagi korban 
bencana.  

3) Pembangunan 
Baru di lokasi 
baru/relokasi 

bagi korban 
bencana. 

4) Bantuan akses 
rumah sewa 
layak huni bagi 
korban bencana 

a) Penghasilan Rumah 
Tangga kurang atau 
sama dengan UMP 
dan  tidak memiliki 

tabungan yang 
mencukupi untuk 
menyewa atau 
membeli rumah. 

b) Memiliki sertifikat 
kepemilikan tanah 
dan bangunan.  

c) Tidak memiliki aset 
bangunan lain.  

d) Terkecuali yang 
tidak memiliki 
penguasaan atas 
hak tanah dan 
bangunan dapat 

difasilitasi melalui 
bantuan uang sewa 
rumah layak huni 
atau akses 
terhadap rumah 
sewa, baik rumah 
susun sewa 

maupun rumah 
sewa umum. 

2 Fasilitasi Penyediaan 
Rumah Yang Layak 
Huni Bagi Masyarakat 

Yang Terkena Relokasi 
Program Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Setiap rumah 
tangga terkena 
relokasi sesuai 

dengan jumlah 
rencana fasilitasi 
dan penyediaan 
rumah layak huni 
yang akan 
ditangani 

1) Fasilitasi 
Penggantian Hak 
Atas Penguasaan 

Tanah dan/atau 
Bangunan 

2) Subsidi Uang 
Sewa 

3) Penyediaan 
Rumah Layak 
Huni 

a) Tidak memiliki aset 
tanah dan/atau 
bangunan dalam 

Kabupaten/Kota 
yang sama, kecuali 
DKI Jakarta;  

b) Penghasilan 
dibawah UMP 
daerah setempat 
yang dibuktikan 

dengan Surat 
Pernyataan 
bermaterai; 

c) Mendapatkan Surat 
Keterangan Tidak 
Mampu dari 
Lurah/Kepala Desa. 

 

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor  29/Prt/M/2018 

Tentang  Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan 
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Umum Dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa SPM merupakan 

hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

rakyat maka target SPM harus 100% setiap tahunnya hal ini dapat 

dilihat pada table 4.14 dibawah ini : 

Tabel 4.14 
Target Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Rote 
Ndao Tahun 2020 

 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar  
Indikator Capaian 

Target 
Capaian 

Batas 
Waktu 

Capaian 

1 Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah 
Yang Layak Huni Bagi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah warga Negara 
korban bencana yang 
memperoleh rumah 
layak huni 

100% 2020 

2 Fasilitasi Penyediaan 
Rumah Yang Layak 
Huni Bagi Masyarakat 
Yang Terkena Relokasi 
Program Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah warga Negara 
yang terkena relokasi 
akibat program 
Pemerintah Daerah 
yang memperoleh 
fasilitasi penyediaan 
rumah yang layak huni 

100% 2020 
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3. Realisasi 

Adapun Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman  

pada tahun 2020 pada tabel 4.15 berikut: 

Tabel 4.15 
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup  Kab. Rote Ndao Tahun 2020 

NO JENIS PELAYANAN/ INDIKATOR INDIKATOR 
TARGET 
CAPAIAN 

BATAS 
WAKTU 

CAPAIAN 

CARA 
MENGHITUNG 

RENCANA AKSI ANGGARAN 
SUMBER 

DANA 

I Penyediaan dan rehabilitasi Rumah layak 
huni bagi korban bencana Kab/Kota  

    
X / Y x 100 % 

Program 
:................. 

- - 

    

X. Jumlah unit rumah korban bencana 
yang ditangani pada tahun N 

 
 

100 % 
Setiap 
Tahun 

 

Kegiatan 
:................ 

- - 

    

Y. Jumlah total rencana unit rumah 
korban bencana yang akan 

ditangani pada tahun  N 
 100% 

Setiap 

Tahun 

Kegiatan 

:................ 
- - 

II Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak 
huni bagi masyarakat yang terkena relokasi 
program pemerintah daerah kab/kota 

   X / Y x 100 % 
Program 
:................. 

- - 

  X. Jumlah unit rumah layak huni bagi 
masyarakat yang terkena relokasi 
program pemerintah kab Kota  yang 
ditangani pada tahun N 

 

100 % 
Setiap 
Tahun 

 
Kegiatan 
:................ 

- - 

  Y. Jumlah total rencana rumah layak 
huni bagi masyarakat yang terkena 

relokasi program pemerintah kab 
Kota  yang ditangani pada tahun N 

 

100% 
Setiap 

Tahun 
 

Kegiatan 

:............... 
- - 
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4. Alokasi Anggaran 

Untuk dukungan anggaran belum ada realisasi yang terjadi 

dikarenakan kegiatan yang berhubungan dengan SPM belum 

teranggarkan dan tercatat di dalam Tahun Anggaran. 

5. Dukungan Personil 

Untuk dukungan personil belum ada realisasi yang terjadi 

dikarenakan kegiatan yang berhubungan dengan SPM belum 

teranggarkan dan tercatat di dalam Tahun Anggaran. 

6. Permasalahan dan Solusi 

Dalam penerapan SPM Bidang pengembangan perumahan dan 

kawasan permukiman tahun 2020 di Kabupaten Rote Ndao jika 

dilihat dari realisasi / persentase capaian pada tabel 2.3 maka dapat 

disimpulkan bahwa hampir semua indikator belum mencapai target 

yang ditetapkan, baik itu target kabupaten maupun target nasional. 

Hal ini terjadi karena indikator pelayanan yang dipakai sesuai 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia nomor : 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara 

lain : 

a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban 

bencana 

b) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang 

terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota 

 

Jika dibandingkan dengan tupoksi yang ada pada bidang 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tidak 

tergambar secara jelas sehingga belum adanya anggaran serta 

perencanaan yang terstruktur dan tertulis di dalam Renja dan 

Renstra. 

Solusi, Melihat dari permasalahan diatas diharapkan dengan 

adanya penulisan laporan ini maka untuk kedepan hal-hal yang 

menyangkut SPM dapat dianggarkan dan ditulis di dalam Renja dan 

Renstra. 
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4.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat 

1. Jenis Pelayanan Dasar  

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan menteri Dalam Negeri 

Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal, terdapat 5 (lima) jenis Pelayanan dasar Bidang Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 

(TRANTIBUMLINMAS) yaitu: 

a) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana; 

c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 

d) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; 

e) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. 

Dari 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan 

oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Rote Ndao, khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Rote Ndao memiliki kewenangan melaksanakan 2 (dua) Jenis 

Pelayanan Dasar yaitu : 

a) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

b) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. 
 

Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Rote Ndao memiliki kewenangan melaksanakan 3 (tiga) 

Jenis Pelayanan Dasar Yaitu : 

a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana; 

b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 

c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. 
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2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

(Trantibumlinmas) telah ditetapkan Indikator Pencapaian, Target 

Capaian dan Batas Waktu Pencapaian. 

Adapun Indikator Pencapaian, Target Capaian dan batas Waktu 

Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang menjadi kewenangan 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk dilaksanakan pada Tahun 2020 

dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini : 

Tabel 4.16 
Indikator Pencapaian, Target Capaian dan Batas Waktu Capaian SPM 

Bidang Trantibumlinmas 

NO 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Pencapaian 

Target 
Capaian 

Batas 
Waktu 

Capaian 

1 Pelayanan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Jumlah Warga Negara yang 
memperoleh layanan akibat 
Penegakan Hukum Perda dan 

Perkada 

100% 2020 

2 Pelayanan Informasi 
Rawan Bencana 

Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan Informasi 
Rawan Bencana 

100% 2020 

3 Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap bencana 

100% 2020 

4 Pelayanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
bencana 

Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

100% 2020 

5 Pelayanan 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Kebakaran 

Jumlah Warga Negara Yang 

Memperoleh Layanan 
Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Kebakaran 

100% 2020 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas telah digambarkan Indikator 

Pencapaian, Target Capaian dan Batas Waktu Capaian SPM Bidang 

Trantibumlinmas Kabupaten Rote Ndao Indikator, Target dan Batas 

Waktu tersebut merupakan komponen dasar bagi Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Rote Ndao dalam menyusun proyeksi Penerapan SPM 

Bidang Trantibumlinmas tahun 2020. 
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3. Realisasi 

Adapun Realisasi capaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 dapat 

dilihat pada table 4.17 berikut ini : 

Tabel 4.17 
Realisasi Capaian Target Indikator SPM Bidang Trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

NO Jenis Pelayanan Dasar/Indikator 
Indikator Pencapaian 

SPM 

Capaian 
Target 

Capaian 
(%) 

Ket Jumlah 
Target 
(orang) 

Realisasi 
Target 
(orang) 

Hasil 
(%) 

1 Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Warga Negara 
yang memperoleh layanan 

akibat Penegakan Hukum 
Perda dan Perkada 

44 37 84,09% 84,09% Hasil 
belum 

mencapai 
target 

capaian 

X. Jumlah orang/Badan Hukum yang memperoleh 

layanan akibat Penertiban Surat Ijin Tempat 
Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin 
Hotel dan Pemondokan 

Y. Proyeksi jumlah orang/Badan Hukum yang 
belum memiliki Surat Ijin Tempat Usaha, Surat 
Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Hotel dan 
Pemondokan 

2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 
informasi rawan bencana 

3000 3000 100 100 Berhasil 

X. 
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 
informasi rawan bencana 
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Y. Jumlah warga masyarakat yang memperoleh 
pelayanan informasi rawan bencana melalui 
sosialisasi tatap muka dengan penduduk di 
daearah rawan bencana 
 
 

3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan 

Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
bencana 

1029 1029 100% 100% Berhasil 

X. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 
bencana 

Y. Jumlah warga masyarakat yang memperoleh 
pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
terhadap Bencana yaitu melakukan Gladi 
Simulasi dalam ruang dan Gladi Lapang 

4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana 

1029 1029 100% 100% Berhasil 

X. 
Jumlah Warga masyarakat yang mendapat 
penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

Y. 
Proyeksi jumlah warga masyarakat yang 
mengalami penyelamatan dan evakuasi korban 
bencana 

5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana 

Jumlah Warga Negara 
Yang Memperoleh Layanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Kebakaran 

10 20 200% 100% Berhasil 

X. 
Jumlah Warga masyarakat yang tertangani 
akibat kebakaran 

Y. 
Proyeksi jumlah warga masyarakat yang 
mengalami korban kebakaran 
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4. Alokasi Anggaran 

Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan dalam rangka 

penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana 

Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada table 

4.18 berikut ini : 

Tabel 4.18 
Alokasi Anggaran Dalam Rangka Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator 

APBD 2020 
(Rp) 

APBN 
(Rp) 

Sumber 
Dana Lain 
yang Sah 

1 Pelayanan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan akibat 
Penegakan Hukum 
Perda dan Perkada 

20.000.000,- - - 

2 Pelayanan 
Informasi Rawan 
Bencana 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan Informasi 
Rawan Bencana 

75.000.000,- - - 

3 Pelayanan 
Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 

layanan Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 
Terhadap bencana 

254.318.000,- - - 

4 Pelayanan 
penyelamatan 
dan evakuasi 
korban bencana 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
bencana 

191.025.000,- 
 

- - 

5 Pelayanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban 

Kebakaran 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan 
Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 
Kebakaran 

20.000.000,- - - 
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5. Dukungan Personil 

Adapun dukungan personil yang tersedia dalam rangka 

penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana 

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 dapat dilihat pada table 4.19 

berikut ini : 

Tabel 4.19 
Jumlah Personil dalam rangka penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Rote Ndao Tahun 2020 

No 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Dukungan Personil 

PNS NON PNS 

1 Pelayanan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan akibat 
Penegakan Hukum 
Perda dan Perkada 

2  orang PPNS, 
1 orang 
Petugas 

Penyuluh dan 
12 Orang 

Anggota Pol.PP 

- 

2 Pelayanan 
Informasi 
Rawan Bencana 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan Informasi 
Rawan Bencana 

8 Orang PNS 16 orang 
TRC dan 1 

Orang 
tenaga 

Administrasi 

3 Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 
Terhadap bencana 

8 Orang PNS 16 orang 
TRC dan 1 

Orang 
tenaga 

Administrasi 

4 Pelayanan 
penyelamatan 
dan evakuasi 
korban bencana 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan penyelamatan 
dan evakuasi korban 
bencana 

8 orang PNS 16 orang 
TRC dan 1 

Orang 
tenaga 

Administrasi 

5 Pelayanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 

Korban 
Kebakaran 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban 
Kebakaran 

1 Orang 
Komandan 

Damkar 

13 Orang 
Petugas 

Pemadam 

Kebakaran 

 

 



  

 

        LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 288 

 

6. Permasalahan dan Solusi  

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

(Trantibumlinmas) yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao 

dilihat dari Realisasi Capaian pada table 2.2 diatas dapat dikatakan 

berhasil karena antara Target dan realisasi tercapai atau 100%, tetapi 

ada beberapa catatan penting yang perlu digaris bawahi karena antara 

standar, Mutu dan Indikator dengan Program/Kegiatan yang 

dilaksanakan belum tepat sasaran. 

Adapun catatan – catatan penting dimaksud yakni : 

a) Warga Negara yang memperoleh layanan akibat Penegakan Hukum 

Perda dan Perkada masih hanya sebatas pada pelayanan kepada 

Warga masyarakat dan/atau Badan Hukum di Kabupaten Rote 

Ndao yang terkena dampak akibat tidak memiliki ijin usaha baik 

Ijin Usaha Tempat, Ijin Usaha Perdagangan dan Ijin Usaha Hotel 

dan Pemondokan sehingga diarahkan untuk mengurus ijin Usaha 

dimaksud yang langsung ditangani oleh Perangkat Daerah yang 

membidangi pengurusan ijin usaha; 

b) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran masih sebatas pada lokasi tertentu 

yakni hanya pada radius 7,5 KM dari titik lokasi komando ke lokasi 

kebakaran belum menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Rote 

Ndao. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana Pemadam 

Kebakaran sudah tidak memenuhi syarat Standar Operasional 

penanganan penanggulangan Kebakaran akan tetapi meskipun 

dengan keterbatasan sarana dan prasarana tersebut Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rote 

Ndao tetap secara eksis berusaha untuk melayani masyarakat yang 

terkena dampak akibat bahaya kebakaran dan bencana; 

c) Terbatasnya tenaga TRC dan sarana prasarana yang ada sehingga 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Rote Ndao tidak bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada 

di daerah Kabupaten Rote Ndao secara cepat, namun apabila ada 
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laporan kejadian bencana maka Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah    Rote Ndao berusaha 

untuk melayani masyarakat yang terkena dampak secara 

langsung. 

 

4.6 Bidang Urusan Sosial 

1. Jenis Pelayanan Dasar  

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesi Nomor 

09 Tahun 2018 Tentang Stadar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Sosial, ditetapkan 2 (dua) bidang layanan 

dasar yaitu :  

a) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 

b) Bidang Bantuan Sosial. 

Dimana dijabarkan kedalam 5 (lima) jenis layanan dasar yang terdiri 

atas :  

a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitaas Terlantar Di 

Luar Panti; 

b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti; 

c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti; 

d) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan 

dan Pengemis Diluar Panti; 

e) Perlinungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap 

Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota. 
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Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial tertera 

pada tabel 4.20 berikut : 

Tabel 4.20 
Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan dan Rehabilitas 

Sosial serta Bidang Bantuan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Rote 
Ndao 

No 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Mutu Pelayanan Dasar 

Penerima Pelayanan 
Standar Jumlah 

Kualitas Pelayanan 
Dasar 

1 
 
 

Bidang 
Pelayanan 
dan 
Rehabilitas 
Sosial 
1. Penyanda

ng 
Disabilitas 
Terlantar 

2. Anak 
Terlantar 

3. Lanjut 
Usia 
Terlantar 

4. Gelandan
gan 

5. Pengemis 

 
 

Setiap Orang yang 
di kategorikan 
dengan jenis 
masalah sosial 
yang di alami 
(penyandang 
Disabilitas 
terlantar, anak 
terlantar, lanjut 
usia terlantar, 
gelandangan, 
pengemis) 

Rehabilitasi bagi 
jenis masalah sosial 
yang di alami 
terlantar 
(penyandang 
Disabilitas terlantar, 
anak terlantar, 
lanjut usia terlantar, 
gelandangan, 
pengemis) 
 

a) Pemberian 
bantuan Logistik 
bagi para 
peyandan 
Disabilitas lanjut 
usia terlantar 
dan korban 
bencana alam 
dan benca sosial  

b) Pendampingan 
dan home visit 
bagi anak 
terlantar  

c) Bantuan tanggap 
darurat bagi 
korban bencana 
alama dan 

bencana sosial 
d) Komda lanjut 

usia dan 
pedampingan 
anak  

2 
 
 

Bidang 
Bantuan 
Jaminan 
Sosial pada 
Dinas Sosial 
1. Perlindun

gan Sosial 
korban 
bencana 
alam dan 
social 

Setiap Orang yang 
mengalami 
bencana alam dan 
bencana sosial  

Perlindungan dan 
jaminan social bagi 
korban bencana 
alama dan bencana 
sosial  
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2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesi Nomor 

09 Tahun 2018 Tentang Stadar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Sosial, ditetapkan 5 (lima) Jenis layanan 

dasar sebagaimana tertera pada table 4.21 di bawah ini. 

 

Tabel 4.21 
Target Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Pelayanan dan Rehabilitas Sosial serta 
Bidang Bantuan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial 

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 
 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar  
Indikator Capaian 

Target 
Capaian 

Batas 
Waktu 

Capaian 

1 Rehabilitasi Sosial 
Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar 
diluar panti 

Jumlah Warga Negara 
penyandang disabilitas yang 
memperoleh rehabilitasi 
sosial diluar panti 

100% 2020 

2 Rehabilitasi Sosial 
Dasar Anak Terlantar 
Diluar Panti 

Jumlah anak terlantar yang 
memperoleh rehabilitasi 
sosial diluar panti 

100% 2020 

3 Rehabilitasi Sosial 

Dasar Lanjut Usia 
Terlantar Diluar Panti 

Jumlah Warga Negara lanjut 

usia terlantar yang 
memperoleh rehabilitasi 
sosial diluar panti 

100% 2020 

4 Rehabilitasi Sosial 
Dasar Tuna Sosial 
Khususnya 
Gelandangan dan 
Pengemis Diluar Panti 

Jumlah Warga 
Negara/gelandangan dan 
pengemis yang memperoleh 
rehabilitasi social dasar tuna 
sosial diluar panti 

100% 2020 

5 Perlinungan dan 
Jaminan Sosial Pada 
Saat dan Setelah 
Tanggap Darurat 
Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Warga Negara 
korban bencana Kabupaten 
yang memperoleh 
perlindungan dan jaminan 
sosial 

100% 2020 

 

3. Realisasi 

Adapun Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial 

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 dapat dilihat  melalui capaian 

indikator kinerja dengan    formulasinya sebagai tabel 4.22 berikut : 
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Tabel  4.22 
Realisasi Capaian Target Indikator SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator SPM 

Target 
Capaian 

Capaian 

Bidang Pelaksana Ket Jumlah 
Target 

Realisasi 
Hasil 

Capaian 

1 Rehabilitasi Sosial 
Dasar Penyandang 
Disabilitas 
terlantar 

Jumlah Warga Negara 
Penyandang Disabilitas 
yang memperoleh 
rehabilitasi sosial diluar 
panti 

100% 509 100 19,64 % Bidang Rehabilitasi Sosial dengan jumlah personil : 
- Kabid Rehabilitasi Sosial 
- Kasie Pelayanan Anak dan Lanjut Usia 
- Kasie rehabilitasi Penyandang Cacat 
Pekerja Sosial SAKTI PEKSOS 

Capaian 
tidak 
mencapai 
target 

2 Rehabilitasi Sosial 
Dasar Anak 
terlantar 

Jumlah Anak Terlantar 
yang  memperoleh 
rehabilitasi sosial diluar 
panti 

100% 319 15 4,70 % Bidang Rehabilitasi Sosial dengan jumlah personil : 
- Kabid Rehabilitasi Sosial 
- Kasie Pelayanan Anak dan Lanjut Usia 
- Kasie rehabilitasi Penyandang Cacat 
Pekerja Sosial SAKTI PEKSOS 

Capaian 
tidak 
mencapai 
target 

3 Rehabilitasi Sosial 
Dasar Lanjut Usia 
Terlantar di luar 
panti 

Jumlah Warga Negara 
Lanjut Usia terlantar 
yang memperoleh 
rehabilitasi sosial diluar 
panti 

100% 2301 250 10,89% Bidang Rehabilitasi Sosial dengan jumlah personil : 
- Kabid Rehabilitasi Sosial 
- Kasie Pelayanan Anak dan Lanjut Usia 
- Kasie rehabilitasi Penyandang Cacat 
Pekerja Sosial SAKTI PEKSOS 

Capaian 
tidak 
mencapai 
target 

4 Rehabilitasi Sosial 
Dasar Tuna sosial 
khususnya 

gelandangan dan 
pengemis di luar 
panti 

Jumlah Warga Negara 
Gelandangan dan 
pengemis yang 

memperoleh rehabilitasi 
sosial dasar tuna social 
diluar panti 

100% - - - Bidang Rehabilitasi Sosial dengan jumlah personil : 
- Kabid Rehabilitasi Sosial 
- Kasie Pelayanan Anak dan Lanjut Usia 

- Kasie rehabilitasi Penyandang Cacat 
Pekerja Sosial SAKTI PEKSOS 

Tidak ada 
kegiatan 

5 Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 
pada saat dan 
setelah tanggap 
darurat bencana 
bagi korban 
bencana daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Warga Negara 
korban bencana 
kab/kota yang 
memperoleh 
perlindungan dan 
jaminan sosial 

100% 10.500 10.600 100,95% Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 
jumlah personil : 
- Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial 
- Kasie Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana 

Bantuan Sosial 
- Kasie Bantuan Korban Tindak Kekerasan, Pekerja 

Migran dan Korban Perdagangan Orang 
- Pelaksana 2 Orang 
Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 30 Orang 

Berhasil 
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4. Alokasi Anggaran 

Alokasi Anggaran dalam Rangka penerapan SPM Bidang 

Pelayanan dan Rehabilitas Sosial serta Bidang Bantuan Jaminan 

Sosial pada Dinas Sosial pada tahun 2020 pada Tabel 4.23 berikut. 

Tabel  4.23 
Alokasi dan Realisasi Anggaran pencapaian SPM Tahun 2020 

 

No Jenis Indikator Anggaran (Rp) 
Sumber 

Dana Lain 
yang Sah 

1 Pelayanan dan 
rehabilitasi  sosial 
dasar penyandang 
disabilitas terlantar, 
anak terlantar, lanjut 
usia terlantar, 
gelandangan, 
pengemis 

Terpenuhinya 
kebutuhan dasar 
penyandang 
disabilitas terlantar, 
anak terlantar, lanjut 
usia terlantar, 
gelandangan, 
pengemis 

487.893.100 APBD 

2 Perlindungan dan 
jaminan sosial pada 
saat tanggap dan 
pasca bencana bagi 
korban bencana 
alam dan bencana 
sosial 

Terpenuhinya 
kebutuhan dasar 
korban bencana alam 
dan bencana sosial 

308.854.500 APBD 

 
Jumlah 796.747.600 
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5. Dukungan Personil 

Adapun dukungan personil yang tersedia dalam rangka 

penerapan spm bidang bidang pelayanan dan rehabilitas sosial serta 

bidang bantuan jaminan sosial pada dinas sosial  pada tahun 2020 

dapat dilihat tabel 4.24 berikut : 

 
Tabel 4.24 

Jumlah Personil Dalam Rangka Penerapan SPM Bidang Bidang Pelayanan 
Dan Rehabilitas Sosial Serta Bidang Bantuan Jaminan Sosial Kabupaten 

Rote Ndao 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator 

Dukungan Personil 

PNS NON PNS 

1 Pelayanan dan 

rehabilitasi  sosial 

dasar penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar, 

gelandangan, pengemis 

Terpenuhinya 

kebutuhan dasar 

penyandang disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia 

terlantar, gelandangan, 

pengemis 

19 Orang PNS, 

petugas 

Pendampingan 

anak  

terlantar dan  

Pendamping  

Famiy Suport 

3 Orang 

2 Perlindungan dan 

jaminan sosial pada 

saat tanggap dan pasca 

bencana bagi korban 

bencana alam dan 

bencana sosial 

Terpenuhinya 

kebutuhan dasar 

korban bencana alam 

dan bencana sosial 

11 Orang  PNS 

petugas pasca 

bencana bagi 

korban alam 

dan benca 

sosial  

6 orang 

 

 

6. Permasalahan dan Solusi  

     Dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada 

Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 jika dilihat dari 

realisasi (presentase capaian) maka dapat disimpulkan bahwa 

indikator pelayanan belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun 

permasalahan yang dihadapi antara lain : 

a) Sumber daya manusia yang masih kurang dimana pegawai yang 

berpendidikan khusus bidang sosial terbatas; 

b) Sarana dan prasarana kantor yang belum lengkap dan mendukung 

kinerja pelayanan seperti rumah shelter dan lain sebagainya; 

c) Alokasi anggaran khusus penerapan dan pencapaian SPM belum 

dianggarkan; 

  



  

 

        LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 295 

 

d) Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam pelayanan 

kesejahteraan sosial; 

e) Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang masih sangat 

terbatas guna mendukung upaya penerapan SPM terkait pelayanan 

terhadap masyarakat; 

f) Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan 

kesejahteraan sosial; 

g) Belum adanya kerjasama yang relevan antara instansi terkait dan 

dunia usaha dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial. 

Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi diperlukan solusi dan 

penanganan yang signifikan dalam penerapan dan pencapaian SPM 

yaitu : 

a) Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Rote Ndao berupa 

alokasi anggaran khusus penerapan dan penacapaian SPM Bidang 

Sosial; 

b) Adanya dukungan pemerintah pusat dan Provinsi dalam upaya 

mendukung penerapan SPM di Kabupaten        Rote Ndao berupa 

bantuan sosial; 

c) Adanya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten     Rote Ndao 

dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam 

pelayanan kesejahteraan sosial serta partisipasi masyarakat dalam 

mendukung penerapan SPM.  

 

4.7 Program dan Kegiatan 

1. Bidang Urusan Pendidikan  

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM 

Bidang Pendidikan meliputi :   

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 

2. Personal/sumber daya manusia dan  

3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-

masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Pendidikan.  

Oleh karena itu perlu menginventarisir Program, kegiatan dan 

anggaran yang mendukung pencapaian indikator SPM di Kabupaten 

Rote Ndao Tahun 2020, yang dapat dilihat pada tabel 4.25 berikut : 

 



  

 

        LPPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 296 

 

Tabel 4.25 
Dukungan Program/Kegiatan dan Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian 

Indikator SPM Bidang Pendidikan Di Kabupaten  

Rote Ndao Tahun 2020 

No Indikator SPM Program Kegiatan 

1 Jumlah SD/MI 
dan SMO/MTs 

Wajib Belajar 
Pendidikan 
Dasar Sembilan 
Tahun 

Penyediaan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) jenjang 
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta 
pesantren Salafiyah dan Satuan 
Pendidikan Non-Islam setara SD 
dan SMP 

2 Pendidikan 
Kesetaraan 

Pendidikan Non 
Formal 

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 

3 Jumlah 
Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) 

Pendidikan 
Anak Usia Dini 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak 
Usia Dini 

 
2. Bidang Urusan Kesehatan 

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan 

pencapaian SPM di Bidang Kesehatan pada tabel 4.26 berikut : 

 
Tabel 4.26 

Program dan Kegiatan Penerapan dan Pencapaian SPM  Dinas Kesehatan 
 Tahun 2020 

No Program Kegiatan 

1 Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Bantuan Operasional Kesehatan 

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 

Pembinaan Pelayanan UKS 

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga 
Sadar Gizi 

Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sehat (MTBS) 

Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 

Pertolongan Persalinan 

Jaminan Persalinan 

Percepatan Pencegahan Stunting 

2 Program 
Peningkatan  
Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Penyakit 

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 
menular 

Pengendalian penyakit tidak menular 

Pencegahan dan Penanggulangan Kesehatan Jiwa 

3 Program 
Peningkatan 
dan Pelayanan 
dan Sumber 
Daya Kesehatan 

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Pengadaan Prasarana Puskesmas 
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3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum 

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 4.27 berikut : 

Tabel 4.27 

Program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator SPM Program Kegiatan 

1 Pemenuhan 
kebutuhan pokok 
air minum sehari- 
hari 

Tersedianya akses air 
minum yang aman 
melalui SPAM dengan 
jaringan perpipaan 

Pembangunan 
infrastruktur 
pedesaan 

Penyediaan sarana 
dan prasarana air 
minum bagi 
masyarakat 

2 Penyediaan 

pelayanan 

pengolahan air 

limbah domestik 

Jumlah warga Negara 

yang memperoleh 

layanan Informasi 

Rawan Bencana 

Pengembangan 

kinerja pengelolaan 

air minum dan air 

limbah 

Pemberdayaan 

masyarakat 

menuju desa 

tangguh bencana 

 

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat 

Untuk dukungan program/kegiatan dan anggaran belum ada 

realisasi yang terjadi dikarenakan kegiatan yang berhubungan dengan 

SPM belum teranggarkan pada anggaran tahun 2020. 

 

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat 

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) yang 

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat 

pada tabel 4.28 berikut: 

Tabel 4.28 
Program dan kegiatan pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) yang dilaksanakan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator SPM Program Kegiatan 

1 Pelayanan 
Ketenteraman 

dan Ketertiban 
Umum 

Warga Negara yang 
memperoleh layanan 

akibat Penegakan 
Hukum Perda dan 
Perkada 

Pemeliharaan 
Kantrantibmas 

dan pencegahan 
Tindak Kriminal 

Operasi Terpadu 
penegakan Perda dan 

Perkada 
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2 Pelayanan 

Informasi Rawan 
Bencana 

Jumlah warga Negara 

yang memperoleh 
layanan Informasi 
Rawan Bencana 

Pencegahan dini 

dan 
penanggulangan 
korban bencana 
alam  

Komunikasi, informasi 

dan edukasi rawan 
bencana 

3 Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh  
layanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
bencana 

Pencegahan dini 
dan 
penanggulangan 
korban bencana 
alam  

Pengendalian operasi 
dan penyedian sarana 
prasarana 
kesiapsiagaan serta 
perlindungan terhadap 
bencana 

4 Pelayanan 
penyelamatan 
dan evakuasi 
korban bencana 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan penyelamatan 
dan evakuasi korban 

bencana 

Pencegahan dini 
dan 
penanggulangan 
korban bencana 

alam 

Response cepat 
KLB/wabah zoonis 
prioritas/kejadian 
darurat bencana, serta 

pencarian, 
pertolongan, evakuasi 
korban 

5 Pelayanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban 
Kebakaran 

Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban 
Kebakaran 

- - 

 

6. Bidang Urusan Sosial 

Program dan Kegiatan pendukung dalam penerapan pencapaian 

pelayanan SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao 

terdiri dari 2 (dua) Program urusan Wajib dan 4 (empat) Kegiatan yang 

ditunjukan pada tabel 4.29 sebagai berikut : 

Tabel 4.29 
Program dan Kegiatan SPM  Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Rote 

Ndao tahun 2020 
 

No Program Dan Kegiatan Indikator 

I Program Pelayanan Dan Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

 

 1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, 

Hukum bagi korban eksploitasi, 
perdagangan perempuan dan anak 

Jumlah anak korban tindak kekerasan, 

ABH yang mendapat pendampingan 
dan bimbingan rehabilitasi 

 2. Bantuan Logistik Dan Koordinasi 
Perlindungan Dan Jaminan Sosial 
bagi Lansia Terlantar 

Jumlah Lansia Terlantar yang 
mendapat perlindungan dan jaminan 
sosial 

 3. Bantuan Logistik bagi Murid SLB 
dan Koordinasi penyantunan 
penyandang disabilitas luar panti 

Terpenuhinya kebutuhan dasar 
disabilitas luar panti 

II Program Peningkatan Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

 

 1. Penanganan Masalah-masalah 
Strategis yang menyangkut Tanggap 

Darurat dan Kejadian Luar Biasa 

Jumlah korban bencana yang 
mendapat bantuan dan rehabilitasi 

sosial 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten                         

Rote Ndao Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao sebagai wujud 

transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang 

menjadi tugas dan kewenangan. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten 

Rote Ndao telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan 

berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya 

saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Dalam 

pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao 

telah melaksanakan 24 (dua puluh empat) urusan wajib, 6 (enam) urusan 

pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan 

umum (Kesbangpol) serta pelaksanaan tugas pembantuan dan 

penyelenggaran tugas umum pemerintahan melalui beberapa kebijakan, 

program dan kegiatan yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. 

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, banyak 

keberhasilan pembangunan yang dicapai pada tahun 2020, namun 

demikian masih adanya hambatan yang dihadapi dan karena itu dilakukan 

pembenahan melalui berbagai kebijakan dalam rangka pencapaian dan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat secara optimal. Kiranya 

laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua sekaligus sebagai bahan 

evaluasi dalam rangka pembinaan dan penataan Penyelenggaraan 

Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan 

dan Pemberdayaan Masyarakat kearah yang lebih baik. Semoga Tuhan 

Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua 

dalam melaksanakan amanat rakyat dan terus membangun serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

Ba’a, 26 Maret 2021 

BUPATI ROTE NDAO, 

 

 

  

PAULINA HANING-BULLU, SE 

 



 

LAMPIRAN IKK KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 

 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Kabupaten Rote Ndao 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD 

1. Pendidikan 

1. 
Mengukur Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 

tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau 

sedang belajar di satuan PAUD 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang 

bersangkutan 

 

1.895 

                           ------------- x100% = 65,89%  

2.876 

65,89% Dinas PKO 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Tingkat partisipasi warga 

negara usia 5-6 tahun 

dalam Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) 

1) Jumlah Satuan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan 

Swasta) 

35 PAUD 

 
Dinas PKO 

2) Jumlah peseta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang 

menerima perlengkapan dasar peserta didik dari 

Pemerintah Daerah 

Tidak Ada Dinas PKO 

3) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang 

menerima pembebasan biaya pendidikan 
Tidak Ada Dinas PKO 

4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan 

Swasta) 

100 Orang 

 
Dinas PKO 

5) Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) 327 Orang Dinas PKO 

6) Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki 

ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang 

pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau 

psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia 

dini. 

83 Orang Dinas PKO 

7) Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang 

memiliki ijazah D-IV atau S1,  sertifikat pendidik dan surat 
85 Orang Dinas PKO 



 

tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala 

Sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan 

dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari 

lembaga pemerintah 

2. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 

1. Pendidikan 1 Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 

tahun dalam pendidikan dasar 

Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau 

sedang belajar di sekolah dasar 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang 

bersangkutan 

 

16.216 

                               --------------- x 100% = 94,75% 

17.114 

94,75% Dinas PKO 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Tingkat partisipasi warga 

negara usia 7-12 tahun 

yang berpartisipasi dalam 

pendidikan dasar 

1) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi SDN     = 116 

SMPN  =   39 

Total = 155 

Dinas PKO 

2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan 

Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik 

dari Pemerintah Daerah 

Tidak Ada Dinas PKO 

3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama 

(Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar 

peserta didik dari Pemerintah Daerah 

Tidak Ada Dinas PKO 

4) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri 

dan Swasta)  yang menerima pembebasan biaya 

pendidikan 

19.392 siswa Dinas PKO 

5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah 

pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima 

pembebasan biaya pendidikan 

10.064 siswa Dinas PKO 

6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang 

sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 

Negeri = 329 guru 

Swasta =   79 guru 

Total = 408 

Dinas PKO 

7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang 

sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 
Negeri = 268 guru 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 



 

8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 
943 guru Dinas PKO 

9) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah 

pertama (Negeri dan Swasta) 

Negeri = 377 guru 

Swasta =   2 guru 

Total = 379 

Dinas PKO 

10) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada 

jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 
Negeri = 118 orang 

Swasta =  Tidak Ada 
Dinas PKO 

11) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada 

jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) 
Negeri = 30 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

12) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 

(Negeri dan Swasta) 
Negeri = 5 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

13) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah 

menengah pertama (Negeri dan Swasta) 
Negeri = 18 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan 

Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 

Negeri = 680 guru 

Swasta =  69 guru 

Total = 749 

Dinas PKO 

15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah 

pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah 

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat 

pendidik 

Negeri = 359 guru 

Swasta =  2 guru 

Total = 361 

Dinas PKO 

16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar 

(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, 

sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan calon kepala sekolah 

Negeri = 95 guru 

Swasta =  15 guru 

Total = 110 

Dinas PKO 

17) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah 

pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV 

atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat 

pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 

S1 

Negeri = 38 guru 

Swasta = 1 guru 

sertifikat pendidik 

Negeri = 33 guru 

STTPPCK 

Negeri = 67 guru 

Total = 105 

Dinas PKO 

18) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah 

dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki  ijazah 

SMA/sederajat 
Tidak Ada Dinas PKO 



19) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah 

menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki 

ijazah SMA/sederajat 

Tidak Ada 

 
Dinas PKO 

3. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 

1. Pendidikan 1 Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-

15 tahun dalam pendidikan menengah pertama 

Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau 

sedang belajar di sekolah menengah pertama 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang 

bersangkutan 

 

6.067 

                              ------------ x 100% = 83,37% 

7.277    

83,37% Dinas PKO 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS  KETERANGAN 

Tingkat partisipasi warga 

negara usia 13-15 tahun 

dalam pendidikan 

menengah pertama 

1) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi SDN     = 116 

SMPN  =   39 

Total = 155 

Dinas PKO 

2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang 

menerima perlengkapan dasar peserta didik dari 

Pemerintah Daerah 

Tidak Ada Dinas PKO 

3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama 

yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari 

Pemerintah Daerah 

Tidak Ada Dinas PKO 

4) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang 

menerima pembebasan biaya pendidikan 
19.392 siswa Dinas PKO 

5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah 

pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 
10.064 siswa Dinas PKO 

6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang 

sekolah dasar  

Negeri = 329 guru 

Swasta =   79 guru 

Total = 408 

Dinas PKO 

7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang 

sekolah menengah pertama  

Negeri = 268 guru 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 943 guru Dinas PKO 

9) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah 

pertama  

Negeri = 377 guru 

Swasta =   2 guru 

Total = 379 

Dinas PKO 



 

10) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada 

jenjang sekolah dasar  

Negeri = 118 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

11) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada 

jenjang sekolah menengah pertama 

Negeri = 30 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

12) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar  Negeri = 5 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

13) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah 

menengah pertama  

Negeri = 18 orang 

Swasta =   Tidak Ada 
Dinas PKO 

14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang 

memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 

dan sertifikat pendidik 

Negeri = 680 guru 

Swasta =  69 guru 

Total = 749 

Dinas PKO 

15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah 

pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 

Negeri = 359 guru 

Swasta =  2 guru 

Total = 361 

Dinas PKO 

16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah yang 

memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat 

tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala 

sekolah 

Negeri = 95 guru 

Swasta =  15 guru 

Total = 110 

Dinas PKO 

17) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah 

pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat 

pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan calon kepala sekolah 

S1 

Negeri = 38 guru 

Swasta = 1 guru 

sertifikat pendidik 

Negeri = 33 guru 

STTPPCK 

Negeri = 33 guru 

Total = 72 

Dinas PKO 

18) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah 

dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat Tidak Ada Dinas PKO 

19) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah 

menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak Ada Dinas PKO 



4. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan 

kesetaraan 

1. Pendidikan 1 Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 

tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 

dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan 

kesetaraan 

Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang 

sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan 

kesetaraan 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan 

pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang 

bersangkutan 

 

82  

                        -----------------x 100% = 0,21% 

38.885 

0,21% Dinas PKO 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Tingkat partisipasi warga 

negara usia 7-18 tahun 

yang belum 

menyelesaikan 

pendidikan dasar dan 

menengah yang 

berpartisipasi dalam 

pendidikan kesetaraan 

1) Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 

(Negeri dan Swasta) 
Tidak Ada Dinas PKO 

2) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan 

Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta 

didik dari Pemerintah Daerah 
Tidak Ada Dinas PKO 

3) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan 

Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan 
Tidak Ada Dinas PKO 

4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan 

pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) 
Tidak Ada Dinas PKO 

5) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 

(Negeri dan Swasta) 
66 orang Dinas PKO 

6) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 

(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat 

(D-IV) atau sarjana (S1) 

61 orang Dinas PKO 

7) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang 

memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat 

tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala 

sekolah   

Tidak Ada Dinas PKO 

8) Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan 

kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-

IV atau S1 

5 orang Dinas PKO 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan 

2. Kesehatan 1 Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah pendudukan di Kabupaten 

 

100 

                                   ---------------- x 100 % = 0,067 % 

148.746 

0,067% Dinkes 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Rasio daya tampung 

rumah sakit rujukan 

1) Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi 

sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar 
1 RS Dinkes 

2. IKK Outcome : Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi 

2. Kesehatan 1 Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten 

yang telah memiliki akreditasi 

Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi 

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah RS di Kabupaten 

1 

                            ------ x 100% = 100% 

1 

100% Dinkes 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase RS Rujukan 

Tingkat Kabupaten yang 

terakreditasi 

1) Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya 

1 RS Dinkes 

3. IKK Outcome : Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 

2. Kesehatan 1 Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar 

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah ibu hamil di Kabupaten 

 

70,47% Dinkes 



3.807 

                                 ---------- x 100% = 70,47 % 

5.402 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase ibu hamil 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan ibu hamil 

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 

1 Paket Dinkes 

 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal 233 Orang Dinkes 

4. IKK Outcome : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 

2. Kesehatan 1 Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan 

pelayanan persalinan sesuai standar 

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan 

persalinan 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah ibu bersalin di Kabupaten 

 

2.871 

                               ----------- x 100% = 55,67% 

5.157 

55,67% Dinkes 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase ibu bersalin 

mendapatkan pelayanan 

persalinan 

1) Jumlah  dukungan logistik kesehatan yang tersedia 

1 Paket Dinkes 

 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan 

sesuai standar 
223 Orang Dinkes 

5. IKK Outcome : Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

2. Kesehatan 1 Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten 

 

2.871 

                               ----------- x 100% = 58,28% 

4.926 

58,28% Dinkes 



 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase bayi baru lahir 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir 

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 

 1 Paket Dinkes 

 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal 

esensial sesuai standar 
223 Orang Dinkes 

6. IKK Outcome : Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 

2. Kesehatan 1 Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir  

Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan 

sesuai standar 

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah balita di Kabupaten 

 

11.167 

                               ------------ x 100% = 62,64% 

17.827 

62,64% Dinkes 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Cakupan pelayanan 

kesehatan balita sesuai 

standar 

1) Jumlah  dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 Paket Dinkes 

2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

balita sesuai standar 223 Orang Dinkes 

7. IKK Outcome : Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

2. Kesehatan 1 Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar 

yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar 

Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan 

layanan kesehatan sesuai standar 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten 

 

 

5.149 

                               ----------- x 100% = 24,42 % 

21.085 

 

 

24,42% Dinkes 



 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase anak usia 

pendidikan dasar yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Tidak Ada 

 
Dinkes 

2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak 

usia pendidikan dasar sesuai standar 12 Orang Dinkes 

8. IKK Outcome : Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

2. Kesehatan 1 Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten 

 

32.564 

                               ------------- x 100% = 31,70 % 

102.733 

31,70% Dinkes 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase orang usia 15-

59 tahun mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai 

standar 

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 Paket Dinkes 

2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standaR 

 

24  Tenaga Kesehatan dan 318 Kader Dinkes 

9. IKK Outcome : Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

2. Kesehatan 1 Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke 

atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten 

 

6.058 

                              ------------ x 100% = 34,30% 

17.662 

 

 

 

 

34,30% Dinkes 



 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase warga negara 

usia 60 tahun ke atas 

mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 Paket Dinkes 

2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 211 Orang Dinkes 

10. IKK Outcome : Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

2. Kesehatan 1 Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 

tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

Jumlah penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas 

yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas di 

Kabupaten 

 

3.761 

                                 ----------- x 100% = 14,13 % 

26.619 

14,13% Dinkes 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase penderita 

hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 

1 Paket Dinkes 

 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 
24 Tenaga Kesehatan dan 318 Kader Dinkes 

11. IKK Outcome : Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

2. Kesehatan 1 Mengukur persentase penderita DM yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah penderita DM di Kabupaten 

 

341 

                             ----------- x 100% = 20,98% 

1.625 

 

20,98% Dinkes 



IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase penderita DM 

yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 Paket Dinkes 

2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 24 Tenaga Kesehatan dan 318 Kader Dinkes 

12. IKK Outcome : Persentase penderita  ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 

2. Kesehatan 1 Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai 

standar 

Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten 

 

126 

                           ---------- x 100% = 88,11 

143 

88,11% Dinkes 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase penderita 

ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan jiwa sesuai 

standar 

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 

1 paket Dinkes 

2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 54 orang Dinkes 

13. IKK Outcome : Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 

2. Kesehatan 1 Mengukur persentase orang terduga TBC 

mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 

Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan TBC 

sesuai standar 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah penderitaTBC di Kabupaten 

 

866 

                              ----------- x 100% = 30,72% 

2.819 

 

 

 

30,72% Dinkes 



 

 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase orang terduga 

TBC mendapatkan 

pelayanan TBC sesuai 

standar 

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 

1 paket Dinkes 

2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 44 orang Dinkes 

14. IKK Outcome : Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 

2. Kesehatan 1 Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi 

HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai 

standar 

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang 

mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 

---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten 

 

 

3.880 

                              ------------ x100% = 64,79% 

5.989 

64,79% Dinkes 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase orang dengan 

resiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pelayanan 

deteksi dini HIV sesuai 

standar 

1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 
1 paket Dinkes 

2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

sesuai standar 39 orang Dinkes 

 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten 

3. Pekerjaan Umum 1 Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan 

banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian 

banjir di WS Kewenangan Kabupaten 

Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi 

oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS 

Kewenangan Kabupaten (ha) 

---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS 

Kewenganan Kabupaten (ha) 

 

Tidak Ada 

0 
Dinas 

PUPR 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

rasio luas kawasan 

permukiman rawan banjir 

yang terlindungi oleh 

infrastruktur 

pengendalian banjir di WS 

Kewenangan Kabupaten 

1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS 

kewenangan kabupaten (ha) 
Tidak Ada Dinas PUPR 

2) Panjang  sungai  di kawasan permukiman yang 

rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m) 
Tidak Ada Dinas PUPR 

3) Luas kawasan permukiman  sepanjang pantai yang 

rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan 

kabupaten (ha) 

Tidak Ada Dinas PUPR 

4) Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan 

abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m) 
Tidak Ada Dinas PUPR 

5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana 

pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten 
Tidak Ada Dinas PUPR 

6) Rencana Teknis  tata pengaturan air dan tata 

pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air 

kewenangan kabupaten 

Tidak Ada Dinas PUPR 

7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai 

milik pemerintah kabupaten 

Tidak Ada 

 

 

 

 

Dinas PUPR 



2. IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS 

Kewenangan Kabupaten 

3. Pekerjaan Umum 1 Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang 

pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi 

oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan 

Kabupaten 

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan 

abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman 

pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) 

---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan 

abrasi di WS Kewenganan Kabupaten (m) 

 

Tidak Ada 

0 
Dinas 

PUPR 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Rasio luas kawasan 

permukiman sepanjang 

pantai rawan abrasi, erosi, 

dan akresi yang 

terlindungi oleh 

infrastruktur pengaman 

pantai di WS Kewenangan 

Kabupaten 

1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS 

kewenangan kabupaten (ha) 
Tidak Ada Dinas PUPR 

2) Panjang  sungai  di kawasan permukiman yang 

rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m) 
Tidak Ada Dinas PUPR 

3) Luas kawasan permukiman  sepanjang pantai yang 

rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan 

kabupaten (ha) 

Tidak Ada Dinas PUPR 

4) Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan 

abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m) 
Tidak Ada Dinas PUPR 

5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana 

pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten 
Tidak Ada Dinas PUPR 

6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ 

rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan 

kabupaten 

Tidak Ada Dinas PUPR 

7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai 

milik pemerintah kabupaten 
Tidak Ada Dinas PUPR 

3. IKK Outcome : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 

3. Pekerjaan Umum 1 Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan 

kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 

Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh 

jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), 

direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) 

---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Luas irigasi kewenangan kabupaten (ha) 

 

100% 
Dinas 

PUPR 



14.455 

                        ----------------- x 100% = 100% 

14.455 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Rasio luas daerah irigasi 

kewenangan kabupaten 

yang dilayani oleh jaringan 

irigasi 

1) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi 

baik  

Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) 

-------------------------------------------------------- x 100 %   

Panjang jaringan irigasi primer (m) 

 

450 

                            -------------- x 100% = 1,35% 

33.291,20 

Dinas PUPR 

2) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam 

kondisi baik 

Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) 

-------------------------------------------------------- x 100 %   

Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 

 

6.259 

                             ----------------- x 100% = 12,74% 

49.109,78 

Dinas PUPR 

3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi 

baik 

Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) 

-------------------------------------------------------- x 100 % 

Panjang jaringan irigasi tersier (m) 

 

Tidak Ada 

 

 

Dinas PUPR 

4. IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan 

terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten 

3. Pekerjaan Umum 1 Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang 

mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM 

jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan 

terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh 

kabupaten 

Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang 

mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM 

jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan 

terlindungi di dalam sebuah kabupaten 

---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh 

kabupaten 

 

77,53% 

Dinas 

Perkim 

& LH 



28.126 

                               ------------- x 100% =77,53 % 

33.312 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase jumlah rumah 

tangga yang mendapatkan 

akses terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan 

perpipaan dan bukan 

jaringan perpipaan 

terlindungi terhadap 

rumah tangga di seluruh 

kabupaten 

1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten Ada Dinas Perkim & LH 

2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten Ada Dinas Perkim & LH 

3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten 

penyelenggaran SPAM 
1 Dinas Perkim & LH 

4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk 

melakukan penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan 

Air Minum) 

1 Dinas Perkim & LH 

5) Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan 

pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain. 

 

5 Dinas Perkim & LH 

5. IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 

3. Pekerjaan Umum 1 Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang 

memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik  

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan 

berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya 

telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki 

sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD 

---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah rumah di kabupaten 

 

 

27.847 

                             ------------- x 100% = 76,76% 

33.312 

 

 

 

 

 

 

76,76% 

Dinas 

Perkim 

& LH 



IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase jumlah rumah 

tangga yang memperoleh 

layanan pengolahan air 

limbah domestik 

1) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat 

untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar 

menggunakan SPALD S 

24.772 

 
Dinas Perkim & LH 

2) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk 

kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan 

SPALD-T 

60 

 
Dinas Perkim & LH 

3) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat 

dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah 

untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar 

menggunakan SPALD S dan SPALD T 

0 Dinas Perkim & LH 

4) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa 

penyedotan lumpur tinja 

24.832 

 
Dinas Perkim & LH 

5) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa 

pengolahan lumpur tinja 
0 Dinas Perkim & LH 

6) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa 

pengolahan air limbah domestik 
0 Dinas Perkim & LH 

7) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar 0 

 
Dinas Perkim & LH 

8) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman 
0 Dinas Perkim & LH 

9) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 
0 Dinas Perkim & LH 

10) Kinerha penyediaan unit pengolahan setempat 
0 Dinas Perkim & LH 

11) Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 
0 Dinas Perkim & LH 

12) Kinerja penyediaan prasarana pengangkutan lumpur tinja 
0 Dinas Perkim & LH 

13) Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung 

ke IPALD 
0 Dinas Perkim & LH 

14) Kinerja penyampaian jasa penyedotan lumpur tinja 
0 Dinas Perkim & LH 



 

 

6. IKK Outcome : Rasio kepatuhan IMB kabupaten 

3. Pekerjaan Umum 1 Mengukur rasio kepatuhan IMB kabupaten Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya 

---------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah IMB yang berlaku 

 

188 

                          ----------- x 100% = 100% 

188 

100% 

Dinas 

PM & 

PTSP 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Rasio kepatuhan IMB 

kabupaten 

1) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal 

dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 

∑ jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal 

tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 

yang berlaku 

--------------------------------- x 100 %   

∑ jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal 

tunggal dan rumah deret sederhana)  

 

50 

                           -----------  x 100% = 2,75% 

1.820 

BKA 

2) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 

dalam tahun eksisting 188 Dinas PM & PTSP 

3) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung   
Ada Dinas Perkim & LH 

4) Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli 

Bangunan/Gedung   

Ada 
Dinas Perkim & LH 

5) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati 

untuk dilindungi dan dilestarikan 4 Dinas Budpar 

6) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati 

untuk kepentingan strategis daerah provinsi 1 BKA 

7) Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah 

Kabupaten 1.820 BKA 



8) Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah 

Kabupaten yang dipelihara/ dirawat 

 

 

 

1.820 BKA 

7. IKK Outcome : Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten 

3. Pekerjaan Umum 1 Mengukur tingkat Kemantapan Jalan kabupaten Panjang  jalan kewenangan provinsi yang mantap 

---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten 

 

28.010 

                             --------------- x 100% = 6,09% 

459.833 

6,09% Dinas 

PUPR 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Tingkat Kemantapan Jalan 

kabupaten 

1) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan  kepala 

daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten 459,883 Km Dinas PUPR 

2) Panjang jalan yang dibangun  
0 Dinas PUPR 

3) Panjang jembatan yg dibangun 14 Meter Dinas PUPR 

4) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 
20,28 Km Dinas PUPR 

5) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan  0 Dinas PUPR 

6) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi 
0,383 Km Dinas PUPR 

7) Panjang jembatan yang direhabilitasi 0 Dinas PUPR 

8) Panjang jalan yang dipelihara 
21 Km Dinas PUPR 

9) Panjang jembatan yang dipelihara 
0 Dinas PUPR 

8. IKK Outcome : Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 

3. Pekerjaan Umum 1 Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang 

memiliki sertifikat kompetensi 

Jumlah tenaga kerja kontruksi yang terlatih di wilayah 

kanupaten yang dibutuhkan dengan sertfikat pelatihan 

operator dan teknis/analis 

0 
Dinas 

PUPR 



---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di 

wilayah kabupaten 

 

(Tidak Ada) 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Rasio tenaga 

operator/teknisi/analisis 

yang memiliki sertifikat 

kompetensi 

1) Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/ analis di 

wilayah kabupaten 
Tidak Ada Dinas PUPR 

2) Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih 

di wilayah kabupaten Tidak Ada Dinas PUPR 

3) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi 

operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten Tidak Ada Dinas PUPR 

4) Terselenggaranya Sistem  Informasi Pembina Jasa 

Konstruksi Cakupan kabupaten yang aktif dengan data 

termutakhir 
Tidak Ada Dinas PUPR 

5) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa 

konstruksi di  wilayah kabupaten untuk tahun berjalan 

yang bersumber dari APBD Kabupaten 

Tidak Ada Dinas PUPR 

6) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa 

konstruksi di  wilayah kabupaten untuk tahun berjalan 

yang bersumber dari APBN 

Tidak Ada Dinas PUPR 

7) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa 

konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan 

yang bersumber dari pendanaan lainnya 

Tidak Ada Dinas PUPR 

8) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa 

konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan 

sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi 

yang termutakhir secara berkala 

Tidak Ada Dinas PUPR 

9) Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa 

konstruksi kabupaten Tidak Ada Dinas PUPR 



 

10) Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga 

operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah 

kabuapten yang dilaksanakan sendiri atau melalui 

kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 

Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang 

membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan 

tinggi dan instansi pemerintah lainnya. 

Tidak Ada Dinas PUPR 

11) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi 

yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan 

dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis            

90 Dinas PUPR 

12) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi 

terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di 

wilayah kabupaten 

90 Dinas PUPR 

13) Tersedianya data dan informasi badan usaha yang 

mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten Tidak Ada Dinas PUPR 

14) Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen 

permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui Tidak Ada Dinas PUPR 

15) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan 

ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, 

bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan 

usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan 

pengawasannya 

Tidak Ada Dinas PUPR 

16) Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi 

 pada proyek yang menjadi kewenangan 

pengawasannya 

Tidak Ada Dinas PUPR 

17) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan 

ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, 

bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi 

pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan 

pengawasannya 

Tidak Ada Dinas PUPR 

18) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah 

kabupaten Tidak Ada Dinas PUPR 

19) Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di 

wilayah kabupaten Tidak Ada Dinas PUPR 



 

20) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat 

dalam proyek di wilayah Kabupaten Tidak Ada Dinas PUPR 

21) Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di 

wilayah Kabupaten Tidak Ada Dinas PUPR 

22) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan 

usaha dan TDUP yang disetujui Tidak Ada Dinas PUPR 

23) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, 

klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi 

usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang 

menjadi kewenangan pengawasannya 

Tidak Ada Dinas PUPR 

24) Jumlah kecelakaan konstruksi  pada proyek yang 

menjadi kewenangan pengawasannya Tidak Ada Dinas PUPR 

25) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, 

klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi 

usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang 

menjadi kewenangan pengawasannya 

Tidak Ada Dinas PUPR 

9. IKK Outcome : Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 

3. Pekerjaan Umum 1 Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan 

pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 

Jumlah proyek yang menjadi kewenganan 

pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi 

---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah total proyeksi yang menjadi kewenangn 

pengawasannya 

 

Tidak Ada 

0 
Dinas 

PUPR 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Rote Ndao 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome : Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten 

4. Perumahan Rakyat 1 Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi 

rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten 

Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada 

tahun n 

---------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah total bencana unit rumah korban bencana yang 

akan ditangani pada tahun n 

 

0 

                     ------- x 100% = 0% 

0 

0% 

Dinas 

Perkim & 

LH 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Penyediaan  dan 

rehabilitasi rumah layak 

huni bagi korban bencana 

kabupaten 

1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan 

bencana dan rencana penanganannya 
0 Dinas Perkim & LH 

2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam 0 Dinas Perkim & LH 

3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena 

bencana alam 
0 Dinas Perkim & LH 

4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi 

sesuai dengan rencana aksi 
0 Dinas Perkim & LH 

5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun 

kembali sesuai dengan rencana aksi 
0 Dinas Perkim & LH 

6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun  

baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi 
0 Dinas Perkim & LH 

7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi 

tempat tinggal sementara korban bencana 
0 Dinas Perkim & LH 

8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 0 Dinas Perkim & LH 

9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 

 

 

0 Dinas Perkim & LH 



2. IKK Outcome : Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten 

4. Perumahan Rakyat 1 Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah 

layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi 

program pemerintah kabupaten 

Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas 

penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga 

penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima 

penyediaan rumah layak huni 

---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program 

pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima 

pelayanan 

 

0 

                       ------ x 100% = 0% 

0 

0% 

Dinas 

Perkim & 

LH 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Fasilitasi penyediaan 

rumah layak huni bagi 

masyarakat terdampak 

relokasi program 

pemerintah kabupaten 

1) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah 

mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti 

berdasarkan rencana pemenuhan SPM 

0 Dinas Perkim & LH 

2) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang 

belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas 

tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana 

pemenuhan SPM 

0 Dinas Perkim & LH 

3) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi 

uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM 
0 Dinas Perkim & LH 

4) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang 

telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni 

berdasarkan rencana pemenuhan SPM 

0 Dinas Perkim & LH 

5) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum 

mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan 

rencana pemenuhan SPM 

0 Dinas Perkim & LH 

6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah 

 

 

 

 

 

0 

 
Dinas Perkim & LH 



3. IKK Outcome : Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani 

4. Perumahan Rakyat 1 Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh 

dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani 

Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang 

ditangani (ha) 

---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (ha) 

 

0 

                       ---------- x 100% = 0% 

77,33 

0% 

Dinas 

Perkim & 

LH 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase kawasan 

permukiman kumuh 

dibawah 10 ha di 

kabupaten yang ditangani 

1) Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 0 Dinas Perkim & LH 

2) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 0 Dinas Perkim & LH 

3) Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan 

kumuh 
0 Dinas Perkim & LH 

4. IKK Outcome : Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 

4. Perumahan Rakyat 1 Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak 

Layak Huni) 

Jumlah unit rumah tidak layak huni 

             ------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah total unit rumah kabupaten 

 

 

5.942 

                               ------------ x 100% = 17,84 % 

33.312 

 

 

 

 

17,84% 

Dinas 

Perkim & 

LH 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Berkurangnya jumlah unit 

RTLH (Rumah Tidak Layak 

Huni) 

1) Jumlah rumah di kabupaten 33.312 Dinas Perkim & LH 

2) Jumlah unit Peningkatan Kualitas  RTLH Tidak Ada Dinas Perkim & LH 

3) Jumlah rumah tidak layak huni 5.942 Dinas Perkim & LH 



4) Jumlah rumah yang tidak dihuni Tidak Ada Dinas Perkim & LH 

5) Rasio rumah dan KK Jumlah KK 

          ------------------------------------- x 100 % 

Jumlah total unit rumah 

 

34.437 

        ------------- = 1,03 

33.312 

Dinas Perkim & LH 

6) Jumlah rumah pembangunan baru 1.892 Dinas Perkim & LH 

5. IKK Outcome : Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 

4. Perumahan Rakyat 1 Mengukur persentase unit rumah yang sedang 

dibangun terfasilitasi PSU 

Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi 

PSU 

---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah unit rumah di kabupaten 

 

35 

                            ----------- x 100% = 0,10% 

33.312 

0,10% 

Dinas 

Perkim & 

LH 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Jumlah perumahan yang 

sudah dilengkapi PSU 

(Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum) 

1) Jumlah perumahan yang  terfasilitasi PSU 1 Perumahan (Pondok Indah Sanggaoen) Dinas Perkim & LH 

2) Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 35 Dinas Perkim & LH 

3) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 35 Dinas Perkim & LH 

4) Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site 

/ off site) 
35 Dinas Perkim & LH 

5) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 0 Dinas Perkim & LH 

6) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 0 Dinas Perkim & LH 

7) Jumlah pengembang yang tersertifikasi 2 ( PT. Sasando Nusa Korbafo dan PT. Roda 

Pembangunan Nusa Tenggara) 
Dinas Perkim & LH 

8) Jumlah pengembang yang teregistrasi 2 ( PT. Sasando Nusa Korbafo dan PT. Roda 

Pembangunan Nusa Tenggara) 
Dinas Perkim & LH 

9) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau 

42pelatihan 
0 Dinas Perkim & LH 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :  Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 

5. Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

1. 

Mengukur  capaian kinerja penyediaan dan 

rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 

kabupaten 

Jumlah pengaduan yang ditangani 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk 

 

2 

                           ------ x 100% = 100% 

2 

100% 
SATPOL 

PP 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase Gangguan 

Trantibum yang dapat 

diselesaikan 

1) Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam  

Kabupaten yang ditangani 
2 Kasus SATPOL PP 

2) Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan 1.959  Orang SATPOL PP 

3) Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4 Perda SATPOL PP 

4) Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas 

sebagai PPNS 
1 Orang SATPOL PP 

5) Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada 

serta penanganan gangguan trantibum 
Tidak Ada SATPOL PP 

6) Tersedianya sarana prasarana minimal Ada SATPOL PP 

2. IKK Outcome :   Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan   

5. Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 
1. 

Mengukur persentase Perda dan Perkada yang 

ditegakkan   

Jumlah Perda/Perkada  yang memuat sanksi  yang 

ditegakkan 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada  yang memuat 

sanksi 

 

4 

                          ------- x 100% = 26,67% 

15 

26,67% 
SATPOL 

PP 



3. IKK Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 

5. Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

1. 
Mengukur  jangkauan layanan informasi rawan 

bencana 

Kegiatan penyusunan kajian resiko bencana, rencana 

penanggulangan bencana dan rencana kontijensi tidak 

dilaksanakan karena refocusing dan realokasi anggaran 

akibat pandemi Covid-19 

 BPBD 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

layanan informasi rawan 

bencana 

1) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan 

dinyatakan sah/legal    

Kegiatan penyusunan kajian resiko bencana, rencana 

penanggulangan bencana dan rencana kontijensi tidak 

dilaksanakan karena refocusing dan realokasi anggaran 

akibat pandemi Covid-19 

BPBD 

2) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana 

yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis 

ancaman bencana 

Kegiatan penyusunan kajian resiko bencana, rencana 

penanggulangan bencana dan rencana kontijensi tidak 

dilaksanakan karena refocusing dan realokasi anggaran 

akibat pandemi Covid-19 

BPBD 

4. IKK Outcome :  Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

5. Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

1. 
Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap bencana 

Kegiatan penyusunan kajian resiko bencana, rencana 

penanggulangan bencana dan rencana kontijensi tidak 

dilaksanakan karena refocusing dan realokasi anggaran 

akibat pandemi Covid-19 

 BPBD 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

layanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

1) Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai 

dinyatakan sah/legal    

Kegiatan penyusunan kajian resiko bencana, rencana 

penanggulangan bencana dan rencana kontijensi tidak 

dilaksanakan karena refocusing dan realokasi anggaran 

akibat pandemi Covid-19 

BPBD 

2) Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai 

dinyatakan sah/legal 

Kegiatan penyusunan kajian resiko bencana, rencana 

penanggulangan bencana dan rencana kontijensi tidak 

dilaksanakan karena refocusing dan realokasi anggaran 

akibat pandemi Covid-19 

BPBD 

3) Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut 

pelatihan 

Kegiatan penyusunan kajian resiko bencana, rencana 

penanggulangan bencana dan rencana kontijensi tidak 

dilaksanakan karena refocusing dan realokasi anggaran 

akibat pandemi Covid-19 

BPBD 



4) Persentase warga negara yang ikut pelatihan Kegiatan penyusunan kajian resiko bencana, rencana 

penanggulangan bencana dan rencana kontijensi tidak 

dilaksanakan karena refocusing dan realokasi anggaran 

akibat pandemi Covid-19 

BPBD 

5) Persentase warga negara yang mendapat layanan 

pusdalops penanggulangan bencana dan sarana 

prasarana penanggulangan bencana 

Kegiatan penyusunan kajian resiko bencana, rencana 

penanggulangan bencana dan rencana kontijensi tidak 

dilaksanakan karena refocusing dan realokasi anggaran 

akibat pandemi Covid-19 

BPBD 

6) Persentase warga negara yang mendapat peralatan 

perlindungan 

Kegiatan penyusunan kajian resiko bencana, rencana 

penanggulangan bencana dan rencana kontijensi tidak 

dilaksanakan karena refocusing dan realokasi anggaran 

akibat pandemi Covid-19 

BPBD 

5. IKK Outcome :   Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

5. Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

1. 
Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana 

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi korban bencana  adalah             

65 Orang 

65 Orang 
SATPOL 

PP 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

layanan penyelamatan 

dan evakuasi korban 

kebakaran 

1) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk 

setiap status KLB 

Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk 

setiap penetapan KLB 

----------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah seluruh penetapan status KLB 

 

20 

                           -------- x 100% = 100% 

20 

SATPOL PP 

2) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk 

setiap status darurat bencana 

Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk 

setiap penetapan darurat bencana 

----------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana 

 

20 

                           -------- x 100% = 100% 

20 

SATPOL PP 



3) Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan 

darurat bencana 

Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat 

bencana 

----------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan 

darurat bencana 

 

5 

                           -------- x 100% = 100% 

  5 

SATPOL PP 

4) Persentase  jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan 

dievakuasi terhadap kejadian bencana 

Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan 

dievakuasi 

----------------------------------------------------- x 100 % 

Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana 

 

65 

                           -------- x 100% = 100% 

  65 

SATPOL PP 

6. IKK Outcome :    Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 

5. Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

1. 
Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran 

Jumlah layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi 

korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam 

tingkat waktu tangkap oleh dinas pemadam kebakaran 

dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah 

layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat 

waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk 

dan atau dibawah pembinaan dinas pemadam 

kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten 

 

20 

                       -------- x 100% = 60% 

20 

 

 

 

 

 

 

60% 
SATPOL 

PP 



  

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase pelayanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

kebakaran 

1) Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi 

pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat 

non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan di kabupaten 

Tidak Ada SATPOL PP 

2) Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana 

prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di 

kantor kecamatan 
Tidak Ada SATPOL PP 

3) Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan 

secara bergantian (shift) di kantor kecamatan Tidak Ada SATPOL PP 

4) Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana 

damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi 

di setiap keluarahan/desa 
Tidak Ada SATPOL PP 

5) Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, 

penyelamatan dan evakuasi Tidak Ada SATPOL PP 

6) Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi 

Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam 

Kebakaran 

Tidak Ada SATPOL PP 

7) Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat 

daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 
Tidak Ada SATPOL PP 

8) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam 

kebakaran 
Tidak Ada 

 

7. IKK Outcome :   Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 

5. Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

1. 
Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) 

penanganan kebakaran 

Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, 

penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan 

kesiapan pemadaman kebakaran adalah 60 Menit 

60 Menit 
SATPOL 

PP 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Kabupaten Rote Ndao 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :   Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di 

luar panti (indikator SPM) 

6. Sosial 

1. 

Mengukur persentase penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan 

gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti 

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, 

lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,  

lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis 

 

405 

                            ---------- x 100% = 8,38% 

3.159 

8,38% Dinsos 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase penyandang 

disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia 

terlantar dan 

gelandangan pengemis 

yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di 

luar panti 

1) Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki 6 Aplikasi Dinsos 

2) Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

masuk dalam data terpadu FM dan OTM 

12.482 (10.971 Lansia + 1.511 Disabilitas) Dinsos 

3) Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 1 Tagana Dinsos 

4) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut  usia terlantar dan gepeng yang 

dijangkau 

669 (250 Lansia + 100 Disabilitas + 319 Anak) Dinsos 

5) Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus 

layanan kedaruratan yang dimiliki 
3 (Mobil Rescue, Mobil Dapur & Tangki Air) Dinsos 

6) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

menerima paket permakanan sesuai standar gizi 

250 Lansia + 100 Disabilitas = 350 Dinsos 

7) Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal 

sementara yang dimiliki sesuai standar Tidak Ada Dinsos 



8) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

menerima paket sandang 
Tidak Ada Dinsos 

9) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

memanfaatkan alat bantu 
5 Alalt Bantu + 5 Roda kursi = 10 Dinsos 

10) Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ 

shelter Tidak Ada Dinsos 

11) Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia Tidak Ada Dinsos 

12) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 
Tidak Ada Dinsos 

13) Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah 

singgah Tidak Ada Dinsos 

14) Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS 

dan/atau relawan sosial yang disediakan   Pendapmping PKH 51 + TKSk 10 + 1 Peksos = 62 Orang Dinsos 

15) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial 

sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, 

Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat 

kesejahteraan sosial 

Tidak Ada Dinsos 

16) Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada 

keluarga dan masyarakat 
2 (KL3 & Home Visit) Dinsos 

17) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

difasilitasi untuk mendapatkan dokumen 

kependudukan 

Tidak Ada Dinsos 

18) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

mendapatkan akses layanan pendidikan dan 

Kesehatan dasar Tidak Ada Dinsos 



19) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

mendapatkan layanan penelusuran keluarga 

Tidak Ada Dinsos 

20) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

direunifikasi dengan keluarga 

Tidak Ada Dinsos 

21) Jumlah  penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

dirujuk 

Tidak Ada Dinsos 

2. IKK Outcome :   Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten 

6. Sosial 

1. 

Mengukur persentase korban bencana alam dan 

sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada 

saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah 

kabupaten 

Jumlah korban bencana alam dan social yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya dalam 1 (satu) tahun anggaran 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Populasi korban bencana alam dan social di daerah 

kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan 

social 

 

10.600 

                          ------------- x 100% =100% 

10.500 

100% Dinsos 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

persentase korban 

bencana alam dan sosial 

yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya pada 

saat dan setelah tanggap 

darurat bencana daerah 

kabupaten 

1) Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan 10.562 KK Dinsos 

2) Jumlah korban bencana yang menerima paket 

sandang 
Tidak Ada Dinsos 

3) Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki  Tidak Ada Dinsos 

4) Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok 

rentan 
Tidak Ada Dinsos 

5) Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan 

dukungan psikososial 
Tidak Ada Dinsos 

6) Jumlah  pekerja  social professional/tenaga 

kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang 

tersedia 

30 Orang Tagana Dinsos 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :    Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 

7. Ketenagakerjaan 

1. 
Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan 

yang mengacu ke rencana tenaga kerja 

Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang 

mengacu ke RTKD 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di 

kabupaten 

 

3 

                           ---------- x 100% = 100% 

3 

100% 

Dinas 

Transna

ker 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase kegiatan yang 

dilaksanakan yang 

mengacu ke rencana 

tenaga kerja 

1) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten Tidak Ada Dinas Transnaker 

2) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana 

tenaga kerja 
Tidak Ada Dinas Transnaker 

3) Jumlah perusahaan yang  menyusun rencana tenaga kerja 

di kabupaten Tidak Ada Dinas Transnaker 

2. IKK Outcome :     Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 

7. Ketenagakerjaan 

 

1. 
Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat 

Kompetensi 

Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat 

kompetensi 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah tenaga kerja keseluruhan 

 

0 

                      -------- x 100% = 0% 

49 

 

 

 

0% 

Dinas 

Transna

ker 



IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase  Tenaga Kerja 

Bersertifikat Kompetensi 

1) Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi 

klaster 
Tidak Ada Dinas Transnaker 

2) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 
Tidak Ada Dinas Transnaker 

3) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan Jumlah instruktur pada tahun n 

----------------------------------------------- 

Jumlah peserta pelatihan pada tahun n 

 

2 

               ------ = 0,055 

36 

Dinas Transnaker 

4) Persentase LPK yang terakreditasi Jumlah LPK yang terakreditasi   pada tahun n 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah seluruh LPK pada tahun n 

 

0 

                       ------- x 100% = 0% 

4 

Dinas Transnaker 

5) Persentase LPK yang memiliki perizinan Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah LPK yang terdata pada tahun n 

 

4 

                           ------- x 100% = 100% 

4 

Dinas Transnaker 

6) Jumlah penganggur yang dilatih 
36 Orang Dinas Transnaker 

7) Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada 

tahun n 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah orang yang dilatih pada tahun n 

36 

                           ------- x 100% = 100% 

36 

Dinas Transnaker 



 

8) Presentase penyerapan lulusan  Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah lulusan pada tahun n 

9 

                       -------- x 100% = 25% 

36 

Dinas Transnaker 

9) Lulusan bersertifikat kompetensi  
Tidak Ada Dinas Transnaker 

10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon 

Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 

Jumlah CPMI dilatih 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah CPMI terdaftar 

 

41 

                           ------- x 100% = 100% 

41 

Dinas Transnaker 

11) Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) 

/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 
41 Orang 

 

3. IKK Outcome :  Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 

7. Ketenagakerjaan 

 

1. Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja   

PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah tenaga kerja 

 

0 

                      ---------- x 100% =0% 

1.346 

0% 

Dinas 

Transna

ker 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Tingkat produktivitas 

tenaga kerja   

1) Persentase perusahaan yang menerapkan program 

peningkatan produktivitas 

Jumlah perusahaan yang menerapkan program 

peningkatan produktivitas pada tahun n 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah perusahaan  pada tahun n 

 

45 

                             ------------ X 100% = 41,66% 

108 

Dinas Transnaker 



2) Data tingkat produktivitas total Tidak Ada  

4. IKK Outcome :   Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS 

Ketenagakerjaan) 

7. Ketenagakerjaan 

 

1. 

Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan 

tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, 

Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS 

Ketenagakerjaan) 

Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja 

yang layak 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah  perusahaan 

 

34 

                              ---------- X 100% =31,48% 

108 

31,48% 

Dinas 

Transna

ker 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase Perusahaan 

yang menerapkan tata 

kelola kerja yang layak 

(PP/PKB, LKS Bipartit, 

Struktur Skala Upah, dan 

terdaftar peserta BPJS 

Ketenagakerjaan) 

1) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan 

Perusahaan (PP)  

Jumlah perusahaan yang telah memiliki  PKB pada 

tahun n 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah  perusahaan yang memiliki  tenaga kerja 10 

orang atau lebih 

 

27 

                             --------- X 100% = 58,70% 

46 

Dinas Transnaker 

2) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) 

Jumlah perusahaan yang telah memiliki  PP pada tahun 

n 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah  perusahaan yang memiliki  SP/SB 

 

2 

                           ------- X 100% = 200% 

1 

Dinas Transnaker 

3) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang 

tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di 

perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan 

yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan 

Tidak Ada Dinas Transnaker 

4) Persentase perusahaan yang sudah  menyusun struktur 

skala upah 

Tidak Ada 

 
Dinas Transnaker 



5) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah  perusahaan berdasarkan perusahaan wajib 

lapor 

 

34 

                            -------- x 100% = 73,91% 

46 

Dinas Transnaker 

6) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Jumlah perusahaan yang berselisih 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah  perusahaan pada tahun n 

 

3 

                            -------- x 100% = 4,63% 

108 

Dinas Transnaker 

7) Jumlah mogok kerja Tidak Ada Dinas Transnaker 

8) Jumlah penutupan perusahaan Tidak Ada Dinas Transnaker 

9) Jumlah perselisihan kepentingan Tidak Ada Dinas Transnaker 

10) Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

(SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan Tidak Ada Dinas Transnaker 

11) Jumlah perselisihan PHK 5 Kasus Dinas Transnaker 

12) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 5 Orang Dinas Transnaker 

13) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui 

perundingan bipartite 
Tidak Ada Dinas Transnaker 

14) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten yang 

diberdayakan Tidak Ada Dinas Transnaker 

15) Persentase perselisihan hubungan industrial yang 

diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator 

Hubungan Industrial 

Jumlah perjanjian bersama 

-------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah  kasus perselisihan 

 

 

 

Dinas Transnaker 



4 

                         ------ x 100% = 80% 

5 

5. IKK Outcome :    Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten 

7. Ketenagakerjaan 

 

1. 

Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan 

(Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan 

Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten 

Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah  pencaker yang terdaftar 

 

41 

                              ------- x 100% = 57,75% 

71 

67,21% 

Dinas 

Transna

ker 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase Tenaga kerja 

yang ditempatkan (dalam 

dan luar negeri) melalui 

mekanisme layanan Antar 

Kerja dalam wilayah 

kabupaten 

1) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah 

kabupaten 41 Orang Dinas Transnaker 

2) Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten 
Tidak Ada Dinas Transnaker 

3) Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten 
Tidak Ada Dinas Transnaker 

4) Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu 

kabupaten 
Tidak Ada Dinas Transnaker 

5) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 
Tidak Ada Dinas Transnaker 

6) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 

(LPTKS)  antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten 3 LPTKS Dinas Transnaker 

7) Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang 

ketenagakerjaan kabupaten 
41 Perjanjian Dinas Transnaker 

8) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar 

Kerja (IPK) Online (SISNAKER) 23 Orang Dinas Transnaker 

9) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon 

Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan 

sosialisasi 

Jumlah CPMI/CTKI yang mendapat sosialisasi 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah CPMI/CTKI 

 

Dinas Transnaker 



 

 

 

 

41 

                         -------- x 100% = 100% 

41 

10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon 

Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata 41 Orang Dinas Transnaker 

11) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan 

Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah PMI yang pulang 

 

Tidak Ada 

Dinas Transnaker 

12) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan 

pelatihan kerja 

Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan 

pelatihan kerja 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah PMI/TKI 

 

41 

                          -------- x 100% = 100% 

41 

Dinas Transnaker 

13) Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan 

keluarganya 

Jumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang 

diberdayakan 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya 

 

Tidak Ada 

Dinas Transnaker 

14) Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang 

dibentukan Tidak Ada Dinas Transnaker 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :    Persentase ARG pada belanja langsung APBD 

8. Perlindunganan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 1. 
Mengukur persentase anggaran responsif gender 

pada belanja langsung APBD 

Jumlah ARG pada belanja langsung APBD 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah seluruh belanja langsung di APBD 

 

0 

                 ------------------------- x 100% = 0 

5.397.728.009 

 

0% 
Dinas 

P3AP2KB 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase anggaran 

responsif gender pada 

belanja langsung APBD 

1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten 

yang telah dilatih PUG 
0 Dinas P3AP2KB 

2) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah 

yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat 

kabupaten 

0 Dinas P3AP2KB 

2. IKK Outcome :    Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten 

8. Perlindunganan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

1. 
Mengukur persentase anak korban kekerasan yang 

ditangani instansi terkait Kabupaten 

Jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) 

korban kekerasan yang ditangani instansi kabupaten 

yang didampingi 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) 

 

 

48 

                            -------------Xx 100% = 0,09% 

52.164 

 

 

 

 
Dinas 

P3AP2KB 



 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase anak korban 

kekerasan yang ditangani 

instansi terkait Kabupaten 

1) Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja 

sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk 

melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 
Belum Ada Dinas P3AP2KB 

2) Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki 

standar pelayanan minimal  

1 Lembaga yakni Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) 
Dinas P3AP2KB 

3) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten 

 

40 

                              ------- X 100% = 83,33% 

48 

 

Dinas P3AP2KB 

4) Jumlah lembaga layanan anak  yang mendapat pelatihan 1 Lembaga yakni Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 
Dinas P3AP2KB 

5) Jumlah  lembaga layanan anak yang mendapatkan 

bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab (APBD 

kabupaten) 

1 Lembaga yakni Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 
Dinas P3AP2KB 

3. IKK Outcome :     Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 

8. Perlindunganan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 1. 
Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, 

termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah penduduk perempuan 

 

40 

                              ------------ X 100% = 0,054% 

73.878 

 

0,054% 
Dinas 

P3AP2KB 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Rasio kekerasan terhadap 

perempuan, termasuk 

1) Jumlah organisasi  kemasyarakatan yang bergerak dlm 

bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan 

pelatihan 
0 Dinas P3AP2KB 



TPPO (per 100.000 

penduduk perempuan) 

2) Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah 

dilatih 
0 Dinas P3AP2KB 

3) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang 

mendapat pelatihan 
0 Dinas P3AP2KB 

4) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang 

mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah 

kabupaten 

2 Dinas P3AP2KB 

5) Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat 

daerah yang sudah dievaluasi 

0 Dinas P3AP2KB 

6) Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan 

hak perempuan yg telah terstandardisasi 
2 Dinas P3AP2KB 

7) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani Jumlah Korban kekerasan perempuan yang dapat 

layanan 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan 

 

37 

                               ------- X 100% = 92,25% 

40 

Dinas P3AP2KB 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan Kabupaten Rote Ndao 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :    Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) 

9. Pangan 

1. 
Mengukur persentase ketersediaan pangan 

Kabupaten 

Jumlah cadangan pangan 

---------------------------------------- x 100 % 

Jumlah kebutuhan pangan 

 

16.688,1 

                           ---------------- x 100% = 106% 

15.742,2 

106% 
Dinas 

Pangan 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase ketersediaan 

pangan (Tersedianya 

cadangan beras/ jagung 

sesuai kebutuhan) 

1) Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana 

pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan 

pangan 

Ada Dinas Pangan 

2) Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya Tidak Ada Dinas Pangan 

3) Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk 

pangan lokal 
Tidak Ada Dinas Pangan 

4) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat 

dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang 

beragam dan bergizi seimbang 

Ada Dinas Pangan 

5) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan   Ada  Dinas Pangan 

6) Tertanganinya kerawanan pangan Ada Dinas Pangan 

7) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan 

rawan pangan 
Ada Dinas Pangan 

8) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar Ada Dinas Pangan 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 

10. Pertanahan 

1. 

Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai 

dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi 

dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 

Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi 

 

19.730 

                           ------------- x 100% = 100% 

19.730 

 

100% 

Dinas 

PM & 

PTSP 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase pemanfaatan 

tanah yang sesuai dengan 

peruntukkan tanahnya 

diatas izin lokasi 

dibandingkan dengan luas 

izin lokasi yang 

diterbitkan 

1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati Jumlah ijin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat 

penolakan permohonanizin lokasi setelah melalui 

proses (ditolak seluruhnya) 

------------------------------------------- x 100 % 

JUmlah permohonan ijin lokasi dalam 1 (satu) tahun 

 

4 

                          -------- x 100% = 133% 

3 

Dinas PM & PTSP 

 2) SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform 

yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ 

Absentee dan Daftar Subyek 

Jumlah penertiban SK penetapan tanah obyek 

Landreform  yang bersumber dari tanahkelebihan 

maksimum absentee 

 ------------------------------------------- x 100 %   

JUmlah permohonan yang diusulkan Panitia 

Pertimbangan Landreform 

 

Tidak Ada 

 

 

 

Dinas Perkim & LH 



 3) SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi 

Kepada Bekas Pemilik Tanah kelebihan maksimum/ 

absentee 

Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi 

kepada bekas pemilik tanah kelebihan 

maksimum/absentee 

 ------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah 

obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan 

maksimum/absentee dan daftar subyek  

 

Tidak Ada 

Dinas Perkim & LH 

 4) Dokumen Izin membuka tanah Tidak Ada Dinas Perkim & LH 

 5) Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan 

fisik 

------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan 

fisik yang direncanakan  dalam 1 (satu) tahun 
 

0 

                       ------- x 100% = 0% 

1 

Dinas Perkim & LH 

 

 

2. IKK Outcome :  Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum 

10. Pertanahan 

1. 
Mengukur persentase penetapan tanah untuk 

pembangunan fasilitasi umum 

Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas 

umum 

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas 

umum 

31.604  M2 

                               --------------------- x 100% = 94,37 %  

33.488, M2 

94,37% 

Dinas 

Perkim 

& LH 

3. IKK Outcome :   Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal 

10. Pertanahan 

1. 
Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam 

rangka penanaman modal 

Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan 

peruntukannya di atas izin lokasi 

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Luas izin lokasi yang diterbitkan 
 

19.730 

                          ------------- x 100% = 100% 

19.730 

100% 

Dinas  

PM & 

PTSP 



 

4. IKK Outcome :   Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 

10. Pertanahan 

1. 

Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) 

yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah 

Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 

Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luas 

tanah yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha 

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah penerima tanah obyek landreform 

 

Tidak Ada 

0 

Dinas 

Perkim 

& LH 

5. IKK Outcome :    Tersedianya tanah untuk masyarakat 

10. Pertanahan 

1. 
Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk 

masyarakat 

Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin 

membuka tanah 

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Luas izin membuka tanah yang diterbitkan  

 

Tidak Ada 

0 

Dinas 

Perkim 

& LH 

6. IKK Outcome :  Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 

10. Pertanahan 

1. 
Mengukur persentase penanganan sengketa tanah 

garapan yang dilakukan melalui mediasi 

Jumlah sengketa tanah garapan yang diangani 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan 

 

9 

                           ------- x 100% = 100% 

9 

100% 

Kantor 

Pertana

han 

Kab. 

Rote 

Ndao 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :    Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten 

11. Lingkungan 

Hidup 1. 
Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Kabupaten 

IKLH Kab = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%)  

IKLH Kab = 20 + 28.8115 + 24.8806 = 73.692 

   

73.692 

Dinas 

Perkim 

& LH 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) 

Kabupaten 

1) Hasil perhitungan provinsi terhadap :  

a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) 

b. Indeks Tutupan hutan (ITH)  

c. Indeks Tutupan Hutan (ITH) 

Indeks Kualitas Air (IKA)   

 
Rumus Metode IP :  

 

 
 

IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu  – 0.1)] 

 

Nilai IKLH Kabupaten = 73.692 

Nilai IKA = 66,67 

Kategori IKA =  ≤ Pij ≤ ,  Baik  

NIlai IKU = 96.0382 

Nilai ITH = 62.2014 

 

Dinas Perkim & LH 



 

2. IKK Outcome :     Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten 

11. Lingkungan 

Hidup 

1. 
Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah 

Kabupaten 

Total volume sampah yang ditangani 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Total volume timbunan sampah kabupaten 

6.432 

                               ------------ x 100% = 46,62% 

13.798 

46,62% 

Dinas 

Perkim 

& LH 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Terlaksananya 

pengelolaan sampah di 

wilayah Kabupaten  

1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di 

wilayah kabupaten 

1) Tersedianya informasi terkait rasio angkutan 

pengelolaan sampah terhadap volume timbulan 

sampah 

6.432 

             ------------ = 0,466 

13.798 

2) Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA 

terhadap volume timbulan sampah 

300.000 

             ------------ = 21,72 

13.798 

3) Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi 

jumlah sampah pada masing2 lingkungan 

24 

             ------------ = 0,0017 

13.798 

Dinas Perkim & LH 

3. IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten 

11. Lingkungan 

Hidup 

1. 

Mengukur tingkat  ketaatan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan  terhadap izin lingkungan, izin PPLH 

dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten 

Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan 

yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH 

yang diterbitkan pemerintah kabupaten 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan 

 

8 

                        ------- x 100% = 50% 

16 

50% 

Dinas 

Perkim 

& LH 



IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Ketaatan penanggung 

jawab usaha dan atau 

kegiatan  terhadap izin 

lingkungan, izin PPLH dan 

PUU LH yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten 

1) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh 

pemerintah daerah kabupaten 

Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan 

oleh Pemda Kabupaten 

--------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah usulan permohonan yang teregestrasi 

 

8 

                           --------- x 100% = 100% 

8 

Dinas Perkim & LH 

2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di 

Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH 

dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten 

Jumlah PPLHD yang ada 

--------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, 

izin PPLK  dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemda 

kabupaten 

 

0 

Dinas Perkim & LH 

3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 

Daerah kabupaten 

Jumlah  MHA yang diakui 

--------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah usulan MHA 

 

0 

Dinas Perkim & LH 

4) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH 

Jumlah  MHA yang mendapat pelatihan 

--------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah MHA yang ada 

Dinas Perkim & LH 

5) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat Jumlah  lembaga kemasyarakatan yang diberikan 

diklat/rencana 

--------------------------------------------- x 100 % 

Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan 

diklat 

 

0 

Dinas Perkim & LH 

6) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin 

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh 

Pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan 

dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani 

Jumlah  pengaduan masyarakat yang ditangani 

--------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah  pengaduan masyarakat yang teregristrasi 

 

0 

Dinas Perkim & LH 



.Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :  Perekaman KTP Elektronik 

12. Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 1. 
Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di 

Kabupaten 

Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang 

memiliki KTP 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas 
 

85.755 

                               --------------- x 100% = 85,22% 

100.623 

85,22% 
Dinas 

Dukcapil 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Perekaman KTP-el   1) Penerbitan akta perkawinan Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan 

----------------------------------------------- x 100 % 

Peristiwa perkawinan yang dilaporkan 
 

938 

                          ------------ x 100% = 100% 

938 

Dinas Dukcapil 

2) Penerbitan akta perceraian   Jumlah akta percairan yang diterbitkan 

----------------------------------------------- x 100 % 

Peristiwa perceraian yang dilaporkan 
 

35 

                       -------- 100% = 100% 

35 

Dinas Dukcapil 

3) Penerbitan akta kematian   Jumlah akta kematian yang diterbitkan 

----------------------------------------------- x 100 % 

Peristiwa kematian yang dilaporkan 

 

291 

                         -------- x 100% =100% 

291 

Dinas Dukcapil 



 

4) Penyajian data kependudukan   Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten 

dalam 1 (satu) tahun 

----------------------------------------------- x 100 % 

2 (dua) kali 

 

148.763 

                               -------------- x 100% = 7.438% 

2 

Dinas Dukcapil 

2. IKK Outcome : Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 

12. Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 1. 
Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang 

memiliki KIA 

Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang 

sudah memiliki KIA 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah anak usia 0-17 tahun 

 

2.859 

                             ------------- x 100% = 5,48% 

52.164 

5,48% 
Dinas 

Dukcapil 

3. IKK Outcome : Kepemilikan akta kelahiran 

12. Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 1. Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran    

Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta 

kelahiran 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah anak usia 0-18 tahun 

 

34.205 

                               --------------- x 100% = 62,61 % 

54.629 

62,61% 
Dinas 

Dukcapil 

4. IKK Outcome :  Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 

12. Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 1. 

Mengukur persentase perangkat daerah yang telah 

memanfaatkan data kependudukan berdasarkan 

perjanjian kerja sama 

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data 

kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah OPD 

 

0 

                     -------- x 100% = 0% 

45 

0% 
Dinas 

Dukcapil 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :   Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 

13. Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

1. Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal   

Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa 

berkembang per tahun berdasarkan indeks desa 

membangun 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) 

 

12 

---------       ------------------x 100% = 25% 

48 

25% 
Dinas 

PMD 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase pengentasan 

desa  

tertinggal   

1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar 

desa 48 Dinas PMD 

 2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa 

tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan 

kerja sama antar desa tahun sebelumnya 

48 – 60 = -12 Dinas PMD 

 3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di 

desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan 

diberdayakan 

0 Dinas PMD 

 4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan 

dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi 

produktif dan pemberdayaan 

 

 

 

 

 

 

0 Dinas PMD 



 

2. IKK Outcome :    Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 

13. Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

1. 
Mengukur perkembangan desa yang mengalami 

peningkatan status menjadi desa mandiri 

Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa 

mandiri per tahun berdasarkan indeks desa 

membangun per tahun 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) 

 

0 

----------------------------x 100% = 0% 

56 

 

0% 
Dinas 

PMD 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase peningkatan 

status desa mandiri 

1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar 

desa 0 Dinas PMD 

 2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa 

tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan 

kerja sama antar desa tahun sebelumnya 

0 Dinas PMD 

 3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di 

desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan 

diberdayakan 

0 Dinas PMD 

 4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan 

dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi 

produktif dan pemberdayaan 0 Dinas PMD 



.Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :    TFR (Angka Kelahiran Total) 

14. Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

1. Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate) 

 

 

TFR 

 

 

 �� 
ASFRi =   � ×�  �� 
   

  TFR = 3,6% 

3,6% 
Dinas 

P3AP2KB 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

TFR (Angka Kelahiran 

Total) 

1) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan 

Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan Tidak Ada 

 

 

Dinas P3AP2KB 

2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh 

wanita umur 25-49 tahun 

15.507 

 

 

 

 

Dinas P3AP2KB 

3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific 

Fertility Rate/ASFR 15-19) 
                          � 
ASFRi =    

                             � 
  717 

                                  ---------- X 100% = 0,219% 

7.731 

 

 

Dinas P3AP2KB 

4) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program 

KKBPK (advokasi dan KIE) 

Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program 

KKBPK (advokasi dan KIE) 

 --------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi 

dan KIE) 

 

 

Dinas P3AP2KB 



 

3.625 

                          ---------- X 100% =  108 % 

3.335 

5) Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra 

kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang 

berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK 

Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra 

kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang 

berperan serta aktif dalam pengelolaan 

program KKBPK. 

 

57  stakeholders 

 

 

Dinas P3AP2KB 

2. IKK Outcome :    : Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 

14. Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 
1. Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern 

 

Jumlah peserta KB aktif modern 

-------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah pasangan usia subur 

 

  16.685 

                                  ---------- X 100% = 84,41% 

19.308 

. 

84,41% 
Dinas 

P3AP2KB 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase pemakaian 

kontrasepsi Modern 

(Modern Contraceptive 

Prevalence Rate/mCPR) 

1) Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap 

melayani KB MKJP 

Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP 

-------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah faskes 

 

  16 

                               ---------- X 100% = 100% 

16 

Dinas P3AP2KB 

 2) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang (MKJP) 

Jumlah peserta KB aktif 

--------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah PUS 
 

  7.313 

                                  ---------- X 100% = 37,87% 

19.308 

Dinas P3AP2KB 



 

 

 

 

3) Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki 

Kelompok Kerja KKBPK yang efektif  

Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif 29 

Kelompok Kerja tersebar di 29 Desa 
Dinas P3AP2KB 

4) Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode 

kontrasepsi cara modern 

-------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan 
 

  1.261 

                            ---------- X 100% = 44% 

  2.878 

Dinas P3AP2KB 

3. IKK Outcome : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 

14. Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 
1. 

Mengukur  Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak 

terpenuhi (unmet need) 

Jumlah PUS yang ingin ber-KB yang tidak dilayani 

-------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah pasangan usia subur 
 

1.382 

                                 --------------- X 100% = 7,16 % 

19.308 

 
Dinas 

P3AP2KB 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase kebutuhan 

berKB yang tidak 

terpenuhi (unmet need 

1) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan 

kesertaan rendah 

Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase 

kesertaan KB paling  

rendah dalam satu Kabupaten.  

Data/informasi yang diambil adalah  

50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan 

persentase kesertaan KB paling rendah  

Dinas P3AP2KB 

2) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) 

Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI 

-------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah keluarga PBI 

  8.159 

                             ---------- X 100% = 85% 

9.612 

Dinas P3AP2KB 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten Rote Ndao 

 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome : Rasio konektivitas Kabupaten 

15. Perhubungan 

1. Mengukur rasio konektivitas Kabupaten 

Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot 

angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau 

dan penyeberangan) 

 ( �5  � 5 ) + ( 5�  � 5 ) = + , = ,  

 

Jumlah Lintas Perintis adalah 3 

Jumlah Lintasan Komersil adalah 15 

81,67 Dishub 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Rasio konektivitas 

provinsi 

 

1) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan 

terminal penumpang angkutan tipe C 

Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang 

angkutan jalan  tipe C yang tersedia 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang 

angkutan jalan  sesuai dengan standar pelayanan 

penyelenggaraan terminal angkutan jalan 

 

1 

                          ------- x 100% = 100% 

1 

Dishub 

 2) Terlaksananya pelayanan uji berkala Jumlah kendaraan yang diuji per tahun 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah kendaraan wajib uji 

 

297 

                               ----------- x 100% = 47,37% 

627 

Dishub 



 

 

 

 3) Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam 

Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan 

kelas ekonomi  

Jumlah penetapan tarif lintas penyebarangan 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah lintas penyebrangan dalam dalam kabupaten 

 

83 

                           --------- x 100% = 100% 

83 

Dishub 

 4) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu 

lintas untuk jaringan jalan kabupaten 

Jumlah pemasangan perlengakapan jalan kabupaten 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten 

 

831 

                              -------------- x 100% = 40,44% 

2.054 

Dishub 

2. IKK Outcome :  V/C Ratio di Jalan Kabupaten 

15. Perhubungan 

1. Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten 

V/C ratio di jalan Kabupaten 

 

 831 

                              -------------- x 100% = 40,44% 

2.054 

 Dishub 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

V/C Ratio di Jalan 

Kabupaten  

1) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa 

lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten 

Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten 

 

831 

                              -------------- x 100% = 40,44% 

2.054 

Dishub 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Rote Ndao 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :  Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 

16. Komunikasi dan 

Informatika 

1. 

Mengukur persentase organisasi perangkat daerah 

yang terhubung dengan akses internet yang 

disediakan oleh Dinas Kominfo 

Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet 

yang disediakan oleh Dinas Kominfo 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah OPD 

 

                                                   0 

                       ---------- x 100% = 0 % 

   45 

0% 
Dinas 

Kominfo 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) 

yang terhubung dengan 

akses internet yang 

disediakan oleh Dinas 

Kominfo   

1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan 

Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang 

diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 

Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di 

jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses 

internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas 

kominfo 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah perangkat daerah 

 

                                                   0 

                       ---------- x 100% = 0 % 

   45 

Dinas Kominfo 

2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses 

internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo 

Jumlah perangkat daerah menggunakan akses internet 

yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah perangkat daerah 

 

 0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

   45 

 

Dinas Kominfo 



3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra 

pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis 

suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan 

memanfaatkan jaringan intra pemerintah 

Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang 

disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, 

data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan 

intra pemerintah (Ya atau Tidak). 

 

Tidak Ada 

Dinas Kominfo 

2. IKK Outcome :   Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 

16. Komunikasi dan 

Informatika 

1. 
Mengukur persentase Layanan Publik yang 

diselenggarakan secara online dan terintegrasi   

Jumlah layanan public diselenggarakan secara online 

dan intergrasi 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah layanan public 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

0 

0% 
Dinas 

Kominfo 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase Layanan 

Publik yang 

diselenggarakan secara 

online dan terintegrasi 

1) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan 

pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang 

dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan 

domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara 

sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 

Tahun 2015   

Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan 

pelayanan public pada pemerintah daerah yang 

diselenggarakan  secara daring  dengan memanfaatkan 

domain dan sub doman instansi penyelenggara negara 

sesuai dengan PM Kominfo No.5 /2015 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan 

pelayanan public pada pemerintah daerah 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

45 

Dinas Kominfo 

2) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan 

situs web yang sesuai standar   

Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs 

yang sesuai standar 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah perangkat daerah 

 

8 

                              ---------- x 100% = 13,33 % 

45 

Dinas Kominfo 



3) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan 

layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan 

layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah perangkat daerah 

 

0 

                              ---------- x 100% = 28,88 % 

45 

Dinas Kominfo 

4) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan 

administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam 

dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan 

secara elektronik   

Layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi 

pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses 

bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah layanan 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

    0 

Dinas Kominfo 

5) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan 

administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan 

sertifikat elektronik   

Layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi 

pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat 

elektronik 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah layanan 

 

87 

                            ---------- x 100% = 100 % 

   87 

Dinas Kominfo 

6) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Layanan system elektronik yang terdaftar sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah system elektronik 

 

87 

                           ---------- x 100% = 100 % 

   87 

Dinas Kominfo 



7) Persentase layanan publik dan layanan administrasi 

yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan 

pemerintah 

Jumlah layanan public dan layanan administrasi yang 

terintegrasi dengan system penghubung layanan 

pemerintah 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah layanan public dan layanan adminsitrasi 

 

5 

                           ---------- x 100% = 100 % 

   5 

Dinas Kominfo 

8) Persentase perangkat daerah yang menggunakan 

layanan pusat data pemerintah  

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan 

pusat data pemerintah 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah perangkat daerah 

 

0 

                       ---------- x 100% = 0 % 

   45 

Dinas Kominfo 

9) Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di 

pusat data pemerintah   

Jumlah perangkat daerah  yang menyimpan data di 

pusat 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah perangkat daerah 

 

0 

                       ---------- x 100% = 0 % 

   45 

Dinas Kominfo 

10) Persentase perangkat daerah yang memperbaharui 

datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)   

Jumlah perangkat daerah  yang memperbaharui 

datanya sesuai siklus jenis datanya 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah perangkat daerah 

 

0 

                           ---------- x 100% = 20 % 

   45 

Dinas Kominfo 

11) Persentase data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang dapat berbagai pakai 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah data yang dimiliki pemda 

 

 

Dinas Kominfo 



0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

    0 

12) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi 

inovasi yang mendukung smart city   

Jumlah perangkat daerah  yang mengimplementasi 

inovasi yang mendukung smart city 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah perangkat daerah 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

    0 

Dinas Kominfo 

13) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi 

kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo   

Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi 

kompetensi  di bawah pengelolaan dinas kominfo 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah ASN pengelola TIK 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

    0 

Dinas Kominfo 

14) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala 

daerah terkait implementasi e-government 

Belum Ada (Baru tersedia Rencana Induk E-

Government) 
Dinas Kominfo 

3. IKK Outcome :   : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui  Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

16. Komunikasi dan 

Informatika 

1. 

Mengukur persentase masyarakat yang menjadi 

sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui 

kebijakan dan program prioritas pemerintah dan 

pemerintah daerah kabupaten 

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran 

informasi public, mengetahui kebijakan dan program 

prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah penduduk 17 tahun ke atas 

 

 

 

100.623 

                           -------------- x 100% = 100 % 

100.623 

 

 

100% 
Dinas 

Kominfo 

IKK OUTPUT 



IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase masyarakat 

yang menjadi sasaran 

penyebaran informasi 

publik, mengetahui 

kebijakan dan program 

prioritas pemerintah dan 

pemerintah daerah 

kabupaten 

1) Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis 

pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi 

dan kebijakan pemerintah dan pemerintah  provinsi  

Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis 

pemerintah daerah provinsi yang telah menyebarkan 

informasi  dan kebijakan pemerintah 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunikasi 

pemerintah daerah provinsi 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

0 

Dinas Kominfo 

2) Persentase konten informasi terkait program dan 

kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai 

dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 

Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan 

pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan 

strategis komunikasi (STRAKOM) 

------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan 

pemerintah dan pemerintah provinsi 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

   0 

 

Dinas Kominfo 

3) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang 

dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi 

(STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan 

Jumlah diseminasi dan layanan informasi public yang 

dilaksanakan sesuai dengan strategis komunikasi 

(STARKOM) dan SOP 

------------------------------------------------------ x 100 %   

Jumlah diseminasi  dan layanan informasi public 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

   0 

Dinas Kominfo 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :  Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 

17. Koperasi, Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

1. Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas 

Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya 

berdasarkan RAT, volume usaha da  aset 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah seluruh koperasi 

 

42 

                              --------- x 100% = 24,75% 

203 

 

 

24,75% 
Dinas 

Koperin

dag 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Meningkatnya Koperasi 

yang berkualitas  

1) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam 

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah kabupaten 

Jumlah penertiban izin usaha simpan pinjam koperasi 

pada tahun yang dilaporkan 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum 

mempunyai izin usaha simpan pinjam 

 

0 

                       --------- x 100% = 0% 

0 

Dinas Koperindag 

 2) Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor 

cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan 

pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan ldalam daerah  kabupaten 

Jumlah penertiban izin pembukaan kantor cabang, 

cabang pembantu,  dan kantor kas usaha simpan 

pinjam pada tahun yang dilaporkan 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah permohonan  izin pembukaan  kantor cabang  

cabang pembantu,  dan kantor kas usaha simpan 

pinjam pada tahun yang dilaporkan 

 

3 

                          --------- x 100% = 100% 

  3 

Dinas Koperindag 



  3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan 

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah kabupaten 

Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah koperasi yang ada 

 

40 

                               --------- x 100% = 19,70% 

203 

Dinas Koperindag 

 4) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang 

dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten 

Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi  yang dinilai 

kesehatannya 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi  yang ada 

 

15 

                             --------- x 100% = 7,39% 

203 

Dinas Koperindag 

 5) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam  daerah 

kabupaten 

Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah koperasi yang ada 

 

40 

                               --------- x 100% = 19,70% 

203 

Dinas Koperindag 

 6) Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti 

pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten 

Jumlah anggota koperasi yang mengikuti  pelatihan 

perkoperasian 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah anggota koperasi yang ada 

 

40 

                            ------------ x 100% = 0,37% 

  10.835 

Dinas Koperindag 

 7) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi 

dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten 

Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah koperasi yang ada 

 

 

 

Dinas Koperindag 



 

0 

                      ------------ x 100% = 0% 

  203 

 8) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi 

pembiayaan 

 Tidak Perlu diisi 

 9) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk 

Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten 

Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor 

induk koperasi (NIK) 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah koperasi yang ada 

 

13 

                          ------------ x 100% = 6,40% 

  203 

Dinas Koperindag 

 10) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi 

pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 

dalam daerah kabupaten 

Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas 

pembiayaan 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah koperasi yang ada 

 

0 

                      ------------ x 100% = 0% 

  203 

Dinas Koperindag 

 11) Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah kabupaten 

Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas 

pemasaran 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah koperasi yang ada 

 

0 

                      ------------ x 100% = 0% 

  203 

Dinas Koperindag 

 12) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi 

pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi 

dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten 

Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi 

pendampingan kelembagaan dan usaha 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah koperasi yang ada 

 

10 

                           ------------ x 100% = 4,93% 

  203 

Dinas Koperindag 



 13) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi 

kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 

dalam daerah kabupaten 

Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi 

kemitraan 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah koperasi yang ada 

 

0 

                      ------------ x 100% = 0% 

  203 

Dinas Koperindag 

2. IKK Outcome :   Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha 

17. Koperasi, Usaha 

Kecil dan 

Menengah 
1. 

Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi 

wirausaha   

Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah usaha mikro keseluruhan 

 

0 

                      ------------ x 100% = 0% 

952 

0% 

Dinas 

Koperin

dag 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Meningkatnya Usaha 

Mikro yang menjadi 

wirausaha 

1) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro Jumlah pertumbuhan wirausaha baru 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah wirausaha yang ada 

 

7 

                              ----------- x 100% = 41,18% 

17 

Dinas Koperindag 

 2) Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam 

sistem online data system (ODS) 

Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system data 

online (ODS) 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah usaha mikro yang ada 

 

0 

                      ------------ x 100% = 0% 

   952 

Dinas Koperindag 

 3) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra Jumlah usaha mikro yang bermitra 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah usaha mikro yang ada 

Dinas Koperindag 



 

0 

                      ------------ x 100% = 0% 

   952 

 4) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan 

fasilitasi standarisasi  dan sertifikasi produk usaha 

Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi 

standarisasi dan sertifikasi 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standard an 

sertifikasi produk 

 

0 

                      ------------ x 100% = 0% 

   952 

Dinas Koperindag 

 5) Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan 

fasilitasi pemasaran 

Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi 

pemasaran 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan 

dukungan pemasaran 

 

0 

                      ------------ x 100% = 0% 

   952 

Dinas Koperindag 

 6) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi 

pelatihan 

Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi 

pelatiahn 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah usaha mikro yang ada 

 

0 

                      ------------ x 100% = 0% 

   952 

Dinas Koperindag 

 7) Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan 

melalui Lembaga pendampingan   

Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan 

kelembagaan dan usaha 

------------------------------------------------------------ x 100 % 

Jumlah usaha mikro yang ada 

 

0 

                      ------------ x 100% = 0% 

  952 

Dinas Koperindag 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Kabupaten Rote Ndao 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :  Persentase peningkatan investasi di Kabupaten 

18. Penanaman 

Modal 

1. 
Mengukur persentase peningkatan investasi di 

Kabupaten 

(Jumlah investasi  tahun n) – (Jumlah investasi  tahun n-

1) di kabupaten 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah investasi  tahun n-1 di kabupaten 

 

4.900.000.000 – 149.156.800.000 

            ---------------------------------------------------X100%= 

149.156.800.000 

 

-96,71% 

-96,71 

Dinas 

PM & 

PTSP 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase peningkatan 

investasi di Kabupaten  

1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif 

penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten 

Tidak Ada 

 
Dinas PM & PTSP 

2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian 

fasilitas/insentif penanaman modal Tidak Ada Dinas PM & PTSP 

3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian 

fasilitas/insentif penanaman modal 
Tidak Ada 

 
Dinas PM & PTSP 

4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting Tidak Ada 

 
Dinas PM & PTSP 

5) Kegiatan pameran penanaman modal Tidak Ada 

 
Dinas PM & PTSP 

6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal Tidak Ada 

l 
Dinas PM & PTSP 

7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 2 Kali 

 
Dinas PM & PTSP 



8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman 

modal 759 izin Dinas PM & PTSP 

9) Laporan realisasi penanaman modal Rp. 28.432.959.582 Dinas PM & PTSP 

10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat 

kabupaten 
28 Orang Dinas PM & PTSP 

11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN    26 PMA / PMDN Dinas PM & PTSP 

12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non 

peizinan provinsi kabupaten 759 Data Dinas PM & PTSP 



 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :  Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 

19. Kepemudaan 

dan Olahraga 

1. 

 

 

Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan 

ekonomi mandiri  

Jumlah pemuda (16-30) tahun yang berwirausaha di 

kabupaten 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten 

 

  46 

                              -------------- x 100% = 0,11% 

40.147 

0,11% 
Dinas 

PKO 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Tingkat partisipasi 

pemuda dalam kegiatan 

ekonomi mandiri  

1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan  

100 Orang Dinas PKO 

 2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan Tidak Ada Dinas PKO 

2. IKK Outcome :   Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 

19. Kepemudaan 

dan Olahraga 

1. 

 

Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam 

organisasi kepemudaan dan organisasi sosial 

Jumlah pemuda (16-30) tahun yang menjadi anggota 

aktif  pada organisasi kepemudaan dan olahraga social 

kemasyarakatan di kabupaten 

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten 

 

 

  968 

                            ------------ x 100% = 2,41% 

40.147 

 

 

 

2,41% 
Dinas 

PKO 



 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Tingkat partisipasi 

pemuda dalam organisasi 

kepemudaan dan 

organisasi sosial 

kemasyarakatan 

1) Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader 

pengembangan kepemimpinan, kepedulian, 

kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda Tidak Ada Dinas PKO 

 2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat 

pelatihan manajemen organisasi kepemudaan  
Tidak Ada Dinas PKO 

3. IKK Outcome :    Peningkatan Prestasi Olahraga   

19. Kepemudaan 

dan Olahraga 
1. 

 

 

Mengukur peningkatan prestasi olahraga 
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional 

dan internasional  

Tidak 

Ada 

Dinas 

PKO 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Peningkatan prestasi 

olahraga 

1) Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di 

satuan2 pendidikan 

Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di 

satuan2 pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan 

pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 

nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi 

adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih 

olahraga adalah 20 Orang 

Dinas PKO 

 2) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah Tidak Ada Dinas PKO 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :   Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 

20. Statistik 

1. 

 

Mengukur persentase perangkat daerah yang 

menggunakan data statistik dalam menyusun 

perencanaan pembangunan daerah 

Jumlah OPD yang menggunakan data statistiK dalam 

penyusunan perencanan pembangunan daerah 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah OPD 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

45 

0% 
Dinas 

Kominfo 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) 

yang menggunakan data 

statistik dalam menyusun 

perencanaan 

pembangunan daerah 

1) Tersedianya  buku profil daerah  Tidak Ada Dinas Kominfo 

2) Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan Tidak Ada Dinas Kominfo 

3) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan Tidak Ada Dinas Kominfo 

4) Jumlah survey  statistik sektoral yang mendapat 

rekomendasi BPS Tidak Ada Dinas Kominfo 

5) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat 

rekomendasi dr BPS 
Tidak Ada Dinas Kominfo 

6) Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 

sektoral 

Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah kegiatan statistik sektoral 

 

4 

                           -------- x 100% = 100 % 

4 

 

 

 

Dinas Kominfo 



 

7) Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral Jumlah metadata indikator statistik sektoral 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah indikator statistik sektoral 

 

4 

                           -------- x 100% = 100 % 

4 

Dinas Kominfo 

2. IKK Outcome :  Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 

20. Statistik 

1. 

 

Mengukur persentase perangkat daerah yang 

menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi 

pembangunan daerah  

Jumlah OPD yang menggunakan data statistiK dalam 

melakuka evaluasi pembangunan daerah 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah OPD 

 

0 

                       -------- x 100% =  0 % 

   45 

 

0% 
Dinas 

Kominfo 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :   Tingkat keamanan informasi pemerintah 

21. Persandian 

1. 

 

Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah 

Kabupaten 

Jumlah nilai per area keamanan informasi 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah area penilaian 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

0 

 

0% 
Dinas 

Kominfo 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Tingkat keamanan  

informasi pemerintah 

1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan 

melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding 

banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus 

diamankan 

Jumlah kegiatan strategis yang teramankan 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah kegiatan strategis yang ada 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

0 

Dinas Kominfo 

2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan 

prinsip sistem manajemen yang telah menerapka 

prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) 

dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem 

elektronik yang ada pada pemerintah daerah 

Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan 

sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah SE yang ada 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

0 

Dinas Kominfo 

3) Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah 

diaudit dengan resiko kategori rendah  

Jumlah SE atau asset informasi yang telah diaudit 

denga resiko kategori rendah 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah SE yang ada 

 

Dinas Kominfo 



 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

0 

 

4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan 

jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang 

ditetapkan   

Jumlah titik teramankan 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah titik pada PHKS 

 

0 

                        ---------- x 100% = 0 % 

0 

Dinas Kominfo 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :  Terlestarikannya Cagar Budaya 

22. Kebudayaan 

1. Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya 

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 

 ------------------------------------------------------------ x 100 %   

Jumlah cagar budaya yang terdata 

 

7 

                             --------- x 100% = 30,43% 

23 

30,34% 
Dinas 

BUdpar 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Terlestarikannya  

Cagar Budaya  

1) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi 

(inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan 

dan publikasi) 

Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + 

dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) 

 

23 + 7 + 0 + 0 + 0 = 30 

Dinas BUdpar 

2) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 

dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan 

keberagaman   

Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan 

keberagamannya) = 7 Dinas BUdpar 

3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan 

(membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan 

budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 

Jumlah objek dimanfaatkan = 7 

Dinas BUdpar 

4) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina 

(peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, 

serta peningkatan kapasitas tata kelola) 

Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm 

disertifikasi + Jumlah  lembaga distandarisasi + Jumlah 

lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah 

pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola = 0 

Dinas BUdpar 

5) Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, 

penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) 

Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan = 23 
Dinas BUdpar 

6) Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota 

(penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) 

Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + 

dipelihara + dipugar) = 7 
Dinas BUdpar 



7) Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke 

luar provinsi dengan dukungan data 

Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten = 0 
Dinas BUdpar 

8) Pengembangan cagar  budaya Provinsi (penelitian, 

revitalisasi, adaptasi) 

Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) = 0 
Dinas BUdpar 

9) Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, 

sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, 

kebudayaan, dan pariwisata) 

Jumlah CB dimanfaatkan = 0 

Dinas BUdpar 

10) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan 

pemanfaatan koleksi museum 

Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + 

dikembangkan + dimanfaatkan) = 0 
Dinas BUdpar 

11) Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan 

dan pelaksanaan kegiatan museum   

Jumlah pengunjung museum = 0 

 
Dinas BUdpar 

12) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana 

dan prasarana museum. 

Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum = 0 
Dinas BUdpar 

13) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan 

pemanfaatan koleksi museum 

0 
Dinas BUdpar 

14) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya  Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk = 0 Dinas BUdpar 

15) Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi Jumlah pembentukan tim ahli CB = 0 Dinas BUdpar 

16) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya Jumlah ahli CB yang disertifikasi = 0 Dinas BUdpar 

17) Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum = 0 Dinas BUdpar 

18) Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan 

permuseuman 

Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + 

Museum) = 0 Dinas BUdpar 

19) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar 

budaya dan permuseuman 

Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) = 0 
Dinas BUdpar 

20) Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan 

masyarakat 

Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat 

= 0 Dinas BUdpar 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :   Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 

23. Perpustakaan 

1. 
Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca 

masyarakat   

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang 

diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca 

masyarakat 

 

Tidak Ada 

0% 

Dinas 

Perpust

akan 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Nilai tingkat kegemaran 

membaca masyarakat   

1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan 

penduduk  

Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai di 

wilayahnya (dalam eksemplar) 

------------------------------------------------------------- 

Jumlah penduduk di dalamnya (dalam jiwa) 

 

146.853 

           --------------- =0,99 

148.746 

 

Dinas Perpustakaan 

2) Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat   Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan 

perpustakaan baik secara online maupun onsite 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah penduduk di dalamnya (dalam jiwa) 

 

969 

                             --------------- X 100% = 0,65% 

148.746 

 

Dinas Perpustakaan 

3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan 

penduduk 

Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai 

perpustakaan di wilayahnya 

------------------------------------------------------------- 

Jumlah penduduk di dalamnya (dalam jiwa) 

 

Dinas Perpustakaan 



 

 

327 

           --------------- =0,21 

148.746 

 

4) Persentase perpustakaan sesuai standar nasional 

perpustakaan 

Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional 

perpustakaan 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat 

di wilayahnya 

 

327 

                         --------------- X 100% = 100% 

327 

Dinas Perpustakaan 

 5) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di 

masyarakat adalah 22  

Dinas Perpustakaan 

2. IKK Outcome :    Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

23. Perpustakaan 

1. Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat 

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang 

didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur 

sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat 

(UPLM) dan aspek masyarakat (AM)   

 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =  

 x 100 

 

0% 

Dinas 

Perpust

akaan 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Indeks Pembangunan 

Literasi  

Masyarakat 

1) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media 

(digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya 
Tidak Ada 

Dinas Perpustakaan 

2) Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 
Tidak Ada 

Dinas Perpustakaan 

3) Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan 

dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) 
30 

Dinas Perpustakaan 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :    Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

24. Kearsipan 

1. 

Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan 

akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan 

pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan 

T = (a + i + s + j)/4   

T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif 

yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip 

inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase 

arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu 

balik  j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan 

dalam SIKN melalui JIKN   

 

T = (100% +100% 100% + 0%)/4 = 75% 

75% 

Dinas 

Perpust

akaan 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Tingkat ketersediaan arsip 

sebagai bahan 

akuntabilitas kinerja, alat 

bukti yang sah dan 

pertanggungjawaban 

nasional) Pasal 40 dan 

Pasal 59 Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan 

1) Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip  Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftr arsip 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah seluruh arsip aktif 

 

289 

                          ----------- x 100% = 100% 

289 

Dinas Perpustakaan 

2) Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftr arsip 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah seluruh arsip inaktif 

 

5.463 

                            ----------- x 100% = 100% 

5.463 

Dinas Perpustakaan 

3) Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu 

temu balik 

Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu 

temu balik 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah seluruh arsip statis 

Dinas Perpustakaan 



75 

                          ----------- x 100% = 100% 

75 

4) Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN 

melalui JIKN 

Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui 

JIKN 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis  

pemerintah kabupaten 

 

 

0 

                       ----------- x 100% = 0% 

0 

Dinas Perpustakaan 

2. IKK Outcome : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, 

pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 

24. Kearsipan 

1. 

Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip 

sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan 

negara, pemerintahan, pelayanan publik dan 

kesejahteraan rakyat 

T = (m + b + g + a + c + i)/6 

 

T = 0/6 = 0 

 

 

0% 

Dinas 

Perpust

akaan 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Tingkat keberadaan dan 

keutuhan arsip sebagai 

bahan 

pertanggungjawaban 

setiap aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara 

untuk kepetingan negara, 

pemerintahan, pelayanan 

publik dan kesejahteraan 

rakyat 

1) Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK  NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala 

ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip 

Tidak Ada 

Dinas Perpustakaan 

2) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 

yang sesuai NSPK 

NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari 

bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23 thn 

2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari 

Bencana 

Tidak Ada 

Dinas Perpustakaan 

3) Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten yang 

digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah 

kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi 

NSPK penyelamatan arsip penggabungan/ pembubaran 

perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 

46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan 

atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat  

Daerah  

 

Tidak Ada 

Dinas Perpustakaan 



 

4) Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang 

dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai 

NSPK 

NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala 

ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip 

Elektronik  

 

Tidak Ada 

Dinas Perpustakaan 

5) Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi 

kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang 

dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK 

NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan 

Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan 

Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 

 

Tidak Ada 

Dinas Perpustakaan 

6) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup 

yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten 

yang sesuai NSPK 

NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada 

Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses 

dan Layanan Arsip Statis 

 

Tidak Ada 

Dinas Perpustakaan 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :    Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) 

25. Kelautan dan 

Perikanan 

1. 
Mengukur total produksi perikanan dari seluruh 

Kabupaten di wilayah Provinsi 

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan 

Budidaya) Kabupaten 

Produksi Tangkap = 1.841 Ton 

Produksi Budidaya (Rumput Laut + Budidaya) = (16.989 

Ton + 8,42 Ton) = 16.977,42 

Total = 18.383,42 Ton  

18.383, 

42 Ton 

Dinas 

P3AP2KB 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Jumlah Total Produksi 

Perikanan (Tangkap dan 

Budidaya) 

kabupaten/kota (sumber 

data: one data KKP) 

1) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan 

diversifikasi usaha (RTP) 

Jumlah RTP Tangkap + Jumlah RTP Budidaya = 2.565 KK 

+ 6.980 KK = 9545 KK Dinas P3AP2KB 

2) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional Jumlah TPI yang operasional 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten 

 

0 

                      ------ X 100% = 0% 

1 

Dinas P3AP2KB 

3) Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang 

pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) 

Daerah kabupaten yang diterbitkan 

0 Dinas P3AP2KB 

4) Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan 

pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan 

dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan 

akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) 

Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan 

pemberdayaan per tahun = 155 Orang 
Dinas P3AP2KB 

5) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di 

produksi   

Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang 

diproduksi per tahun = 70.000 Ekor 
Dinas P3AP2KB 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :   Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 

26. Pariwisata 

1. 
Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan 

mancanegara yang masuk ke Kabupaten  

Jumlah wisatawan tahun 2020 - Jumlah wisatawan 

tahun 2019 

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah wisatawan tahun 2019 

 

(96-2.481) 

                                  --------------------  x 100%= -96,13% 

2481  

-92,13% 
Dinas 

Budpar 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase pertumbuhan 

jumlah wisatawan 

mancanegara per 

kebangsaan 

1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi  5 Dinas Budpar 

2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, 

dan fasilitas pariwisata 

30 Unit (Paket) 
Dinas Budpar 

3) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha 

di kabupaten 

1 
Dinas Budpar 

4) Jumlah  wisatawan mancanegara per kebangsaan 96 Dinas Budpar 

5) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam 

negeri 

1 
Dinas Budpar 

6) Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten 0 Dinas Budpar 

7) Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi 

pada even promosi  pariwisata di dalam negeri 

9 
Dinas Budpar 

8) Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang 

disertifikasi 

Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikati 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah tenaga kerja pariwisata 

 

0 

                   -------  x 100% = 0 

0  

Dinas Budpar 



 

9) Persentase SDM peserta pembekalan sektor 

kepariwisataan 

Jumlah peserta pembekalan sector kepariwisataan 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah sarana pembekalan sector kepariwisataan 

 

270 

                               ---------  x 100% = 97,83% 

   276 

Dinas Budpar 

 10) Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan 

masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 

36 Desa Kelurahan yang berada pada 9 Kecamatan 
Dinas Budpar 

2. IKK Outcome :    Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten 

26. Pariwisata 

1. 
Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang 

datang ke Kabupaten 

Jumlah wisatawan tahun-n - Jumlah wisatawan tahun 

n-1 

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah wisatawan tahun n-1 

 

(3.510-2507) 

                             -----------------------  x 100% = 40,01% 

2507 

40,01% 
Dinas 

Budpar 

3. IKK Outcome :    Tingkat Hunian Akomodasi 

26. Pariwisata 

1. Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten 

Jumlah kamar yang terjual  

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah kamar yang tersedia 
 

0 

                  --------- x 100% = 0 

508 

0% 
Dinas 

Budpar 

4. IKK Outcome :     Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 

26. Pariwisata 

1. 
Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 

Kabupaten (harga berlaku) 

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga 

berlaku = 0 0 
Dinas 

Budpar 

5. IKK Outcome :   Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 

26. Pariwisata 

1. 
Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 

Kabupaten (harga berlaku) 
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD = 0 0 

Dinas 

Budpar 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :    Produktivitas pertanian per hektar per tahun 

27. Pertanian 

1. Mengukur tingkat produktivitas pertanian 

Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per 

tahun 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Luas panen 

 

                              82.681,9 

                       ------------ x 100 % = 344,45 Ton / Ha 

                              24.004 

 

3,44,45 

Ton/Ha 

Dinas 

Pertanian 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Produktivitas  pertanian 

per hektar per tahun 

1) Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan 348 + 4 = 352 Unit Dinas Pertanian 

2) Prasarana pertanian yang digunakan   4 Unit Dinas Pertanian 

3) Penerbitan izin usaha pertanian   Tidak Ada Dinas Pertanian 

4) Persentase prasarana yang digunakan   Jumlah sarana aktif yang digunakan 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Luas sarana yang dibangun 

 

4 

                          ----- x 100% = 100% 

4 

Dinas Pertanian 

5) Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten Jumlah usulan yang difasilitasi  

 ------------------------------------------------------------- x 100 %   

Luas usulan usaha pertanian 

Tidak ada 

 

Dinas Pertanian 



 

2. IKK Outcome :  Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular 

27. Pertanian 

1. 
Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan 

menular 

Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan 2020 – 

Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 

2019 

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 

2019 

38-14 

                                        -------------- x 100% = 171% 

14 

 

Dinas 

Pertanian 

dan Dinas 

Peternakan 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase Penurunan 

kejadian dan jumlah kasus 

penyakit hewan menular 

1) Persentase fasilitasi penanggulangan bencana   Jumlah area yang dapat ditanggulangi 

 ------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah area yang terkena bencana 

 

Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan 

bencana penyakit hewan menular 

 

9 

                                           --------- x 100% = 100% 

 9 

 

 

Dinas Pertanian dan 

Dinas Peternakan 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao 

 

 

 

 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Produktivitas  pertanian 

per hektar per tahun 

1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan  

Tidak Ada 

UPT KPH Wilayah 

Kab. Rote Ndao 

2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang 

terbentuk dan didampingi adalah 

1 (satu) Kelompok Tanu Usaha Mangrove yang 

berlokasi di Dusun Nunuoe, Desa Keoen Kecamatan 

Pantai Baru Kab. Rote Ndao 

UPT KPH Wilayah 

Kab. Rote Ndao 

3) Pemulihan ekosistem pada Tahura Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme 

alam, rehabilitasi maupun restorasi 

 

Tidak Ada 

UPT KPH Wilayah 

Kab. Rote Ndao 

4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun 

Tidak Ada 

UPT KPH Wilayah 

Kab. Rote Ndao 



Indikator Kinerja Kunci Urusan ESDM Kabupaten Rote Ndao 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :   Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten 

29. ESDM 

1. 
Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi 

yang memiliki ijin di Kabupaten 

Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang 

memiliki ijin  

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi 

 

(Tidak Ada) 

 

  

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase perusahaan 

pemanfaatan panas bumi 

yang memiliki  

ijin di kabupaten  

1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi 

dalam daerah kabupaten  

Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas 

bumi dalam daerah kabupaten 

 

(Tidak Ada) 

 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Umum Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome : Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan) 

30. Perdagangan 

1. 

Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh 

izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan 

dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)   

Jumlah pelaku usaha yang telah memiiki izin sesuai 

ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan 

IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)    

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten 

 

  327 

------             ------------------ X 100 % =92,90% 

352 

92,90% 

Dinas 

Koperin

dag 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase pelaku usaha 

yang memperoleh izin 

sesuai ketentuan 

(IUPP/SIUP Pusat 

Perbelanjaan dan 

IUTM/IUTS/SIUP Toko 

Swalayan)  

1) Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan 

ketentuan untuk izin :  

a. Pusat perbelanjaan 

b. Toko swalayan 

Ju lah izi  pusat perbela jaa  ya g diterbitka  ≤ 5 hari 
kerja 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang 

dokumennya sudah lengkap dan benar 

 

0 

------------------------ X 100 % = 0 

0 

 

Ju lah izi  toko swalaya  ya g diterbitka   ≤ 5 hari 
kerja 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah permohonan izin toko swalayan yang 

dokumennya sudah lengkap dan benar 

 

 

 

Dinas Koperindag 



 

2 

--------------------------- X 100 % = 100% 

2 

 2) Persentase penerbitan TDG Ju lah pe erbita  TDG ≤ 5 hari kerja 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah permohonan penerbitan TDG 

 

4 

--------------------------- X 100 % = 100% 

4 

Dinas Koperindag 

 3) Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG   Jumlah penerbitan TDG 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah gudang yang ada di kabupaten 

 

4 

--------------------------- X 100 % = 100% 

4 

Dinas Koperindag 

 4) Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu 

untuk :  

a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri 

b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba 

dalam negeri 

c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar 

negeri 

   

 

Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :   

 

Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba 

dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas 

permohonan diterima secara lengkap dan atau benar 

 ------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba 

dari waralaba dalam negeri 

 

Tidak Ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas Koperindag 



Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam 

negeri :   

 

Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari 

waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak 

berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau 

benar 

 ------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba 

lanjutan dari waralaba dalam negeri 

 

Tidak Ada 

 

Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri :   

 

Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari 

waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak 

berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau 

benar 

 ------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba 

lanjutan dari waralaba luar negeri 

 

Tidak Ada 

 5) Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan 

bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, 

pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat 

daerah Kabupaten 

Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan 

berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan 

dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten 

------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi 

pengecer 

 

0 

----------------------- X 100 % =0% 

                                                0 

Dinas Koperindag 

 6) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1x24 jam) 

 ------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah permohonan penertiban SKA yang dokumennya 

telah diterima dengan lengkap dan benar  

Dinas Koperindag 



Tidak ada 

 7) Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana 

distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 

K = (a + b) x 100%  

  

K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana 

distribusi perdagangan di wilayah kerjanya  

a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah 

dilakukan sesuai target waktunya = 1  (nilai 0.5)  

b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan 

sesuai peruntukannya = 30  (nilai 0.5)    

K = (0,5 + 0,5)  x 100% = 100% 

Dinas Koperindag 

 8) Persentase koefisien variasi harga antar waktu Persentase koefisien variasi harga antar waktu per 

komoditas bahan pokok  = 33.708 
Dinas Pangan 

2. IKK Outcome :  Persentase kinerja realisasi pupuk 

30. Perdagangan 

1. Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk 

Realisasi 

       ------------------ x 100 % 

RDKK 

 

3.370 

                               ------------- X 100% = 68,78% 

4.900 

68,78% 

Dinas 

Pertani

an 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase kinerja 

realisasi pupuk 

1) Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan � = � �  � % 

 

 

3.370 

                               ----------------------------- X 100% = 12,63% 

12.643,87 + 14.048,74 

 

 

 

Dinas Pertanian 



3. IKK Outcome :   Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 

30. Perdagangan 

1. 

Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang 

dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang 

berlaku 

Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun 

berjalan  

 --------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang 

di wilayah kabupaten 

 

8 

                               ------------- X 100% = 0,03% 

27.009 

0,03% 

Dinas 

Koperin

dag 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

persentase alat-alat ukur, 

takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP) 

bertanda tera sah yang 

berlaku 

1) Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam 

tahun berjalan 

Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada 

tahun berjalan  

 ------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang 

di wilayah kabupaten 

 

 

 

8 

                            ------------- X 100% = 0,03% 

  27.009 

Dinas Koperindag 

 2) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap 

ketentuan yang berlaku 

Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun 

berjalan sesuai ketentuan yang berlaku  

 ------------------------------------------------------------- x 100 %   

Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan 

 

1.228 

                            ------------- X 100% = 8,20% 

    14.977 

Dinas Koperindag 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome : Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten 

31. Perindustrian 1 Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil 

dan menengah di Kabupaten 

(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2020) – 

(Jumlah industry kecil dan menengah tahun 2019) 

---------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2019 

 

2.766 - 2.610 

                            ------------------------ x 100% = 5,98% 

2.610 

5,98% 

Dinas 

Koperin

dag 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Pertambahan jumlah 

industri kecil dan 

menengah di Kabupaten 

1) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan 

industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) 

yang lokasinya di daerah kabupaten 

Jumlah realisasi izin yang diterbitkan 

---------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 

 

Tidak Ada 

Dinas Koperindag 

2. IKK Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK 

31. Perindustrian 1 Mengukur persentase pencapaian sasaran 

pembangunan industri termasuk turunan indikator 

pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan 

dalam RPIP 

Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam 

RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah 

(100/N)%  

  

Untuk masing-masing penilaian indikator adalah 

persentase capaian indikator dibagi target dikali 

(100/N)%  
  

Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut 

 

Tidak ada 

0% 

Dinas 

Koperin

dag 



IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase pencapaian 

sasaran pembangunan  

industri termasuk turunan 

indikator  

pembangunan  

industri dalam RIPIN yang 

ditetapkan dalam RPIK 

1) Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai 

dengan ditetapkannya menjadi PERDA 

Capaian target tahapan penyelesaian RPIK  

 Tahapan :   

a) Tersusunnya naskah akademik  

(30%)  

b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK  

(20%)  

c) Draft Raperda RPIK yang disetujui  

 DPRD  dan  mendapat  

Rekomendasi dinas yang membidangi 

perindustrian di  

Provinsi (25%)  

d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur 

Provinsi (15%)  

e) Penetapan Perda RPIK (10%)  

  

Tidak Ada 

Dinas Koperindag 

3. IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)  Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh 

instansi 

31. Perindustrian 1 Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan 

pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) 

Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh 

instansi terkait 

Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan 

hasil pemantauan 

---------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah izin yang dikeluarkan 

 

1 

                           ------- x 100% = 100% 

1 

100%  

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase jumlah hasil 

pemantauan dan 

pengawasan dengan 

jumlah Izin Usaha Industri 

1) Persentase Jumlah  izin yang diterbitkan usaha industri 

(IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan 

Jumlah realisasi izin yang diterbitkan 

-------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 

 

 



 

(IUI) Kecil dan Industri 

Menengah yang 

dikeluarkan oleh instansi 

terkait 

1 

                           ------- x 100% = 100% 

1 

4. IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh 

instansi 

31. Perindustrian 1 Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan 

pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri 

(IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan 

oleh instansi terkait 

Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan 

hasil pemantauan  

---------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah izin yang dikeluarkan 

 

Tidak Ada 

0% 

Dinas 

Koperin

dag 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Persentase jumlah hasil 

pemantauan dan 

pengawasan dengan 

jumlah Izin Perluasan 

Industri (IPUI) Kecil dan 

Industri Menengah yang 

dikeluarkan oleh instansi 

terkait 

1) Persentase jumlah izin perluasan industri  (IPUI) bagi 

industri Kecil dan menengah yang diterbitkan 

Jumlah realisasi izin yang diterbitkan  

---------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 

 

Tidak Ada 
Dinas Koperindag 

5. IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan  Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 

yang lokasinya di Daerah Kabupaten 

31. Perindustrian 1 Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan 

pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri 

(IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan 

oleh instansi terkait 

Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan 

hasil pemantauan 

---------------------------------------------------------------- x 100 %   

Jumlah izin yang dikeluarkan 

Tidak Ada 

0% 

Dinas 

Koperin

dag 

6. IKK Outcome : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 

31. Perindustrian 1 Mengukur ketersediaan informasi industri secara 

lengkap dan terkini 

1) Keterkinian informasi industri :   

- Tersedianya informasi industri dengan batas 

waktu 0-6 bulan Ada  (50%)  

95% 

Dinas 

Koperin

dag 



- Tersedianya informasi industri dengan batas 

waktu 7-12 bulan  Ada  (25%) 

- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)  

  

2) Kelengkapan informasi industri meliputi :  

- Informasi produksi dan kapasitas produksi  Ada 

(10%)  

- Informasi bahan baku dan bahan penolong  Ada 

(10%)  

 

50%+25%+10%+10% =95% 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

Tersedianya informasi 

industri secara lengkap 

dan terkini 

1)  data perusahaan industri kecil, menengah dan 

perusahaan kawasan industri di Kabupaten yang masuk 

dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan 

industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan 

industri di Kabupaten 

Jumlah data perusahaan indsutri kecil, menengah dan 

perusahaan kawasan industry di Kabupaten di SIINas 

--------------------------------- x 100 %   

Total populasi perusahaan industry kecil, menengah dan 

perusahaan kawasan indsutri di kabupaten 

 

152 

                           -------------- x 100% = 5,50% 

2.766 

Dinas Koperindag 



Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao 

 

 

IKK OUTPUT 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS KETERANGAN 

  1) Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi 

penetapannya 
1 Kawasan Batutua-Nusamanuk  

2) Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi 

pembangunannya 

Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman 

atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan 

dengan daya tampung 300-500 keluarga adalah              

7  Unit Permukiman Transmigrasi /UPT 

 

3) Jumlah satuan pemukiman yang dibina 7 UPT  



Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan ) Kabupaten Rote Ndao 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) Provinsi 1) IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga 

Kesehatan 

33. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Perencanaan 

dan Keuangan ) 1. 
Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan 

tenaga kesehatan 

Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga 

Kesehatan 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah APBD 

 

121.935.821.269 

                     ----------------------------- X 100 % = 15,34% 

794.976.746.670,94 

15,34 BKA 

2. IKK Outcome :   Rasio PAD 

33. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Perencanaan 

dan Keuangan ) 
1. 

Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam 

mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah. 

Jumlah PAD 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah PDRB Non Migas 

 

32.683.328.390,45 

                               ----------------------------- X 100% = 1.762 

18.544.212,41 

1.762 BKA 

3. IKK Outcome :   Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

33. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Perencanaan 

dan Keuangan) 1. 
Mlihat Maturitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) 

Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 

2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance 

(QA) yang dikeluarkan oleh BPKP 

 

Tidak Ada 

 

 

Terakhir 

diukur 

Tahun 

2017 

BKA 



 

4. IKK Outcome :    Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

33. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Perencanaan 

dan Keuangan) 

1. 
Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)   

Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 

2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance 

(QA) yang dikeluarkan oleh BPKP 

Tidak Ada 

Terakhir 

diukur 

Tahun 

2017 

BKA 

5. IKK Outcome :    Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) 

33. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Perencanaan 

dan Keuangan) 
1. 

Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer 

expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di 

luar transfer expenditures. 

(Jumlah Belanja urusan pemerintahan) –( transfer 

expenditures) 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah Belanja APBD 

 

593.640.220.181,35 

                          ---------------------------------- x100 = 79,79% 

744.033.115.581,35 

79,79% BKA 

6. IKK Outcome :    Opini Laporan Keuangan 

33. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Perencanaan 

dan Keuangan) 

1. 
Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 

10 tahun terakhir   

Opini Laporan Keuangan Ada 

 
Ada BKA 



Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten Rote Ndao 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome : Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.  yang ditandatangani pada kuartal pertama 

34. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Pengadaan) 

1. 

Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi 

yang dibawa ke tahun berikutnya  yang ditandatangani 

pada kuartal pertama 

Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang 

perlu pembangunan dalam 3 kuartel yang ditandatangi 

pada kuartel pertama tahun n 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah kontrak keseluruhan tahun n 

 

0 

                    ------------ x 100 % = 0 

0 

0% 

Bagian 

Barang/ 

Jasa 

2. IKK Outcome : Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif 

34. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Pengadaan) 
1. 

Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang 

dilakukan dengan metode kompetitif 

Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode 

kompetitif 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Jumlah Pengadaan yang dilakukan tanpa metode 

kompetitif 

 

81 

                              ------------ x 100 % = 5,23 % 

1.549 

5,23% 

Bagian 

Barang/ 

Jasa 

3. IKK Outcome : Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 

34. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Pengadaan 1. 
Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui 

pengadaan 

Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Total belanja langsung 

 

157.461.927.534 

                             ----------------------------- x 100 % = 45,51% 

338.569.361.002 

45,51% 

Bagian 

Barang/ 

Jasa 



Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten Rote Ndao 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 

35. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Kepegawaian) 1. 

Mengukur rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan 

Menengah/ Dasar (PNS Tidak termasuk guru dan 

tenaga kesehatan) 

Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke 

Bawah 

 

2.530 

                                   ------------ x 100 % = 379,88% 

666 

379,88% BKPP 

2. IKK Outcome :  Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 

35. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Kepegawaian) 
1. 

Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru 

dan tenaga kesehatan    

Jumlah PNS fungsional (diluar guru dan tenaga 

kesehatan) 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak 

termasuk guru dan tenaga kesehatan) 

      

55 

                         ------------ x 100 % =  5,24% 

1.050 

5,24% BKPP 

3. IKK Outcome :  Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 

35. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Kepegawaian) 
1. 

Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, 

di luar tenaga guru dan kesehatan 

Jumlah PNS fungsional yang memiliki sertifikat 

kompetensi 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk 

guru dan tenaga kesehatan) 

 

   1.531 

                              ------------- x 100 % = 27,84% 

55 

27,84 BKPP 



Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten Rote Ndao 
 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3)  (4)  (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :  Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD   

36. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Manajemen 

Keuangan) 

1. 
Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan 

awal 

[(�� � �  �  �   � � �  � � ) − ] � %  
 

744.033.115.581,35 

               (--------------------------------- -1 ) x 100% 

794.976.746.670,94 

 

(0,94-1) x 100% = - 0,06% 

-0,06% BKA 

2. IKK Outcome :   Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD   

36. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Manajemen 

Keuangan) 
1. 

Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari 

perencanaan awal 

 [(�� � �  �  �   � � �  � � ) − ] � % 

 

753.645.421.075,86 

                      (-------------------------------- - 1)x 100 %  

738.285.649.298,41 

  

0,02 x 100% = 2%           

2% BKA 

3. IKK Outcome : Assets Management 

33. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Manajemen 

Keuangan) 

1. 
Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah 

yang ada 

1. Apakah ada daftar asset tetap? Ada  

2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset 

tetap? Ada 

3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Ada 

4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan 

anggaran? Ada 

Ada BKA 

4. IKK Outcome : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun sebelumnya 

36. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Manajemen 

Keuangan) 

1. 
Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja 

dalam APBD tahun sebelumnya 

 

62.191.097.372,53 

                           -------------------------------- x 100 % = 7,08% 

878.457.620.489,26 

7,08% BKA 



Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintahan (Transparasi dan Partisipasi Publik) Kabupaten Rote Ndao 

 

 

 

 

 

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN 
CAPAIAN 

KINERJA 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. IKK Outcome :  Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan   

37. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Transparasi dan 

Partisipasi 

Publik) 

1. 
Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya 

yang tersedia untuk pelayanan 

Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Total jumlah dokumen yang telah dirinci 

 

491 

                          ------------ x 100 % = 100% 

491 

100% 
Dinas 

Kominfo 

2. IKK Outcome : Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 

37. Fungsi 

Penunjang 

Pemerintahan 

(Transparasi dan 

Partisipasi 

Publik) 

1. 
Mengukur  akses publik terhadap informasi keuangan 

daerah 

Belanja Anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses 

di website pemda 

--------------------------------------------------------------- x 100 % 

Total Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di 

website pemda 

 

0 

                              ------------ x 100 % = 0 % 

0 

0% 
Dinas 

Kominfo 
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